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Yang bertanda tangan di bawah ini:
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Alamat © Mal Pelayanan Publik (MPP) Kota Cimahi Lt. 4 JI. Aruman,
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Jabatan . Pejabat Pembuat Komitmen Dinas Penanaman Modal dan

Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Cimahi

Dengan ini menerangkan bahwa:

Nama . Dr. Dewi Kurniasih, S.IP., M.Si.
Alamat :JI. Karyabakti VIII No. 158 RT 06 RW 01 Cigugur Tengah

Kecamatan Cimahi Tengah, Kota Cimahi
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Adalah benar telah bekerja sebagai Tenaga Ahli pada:

Pekerjaan . Belanja Jasa Tenaga Ahli Penyusunan SOP Perizinan
Berusaha
Pelaksanaan . 00 Oktober 2024 - 07 Desember 2024

Yang Bersangkutan selama bekerja telah malakukan tugasnya dengan baik dan penuh

tanggung jawab.

Demikian Surat Ketarangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.
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SURAT PERINTAH KERJA (SPK)

SATUAN KERJA : DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (DPMFTSF)

NOMOR DAN TANGGAL SPK : 01/PPK-
PEREKONOMIAN/SPK-Pkt.S02/DPMPTSF/ 2024 Tanggal
09 Oktober 2024

Nama Pejabat Penandatangan
Kontrak:

DADAN DARMAWAN, $.50S., M.Si.

Nama Penyedia:

Dr. DEWI KURNIASIH, S.IP.,M.Si.

PAKET PENGADAAN :

PAKET PEKERJAAN
PENGADAAN JASA

NOMOR SURAT UNDANGAN PENGADAAN LANGSUNG:
070/UND.PL-DPMPTSP/2024

TANGGAL SURAT UNDANGAN PENGADAAN LANGSUNG:
03 Oktober 2024

KONSULTANSI PENYUSUNAN
SOP PERIZINAN BERUSAHA

NOMOR BERITA ACARA HASIL PENGADAAN LANGSUNG:
070/BHNT.PL-DPMFPTSP/2024

TANGGAL BERITA ACARA HASIL PENGADAAN
LANGSUNG: 08 Oktober 2024

2024

SUMBER DANA : Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (APBD) Kota Cimahi Tahun Anggaran

Nilai Kontrak termasuk Pajak Pe
(dua puluh sempilan juta rupiah)

rtambahan Nilai (PPN) adalah sebesar Rp. 29.000.000,-

Jenis Kontrak : Lumsum

WAKTU PELAKS(\NAAN PEKERJAAN: 60 (enam puluh) hari kalender

Untuk d\_n atas nama,

SEPULUH RIBU RUPIAH
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NIP. 197201301993031005

¢ 1gan Kontrak

DADAN DARMAWAN, S.SOS., M.Si.

Untuk dap atas nama Penyedia




SYARAT UMUM
SURAT PERINTAH KERJA (SPK)

LINGKUP PEKERJAAN
Penyedia yang ditunjuk berkewajiban untuk menyelesaikan pekerjaan dalam jangka

\S;u?é(tu yang ditentukan, dengan mutu sesuai Kerangka Acuan Kerja dan harga sesuai

HUKUM YANG BERLAKU

Keabsahan, interpretasi, dan pelaksanaan SPK ini didasarkan kepada hukum Republik
Indonesia.

PENYEDIA JASA KONSULTANSI MANDIRI

Penyedia berdasarkan SPK ini bertanggung jawab penuh terhadap personil serta
pekerjaan yang dilakukan

BIAYA SPK
a. Biaya SPK telah memperhitungkan keuntungan, beban pajak dan biaya overhead
serta biaya asuransi (apabila dipersyaratkan).

b. Rincian biaya SPK sesuai dengan rincian yang tercantum dalam rekapitulasi
penawaran biaya.

HAK KEPEMILIKAN

a. Pejabat Penandatangan Kontrak berhak atas kepemilikan semua barang/bahan
yang terkait langsung atau disediakan sehubungan dengan jasa yang diberikan oleh
penyedia kepada Pejabat Penandatangan Kontrak. Jika diminta oleh Pejabat
Penandatangan Kontrak maka penyedia berkewajiban untuk membantu secara
optimal pengalihan hak kepemilikan tersebut kepada Pejabat Penandatangan
Kontrak sesuai dengan hukum yang berlaku.

b. Hak kepemilikan atas peralatan dan barang/bahan yang disediakan oleh Pejabat
Penandatangan Kontrak tetap pada Pejabat Penandatangan Kontrak, dan semua
peralatan tersebut harus dikembalikan kepada Pejabat Penandatangan Kontrak
pada saat SPK berakhir atau jika tidak diperlukan lagi oleh penyedia. Semua
peralatan tersebut harus dikembalikan dalam kondisi yang sama pada saat
diberikan kepada penyedia dengan pengecualian keausan akibat pemakaian yang
wajar.

PERPAJAKAN o

Penyec%ia berkewajiban untuk membayar semua pajak, bea, retribusi, dan pungutan
lain yang sah yang dibebankan oleh hukum yang berlaku atas pelaksanaan SPK.
Semua pengeluaran perpajakan ini dianggap telah termasuk dalam biaya SPK.

Penyedia dilarang untuk mengalihkan dan/atau mensubkontrakkan sebagian atau

seluruh pekerjaan. Pengalihan seluruh pekerjaan ‘nam?;z::l rg;pe(x;k:?c)clg\elia’mamat}ar:kimi

ADWAL .
Ja. SPK ini berlaku efektif pada tanggal penandatanganan oleh para pihak atau pada
tan%(gal yang ditetapkan dalam Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK).

Wakt

b. u pelaksanaan SPK adalah sejak tanggal mulai kerja yang tercantum dalam
SPMK. - - .. .

c. Penyedia harus menyelesaikan pekerjaan sesual jadwal yang ditentukan. ‘

d. Apabila penyedia tidak dapat menyelesaikan pekerjaan sesual jadwal kfnena
keadaan diluar pengendaliannya dan penyedia telah melaporkan kejadian texse}?ut
kepada Pejabat Penandatangan Kontrak, maka Pejabat Penandatangan Kontrak
dapat melakukan penjadwalan kembali pelaksanaan tugas penyedia dengan

adendum SPK.

]




9.

ASURANSI
a. Apabila dipersyaratkan, penyedia wajib menyediakan asuransi sejak SPMK sampai
dengan tanggal selesainya pemeliharaan untuk:

1) semua barang dan peralatan yang mempunyai risiko tinggi terjadinya
kecelakaan, pelaksanaan pekerjaan, serta pekerja untuk pelaksanaan pekerjaan,
atas segala risiko terhadap kecelakaan, kerusakan, kehilangan, serta risiko lain
yang tidak dapat diduga;

2) pihak ketiga sebagai akibat kecelakaan di tempat kerjanya; dan

b. E@sarnya asuransi sudah diperhitungkan dalam penawaran dan termasuk dalam
1aya SPK.

10. PENANGGUNGAN DAN RISIKO

kl.

12,

a. Penyedia berkewajiban untuk melindungi, membebaskan, dan menanggung tanpa
batas Pejabat Penandatangan Kontrak beserta instansinya terhadap semua bentuk
tuntutan, tanggung jawab, kewajiban, kehilangan, kerugian, denda, gugatan atau
tuntutan hukum, proses pemeriksaan hukum, dan biaya yang dikenakan terhadap
Pejabat Penandatangan Kontrak beserta instansinya (kecuali kerugian yang
mendasari tuntutan tersebut disebabkan kesalahan atau kelalaian berat Pejabat
Penandatangan Kontrak) sehubungan dengan klaim yang timbul dari hal-hal
berikut terhitung sejak tanggal mulai kerja sampai dengan tanggal
penandatanganan berita acara penyerahan akhir:

1) kehilangan atau kerusakan peralatan dan harta benda penyedia dan Personel;
2) cidera tubuh, sakit atau kematian Personel; dan/atau

3) k¢}1;1ilél?gan atau kerusakan harta benda, cidera tubuh, sakit atau kematian
pihak lain. o .

b. Terhitung sejak tanggal mulai kerja sampai dengan tanggal penandatanganan
berita acara serah terima, semua risiko kehilangan atau kerusakan hasil pekerjaan
ini merupakan risiko penyedia, kecuali kerugian atau kerusakan tersebut
diakibatkan oleh kesalahan atau kelalaian Pejabat Penandatangan Kontrak.

c. Pertanggungan asuransi yang dimiliki oleh penyedia tidak membatasi kewajiban
penanggungan dalam syarat ini.

PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN )
Pejabat Penandatangan Kontrak berwenang melakukan pengawasan dan pemeriksaan
terhadap pelaksanaan pekerjaan yang dilaksanakan oleh —penyedia. Pejabat
Penandatangan Kontrak dapat memerintahkan kepada pihak lain untuk melakukan
pengawasan dan pemeriksaan atas semua pelaksanaan pekerjaan yang dilaksanakan
oleh penyedia.

LAPORAN HASIL PEKERJAAN )

a. Pemeriksaan pekerjaan dilakukan selama pelaksanaan Kontrak terhadap kemajuan
pekerjaan dalam rangka pengawasan kualitas dan waktu pelaksanaan pekerjaan.
Hasil pemeriksaan pekerjaan dituangkan dalam laporan kemajuan hasil pckcr)aafl.

b. Untuk kepentingan pengendalian dan pengawasan pelaksanaan pekerjaan, seluruh

aktivitas kegiatan pekerjaan di lokasi pekerjaan dicatat dalam buku harian seb:a}gax
bahan laporan harian pekerjaan yang berisi rencana dan realisasi pekerjaan harian.

. Laporan harian berisi: _ .

1) penempatan tenaga kerja untuk tiap macam tugasnya,

2) jenis, jumlah dan konilsl_peralatanij_l .

3) ‘jenis dan kuantitas pekerjaan yang dilaksanakan; = | )

4% Jkeatdaan cuaca termasuk hujan, banjir dan peristiwa alam lainnya yang
berpengaruh terhadap kelancgran peléerjaan; pi’:all:ksanaan

5 an-catatan lain yang berkenaan dengan p "

d. L;;fgﬁg; harian dibuat )c,)let% penyedia,dapab%la dll(pexllulian diperiksa oleh konsultan

disetujui oleh wakil Pejabat Penandatangan konirax. ) e _

e CIi::;)lorlasn gnin uan terdiil*i dari rangkuman laporan harian dan berisi hasil

. kemajuan fisik pekerjaan dalam periode satu minggu, serta hal-hal penting yang
'lu ditonjolkan. ) » _

f. Egiooran b{tlanan terdiri dari rangkuman laporan mingguan dan berisi hasil

kemajuan fisik pekerjaan dalam periode satu bulan, serta hal-hal penting yang
'lu ditonjolkan. ) ‘

. %;:tll:k ln?é?"ekam kegiatan pelaksanaan proyek, Pejabat Pena.ndatar}gan Kontrak

membuat foto-foto dokumentasi pelaksanaan pekerjaan di lokasi pekerjaan.

(9]




13.

14.

15,

16.

WAKTU PENYELESAIAN PEKER[]AAN ) )

a. Kecuali SPK diputuskan lebih awal, penyedia berkewajiban untuk memulal
pelaksanaan pekerjaan pada tanggal mulai kerja, dan melaksanakan pekerjaan
sesuai dengan program mutu, serta menyelesaikan pekerjaan selambat-lambatnya
pada tanggal penyelesaian yang ditetapkan dalam SPMK.

b. Jika pekerjaan tidak selesai pada tanggal penyelesaian disebabkan karena kesalahan
atau kelalaian penyedia maka penyedia dikenakan sanksi berupa denda
keterlambatan.

c. Jika keterlambatan tersebut disebabkan oleh Peristiwa Kompensasi maka Pejabal
Perllan.datangan Kontrak memberikan tambahan perpanjangan waktu penyelesaian
pekerjaan.

d. Tanggal penyelesaian yang dimaksud dalam ketentuan ini adalah tanggal
penyelesaian semua pekerjaan.

SERAH TERIMA PEKERJAAN )

a. Setelah pekerjaan selesai 100% (seralus persen), penyedia mengajukan permintaan
seci?rq tertulis kepada Pejabat Penandatangan Kontrak untuk penyerahan
pekerjaan.

b. Sebelum dilakukan serah terima, Pejabat Penandatangan Kontrak melakukan
pemeriksaan terhadap hasil pekerjaan.

c. Pejabat Penandatangan Kontrak dalam melakukan pemeriksaan hasil pekerjaan
dapat dibantu oleh pengawas pekerjaan dan/atau tim teknis.

d. Apabila terdapat kekurangan-kekurangan dan/atau cacat hasil pekerjaan, penyedia
wajib 1\memperbaiki/ menyelesaikannya, atas perintah Pejabat Penandatangan
Kontrak.

e. Pejabat Penandatangan Kontrak menerima hasil pekerjaan setelah seluruh hasil
pekerjaan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan SPK.

f. Pembayaran dilakukan sebesar 100% (seratus persen) dari biaya SPK setelah
pekerjaan selesai.

PERUBAHAN SPK

a. SPK hanya dapat diubah melalui adendum SPK.

b. Perubahan SPK dapat dilaksanakan dalam hal terdapat perbedaan antara kondisi
lapil_nga_n pada saat pelaksanaan dengan SPK dan disetujui oleh para pihak,
meliputi:

1) menambah atau mengurangi volume yang tercantum dalam SPK;

2) menambah dan/atau mengurangi jenis kegiatan;

3) mengubah Kcran%ka Acuan Kerja sesuai dengan kondisi lapangan; dan/atau
4) mengubah jadwal pelaksanaan pekerjaan.

. Untuk kepentingan perubahan SPK, Pejabat Penandatangan Kontrak dapat dibantu
Pejabat Peneliti Pelaksanaan Kontrak.

PERISTIWA KOMPENSASI
a. Peristiwa Kompensasi dapat diberikan kepada penyedia dalam hal sebagai berikut:

1) Pejabat Penandatangan Kontrak mengubah jadwal yang dapat mempengaruhi

elaksanaan pekerjaan;

2) keterlambatan pembayaran kepada penyedia;

3) Pejabat Penandatangan Kontrak tidak memberikan gambar-gambar, Kerangka
Acuan Kerja dan/atau instruksi sesuai jadwal yang dibutuhkan;

4) penyedia belum bisa masuk ke lokasi sesuai jadwal,

5) Pejabat Penandatangan Kontrak menginstruksikan kepada pihak penyedia untuk
melakukan pengujian tambahan yang setelah dilaksanakan pengujian ternyata
tidak ditemukan kerusakan/kegagalan/penyimpangan;

6) Pejabat Penandatangan Kontrak memerintahkan penundaan pelaksanaan
pekerjaan;

7) Pejabat Penandatangan Kontrak memerintahkan untuk mengatasi kondisi tertentu
)éang tigak dapat diduga sebelumnya dan disebabkan oleh Pejabat Penandatangan

ontrak;

8) ketentuan lain dalam SPK.

b. Jika Peristiwa Kompensasi mengakibatkan pengeluaran tambahan dan/atau
keterlambatan penyelesaian pekerjaan maka Pejabat Penandatangan Kontrak
berkewajiban untuk membayar ganti rugi dan/atau memberikan perpanjangan

o




waktu penyelesaian pekerjaan.

c. Ganti rugi hanya dapat dibayarkan jika berdasarkan data penunjang  dan
perhitungan kompensasi yang diajukan oleh penyedia kepada Pejabat
Penandatangan Kontrak, dapat dibuktikan kerugian nyata akibat Peristiwa
Kompensasi.

d. Perpanjangan waktu penyelesaian pekerjaan  hanya dapat diberikan jika
berdasarkan data penunjang dan perhitungan kompensasi Jran% diajukan oleh
penyedia kepada Pejabat Penandatangan Kontrak, dapat dibuktikan perlunya
tambahan waktu akibat Peristiwa Kompensasi.

e. Penyedia tidak berhak atas ganti ru i dan/atau perpanjangan waktu penyelesaian
pekerjaan jika penyedia gagal atau lalai untuk memberikan peringatan dini dalam

mengantisipasi atau mengatasi dampak Peristiwa Kompensasi.

17. PERPANJANGAN WAKTU

a. Jika terljadi Peristiwa Kompensasi sehingga penyelesaian pekerjaan akan melampaui
tanggal penyelesaian maka penyedia berhak untuk meminta perpanjangan tanggal
penyelesaian berdasarkan data penunjang. Pejabat Penandatangan Kontrak
berdasarkan pertimbangan Pengawas Pekerjaan memperpanjang tanggal
penyelesaian pekerjaan secara tertulis. Perpanjangan tanggal penyelesaian harus
dilakukan melalui adendum SPK.

b. Pejabat Penandatangan Kontrak dapat menyetujui perpanjangan waktu

pelaksanaan setelah melakukan penelitian terhadap usulan tertulis yang diajukan
oleh penyedia.

18. PENGHENTIAN DAN PEMUTUSAN SPK
a. Penghentian SPK da%at dilakukan karena terjadi Keadaan Kahar.
b. Dalam hal SPK dihentikan, Pejabat Penandatangan Kontrak wajib membayar
kepada penyedia sesuai dengan prestasi pekerjaan yang telah dicapai, termasuk:

1) biaya langsung pengadaan bahan dan perlengkapan untuk pekerjaan ini. Bahan
dan perlengkapan ini harus diserahkan oleh Penyedia kepada Pejabat
Penandatangan Kontrak, dan selanjutnya menjadi hak milik Pejabat
Penandatangan Kontrak;

2) biaya langsung demobilisasi personel.

c. Pemufusan SPK dapat dilakukan oleh pihak Pejabat Penandatangan Kontrak atau
pihak penyedia.

d. Menyimpang dari Pasal 1266 dan 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata,
pemutusan SPK melalui pemberitahuan tertulis dapat dilakukan apabila:

1) penyedia terbukti melakukan korupsi, kolusi, dan/atau nepotisme, kecurangan
dan/atau pcmalsuan dalam proses Pengadaan yang diputuskan olch instansi
yang berwenang; ) )

2) pengaduan tentang penyimpangan prosedur, dugaan korupsi, kolusi, dan/atau
nepotisme dan/atau pelanggaran persaingan sechat dalam pelaksanaan
pengadaan dinyatakan benar oleh instansi yang berwenang; _

3) penyedia lalai/cidera janji dalam melaksanakan kewajibannya dan tidak
memperbaiki kelalaiannya dalam jangka waktu yang telah ditetapkan; _

4) penyedia tanpa persetujuan Pejabat Penandatangan Kontrak, tidak memulai
pelaksanaan pekerjaan; L

5) penyedia menghentikan pekerjaan dan penghentian ini tidak tercantum dalam
program mutu serta tanpa persetujuan Pejabat Penandatangan Kontrak;

6) penyedia berada dalam keadaan pailit;

7) Penyedia gagal memperbaiki kiner)

sebanyak 3 (tiga) kali; )

]) penyedia selama Masa SPK gagal memperbaiki Cacat Mutu dalam jangka waktu
yang ditetapkan oleh Pejabat Penandatangan Kontrak; )

9) Pejabat Penandatangan Kontrak memerintahkan penyedia untuk menunda
pelaksanaan atau kelanjutan pekerjaan, dan perintah tersebut tidak ditarik
sclama 28 (dua puluh delapan) hari; dan/atau )

10) Pejabat Penandatangan Kontrak tidak menerbitkan surat perintah pembayaran
untuk pembayaran tagihan angsuran sesuai dengan yang disepakati
sebagaimana tercantum dalam SPK. _

e. Dalam hal pemutusan SPK dilakukan karena kesalahan penyedia:

1) Sisa uang muka harus dilunasi oleh Penyedia atau Jaminan Uang Muka

| dicairkan (apabila diberikan);

a setelah mendapat Surat Peringatan




19.

20.

21.

22.

2) penyedia membayar denda keterlambatan (apabila ada); dan/atau
3) penyedia dikenakan Sanksi Daftar Hitam.

f. Dalam hal pemutusan SPK dilakukan karena Pejabat Penandatangan Kontrak
terlibat penyimpangan prosedur, melakukan korupsi, kolusi, dan/atau nepotisme,
dan/atau pelanggaran persaingan sehat dalam pelaksanaan pengadaan, maka
Pejabat Penandatangan Kontrak dikenakan sanksi berdasarkan peraturan
perundang-undangan.

PEMBAYARAN

a. pembayaran prestasi hasil pekerjaan yang disepakati dilakukan oleh Pejabat
Penandatangan Kontrak, dengan ketentuan:

1) penyedia telah mengajukan tagihan disertai laporan kemajuan hasil /peker‘aan;

2) pembayaran dilakukan dengan [sistem bulanan/sistem termin/pembayaran
secara sekaligus},

3) pembayaran harus dipotong denda (apabila ada), dan pajak ;

b. pembayaran terakhir hanya dilakukan setelah pekerjaan selesai 100% (seratus
persen) dan Berita Acara Serah Terima ditandatangani.

c. Pejabat Penandatangan Kontrak dalam kurun waktu 7 (tujuh) hari kerja setelah
pengajuan permintaan pembayaran dari penyedia harus sudah mengajukan surat
E)I%S"Ilﬂll\r;lt)aan pembayaran kepada Pejabat Penandatangan Surat Perintah Membayar

d. bila terdapat ketidaksesuaian dalam perhitungan angsuran, tidak akan menjadi
alasan untuk menunda pembayaran. Pejabat Penandatangan Kontrak dapat
meminta penyedia untuk menyampaikan perhitungan prestasi sementara dengan
mengesampingkan hal-hal yang sedang menjadi perselisthan.

DENDA

a. Jika pekerjaan tidak dapat diselesaikan dalam jangka waktu pelaksanaan pekerjaan
karena kesalahan atau kelalaian Penyedia maka Penyedia berkewajiban untuk
membayar denda kepada Pejabat Penandatangan Kontrak sebesar 1/1000 (satu
permil) dari nilai SPK (tidak termasuk PPN) untuk setiap hari keterlambatan atau
1/1000 (satu permil) dari nilai bagian SPK yang tercantum dalam SPK (tidak
termasuk PPN).

b. Pejabat Penandatangan Kontrak mengenakan Denda dengan memotong
pembayaran prestasi pekerjaan penyedia. Pembayaran Denda tidak mengurangi
tanggung jawab kontraktual penyedia.

PENYELESATIAN PERSELISIHAN . -

Pejabat Penandatangan Kontrak dan penyedia berkewaf;pan untuk berupaya sungguh-
sungguh menyelesaikan secara damai semua perselisihan yang timbul dari atau
perhubungan dengan SFK ini atau interpretasinya selama atau setelah pelaksanaan
pckerjaan. Jika perselisihan tidak dapat diselesaikan secara musyawarah maka
persefisihan akan diselesaikan melalui Layanan Penyelesaian Sengketa, arbitrase atau

Pengadilan Negeri.

LARANGCAN PEMBERIAN KOMISI o eetabat
Penyedia menjamin bahwa tidak satu pun personcl satuan kerja  Pejabe

Penandatangan Kontrak telah atau akan menerima komisi atau keuntungan tidak sah

lainnva baik langsung maupun tidak langsung dari SPK ini. Penyedia menyetujui
bahw}; pelanggar%m s%arat ini merupakan pelanggaran yang mendasar terhadap SPK

ini.




BAB X. SYARAT-SYARAT UMUM KONTRAK (SSUK)

A. KETENTUAN UMUM

1. Definisi

Istilah-istilah yang digunakan dalam Syarat-Syarat Umum Kontrak ini

lggrt?(s mempunyai arti atau tafsiran seperti yang dimaksudkan sebagai
rikut :

1.1 Jasa Konsultansi adalah jasa layanan profesional yang
membutuhkan keahlian tertentu diberbagai bidang keilmuan
yang mengutamakan adanya olah pikir.

1.2 Pep%guna Anggaran yang selanjutnya disebut PA adalah
pejabat pemegang kewenangan penggunaan —anggaran
Kementerian Negara/Lembaga/Perangkat Daerah.

1.3 Kuasa Pengguna An%mm pada pelaksanaan AFPBN yan
selanjutnya disingkat KPA adalah pejabat yang memperole%
kuasa dari PA untuk melaksanakan sebagian kewenangan dan
tanggung jawab penggunaan anggaran pada
Kementerian/Lembaga yang bersangkutan.

1.4 Kuasa Pengguna an pada pelaksanaan APBD yang
xlaniutnya disingkat KPA adalah pejabat yang diberi kuasa
untuk melaksanakan sebagian kewenangan pengguna anggaran
%alamh melaksanakan sebagzian tugas dan fungsi Perangkat

aerah.

—
19

ngabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disingkat PPK
adalah pejabat yang diberi kewenangan oleh PA/KPA untuk
mengambil keputusan dan/atau melakukan tindakan yang
dapat mengakibatkan  pengeluaran  anggaran belanja
negara/anggaran belanja daerah.

1.6 Pejabat yang Berwenang untuk Menandatangani Kontrak
yaJn selznjutnya disingkat Pejabat Penandatangan Kontrak
ada%alh pejabat yang memiliki kewenangan untuk mengikat

perjanjian” atau menandatangani Kontrak dengan Penyedia,

dapat berasal dari PA, KPA, atau PPK.

1.7 Aparat Pengawas Intern Pemerintah atau pengendali intcrnal
yang selanjutnya disebut APIP adalah aparat yang melakukan
pengawasan melalui audit, reviu, pemantauan, evaluasi, dan
keglatan pengawasan lain terhadap penyelenggaraan tugas dan
fungsi Pemerintah;

1.8 Penyedia Barang/Jasa Pemerintah yang selanjutnya disebut
Pengyredia adalah Pelaku Usaha yang menyediakan barang/jasa
berdasarkan kontrak.

aminan yang selanjutnya disebut i adalah

19 js:rfl?rtlarjl ter‘tul)irs 5 yan, ¢ ﬁikeluau’kanJ oleh Bank
Umum/Perusahaan Penjaminan/Perusahaan Asuransi/lembaga
keuangan khusus yang menjalankan usaha di bidang
pembiayaan, penjaminan, dan ~ asuransi untuk menfioro“ng
ekspor Indonesia sesuai dengan ketentuan dalam peraturarn
perundang-undangan di pbidang lembaga pembiayaan ekspor

Indonesia.

1.10 Kontrak Pag%ladaan Barang/Jasa yang selanjutnya disebut
kontrak adalah perjanjian tertulis antara Pejabat Penandatangan

Kontrak dengan Penyedia.



2. Pencrapan

111

1.16

1.18

Bagian Kontrak adalah bagian pekerjaan dari satu pekerjaan
yang ditetapkan dalam Dokumen Seleksi. Penyelesaian masing-
masing pekerjaan yang tercantum  pada bagian kontrak
tersebut tidak tergantung satu sama lain dan memiliki fungsi
yang berbeda, dimana fungsi masing-masing bagian kontrak
tersebut tidak terkait satu sama lain.

Nilai Kontrak adalah total harga yang tercantum dalam
Kontrak.

Hari adalah hari kalender, kecuali disebutkan secara eksplisit
sebagai hari kerja.

Harga Perkiraan Sendiri yang selanjuinya disingkat HPS
adalah perkiraan harga barang/jasa yang ditetapkan oleh PPK.

Rekapitulasi Penawaran Biaya (rincian harga penawaran)
adalah daftar kuantitas yang telah diisi harga satuan dan jumlah
biaya keseluruhannya yang merupakan bagian dari penawaran.

Rincian Biaya Langsung Personel adalah biaya langsung yang
diperlukan ~ untuk membayar remunerasi tenaga ahli
berdasarkan Kontrak.

Rincian Biaya Langsung Non-Personel adalah biaya langsung
yang diperlukan untuk menunjang pelaksanaan Kontrak yang
dibuat dengan mempertimbangkan dan berdasarkan harga
pasar yang wajar dan dapat dipertanggungjawabkan serta
sesuai dengan perkiraan kegiatan.

Metode Pelaksanaan Pekerjaan adalah cara kerja yang layak,
realistis dan dapat dilaksanakan untuk menyelesaikan seluruh
pekerjaan dan diyakini menggambarkan penguasaan dalam
penyelesaian pekerjaan dengan tahap pelaksanaan yang
sistimatis berdasarkan sumber daya yang dimiliki Penyedia.

1.19 Jadwal Waktu Pelaksanaan adalah jadwal yang menunjukkan

1.20

1.21

1.22

1.23

kebutuhan waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan
pekerjaan, terdiri atas tahap pelaksanaan yang disusun secara
logis, realistis dan dapat dilaksanakan.

Masa Kontrak adalah jangka waktu berlakunya kontrak ini
terhitung sejak tanggal penandatangan kontrak sampai dengan
tanggal selesainya pekerjaan dan terpenuhinya seluruh hak dan
kewajiban Fara Pihak.

Tanggal mulai kerja adalah tanggal Penyedia mulai bekerja
yang sama dengan tanggal penandatangan SPMK yang
diterbitkan oleh Pejabat Penandatangan Kontrak.

Tanggal penyelesaian pekerjaan adalah tanggal penyerahan
pekerJaanl,,ey.a};lg dinyatakan dalam berita acara serah terima

hasil pekerjaan yang yang ditandatangani oleh Pejabat
Penandatangan Kontrak dan Penyedia.

Kerangka Acuan Kerja yang selanjutnya disingkat KAK adalah
dokumen yang disusun oleh PPK untuk menjelaskan tujuan,
lingkup jasa konsultansi serta keahlian yang diperlukan untuk
pelaksanaan pekerjaan berdasarkan Kontrak ini.

SSUK diterapkan secara luas dalam pelaksanaan pekerjaan



3. Bahasa dan
Hukum

4. Perbuatan yang
dilarang dan
Sanksi

5. Asal Jasa
Konsultansi

6. Korespondensi

8. Perpajakan

9. Pengalihan
dan/atau
Subkontrak

pengadaan Jasa Konsultansi tetapi tidak dapat bertentangan dengan
ketentuan-ketentuan dalam Dokumen Kontrak lain yang lebih tinggl
perdasarkan urutan hierarki dalam Kontrak.

3.1 Bahasa kontrak dan bahasa korespondensi harus dalam bahasa
Indonesia.

3.2 Hukum yang digunakan adalah hukum yang berlaku di
Indonesia.

41 Berdasarkan etika pengadaan barang/jasa pemerintah, para
pihak dilarang untuk:

a. menawarkan, menerima atau menjanjikan untuk
memberi atau menerima hadiah atau imbalan berupa apa
saja  atau melakukan tindakan lainnya untuk
mempengaruhi siapapun yang diketahui atau patut dapat
diduga berkaitan dengan pengadaan ini; dan/atau

b. membuat dan/atau menyampaikan secara tidak benar
dokumen dan/atau kefcrangan lain yang disyaratkan
untuk penyusunan dan pelaksanaan Kontrak ini.

4.2 Penyedia yanlg( menurut penilaian Pejabat Penandatangan
Kontrak terbukti melakukan larangan-larangan di atas dapat
dikenakan sanksi-sanksi administratif sebagal berikut:

a. Pemutusan Kontrak;

b. Sisa uang muka harus dilunasi oleh Penyedia atau
jaminan ~uang muka dicairkan dan disetorkan
sebagaimana ditetapkan dalam SSKK; dan

c. Dikenakan sanksi daftar hitam.

4.3 Pengenaan sanksi administratif di atas dilaporkan oleh Pejabat
Penandatangan Kontrak kepada PA/KPA.

44 Pejabat Penandatangan Kontrak yang terlibat dalam korupsi,
kolusi, dan/atau nepotisme dan penipuan dikenakan sanksi
berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pekerjaan Jasa Konsultansi ini dikerjakan oleh tenaga kerja Indonesia.

Semua mberitahuan, permohonan, persctujuan, dan/atau
korespondensi lainnya berdasarkan Kontrak ini harus dibuat secara
tertulis dalam Bahasa Indonesia, dan dianggap telah diberitahukan
kepada Para Pihak atau wakil sah FPara Pihak jika telah disampaikan
secara langsung, disampaikan melalui surat tercatat, e~-mail, dan/atau
faksimili sebagaimana tercantum dalam SSKK.

Sctiap tindakan yang dipersyaratkan atau diperbolehkan untuk
dilakukan, dan setiap dokumen yang dipersyaratkan atau
diperbolehkan untuk dibuat berdasarkan Kontrak ini oleh Pejabat
Penandatangan Kontrak atau Penyedia hanya dapat dilakukan atau
dibuat oleh pejabat yang disebutkan dalam SSKK.

Penyedia berkewajiban untuk membayar semua pajak, bea, retribusi,
dan pungutan lain yang sah yang dibebankan oleh peraturan
perpajakan atas pelaksanaan Kontrak ini. Semua pengeluaran
perpajakan ini dianggap telah termasuk dalam nilai Kontrak.

9.1 Penyedia tidak diperbolehkan mensubkontrakkan sebagian
dan/atau seluruh pekerjaan.

9.2 Jika ketentuan di atas dilanggar maka Penyedia dikenakan
sanksi yang diatur dalam SSKK.



10. Pengabaian

Jika terjadi pengabaian oleh satu Pihak terhadap pelanggaran
ketentuan tertentu Kontrak oleh Pihak yang lain maka pengabalan
tersebut tidak menjadi pengabaian yang terus-menerus selama Masa
Kontrak atau seketika menjadi pengabaian terhadap pelanggaran
ketentuan yang lain. Pengabaian hanya dapat mengikat jika dapat
dibuktikan secara tertulie dan ditandatangani oleh Fara Pihak atau
Wakil Sah Pihak yang melakukan pengabaian.

B. PELAKSANAAN KONTRAK

11. Jangka Waktu
Pelaksanaan

Pekerjaan

12. Penyerahan
Lokasi Kerja
(apabila
diperlukan)

13. Surat Perintah
Mulai Kerja
(SPMK)

14. Program Mutu

11.1 Kontrak ini berlaku sejak tanggal penandatanganan.

11.2 Waktu pelaksanaan pekerjaan adalah jangka waktu yang
ditentukan dalam SSKK.

12.1 Pejabat Penandatangan Kontrak menyerahkan keseluruhan
lokasi kerja kepada penyedia sebelum SPMK diterbitkan.
Sebelum penyerahan lokasi kerja, dilakukan pemeriksaan
lapangan bersama yang dituangkan dalam Berita Acara
Peninjauan Lokasi Keryja.

12.2 Jika dalam pemeriksaan lapangan bersama ditemukan hal-hal
yang dapat mengakibatkan perubahan isi Kontrak maka
peruball\lan tersebut harus dituangkan dalam Adendum
Kontrak.

12.3 Jika penyerahan hanya dilakukan pada bagian tertentu dari
lokasi kerja maka Pejabat Penandatangan Kontrak dapat
dianggap telah menunda pelaksanaan pekerjaan tertentu yang
terkalt dengan bagian lokasi kerja tersebut, dan kondisi ini
iitetapkan scbagal Peristiwa Kompensasi serta dibuat Berita

cara.

124 Penyerahan lokasi kerja dituangkan dalam Berita Acara Serah
Terima Lokasi Kerja yang ditandatangani oleh para pihak.

13.1 Pejabat Penandatangan Kontrak menerbitkan SPMK selambat-
lampatnya 14 (empat belas) hari kerja sejak tanggal
penandatanganan Kontrak, kecuali apabila anggaran belum
berlaku.

13.2 Tanggal penandatanganan SPMK oleh Pejabat Penandatangan
Kontrak ditetapkan sebagai tanggal mulai berlaku efektif
Kontrak.

14.1 Penyedia berkewajiban untuk menyerahkan program mutu
pada rapat persiapan pelaksanaan kontrak untuk disetujui oleh
Pejabat Penandatangan Kontrak.

14.2 Program mutu disusun oleh Penyedia paling sedikit berisi:
informasi mengenai pekerjaan yang akan dilaksanakan;
b. jadwal pelaksanaan pekerjaan;

c. prosedur pelaksanaan pekerjaan;

d. prosedur instruksi kerja; dan/atau

e. pelaksana kerja.

o

14.3 Program mutu dapat direvisi sesuai dengan kondisi lapangan.

14.4 Penyedia berkewajiban untuk memutakhirkan program mutu
jika terjadi adendum Kontrak dan Peristiwa Kompensasi.



15. Rapat
Persiapan
Pelaksanaan
Konitrak

16. Pengawasan/

Pl;grﬁl endalian

Pekerjaan

17. Mobilisasi

14.5

14.6

15.1

15.2

15.3

16.1

16.2

16.3

16.4

16.5

16.6

17.1

Pemutakhiran ~ program  mutu  harus menunjukkan
perkembangan kemajuan setiap pekerjaan dan dampaknya
terhadap penjadwalan sisa pekerjaan. Pemutakhiran program
mutu tllcarus mendapatkan persetujuan Pejabat Penandatangan
Kontrak.

Persetujuan Pejabat Penandatangan Kontrak terhadap program
mutu tidak mengubah kewajiban kontraktual penyedia.

Pejabat Penandatangan Kontrak bersama dengan Penyedia,
unsur perencanaan, dan unsur pengawasan menyelenggarakan
rapat persiapan pelaksanaan Kontrak.

Hal-hal yang dibahas dan disepakati dalam rapat persiapan

pelaksanaan Kontrak meliputi:

a. reviu kontrak, dan pembagian tugas dan tanggung jawab
dari kedua belah pihak;

b. pemutakhiran/pembaharuan rcncana pekerjaan seperti

tanggal efektif pelaksanaan, dan tahapan pelaksanaan

kontrak;

reviu rencana penilaian kinerja pekerjaan sebagai dasar

melakukan evaluasi kemajuan pekerjaan;

diskusi bagaimana dan kapan dilakukan pelaporan

pekerjaan;

e. tata cara, waktu dan frekuensi pengukuran dan pelaporan
yang disesuaikan dengan kondisi pekerjaan;

f. melakukan klarifikasi hal-hal yang masih kurang jelas dan
mendiskusikan prosedur untuk manajemen perubahan; dan

g. melakukan Klarifikasi rencana koordinasi antar para pihak
selama pelaksanaan pekerjaan.

o o

Hasil rapat persiapan pelaksanaan kontrak dituangkan dalam
Berita Acara Rapat Persiapan Pelaksanaan Kontrak yang
ditandatangani oleh seluruh peserta rapat.

Selama berlangsungnya pelaksanaan pekerjaan, Pejabat
Penandatangan Kontrak dapat dibantu oleh Pengawas
Pekerjaan dan Tim Teknis yang berasal dari personel Pejabat
Penandatangan Kontrak. Pengawas Pekerjaan berkewajiban
untuk mengawasi pelaksanaan pckerjaan.

Tim Teknis berasal dari unit kerja, instansi yang terkait,
dan/atau tenaga profesional.

Pengawas  Pekerjaan perkewajiban  untuk mengawasi
pelaksanaan pekerjaan.

Tim Teknis berkewajiban untuk membahas dan menilai laporan
konsultan.

Dalam melaksanakan kewajibannya, Pengawas Pekerjaan selalu
bertindak untuk kepentingan Pejabat Penandatangan Kontrak.
Pengawas Pekerjaan dapat pertindak sebagai Wakil Sah Pejabat
Penandatangan Kontrak.

Penyedia berkewajiban untuk melaksanakan semua perintah
Pengawas Pekerjaan yang ScSudl dengan kewenangan
pengawas pekerjaan dalam Kontrak inl dan saran atau
rekomendasi dari Tim Teknis.

Mobilisasi paling lambat dilaksanakan sesuai waktu yang
ditetapkan.



18. Waktu
Penyelesaian
Pekerjaan

19. Peristiwa
Kompensasi

20. sSmangm

17.2 Mobilisasi dapat dilakukan secara bertahap sesuai dengan

kebutuhan.

18.1 Kecuali Kontrak diputuskan lebih awal, penyedia berkewajiban

menyelesaikan pekerjaan selambat-lambatnya pada tanggal
penyelesaian yang ditetapkan dalam SSKK pada klausul 11.2.

18.2 Jika pekerjaan tidak selesai pada tanggal penyelesaian bukan

akibat Keadaan Kahar atau bukan Peristiwa Kompensasi atau
karena kesalahan atau kelalaian Penyedia maka penyedia
dikenakan denda keterlambatan.

18.3 Tangzal penyelesaian yang dimaksud dalam klausul ini adalah

tanggal penyelesaian semua pekerjaan

Peristiwa Kompensasi dapat diberikan kepada penyedia dalam hal
sebagai berikut:

a.

b.

C.

e.

4
&

Pejabat Penandataniin Kontrak mengubah jadwal yang dapat
mempen%amhi pelaksanaan pekerjaan;

keterlambatan pembayaran kepada penyedia;

Pcjabat Penandatangan Kontrak menginstruksikan kepada
penyedia untuk melakukan pengujian tambahan yang setelah
dilaksanakan pengujian ternyata tidak ditemukan
kerusakan/kegagalan/ penyimpangan;

Pejabat Penandatangan Kontrak tidak memberikan gambar-

gambar, spesifikasi dan/atau instruksi sesuai jadwal yang

dibutuhkan;

penyedia belum bisa masuk ke lokasi sesuai jadwal dalam
kontrak;

Pejabat Penandatangan Kontrak memerintahkan penundaan
pelaksanaan pekerjaan; atau

ketentuan lain dalam SSKK.

20.1 Jika terjadi Peristiwa Kompensasi sehingga penyelesaian

pekerjaan akan melampaui tanggal penyelesaian maka
Penyedia berhak untuk meminta perpanjangan tan al
penyelesaian  berdasarkan  data  penunjang. Pejabat
Penandatangan Kontrak dapat meminta pertimbangan
Pengawas Pekerjaan (apabila ada) dalam memutuskan

perpanjangan tanggal Penyelesaian Pekerjaan.

20.2 Jika Peristiwa Kompensasi mengakibatkan keterlambatan

nyelesaian pekerjaan maka Pcjabat Penandatangan Kontrak
Bgrkewajiban untuk memberikan perpanjangan  waktu
penyelesaian pekerjaan.

20.3 Perpanjangan waktu penyclesaian pekerjaan dapat diberikan

jika berdasarkan data penunjang dapat dibuktikan dibutuhkan
penambahan waktu penyelesaian pekerjaan.

20.4 Penyedia tidak berhak atas perpanjangan waktu penyelesaian

kerjaan jika penyedia gagal atau lalai untuk memberikan
gmbgaritaﬁluan dini dalam mengantisipasi atau mengatasi
dampak Peristiwa Kompensasi.

20.5 Pejabat Penandatangan Kontrak menetapkan ada tidaknya

rpaniangan waktu dan untuk berapa lama, paling lambat
glgm i’anéka waktu sebagaimana diatur dalam SSKK setelah
Penyedia meminta perpanjangan.

20.6 Perpanjan;gan tanggal Penyelesaian harus dilakukan melalui

adendum/perubahan Kontrak.



21. Pemberian
Kesempatan

21.1

21.3

Dalam hal Penyedia gagal menyelesaikan pekerjaan sampai
masa pelaksanaan Kontrak berakhir, namun Pejabat
Penandatangan Kontrak menilai bahwa Penyedia mampu
menyelesaikan Eekerjaan, Pejabat Penandatangan Kontrak
dapat memberikan kesempatan kepada Penyedia untuk
menyelesaikan pekerjaan.

Pemberian kesempatan kepada Penyedia untuk menyelesaikan
pekerjaan sebagaimana dimaksud pada klausul 21.1, dimuat
dalam adendum/perubahan kontrak yang didalamnya
mengatur waktu penyelesaian pekerjaan, pengenaan sanksi
denda keterlambatan kepada Penycdia.

Jangka waktu pemberian kesempatan kepada Penyedia untuk
menyelesaikan pekerjaan diatur dalam SSKK.

C. PENYELESAIAN KONTRAK

22. Serah Terima
Pekerjaan

22.1

22.2

22.3

22.4

22.5

22.6

22.7

22.8

22.9

22.10

Setelah pekerjaan selesai, penyedia mengajukan permintaan
secara tertulis kepada Pejabat Penandatangan Kontrak untuk
serah terima hasil pekerjaan.

Serah terima hasil pekerjaan dilakukan di tempat sebagaimana
ditetapkan dalam SSKK.

Sebelum dilakukan serah terima, Pejabat Penandatangan
Kontrak melakukan pemeriksaan terhadap hasil pekerjaan,

yal?g. dapat dibantu oleh pengawas pekerjaan dan/atau tim
teknis.

Pemeriksaan hasil pekerjaan dilakukan dengan menilai
kesesuaian pekerjaan yang diserahterimakan yang tercantum
dalam Kontrak.

Pejabat  Penandatangan  Kontrak berkewajiban  untuk
memeriksa kebenaran hasil pekerjaan dan/atau dokumen
laporan  pelaksanaan pekerjaan  dan membandingkan
kesesuaiannya dengan Kontrak.

Pejabat Penandatangan Kontrak menolak serah terima
pekerjaan jika hasil pekerjaan dan/atau_dokumen laporan
pelaksanaan pekerjaan tidak sesual dengan Kontrak.

Atas pelaksanaan serah terima hasil pekerjaan, Pejabat
Penandatangan Kontrak membuat Berita Acara Serah Terima
(BAST) yang ditandatangani bersama dengan Penyedia.

Dalam hal Pejabat Penandatangan Kontrak menolak scrah
terima pekerjaan maka dibuat Berita Acara Penolakan Serah
Terima dan segera memerintahkan kepada Penyedia untuk
memperbaiki, mengganti, dan/atau melengkapi kekurangan
pekerjaan.

Jika pengoperasian hasil pekerjaan memerlukan keahlian
khusus maka sebelum pelaksanaan serah terima pekerjaan
Penyedia berkewajiban untuk melakukan pelatihan (jika
dicantumkan dalam kontrak). Biaya pelatihan termasuk dalam
Nilai Kontrak.

Pejabat Penandatangan Kontrak menerima hasil pekerjaan
setelah seluruh hasil pekerjaan yang diserahterimakan sesual



23. Layanan
Tambahan

D. PERUBAHAN KONTRAK

24. Perubahan
Kontrak

dengan Kontrak.

22.11 Jika hasil pekerjaan yang diserahterimakan terlambat melewati

batas waktu akhir konfrak karena kesalahan atau kelalaian
Pcnyedia atau bukan akibat Keadaan Kahar maka Penyedia
dikenakan denda keterlambatan.

Penyedia harus melaksanakan layanan lanjutan sebagaimana
tercantum dalam SSKK.

24.1

24.2

24.3

244

245

24 .6

24.7

248

24.9

Kontrak hanya dapat diubah melalui adendum/perubahan
kontrak.

Adendum/perubahan Kontrak dapat dilaksanakan dalam hal

terdapat perbedaan antara kondisi lapangan ada saat

pelaksanaan dengan gambar dan/atau spesifikasi/KAK yang

ditentukan dalam dokumen Kontrak dan disetujui oleh para

pihak, meliputi:

a. menambah atau mengurangi volume yang tercanfum
dalam Kontrak;

b. menambah dan/atau mengurangi jenis kegiatan;

c. mengubah gambar dan/atau spesifikasi/ KAK sesuai
dengan kondisi lapangan; dan/atau

d. mengubah jadwal pelaksanaan.

Selain adendum/perubahan Kontrak yang diatur pada klausul
24.2, addendum/perubahan Kontrak dapat dilakukan untuk
hal-hal yang disebabkan masalah administrasi, antara lain
pergantian Pejabat Penandatangan Kontrak, perubahan
rekening Penyedia, dan sebagzainya.

Pekerjaan tambah paling tinggi 10% (sepuluh persen) dari nilai
Kontrak awal dan harus mempertimbangkan tersedianya
anggaran.

Perintah  perubahan pekerjaan  dibuat oleh  Pejabat
Penandatangan Kontrak secara tertulis kepada Fen edia
kemudian dilanjutkan dengan negosiasi teknis dan biaya
dengan tetap mengacu pada ketentuan yang tercantum dalam
Kontrak awal.

Hasil negosiasi teknis dan harga tersebut dituangkan dalam
Berita Acara scbagai dasar penyusunan adendum/perubahan

Kontrak.

Perubahan jadwal dalam hal terjadi perpanjangan waktu
pelaksanaan dapat diberikan oleh Pejabat Penandatangan
Kontrak atas pertimbangan yang layak dan wajar untuk hal-hal
sebagai berikut:

a. peristiwa kompensasi; dan/atau

b. Keadaan Kahar.

Dalam hal peristiwa kompensasi, waktu penyelesaian pekerjaan
dapat diperpanjang paling lama  sama dengan waktu
terhentinya/terlambatnya pelaksanaan kontrak akibat peristiwa
kompensasi.

Dalam hal keadaan kahar, waktu penyelesaian pekerjaan dapat
diperpanjang sekurang-kurangnya  sama dengan waktu



24.10

2411

24.12

24.13

25. Keadaan Kahar 25.1

25.2

255

25.6

terhentinya pelaksanaan kontrak akibat Keadaan Kahar.

Pejabat Penandatangan Kontrak dapat men[yetujui secara
tertulis perpanjangan waktu pelaksanaan setelah melakukan
penelitian terhadap usulan yang diajukan oleh Penyedia.

Untuk kepentingan perubahan kontrak, Pejabat Penandatangan
Kontrak dapat menetapkan tim peneliti Kontral.

Pejabat Penandatangan Kontrak dapat menugaskan pengawas
pekerjaan dan/atau tim teknis untuk meneliti
kelayakan/kewajaran perpanjangan waktu pelaksanaan.

Persetujuan rpanjangan waktu pelaksanaan Kontrak
dituangkan dalam addendum/perubahan Kontrak.

Yang dimaksud Keadaan Kahar dalam Kontrak ini adalah suatu
keadaan yang terjadi diluar kehendak para pihak dan tidak
dapat diperkirakan sebelumnya, sehingga kewajiban yang
ditentukan dalam Kontrak menjadi tidak dapat dipenuhi.

Yang temasuk Keadaan Kahar tidak terbatas pada:

a. Bencana alam;

. Bencana non alam,;

Bencana sosial,

. Pemogokan;

Kebakaran;

Kondisi cuaca ekstrim, dan/atau

Gangguan industri lainnya sebagaimana dinyatakan
melalui keputusan bersama Menteri Keuangan dan Menteri
teknis terkait.
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Apabila  terjadi Keadaan Kahar, maka Penyedia
memberitahukan kepada Pejabat Penandatangan Kontrak
paling lambat 14 (empat belas) hari kalender sejak menyadari
atau seharusnya menyadari atas kejadian atau Keadaan Kahar,
dengan menyertakan bukti.

Tidak termasuk Keadaan Kahar adalah hal-hal yang merugikan
akibat perbuatan atau kelalaian Para Pihak.

Pada saat terjadinya Keadaan Kahar, Kontrak ini akan

dihentikan sementara hingga Keadaan Kahar berakhir dengan

ketentuan: . ‘ _

a. Penyedia berhak untuk menerima pcmbayaran sesual
dengan prestasi atau kemajuan pelaksanaan pekerjaan yang
telah dicapai sctelah dilakukan pemeriksaan bersama atau
perdasarkan hasil audit; ) ’

b. Jika selama masa Keadaan Kahar Pejabat Penandatangan
Kontrak memerintahkan secara tertulis kepada Penyedia
untuk sedapat mungkin meneruskan pekerjaan maka
Penycdia  berhak untuk  menerima  pembayaran
sebagaimana ditentukan dalam Kontrak dan mendapat
penggantian biaya yang wajar sesual dengan yang telah
dikeluarkan untuk bekerja dalam situasi demikian.
Penggantian  biaya ini  harus  diatur  dalam
adendum/perubahan Kontrak.

Kegagalan salah satu Pihak untuk memenuhi kewajibannya
yang ditentukan dalam Kontrak bukan merupakan cidera janji
atau wanprestasi jika kegagalan tersebut diakibatkan oleh
keadaan kahar, dan Pihak yang ditimpa Keadaan Kahar:

a. telah mengambil semua findakan yang sepatutnya untuk



25.7

25.8

25.9

memenuhi kewajiban dalam Kontrak; dan
b. telah memberitahukan secara tertulis kepada Pihak lainnya
dalam Kontrak selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari
scjak menyadari atas kejadian atau Keadaan Kahar, dengan
menyertakan salinan pernyataan tergadinya peristiwa yang
{(neyteb?(bkan terhentinya/terlambatnya  pelaksanaan
ontrak.

Keterlambatan pengadaan akibat Keadaan Kahar tidak
dikenakan sanksi.

Penghentian Kontrak karena keadaan kahar dilakukan secara
tertulis oleh Pejabat Penandatangan Kontrak dengan disertai
alasan penghentian pekerjaan.

Penghentian kontrak karena Kedaan Kahar dapat bersifat:

a. sementara hingga Keadaan Kahar berakhir; atau

b. permanen apabila akibat Keadaan Kahar tidak
memungkinkan dilanjutkan/ diselesaikannya pekerjaan.

25.10 Penghentian  pekerjaan  akibat Keadaan Kahar tetap

mempertimbangkan efektifitas pekerjaan dan tahun anggaran.

E. PENGHENTIAN DAN PEMUTUSAN KONTRAK

26. Penghentian
Kontrak

27. Pemutusan
Kontrak

28. Pemutusan
Kontrak oleh
geja.bat

enandatangan
Kontrak

Penghentian Kontrak dapat dilakukan karena terjadi Keadaan Kahar
sebagaimana dimaksud pada klausul 25.

2.1

27.2

27.3

274

28.1

Pemutusan kontrak dapat dilakukan oleh pihak Pejabat
Penandatangan Kontrak atau pihak Penyedia.

Pcjabat Penandatangan Kontrak dapat memutuskan konfrak
secara  sepihak apabila  Penyedia tidak  memenuhi
kewajibannnya sesuai ketentuan dalam kontrak.

Penyedia dapat memutuskan kontrak secara sepihak_apabila
Pejabat Penandatan%an Kontrak tidak memenuhi kewajibannya
sesuai ketentuan dalam kontrak.

Pemutusan kontrak dilakukan sekurang-kurangnya 14 (empat
belas) hari setelah Pejabat Penandatangan Kontrak/Penyedia
menyampaikan pemberitahuan rencana Pemutusan Kontrak
secara tertulis kepada Penyedia/Pejabat Penandatanzan
Kontrak.

Dengan mengesampingkan dari Pasal 1266 dan 1267 Kitab
Undﬁn -Undz%ng Igulgum Perdata, Pejabat _Penandatangan
Kontrak dapat memutuskan Kontrak ini melalui pemberitahuan
tertulis kepada Penyedia setelah terjadinya hal-hal sebagal

berikut: . .

a. Penyedia terbukti melakukan korupsi, kolusi, dan/atau
nepotisme, kecurangan dan/atau pemalsuan dalam proscs
pengadaan yang diputuskan oleh Instansi yang berwenang.

b. Pengaduan tentang penyimpangan prosedur, dugaan
korupsi, kolusi, dan/atau nepotisme dan/atau pelanggaran
persaingan  schat dalam  pelaksanaan  Pengadaan
Barang%jasa dinyatakan benar oleh Instansi yang
berwenang; .

c. Penyedia berada dalam keadaan pailit; )

d. Penyedia terbukti dikenakan Sanksi Daftar Hitam sebelum
penandatanganan Kontrak;

e. Penyedia gagal memperbaiki kinerja setelah mendapat



Surat Peringatan sebanyak 3 (tiga) kali;

f. Penyedia lalai/cidera janji dalam  melaksanakan
kewajibannya dan tidak memperbaiki kelalaiannya dalam
jangka waktu yang telah ditetapkan;

g. Berdasarkan genelitian Pejabat Penandatangan Kontrak,
Penyedia tidak akan mampu menyelesaikan keseluruhan
pckerjaan walaupun diberikan kesempatan menyelesaikan
pekerjaan selama jangka waktu yang diatur dalam klausul
21.3 SSKK;

h. setelah diberikan kesempatan menyelesaikan pekerjaan
selama jangka waktu yang diatur dalam klausul 21.3 SSKK,
Penyedia tidak dapat menelesaikan pekerjaan; atau

i. Penyedia menghentikan pekerjaan melebihi waktu yan
ditentukan dalam SSKK dan penghentian ini fida
tercantum dalam program mutu serta tanpa persetujuan
pengawas pekerjaan (apabila ada).

28.2 Dalam hal terjadi pemutusan Kontrak dilakukan sebagaimana
dimaksud pada klausul 28.1, maka:
a. sisa Uang Muka harus dilunasi oleh penyedia atau Jaminan
Uang Muka dicairkan (apabila diberikan); dan
b. penyedia dikenakan sanksi Daftar Hitam.

28.3 Pejabat Penandatangan Kontrak membayar kepada Penyedia
sesuai dengan pencapaian prestasi pekerjaan yang telah
diterima oleh Pejabat Penandatangan Kontrak sampai dengan
tanggal berlakunya pemutusan Kontrak dikurangi denda yang
harus dibayar Penyedia (apabila ada), serta Penyedia
menycrahkan semua  hasil  pekerjaan  kepada  Pejabat
Penandatangan Kontrak dan selanjutnya menjadi milik Pejabat
Penandatangan Kontrak.

29. Pemutusan 29.1 Dengan mengesampingkan Pasal 1266 dan 1267 Kitab
Kontrak oleh Undang-Undang Hukum Perdata, Penyedia dapat memutuskan
Penyedia Kontrak melalui pemberitahuan tertulis kepada Pejabat

Penandatangan Kontrak apabila: ) )

a. Pejabat Penandatangan Kontrak memerintahkan Penyedia
secara tertulis untuk menunda pelaksanaan pekerjaan atau
kelanjutan pekerjaan, dan perintah tersebut tidak ditarik
selama waktu yang disepakati sebagaimana tercantum
dalam SSKK; ) )

b. Pejabat Penandatangan Kontrak tidak menerbitkan surat
perintah pembayaran untuk pembayaran tagihan angsuran
sesuai dengan jangka waktu yang disepakati sebagaimana
tercantum dalam SSKK.

29.2 Dalam hal pemutusan Kontrak, maka Pejabat Penandatangan
Kontrak membayar kepada Penycdia sesuai dengan prestasi
pekerjaan yang telah diterima oleh Pejabat Penandatangan
Kontrak sampai dengan tanggal berlakunya pemutusan
Kontrak dikurangi denda keterlambatan yang harus dibayar
Penyedia (apabila ada), scrta Penyedia menyerahkan semua
hasil pekerjaan kepada Pejabat Penandatangan Kontrak dan
selanjutnya menjadi milik Pejabat Penandatangan Kontrak.

30. Berakhirn 30.1 Kontrak berakhir apabila pekerjaan telah selesai dan hak dan
. ngltrak " kewajiban para pihak yang terdapat dalam Kontrak sudah
terpenuhi.

30.2 Terpenuhinya hak dan kewajiban para pihak sebagaimana
dimaksud pada klausul 30.1 adalah terkait dengan
pembayaran yang seharusnya dilakukan akibat dari
pelaksanaan kontrak.



31. Peninggalan

Semua bahan, perlengkapan, peralatan, hasil pekerjaan sementara
{ang masih berada di lokasi kerja setelah pemutusan Kontrak akibat
clalaian atau kesalahan penyedia, dapat dimanfaatkan sepenuhnya
oleh Pejabat Penandatangan Kontrak tanpa kewajiban perawatan.
Pengambilan kembali semua peninggalan tersebut oleh penyedia
hanya dapat dilakukan sctelah mempertimpangkan kepentingan

Pejabat Penandatangan Kontrak.

F. PEJABAT PENANDATANGAN KONTRAK

32. Hak dan
Kewajiban
Pejabat

Penandatangan
Kontrak

G. PENYEDIA

33. Hak dan
Kewajiban
Penyedia

32.1 Pejabat Penandatangan Kontrak mempunyai hak:

a. mengawasi dan memeriksa pekerjaan yang dilaksanakan
oleh Penyedia;

b. meminta laporan-laporan yang tercantum di dalam kontrak
mengenai pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan oleh
Penyedia;

¢. menerima hasil pckerjaan scsuai dengan spesifikasi/KAK
dan jadwal Eenyerahan pekerjaan yang telah ditetapkan

dalam kontrak;

mengenakan sanksi kepada Penyedia;

memberikan instruksi;

mengusulkan penetapan sanksi daftar hitam (apabila ada);
menyetujui adendum/ perubahan kontrak;

. menerima jaminan uang muka (apabila ada); dan/atau
menilai kinerja Penyedia.
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32.2 Pejabat Penandatangan Kontrak mempunyai kewajiban :

a. membayar pekerjaan sesuai dengan biaya yang teracantum
dalam kontrak dan sesuai dengan waktu yang telah
ditetapkan kepada Penyedia,
membpayar uang muka (apafvila ada);
membayar penyesuaian harga (apabila ada);

. membayar ganti rugi karena kesalahan yang dilakukan
Pejabat Penandatangan Kontrak; dan

e. memberikan fasilitas berupa sarana dan prasarana atau
kemudahan lainnya untuk kelancaran pelaksanaan
pekerjaan sebagaimana yang tercantum dalam SSKK.

Qow

33.1 Penyedia mempunyai hak: _
a. menerima pembayaran untuk pelaksanaan pekerjaan sesual
dengan biaya gang telah ditentukan dalam kontrak; dan
b. memperoleh fasilitas dari Pejabat Penandatangan Kontrak
lﬁnﬂ# ll(celancaran pelaksanaan pekerjaan sesuai ketentuan
ontrak.

33.2 Penyedia mempunyai Kewajiban:

a. melaporkan pelaksanaan pekerjaan secara periodik kepada
Pejabat Penandatangan Kontrak; .

b. melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan sesual denf',an
jadwal pelaksanaan pekerjaan yang tela ditetapkan dalam
kontrak;

c. melaksanakan dan menyelesaikan gekerjaan secara cermat,
akurat dan penuh tanggung jawa berdasarkan ketentuan
dalam Kontrak; )

d. memberikan keterangan-keterangan yan diperlukan untuk
pemeriksaan  pelaksanaan  yang ilakukan  Pejabat
Penandatangan Kontrak;

e. menyerahkan hasil pekerjaan scsuai denglan jadwal dan
{Smpatkpenyerahan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam

ontrak;



34. ;_I‘aanwag]gung

35. Penggunaan
Dokumen

Kontrak dan
Informasi

36. %eaf(‘a Atas
Intelektual

37. Pe
dan Ris

38. Perlindungan
Tenaga Kerja
(apabila
diperlukan)

f. mengambil langkah-langkah yang cukup memadai untuk
melindungi lingkungan tempat kerja dan membatasi
perusakan dan gangguan kepada masyarakat maupun
miliknya akibat kegiatan Penyedia; dan

igq. menghindari pertentangan kepentingan (conflict of interest).

. hak “dan kewajiban lain yang timbul akibat lingkup
pekerjaan ditentukan di SSKK.

Penyedia bertanggungjawab/berkewajiban untuk melaksanakan dan
menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan kualitas, ketepatan volume,
ketepatan waktu pelaksanaan/penyerahan dan ketepatan tempat
pengiriman/penyerahan hasil pekerjaan.

Penyedia tidak diperkenankan menggunakan dan menginformasikan
dokumen kontrak atau dokumen lainnya yang berhubungan dengan
kontrak untuk kepentingan pihak lain, misalnya spesifikasi
teknis/KAK dan/atau gambar-gambar, kecuali dengan ijin tertulis
dari Pcjabat Penandatangan Kontrak.

Penyedia berkewajiban untuk melindungi Pejabat Penandatangan
Kontrak dari segala tuntutan atau klaim dari pihak lain atas
pelanggaran Hak Atas Kekayaan Intelektual.

37.1 Penyedia berkewajiban untuk melindungi, membebaskan, dan
menanggung tanpa batas Pejabat Penandatangan Kontrak
beserta instansinya terhadap semua bentuk tuntutan, tanggung
jawab, kewajiban, kehilangan, kerugian, denda, gugatan atau
tuntutan hukum, proses pemeriksaan hukum, dan biaya yang
dikecnakan terhadap Pcjabat Penandatangan Kontrak beserta
instansinya (kecuali kerugian yang mendasari tuntutan
tersebut disebabkan kesalahan atau kelalaian berat Pejabat
Penandatangan Kontrak) sehubungan dengan klaim yang
timbul dari hal-hal berikut terhitung sejak tanggal SPMK
sampai dengan tanggal penandatanganan berita acara serah

terima:
a. kehilangan atau kerusakan peralatan dan harta benda
Penyedia;

b. cidera tubuh, sakit atau kematian Personel; dan/atau
c. kehilangan atau kerusakan harta benda, dan cidera
tubuh, sakit atau kematian pihak lain.

37.2 Terhitung sejak tanggal SPMK sampai dengan tanggal
enandatanganan berita acara serah terima, semua risiko
ehilangan atau kerusakan hasil pekerjaan, bahan dan
perlengkapan merupakan risiko Penyedia, kecuali kerugian
atau kerusakan tersebut diakibatkan oleh kesalahan atau
kelalaian Pejabat Penandatangan Kontrak.

37.3 Pertanggungan asuransi yang dimiliki oleh Penyedia tidak
membatasi kewajiban penanggungan dalam syarat ini.

37.4 Kehilangan atau kerusakan terhadap hasil pekerjaan atau
bahan yang menyatu dengan hasil pekerjaan sejak tgng%al
SPMK harus diperbaiki, diganti dan/atau dilengkapi oleh
Penyedia atas tanggungannya sendiri jika kehilangan atau
kerusakan tersebuf terjadi akibat tindakan atau kelalaian

Penyedia.

38.1 Penyedia berkewajiban atas biaya sendiri untuk ikut serta pada
program jaminan sosial kesehatan dan jaminan sosial tenaga
kerja sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-
undangan.



39. 'Il,‘mdakanedm
en;
mensyaratkan
Persetujuan
Pejabat

Penandatangan

Kontrak

40. Sanksi
Finansial

41. Jaminan

42. Laporan Hasil
Pekerjaan

38.2 Penyedia berkewajiban untuk mematuhi  peraturan
keselamatan kerja sebagaimana diatur dalam peraturan
perundang-undangan.

38.3 Penlyedia berkewajiban atas biaya sendiri untuk menyediakan
perlengkapan keselamatan kerja yang sesuai dan memadai.

38.4 Tanpa mengurangi kewajiban penyedia untuk melaporkan
kecelakaan berdasarkan hukum yang berlaku, Penyedia
melaporkan keﬁada Pejabat Penandatangan Kontrak mengenai
setiap  kecelakaan  yan timbul schubungan dengan

laksanaan Kontrak ini d%llam waktu 24 (dua puluh empat)
jam setelah kejadian.

Penyedia berkewajiban untuk mendapatkan lebih dahulu persetujuan
tertulis Pejabat Penandatangan Kontrak sebelum melakukan tindakan
sebagaimana diatur dalam SSKK.

40.1 Sanksi finansial bagi Penyedia dapat berupa sanksi ganti rugi,
denda keterlambatan, atau pencairan jaminan.

40.2 Sanksi ganti rugi bagi Penyedia dikenakan apabila terjadi
kesalahan dalam perhitungan volume hasil pekerjaan
berdasarkan hasil audit, menyerahkan barang/jasa yang
kualitasnya tidak sesuai dengan Kontrak berdasarkan hasil
audit. Besarnya sanksi ganti rugi adalah sebesar nilai kerugian
yang ditimbulkan.

40.3 Sanksi denda keterlambatan bagi Penycdia dikenakan apabila
terjadi keterlambatan penyelesaian pekerjaan dengan cara
memotong ~ pembayaran  prestasi  pekerjaan Penyedia.
Pembayaran Denda tidak mengurangl tanggung Jawab
kontraktual Penyedia.

40.4 Sanksi pelunasan uang muka atau pencairan jaminan uang
muka (apabila diberikan uang muka) bagi Fen cdia dikenakan
apabila Penyedia tidak menyelesaikan pekerjaan setelah
berakhirnya masa pelaksanaan pekerjaan atau dilakukan
pemutusan kontrak.

41.1 Jaminan Uang Muka diberikan kepada Pejabat Penandatangan
Kontrak apabila Penyedia menerima uang muka dan
diserahkan sebelum pengambilan Uang Muka.

41.2 Nilai Jaminan Uang Muka sama dengan besarnya uang muka
yang diterima oleh Penyedia.

41.3 Nilai Jaminan Uang Muka dapat dikurangi secara proporsional
sesuai dengan sisa uang muka yang diterima.

41.4 Masa berlaku Jaminan Uang Muka sekurang-kurangnya sejak
tanggal persetujuan pemberian uang muka sampai dengan
tanggal serah terima hasil pekerjaan.

42.1 Pemeriksaan pekerjaan dilakukan selama pelaksanaan Kontrak.
Hasil pemeriksaan pekerjaan dituangkan dalam laporan
kemajuan hasil pekerjaan.

42.2 Untuk kepentingan pengawasan dan pengendalian, dibuat



43. Kepemilikan
Do%::men

44, Personel
dan/atau
Peralatan

laporan realisasi mengenai seluruh aktivitas pekerjaan.

42.3 Laporan dibuat oleh Penyedia, apabila diperlukan pemeriksaan
dilakukan oleh unsur pengawas (apabila ada) dan disctujui
oleh wakil Pejabat Penandatangan Kontrak.

421 Semua rancangan, gambar, spesifikasi, desain, laporan, dan
dokumen-dokumen lain yang dipersiapkan oleh Penyedia
berdasarkan Kontrak ini sepenuhnya merupakan milik Pejabat
Penandatangan Kontrak.

43.2 Penyedia berkewajiban untuk menyerahkan semua dokumen
beserta daftar rinciannya kepada Pejabat Penandatangan
Kontrak paling lambat pada saat serah terima pekerjaan atau
waktu pemutusan Kontrak.

43.3 Penyedia dapat menyimpan 1 (satu) buah salinan tiap dokumen

tsesng?(but di atas dengan batasan penggunaan diatur dalam

44.1 Personel dan/atau peralatan yang ditempatkan harus sesuai
dengan yang tercantum dalam Dokumen Penawaran.

44.2 Personel  berkewajiban  untuk menjaga  kerahasiaan
pekerjaannya.

H. PEMBAYARAN KEPADA PENYEDIA

45. Nilai Kontrak

46. Pembayaran

45.1 Pejabat Penandatangan Kontrak membayar kepada Penyedia

atas pelaksanaan pekerjaan dalam Kontrak sebesar nilai
kontrak atau berdasarkan hasil perhitungan akhir.

45.2 Untuk Kontrak Waktu Penugasan rincian nilai kontrak sesuai

dengan rincian yang tercantum dalam Rekapitulasi Penawaran
Biaya.

46.1 Uang muka

a. Uang Muka dapat diberikan kepada Penyedia sesuai

ketentuan dalam SSKK untuk:

1) Mobilisasi bahan/material/ peralatan; dan/atau

2) pekerjaan teknis yang diperlukan untuk persiapan
pelaksanaan pekerjaan. _

b. besaran uang muka ditentukan dalam SSKK dan dibayar
setelah Penyedia menyerahkan Jaminan Uang Muka
senilai uang muka yang diberikan; ]

c. dalam hal Pejabat Penandatangan Kontrak menyediakan
uang muka maka Penyedia harus mengajukan
permohonan pengambilan uang muka secara tertulis
kepada Pejabat Penandatangan Kontrak disertal den‘g(an
rencana penggunaan uang muka untuk melaksanakan
pekerjaan sesuai Kontrak dan rencana pengembaliannya;

d. Jaminan Uang Muka diterbitkan oleh bank umum,
perusahaan penjaminan, Perusahaan Asuransi atau
lembaga keuangan khusus yang menjalankan usaha di
bidang pembiayaan, penjaminan, dan asuransi untuk
mendorong ekspor Indonesia sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan di bidang lembaga
pembiayaan ekspor Indoncsia yang memiliki izin untuk
menjual produk jaminan (suretyship) ditetapkan oleh
lembaga yang berwenang, )

e. engembalian uang muka dapat dilakukan dengan
diperhitungkan berangsur-angsur secara proporsional



47. Perhitungan
Akhir

48. Penangguhan

Pembayaran

49. Penyesuaian

46.2

46.3

47.1

47.2

48.1

48.2

48.3

pada setiap pembayaran prestasi pekerjaan atau sesuai
kesepakatan yang diatur dalam Kontrak dan paling
lambat harus lunas pada saat serah terima sesuai dengan
ketentuan yang tertuang dalam Kontrak

Prestasi pekerjaan ) )

a. pembayaran dilakukan dengan sistem bulanan, sistem
termin atau pembayaran secara sekaligus sesual yang
ditetapkan dalam SSKK.

b. pembayaran prestasi hasil pekerjaan dilakukan dengan
ketentuan:

1) penyedia telah mengajukan tagihan disertai laporan
kemajuan hasil pekerjaan; dan

2) pembayaran dipotong angsuran uang muka, denda
(apabila ada) dan pajak.

c. Penyelesaian  pembayaran hanya dapat dilaksanakan
setelah hasil pekerjaan dinyatakan diterima.

Sanksi Finansial

Sanksi Finansial dapat berupa sanksi ganti rugi atau denda

keterlambatan.

a. Ganti Rugi
Sanksi ganti rugi bagi Penyedia aﬁabila terbukti jaminan
tidak bisa dicairkan, terjadi kesalahan dalam perhitungan
volume pekerjaan berdasarkan hasil audit, menyerahkan
hasil pekerjaan yang kualitasnya tidak sesuai dengan
Kontrak berdasarkan hasil audit. Besarnya sanksi ganti rugi
adalah sebesar nilai kerugian yang ditimbulkan
sebagaimana ditentukan dalam SSKK.

b. Denda keterlambatan
Besarnya denda yang dikenakan kepada Penyedia atas
keterlambatan penyelesaian pekerjaan untuk setiap hari
keterlambatan adalah sebagaimana yang ditetapkan di
dalam SSKK.

Untuk Kontrak Waktu Penugasan perhitungan akhir nilai
pekerjaan berdasarkan jumlah waktu yang digunakan untuk
menyelesaikan seluruh pekerjaan yang dituangkan dalam
Adendum Kontrak (apabila ada).

Pembayaran angsuran prestasi pekerjaan terakhir dilakukan
setelah seluruh pekerjaan sclesal dan dan Berita Acara Serah
Terima telah ditandatangani oleh kedua belah Pihak.

Pejabat  Penandatangan Kontrak dapat menangguhkan

pembayaran setiap angsuran prestasi pek erjaan Penyedia jika
penyedia gagal atau lalai memenuhi kewajiban kontraktualnya.

Pejabat Penandatangan Kontrak secara tertulis memberitahukan
kepada Penyedia tentang penangguhan hak pembayaran,
disertai alasan-alasan yang jelas mengenal penangguhan
tersebut. Penyedia diberi kesempatan untuk memperbaiki
dalam jangka waktu tertentu.

Pembayaran yang ditangguhkan discsuaikan dengan proporsi
kegagalan atau kelalaian Penyedia.

484 Jika dipandang perlu oleh Pejabat Penandatangan Kontrak,

49.1

penangguhan pcmbayaran akibat keterlambatan penyerahan
pekerjaan dapat dilakukan bersamaan dengan pengenaan
denda kepada Penyedia.

Pemberlakuan Penyesuaian harga pada Kontrak sebagaimana



Harga

49.2

49.3

49.4

49.5

49.6

49.7

49.8

49.9

diatur di dalam SSKK.

Penyesuaian Harga diberlakukan terhadap Kontrak Tahun
Jamak yang berbentuk Kontrak Waktu Penugasan yang masa
pelaksanaannya lebih dari 18 (delapan belas) ulan.

Penyesuaian Harga diberlakukan mulai dari bulan ke-13 (tiga
belas) sejak pelaksanaan pekerjaan.

Penyesuaian Harga berlaku bagi seluruh kegiatan/mata
pembayaran, kecuali biaya satuan timpang sebazaimana
tercantum dalam penawaran.

Penyesuaian Harga diberlakukan sesuai dengan jadwal
pclaksalélaan yang tcrcantum dalam kontrak awal/Adendum
Kontrak.

Penyesuaian Harga bagi komponen pekerjaan yang berasal dari
luar negeri, menggunakan indeks penyesuaian harga dari
negara asal barang tersebut.

Jenis pekerjaan baru sebagai akibat adanya Adendum Kontrak
dapat diberikan penyesuaian harga mulai bulan ke-13 (tiga
belas) sejak Adendum Kontrak tersebut ditandatangani.

Indcks yang digunakan dalam hal pelaksanaan kontrak
terlambat disebabkan oleh kesalahan Penyedia adalah indeks
harga terendah antara jadwal kontrak dan realisasi pekerjaan.
Penyesuaian Harga ditetapkan dengan rumus sebagai berikut:

a. Untuk penyesuaian biaya personel (remunerasi)

I
R, =Ry (a+ b.-’i)

lo
Rn = Remunerasi setelah penyesuaian harga;
Ro = Remunerasi saat penawaran biaya;
a = Kocfisicn tetap yang terdiri atas keuntungan dan
overhead, _
Dalam hal penawaran tidak mencantumkan
besaran komponen keuntungan dan overhead maka
a=0,15.
b = Koefisien remunerasi. (b = 1 - ) '
lo = Indeks upah nominal pada bulan penyampaian

penawaran biaya. ) .
Indeks upah nominal pada saat pekerjaan
dilaksanakan.

In

b. Penyesuaian harga untuk komponen non-personel yang
bersifat Harga Satuan

B
H,, = H, (a+ b.—")

B,
H, = Harga Satuan komponen non-personel setelah
penyesuaian harga;
Ho = Harga Satuan komponen non-~personel saat
penawaran biaya;
a = Koefisien tetap yang terdiri atas keuntungan

dan overhead,; .
Dalam hal penawaran tidak mencantumkan



besaran komponen keuntungan dan overhead
maka
a=0,15.

b = Koefisien biaya non-personel.
(b=1-a)

Ho = Indeks harga komponen non-personel pada
bulan penyampaian penawaran biaya.

Bn = Indeks harga komponen non-personcl pada
saat pekerjaan dilaksanakan.

49.10 Koefisien komponen kontrak berdasarkan koefisien yang

digunakan dalam analisis harga satuan penawaran.

49.11 Indeks upah nominal dan indeks harga yang digunakan

bersumber dari penerbitan BPS.

49.12 Dalam hal indeks harga tidak dimuat dalam penerbitan BFS,

digunakan indeks harga yang dikeluarkan oleh instansi teknis.

49.13 Hasil perhitungan Pen%'esuaian Harga dituangkan dalam

Adendum Kontrak setelah dilakukan audit sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

I. PENYELESAIAN PERSELISIHAN

50. Itikad Baik

51. Penyelesaian
Perselisihan

50.1

50.2

50.3

50.4

51.1

51.2

Pejabat Penandatangan Kontrak dan Penyedia bertindak
berdasarkan asas saling percaya yang disesuaikan dengan hak-
hak yang terdapat dalam kontrak.

Pejabat Penandatangan Kontrak dan Penyedia setuju untuk
melaksanakan kontrak dengan jujur tanpa menonjolkan
kepentingan masing-masing pihak.

Apabila selama Kontrak, salah satu pihak merasa dirugikan,
maka diupayakan tindakan yang terbaik untuk mengatasi
keadaan tersebut.

Pejabat Penandatangan Kontrak dan Penyedia berkewajiban
untuk bertindak dengan itikad baik sehubungan dengan hak-
hak Pihak lain, dan mengambil semua langkah yang diperlukan
untuk memastikan terpenuhinya tujuan Kontrak.

Pejabat Penandatangan Kontrak dan Penyedia berkewajiban
untuk berupaya sungguh-sungguh menyelesaikan secara
musyawarah mufakat atas semua perselisihan yang timbul dari
atau berhubungan dcnian Kontrak ini atau interpretasinya
selama atau setclah pelaksanaan pekerjaan Jasa Konsultansi ini
secara musyawarah dan damai.

Dalam hal penyelesaian perselisihan melalui musyawarah
mufakat tidak tercapai, maka penyelesaian sengketa dapat
dilakukan melalui mediasi, konsiliasi, arbitrasc atau litigasi
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Penyelesaian sengketa dapat dilakukan di layanan penyelesaian
sengketa yang diselenggarakan oleh LKPP, Lembaga Arbitrase
atau Pengadilan Negeri.

Pejabat Penandatangan Kontrak dan Penyedia bersama-sama
memilih dan menefapkan tempat penyelesaian sengketa dan
dicantumkan dalam SSKK.



BAB XI. SYARAT-SYARAT KHUSUS KONTRAK (SSKK)

Klausul dalam
SSUK

4. Perbuatan
Sanksi

6. Korespondensi

7. Wakil Sah Para
Pihak

9. Pengalihan
dan/atau
Subkontrak

11. Jangka Waktu

Pelaksanaan
Pekerjaan

19. Peristiwa
Kompensasi

20. Perpanjangan
W.

21.Pemberian
Kesempatan

22.Serah Terima

No.SSUK Pengaturan dalam SSKK

4.2Db

9.2

11.2

19.8

20.5

21.5

22.2

Jaminan Uang Muka dicairkan dan di setor ke__ [Tidak
Diperlakukan]

Alamat Para Pihak sebagai berikut:
Satuan Kerja Pejabat Penandatangan Kontrak :

Nama : Dadan Darmawan

Alamat : Mal Pelayanan Publik (MPP) Kota Cimahi
Jalan Aruman Kel. Pasirkaliki Kec. Cimahi

Telepon :(022) 6632601

Website : www.dpmptsp.cimahikota.go.id

Faksimili :(022) 6641454

e~-mail : dpmptsp@cimahikota.go.id

Penyedia:

Nama : Dr. Dewi Kurniasih, S.IP.,M.Si.

Alamat : J1. Karyabakti VIII No. 158 R1' 06 RW 01

Cigugur Tengah, Kecamatan Cimahi
Tengah, Kota Cimahi

Telepon 108122390598

Website :

Faksimili :

e-mail : dewi.kurniasih@email.unikom.ac.id

Wakil Sah Para Pihak sebagai berikut:
Untuk Pejabat Penandatangan Kontrak: /tidak diwakilkan]
Untuk Penyedia: /tidak diwakilkan]

Pengawas Pekerjaan: sebagai wakil sah Pejabat
Penandatangan Kontrak (apabila ada) [Tidak Ada]

Pelanggaran terhadap ketentuan Pengalihan dan/atau
Subkontrak dikenakan sanksi dilakukan [pemutusan
kontrak]

Penyedia harus menyelesaikan pekerjaan selama:
60 (enam puluh) (hari kalender).

Penyedia dapat memperoleh kompensasi apabila__ [Tidak
Diberlakukan]

Pejabal Pcnandatangan Kontrak berdasarkan
pertimbangan  Pengawas  Pekerjaan (apabila ada)
menetapkan ada tidaknya perpanjangan waktu dan untuk
berapa lama, paling lambat setelah Penyedia
meminta perpanjangan. [Tidak Diperlakukan]

pemberian  kesempatan kepada  Penyedia untuk
menyelesaikan pekerjaan sampal dengan '
sejak berakhirnya jangka waktu pelaksanaan pekerjaan.
[Tidak Diberlakukan]

Serah terima dilakukan pada: [Mal Pelayanan Publik



Pekerjaan

23.Layanan
Tambahan

28.Pemutusan
Kontrak oleh
Pejabat
Penandatangan
Kontrak

29.Pemutusan
Kontrak oleh
Penyedia

32.Hak dan
Kewajiban
Pejabat
Penandatangan
Kontrak

39.Tindakan
Penyedia yang
mensyara
Persetujuan
Pejabat
Penandatangan
Kontrak

43 _Kepemilikan
Do en

46.Pembayaran

49.Penyesuaian

Harga

28.1.

29.1.a

29.1b

32.2.e

43.3

46.1.a

46.1.b

46.2.a

46.3.a

46.3.b

49.1

(MPP) Kota Cimahi]

Layanan tambahan yang harus disediakan oleh Penyedia :
[Tidak Diberlakukan]

Batas waktu penghentian pekerjaan Penyedia paling lama
[30 hari kalender]

Batas waktu penundaan peclaksanaan pekerjaan atau
kelanjutan pekerjaan paling lama /30 hari kalender]

Batas waktu untuk penerbitan surat perintah pembayaran
paling lama /30 hari kalender]

Pejabat Penandatangan Kontrak akan mcmberikan

fasilitas berupa: [Tidak Diberikan]

Tindakan lain Penyedia yang harus terlebih dahulu
mendaﬁatkan pergetujuan tertulis Pejabat Penandatangan
Kontrak antara lain: /[7idak Diberlakukan]

Penyedia diperbolehkan menggunakan salinan dokumen
dari pekerjaan ini dengan pembatasan sebagai berikut:
[Persetujuan Pejabat Penandatangan Kontrak]

Pekerjaan Pengadaan Konsultan ini dapat diberikan uang
muka /[Tidak Diberikan].

[ika ”YA”]
Uang muka diberikan sebesar __%
( persen) dari Nilai Kontrak.

Pembayaran prestasi pekerjaan dilakukan dengan cara:
[Sekaligus].

Ganti rugi
Besarnya

anti rugi (akibat jaminan uang muka) tidak
bisa dicairkan:

[Tidak Diberlakukan]

Denda Keterlambatan

Apabila terjadi keterlambatan penyelesaian pekerjaan,
besarnya denda keterlambatan adalah: [ 1% (satu permil)
per hari dari harga Kontrak]

Penyesuaian Harga diberlakukan____ [Tidak
Diberlakukan]



51.Penyelesaian
Perselisihan

51.4

Dalam hal terdapat scngkcta antara  Pejabat
Penandatangan Kontrak dengan Penyedia, penyelesaian
sengketa akan dilakukan melalui /layanan penyelesaian
sengketa yang diselenggarakan oleh LKPF]

Dalam hal penyelesaian sengketa dilakukan pada

Pengadilan Negeri [disebutkan Nama
Pengadilan Negeri]
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BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Fungsi pemerintah sebagai pelayan masyarakat merupakan fungsi yang sangat penting dan selalu
menjadi tolok ukur bagi masyarakat terhadap kinerja pemerintah. Kontrol masyarakat terhadap kinerja
pemerintah bertujuan agar pemerintah tanggap terhadap keluhan masyarakat sehingga secara terus-menerus
dan sistematis selalu memperbaiki dan meningkatkan pelayanan untuk menciptakan kondisi pelayanan yang
memberikan kepuasan kepada masyarakat. Birokrasi harus mampu dan mau melakukan transformasi diri
dari birokrasi yang kinerjanya kaku (rigid) menjadi organisasi birokrasi yang strukturnya lebih
desentralistis, inovatif, fleksibel dan responsif.

Online Single Submission - Risk Based Approach (OSS-RBA) atau Perizinan Berusaha Terintegrasi
Secara Elektronik Berbasis Resiko adalah salah satu tahap awal dari tindak lanjut terbitnya Undang-Undang
Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang
Peyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.

Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Peyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis
Risiko, merupakan Peraturan Pemerintah sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 12 Undang-Undang Nomor
11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang
Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, bahwa Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020
tentang Cipta Kerja mengatur mengenai penyerderhanaan Perizinan Berusaha melalui penerapan Perizinan
Berusaha Berbasis Risiko merupakan metode standar berdasarkan tingkat risiko suatu kegiatan usaha dalam
menentukan jenis Perizinan Berusaha dan kualitas/frekuensi Pengawasan.

Perizinan Berusaha dan Pengawasan merupakan instrumen Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah
dalam mengendalikan suatu kegiatan usaha. Penerapan pendekatan berbasis risiko memerlukan perubahan
pola pikir (change management) dan penyesuaian tata kerja penyelenggaraan layanan perizinan berusaha
(business process re-engineering) serta memerlukan pengaturan (re-design) proses perizinan berusaha di
dalam sistem Perizinan Berusaha secara Elektronik.

Melalui penerapan konsep ini, pelaksanaan penerbitan Perizinan Berusaha dapat lebih efektif dan
sederhana karena tidak seluruh kegiatan usaha wajib memiliki izin, di samping itu melalui penerapan
konsep ini, kegiatan pengawasan menjadi lebih terstruktur baik dari periode maupun substansi yang harus

dilakukan Pengawasan.

1.1. Maksud dan Tujuan

1.1.1. Maksud Penelitian
Maksud dilaksanakan sub kegiatan Penetapan Kebijakan Daerah Mengenai Pemberian Fasilitas /

Insentif Dan Kemudahan Penanaman Modal Tahun Anggaran 2024 ini, adalah:
1) Pemenuhan standar pelayanan publik terkait dengan tata kelola penyelenggaraan Perizinan
Berusaha Berbasis Resiko (OSS RBA); dan

2) Pemenuhan persyaratan dalam penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko.

1.1.2 Tujuan Penelitian
Tujuan dilaksanakan sub kegiatan Penetapan Kebijakan Daerah Mengenai Pemberian Fasilitas /

Insentif Dan Kemudahan Penanaman Modal Tahun Anggaran 2024, adalah:
a. Mewujudkan kajian akademis sebagain dokumen pendukung legalisasi;

b. Mewujudkan legalitas penunjang tata kelola dan proses perizinan berusaha berbasis resiko;
1



c. Mewujudkan tertib penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis resiko yang menjamin
kenyamanan dan kemudahan; dan

d. Mewujudkan kepastian hukum dalam penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis resiko.

1.2 Sasaran

1.3

14

1.5

Sasaran dari Pengadaan Jasa Konsultansi Perencanaan Perorangan ini adalah tersedianya dokumen

Standar Operasional Prosedur (SOP) Perizinan Perekonomian sebagai dasar dalam penyelenggaraan

Perizinan Berusaha di Kota Cimahi.

Lokasi Kegiatan

Kegiatan berlangsung di area perkantoran Mal Pelayanan Publik (MPP) Kota Cimahi.

Metodologi Kegiatan

Metode pelaksanaan Sub Kegiatan Penetapan Kebijakan Daerah Mengenai Pemberian Fasilitas /

Insentif Dan Kemudahan Penanaman Modal Tahun Anggaran 2024 ini dilaksanakan dengan beberapa tahap

dan kegiatan sebagai berikut:

iy

2)

3)

4)

5)

6)

7)

Tahap Persiapan, yang terdiri dari beberapa kegiatan:

- Pembentukan Tim Penyusun (optional);

- Pemahaman terhadap KAK dan Pendalaman Substansial,

- Penyusunan Metodologi dan Rencana Kerja;

Tahap Pengumpulan Data dan Informasi, yang terdiri dari beberapa kegiatan:

- Penyusunan Program Survei (kebutuhan data, sasaran instansional, dan kuesioner);

- Pelaksanaan Survei Sekunder (literatur, perundangan, standar, dan pedoman);

- Pelaksanaan Survei Primer (pengamatan, dokumentasi dan wawancara); Kompilasi Data dan
Informasi.

Tahap Analisis, yang terdiri dari beberapa kegiatan:

- Analisis Kepustakaan (literatur, perundangan, standar, dan pedoman);

- Analisis Kondisi Eksisting (proses dan kelembagaan penyelenggaraan pelayanan perizinan
daerah);

- Analisis Permasalahan.

Tahap Penyusunan Naskah Akademik, yang dilakukan sesuai ketentuan penyusunan Naskah

Akademik dalam UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang- Undangan.

Tahap Penyusunan SOP Perizinan Perekonomian di Kota Cimahi berdasarkan UU Nomor 12 Tahun

2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan

Tahap Pembahasan dan Kesepakatan, yang dilakukan dengan melibatkan instansi terkait dalam

Pemerintah Kota Cimahi dan pemangku kepentingan lainnya.

Tahap Finalisasi, yang dilakukan untuk menyempurnakan dokumen SOP Perizinan Perekonomian di

Kota Cimahi sesuai masukan dari hasil pembahasan dan kesepakatan.

Luaran

Keluaran yang akan dihasilkan dari, terdiri atas:

a.

Laporan Pendahuluan

Jumlah laporan Pendahuluan sebanyak 3 (tiga) rangkap. Tahap ini diikuti dengan diskusi dan
pembahasan yang melibatkan pihak Pengguna.

Laporan Akhir



Penyusun (penyedia) menyiapkan produk final sesuai dengan masukan dan diskusi dengan pihak
pemangku kepentingan dan user dalam bentuk Laporan Akhir yang terdiri dari hasil kajian akademis
dan draft Raperda/Raperwal sebanyak 3 rangkap.

Soft File Laporan

Keseluruhan laporan dalam bentuk soft file. Output kegiatan ini dapat dijadikan acuan pembuatan dan

penyusunan SOP Perizinan Perekonomian di Kota Cimahi.



BAB 11
TINJAUAN TEORI

2.1 Pemerintah
Dari segi bahasa atau berdasarkan pendekatan Etimologis menurut Haudi (2021:1-2) kata “pemerintah”

atau “pemerintahan”, berasal dari suku kata “perintah” yang memiliki arti sesuatu yang harus dilaksanakan.
Untuk kata “memerintah” diartikan sebagai menguasai atau mengurus negara atau daerah sebagai bagian
dari suatu negara, jadi kata “pemerintah” berarti kekuasaan untuk memerintah pada suatu negara.
Pemerintah dapat juga diartikan sebagai suatu badan tertinggi yang memerintah suatu negara. Di dalam
kata tersebut dapat disimpul beberapa unsur yang menjadi ciri-ciri khas dari “perintah”, yaitu:

1) Adanya suatu keharusan, menunjukkan suatu kewajiban untuk melaksanakan apa yang diperintahkan;

2) Adanya dua pihak, yaitu yang memberi dan menerima perintah;

3) Adanya hubungan fungsional antara yang memberi dan yang menerima perintah;

4) Adanya wewenang atau kekuasaan untuk memberi perintah.

Pemerintah yaitu suatu organisasi politik yang menyatakan dan melaksanakan kehendak-kehendaknya
serta melaksanakan undang-undang negara. Setiap negara mempunyai suatu organisasi yang berwenang
untuk merumuskan dan melaksanakan keputusan-keputusan yang mengikat bagi seluruh penduduk di
dalam wilayahnya. Keputusan-keputusan ini antara lain berbentuk undang-undang dan peraturan-peraturan
lainnya. Menurut Mulyawan (2015: 25) pemerintah bertindak atas nama negara dan menyelenggarakan
kekuasaan dari negara.

Menurut Taliziduhu (2011: 6) bahwa :

Pemerintah adalah organ yang berwenang memproses pelayanan publik dan berkewajiban
memproses pelayanan civil bagi setiap orang melalui hubungan pemerintahan, sehingga setiap
anggota masyarakat yang bersangkutan menerimanya pada saat diperlukan, sesuai dengan tuntutan
(harapan) yang diperintah. Dalam hubungan itu bahkan warga negara asing atau siapa saja yang ada
pada suatu saat berada secara sah (legal) di wilayah Indonesia, berhak menerima layanan sipil tertentu
dan Pemerintah wajib melayaninya.

Penjelasan tentang pemerintah di jelaskan oleh Supriatna (2015: 27) bahwa: Pemerintah dengan kata
lain dalam bahasa Belanda Bestuur, Overheid dan bahasa Inggrisnya government sebagai institusi atau
organisasi publik yang mempunyai kewenangan, tugas, fungsi dan tanggung jawab untuk
menyelenggarakan urusan pemerintahan berdasarkan kebijakan publik dengan melakukan pelayanan publik
bagi kepentingan masyarakat atau rakyat sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku. Kewenangan
Pemerintahan berkaitan erat dengan segala sesuatu yang melekat pada badan publik untuk melaksanakan
tugas dan kewajibannya dalam mewujudkan berbagai urusan pemerintahan dalam mewujudkan keamanan,
ketertiban, ketentraman, keteraturan dan kesejahteraan bagi masyarakat. Dengan demikian kewenangan
pemerintah berdimensi secara esensi atau mendasar berkenaan dengan tanggungjawab, distribusi, delegasi
dan lain sebagainya dalam penyelenggaraan pemerintahan bagi kepentingan masyarakat.

Menurut Sumaryadi (2018:16) secara umum Pemerintah dapat didefinisikan sebagai organisasi yang
memiliki kekuasaan untuk membuat dan menerapkan hukum serta undang-undang di wilayah tertentu.
Lebih spesifik lagi dijelaskan Sumaryadi menyatakan bahwa Pemerintah sebagai personifikasi sebuah
Negara tidak dapat berjalan sendirian dalam mencapai tujuan Negara, yakni tercapainya keadilan dan
kesejahteraan sosial. Pemerintah perlu berinteraksi dan bekerja sama dengan subkultur lainnya, walau

akhirnya keadilan sosial menjadi tanggungjawab Negara karena Negara dibangun atas dasar sosialitas.



Dari beberapa teori di atas penulis menarik kesimpulan bahwa Pemerintah adalah suatu organisasi atau
lembaga sebagai alat yang memiliki kekuasaan atau berwenang memproses pelayanan publik dan
melaksanakan berbagai kegiatan Pemerintahan guna mencapai tujuan Negara.

Pemerintahan sebagaimana disampaikan oleh Munaf (2015: 47) dalam paradigma lama memiliki objek
material Negara sehingga pemerintahan berorientasi pada kekuasaan, namun dalam paradigma baru
pemerintahan dipandang memiliki objek materialnya masyarakat, sehingga pemerintahan dimaknai sebagai
suatu proses menata kelola kehidupan masyarakat dalam suatu pemerintahan/Negara. Taliziduhu (2011: 5)
menyatakan bahwa Pemerintahan adalah sebuah sistem multiproses yang bertujuan memenuhi dan
melindungi kebutuhan dan tuntutan yang diperintah akan jasa publik dan layanan civil. Penjelasan lain
dijelaskan oleh Supriatna dimana menjelaskan bahwa :

Pemerintahan dalam konteks penyelenggaraan pemerintahan negara menunjukkan adanya
perbuatan memerintah dari badan pemerintahan (institusional), kewenangan pemerintah (authority),
cara memerintah (methods), wilayah pemerintahan (state, local, district, rural dan urban) dan sistem
(system) pemerintahan dalam menjalankan fungsi pemerintahannya bagi kepentingan masyarakat
yang adil dan sejahtera. Pemerintahan tidak dapat dilepaskan dengan keberadaan pemerintah untuk
memerintah yang merupakan keharusan untuk melaksanakan sesuatu sesuai dengan tujuan dan cita-
cita pemerintahan.

Selanjutnya Supriatna (2015: 20) menjelaskan kembali bahwa dalam konsep negara, pemerintahan
(badan dan urusan) menjadi persyaratan unsur strategis dan penting bersamaan dengan unsur wilayah,
penduduk, pengakuan negara lain. Pemerintahan dalam arti urusan, badan, teknik atau cara serta sistem
pemerintahan. Pemerintahan pada dasarnya berkaitan erat dengan sistem, bentuk, prinsip, azas, fungsi,
badan, urusan, teknik dan cara pemerintahan dalam rangka memerintah yang dilakukan pemerintah terhadap

rakyat atau masyarakat pada suatu negara. Suradinata (2014:9) menjelaskan bahwa :

Menyelenggarakan pemerintahan dalam arti yang luas berpedoman pada dua macam asas, yaitu
asas keahlian pusat dan asas kedaerahan. Pada asas keahlian pusat dapat tergambar dalam struktur
pemerintahan di tingkat pusat, sehingga permasalahan dan kebijaksanaan dalam rangka keutuhan
Negara dikelola oleh para ahli pemerintahan tingkat pusat dibidangnya, sehingga pimpinan
pemerintahan tingkat pusat dipegan oleh para ahli yang kompeten dibidangnya.

Pemerintahan dengan segala perangkatnya sebagai pilar utama penyelenggara Negara semakin
dihadapkan kepada kompleksitas global. Peranannya harus mampu dan cermat serta proaktif
mengakomodasi segala bentuk perubahan. Kondisi tersebut sangat memungkinkan karena aparatur berada
pada posisi sebagai perumus dan penentu daya kebijakan, serta sebagai pelaksana dari segala peraturan,

melalui hierarki yang lebih tinggi sampai kepada hierarki yang terendah.

2.2 Pelayanan Publik
Taufiqurokhman (2018: 88) menyatakan bahwa Pelayanan publik adalah segala bentuk jasa pelayanan,

baik dalam bentuk barang publik maupun jasa publik yang pada prinsipnya menjadi tanggungjawab dan
dilaksanakan oleh Instansi Pemerintah di pusat, di daerah, dan di lingkungan Badan Usaha Milik Negara
atau Badan Usaha Milik Daerah, dalam rangka upaya pemenuhan kebutuhan masyarakat maupun dalam
rangka pelaksanaan ketentuan peraturan perundang- undangan. Pelayanan publik adalah kegiatan atau
rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-
undangan bagi setiap warga Negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang
disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik.
Menurut Thoha (2012:12) bahwa :
Pelayanan masyarakat sering disebut juga pelayanan umum/publik adalah suatu usaha yang

dilakukan oleh seseorang dan atau kelompok orang atau instansi tertentu yang memberikan
kemudahan kepada masyarakat dalam rangka pencapaian tujuan tertentu. Pelayanan masyarakat
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secara umum dapat di artikan sebagai suatu proses atau rangkaian kegiatan pemerintah untuk
memberikan jasa kepada masyarakat baik berupa pengaturan maupun penyediaan pelayanan atas
dasar tuntutan masyarakat sehingga memudahkan masyarakat untuk melakukan aktivitasnya sehari-
hari dalam memenuhi kebutuhan hidupnya.

Pelayanan publik berkaitan dengan kegiatan-kegiatan yang dilakukan pemerintah untuk memenuhi

kebutuhan masyarakat secara baik dan berkualitas sebagai konsekuensi dari tugas dan fungsi pelayanan

yang diembannya, berdasarkan hak-hak yang dimiliki oleh masyarakat dalam rangka mencapai tujuan

pemerintahan dan pembangunan.?* Secara operasional, Sumaryadi (2018:71) menyatakan bahwa pelayanan

publik yang diberikan kepada masyarakat dapat dibedakan dalam dua kelompok besar, yaitu:

(D)

()

Pelayanan publik yang diberikan tanpa memperhatikan orang perseorangan, tetapi keperluan
masyarakat secara umum, yang meliputi penyediaan sarana dan prasarana transportasi, penyediaan
pusat-pusat kesehatan, pembangunan lembaga-lembaga pendidikan, pemeliharaan keamanan, dan
lain sebagainya;

Pelayanan yang diberikan secara orang perorangan, yang meliputi kemudahan-kemudahan dalam
memperoleh kartu penduduk dan surat- surat lainnya, pembelian karcis perjalanan, dan lain

sebagainya.

Sebagaimana pada UU Nomor 25 Tahun 2009 pada Pasal 4 menjelaskan bahwa penyelenggaraan

pelayanan publik berasaskan:

a. Kepentingan Umum;

b. Kepastian Hukum;

c. Kesamaan Hak;

d. Keseimbangan Hak dan Kewajiban;

e. Keprofesionalan;

f.  Partisipatif;

g. Persamaan Perlakuan/tidak diskriminatif;

h. Keterbukaan;

1. Akuntabilitas;

J.  Fasilitas dan Perlakuan khusus bagi kelompok rentan;

k. Kepatan waktu; dan

. Kecepatan, kemudahan, dan keterjangkauan.

Pelayanan publik atau pelayanan umum yang diselenggarakan oleh organisasi publik. Yang dapat
dibedakan lagi menjadi:

1) Yang bersifat primer adalah semua penyediaan barang/jasa publik yang diselenggarakan oleh
pemerintah yang di dalamnya pemerintah merupakan satu-satunya penyelenggara dan pengguna/klien
mau tidak mau harus memanfaatkannya. Misalnya adalah pelayanan di kantor imigrasi, pelayanan
penjara dan pelayanan perizinan.

2) Yang bersifat sekunder, adalah segala bentuk penyediaan barang/jasa publik yang diselenggarakan

oleh pemerintah, tetapi yang di dalamnya pengguna/ klien tidak harus mempergunakannya karena
adanya beberapa penyelenggara pelayanan.

(Taufiqurakhman, 2018: 88-89)

Secara teoritis tujuan pelayanan publik pada dasarnya memuaskan masyarakat. Untuk mencapai

kepuasan itu dituntut kualitas pelayanan prima yang tercermin dari :

a)

Transpransi yakni pelayanan yang bersifat terbuka, mudah dan dapat diakses oleh semua pihak yang

membutuhkan dan disediakan secara memadai serta mudah di mengerti;
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b) Akuntabilitas yakni pelayanan yang dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan;

¢) Kondisional yakni pelayanan yang sesuai dengan kondisi dan kemampuan pemberi dan penerima
pelayanan dengan tetap berpegang pada prinsip efisiensi dan efektivitas;

d) Partisipatif yakni pelayanan yang dapat mendorong peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan
pelayanan publik dengan memperhatikan aspirasi, kebutuhan, dan harapan masyarakat;

e) Kesamaan hak yaitu pelayanan yang tidak melakukan diskriminasi dilihat dari aspek apapun
khususnya suku, ras, agama, golongan, status sosial, dan lain-lain;

f) Keseimbangan hak dan kewajiban yaitu pelayanan yang mempertimbangkan aspek keadilan antara
pemberi dan penerima pelayanan publik.

Dari penjelasan diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa pelayanan publik memiliki sasaran yang
bersifat umum aparatur penyelenggara pelayanan publik tidak dapat memilih siapa yang dapat dilayani
atau siapa yang tidak dapat dilayani. Pada ranah organisasi dapat diketahui keberhasilan dalam melakukan
layanan publik dapat ditinjau dari aspek kepemimpinan, kebijakan, dan pembuatan strategi, sumber daya,
serta pengambilan keputusan. Sedangkan pada ranah masyarakat yang dilayani menunjukkan pentingnya
hasil dari pelayanan, bagaimana membagi sasaran-sasaran pelayanan, dampak layanan pada masyarakat

dan hasil layanan.

2.3 Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat PTSP adalah pelayanan secara terintegrasi
dalam satu kesatuan proses dimulai dari tahap permohonan sampai dengan tahap penyelesaian produk
pelayanan melalui satu pintu. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 138 Tahun 2017
sebagaimana yang tercantum pada Pasal 4 menjelaskan bahwa:
(I) PTSP Daerah yang menyelenggarakan pelayanan Perizinan dan Non perizinan melekat pada
DPMPTSP Provinsi dan Kabupaten/Kota.
(2) Pembentukan DPMPTSP sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.
DPMPTSP dapat membentuk Unit Pelaksana Teknis Daerah dan bentuk layanan lainnya sesuai

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Bentuk layanan lainnya terdiri atas:

a. Pelayanan administrasi terpadu kecamatan dan/atau kelurahan;
b. Gerai layanan atau outlet;

c. Layanan keliling;

d. Layanan antar jemput; dan/atau

e. Layanan bersama antar PTSP provinsi dan kabupaten/kota.

Pelayanan administrasi terpadu sebagai simpul layanan PTSP Kabupaten/Kota sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan. Pembinaan teknis pelayanan administrasi terpadu dilakukan oleh Kepala
DPMPTSP Kabupaten/Kota. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 138 Tahun 2017
sebagaimana yang tercantum pada Pasal 6 menjelaskan bahwa :

(I) Dalam menyelenggarakan pelayanan Perizinan dan Nonperizinan, Gubernur atau Bupati/Wali Kota
mendelegasikan kewenangannya kepada Kepala DPMPTSP.

(2) Gubernur mendelegasikan kewenangan kepada Kepala DPMPTSP provinsi sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) meliputi: a. kewenangan Perizinan dan Nonperizinan yang menjadi urusan pemerintah
daerah provinsi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan b. kewenangan
Perizinan dan Nonperizinan yang menjadi urusan pemerintah yang diberikan pelimpahan wewenang

kepada gubernur.



(3) Bupati/Wali Kota mendelegasikan kewenangan kepada Kepala DPMPTSP Kabupaten/Kota
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. kewenangan Perizinan dan Nonperizinan yang
menjadi urusan pemerintah daerah kabupaten/kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan; dan b. kewenangan Perizinan dan Nonperizinan yang menjadi urusan pemerintah yang
diberikan pelimpahan wewenang kepada Bupati/Wali Kota. Pendelegasian wewenang ditetapkan
dengan Peraturan Kepala Daerah.

Penyelenggaraan pelayanan Perizinan dan Nonperizinan oleh PTSP meliputi:

a. penerimaan dan/atau penolakan berkas permohonan;
b. penerbitan dokumen izin dan nonizin;

c. penyerahan dokumen izin dan nonizin; dan

d. pencabutan dan pembatalan dokumen izin dan nonizin.

DPMPTSP dalam menyelenggarakan pelayanan Perizinan dan Nonperizinan berkoordinasi dengan
perangkat daerah terkait. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2012 Tentang
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik, pada Pasal 12 menjelaskan
bahwa Sistem pelayanan terpadu diselenggarakan dengan tujuan:

a. memberikan perlindungan dan kepastian hukum kepada Masyarakat;

b. mendekatkan pelayanan kepada Masyarakat;

c. memperpendek proses pelayanan;

d. mewujudkan proses pelayanan yang cepat, mudah, murah, transparan, pasti, dan terjangkau; dan

e. memberikan akses yang lebih luas kepada masyarakat untuk memperoleh pelayanan.

Selanjutnya Peraturan Pemerintah No. 96 Tahun 2012 pada Pasal 14 dijelaskan bahwa:

(1) Sistem pelayanan terpadu merupakan satu kesatuan proses pengelolaan pelayanan terhadap beberapa
jenis pelayanan yang dilakukan secara terintegrasi dalam satu tempat baik secara fisik maupun virtual
sesuai dengan Standar Pelayanan.

(2) Sistem pelayanan terpadu secara fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan
melalui: a. sistem pelayanan terpadu satu pintu; dan/atau b.sistem pelayanan terpadu satu atap.

(3) Sistem pelayanan terpadu secara virtual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan sistem
pelayanan yang dilakukan dengan memadukan pelayanan secara elektronik.

Lebih mendetail lagi dijelaskan pada Peraturan Pemerintah No. 96 Tahun 2012 pada Pasal 15, bahwa :

(1) Sistem pelayanan terpadu satu pintu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf a dilakukan
dengan cara memadukan beberapa jenis pelayanan untuk menyelenggarakan pelayanan secara
terintegrasi dalam satu kesatuan proses dimulai dari tahap permohonan sampai dengan tahap
penyelesaian produk pelayanan melalui satu pintu.

(2) Penyelenggaraan sistem pelayanan terpadu satu pintu wajib dilaksanakan untuk jenis pelayanan

perizinan dan nonperizinan bidang penanaman modal.

2.4 Perizinan Berusaha
Pengertian dari izin (vergunning) adalah suatu persetujuan dari penguasa berdasarkan undang-undang
atau peraturan pemerintah untuk dalam keadaan tertentu menyimpang dari ketentuan-ketentuan larangan
peraturan perundang-undangan. Izin dapat juga diartikan sebagai dispensasi atau pelepasan/pembebasan
dari suatu larangan.
Utrecht memberikan pengertian vergunning yaitu, bilamana pembuat peraturan tidak umumnya

melarang suatu pembuatan, tetapi masih juga memperkenankannya asal saja diadakan secara yang



ditentukan untuk masingmasing hal konkret, maka perbuatan administrasi negara yang memperkenankan
perbuatan tersebut bersifat suatu izin (vergunning).

Perizinan adalah pemberian legalitas kepada seseorang atau pelaku usaha atau kegiatan tertentu, baik
dalam bentuk izin maupun tanda daftar usaha Izin ialah salah satu instrumen yang paling banyak digunakan
dalam hukum administrasi, untuk mengemudikan tingkah laku para warga (Hadjon, 1993). Dengan
memberikan izin, penguasa memperkenankan orang yang memohonnya untuk melakukan tindakan-
tindakan tertentu yang sebenarnya dilarang demi memperhatikan kepentingan umum yang mengharuskan
adanya pengawasan. Dengan demikian, secara hemat perizinan merupakan upaya mengatur kegiatan-
kegiatan yang memiliki peluang menimbulkan gangguan pada kepentingan umum.

Mekanisme perizinan yaitu, melalui penerapan prosedur ketat dan ketentuan yang harus dipenuhi untuk
menyelenggarakan suatu pemanfaatan lahan. Perizinan adalah salah satu bentuk pelaksanaan fungsi
pengaturan dan bersifat pengendalian yang dimiliki pemerintah, merupakan mekanisme pengendalian
administrative terhadap kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat (Hadjon:1993).

Pada umumnya permohonan izin harus menempuh prosedur-prosedur tertentu yang ditentukan oleh
pemerintah, selaku pemberi izin. Disamping itu harus menempuh prosedur tententu, pemohon izin juga
harus memenuhi persyaratan-persyaratan tertentu yang ditentukan secara sepihak oleh pemerintah atau
pemberi izin. Prosedur dan persyaratan perizinan itu berbedabeda tergantung jenis izin, tujuan izin dan
instantsi pemberi izin. Dalam hal pelaksanaan perizinan, lock of competencies sangat mudah untuk
dijelaskan. Pertama, proses perizinan membutuhkan adanya pengetahuan tidak ahnya sebatas pada aspek
legal dari proses perizinan, tetapi lebih jauh dari aspek tersebut. Misalnya untuk memberikan izin, pihak
pelaksana juga harus mempertimbangkan dampak yang akan ditimbulkan dari izin tersebut baik dalam
jangka pendek maupun jangka panjang. Seseorang yang dapat memperkirakan dampak yang bersifat
multidimensi memerlukan pengetahuan yang luas baik dari segi konsepsional

maupun hal-hal teknis. Dalam beberapa kasus, sangat sering ditemui aparatur pelaksana yang tidak
memiliki syarat pengetahuan yang dimaksud. Alhasil, izin yang diberikan bias jadi akan menimbulkan
dampak yang buruk dimasa yang akan dating. Kedua, proses perizinan membutuhkan dukungan keahlian
aparatur tidak hanya dalam mengikuti tata urutan prosedurnya, tetapi hal-hal lain yang sangat mendukung
kelancaran proses perizinan itu sendiri. Pengoptimalan penggunaan teknologi informasi, misalnya dianggap
menjadi solusi ayng sangat tepat untuk mengefisiensikan prosedur perizinan. Dengan demikian, hamper
semua sector perizinan dituntut untuk menggunakan system komputerisasi dan apparat yang tidak memiliki
keahlian untuk mengoprasikan teknologi tersebut akan menjadi ganjalan. aparat yang demikian, masih
sangat banyak ditemui di lapangan. Ketiga, proses perizinan tidak terlepas dari interaksi antara pemohon
dengan pemberi izin. Dalam interaksi tersebut terkadang muncul perilaku yang menyimpang baik yang
dilakukan oleh aparatur maupun yang dipicu oleh kepentingan bisnis pelaku usaha, sehingga aparatur
pelaksana perizinan dituntut untuk memiliki perilaku yang positif dengan tidak memanfaatkan situasi demi
kepentingan pribadi. Masih sangat sering dijumpai praktik-praktik yang tercela dalam proses perizinan
seperti suap dan sebagainya. Disamping itu, masalah perilaku juga menjadi persoalan manakala prinsip
good governance dituntut untuk dilakukan dalam pelayanan perizinan. Sebab, masih jarang ditemui aparatur
pelayanan yang memiliki sikap profesionalisme dan mengedepankan prinsip costumer relationship
manakala berhubungan dengan pihak yang diberikan pelayanan. Inti dari regulasi dan deregulasi proses
perizinan adalah pada tata cara dan prosedur perizinan. Untuk itu, isi regulasi dan deregulasi haruslah
memenuhi nilai-nilai sederhana, jelas, tidak melibatkan banyak pihak, meminimalkan kontak fisik
antarpihak yang melayani dengan yang dilayani, memiliki prosedur operasional standar, dan wajib

dikomunikasikan secara luas.



2.5 Sistem Online Single Submission

1.

Sejarah Awal Online Single Submission

Dalam perjalanan awalnya Online single submission atau OSS diluncurkan pada 8 Juli 2018
dalam rangka menyederhanakan proses perizinan berusaha. Disebut pertama kali dalam Peraturan
Presiden Nomor 91 Tahun 2017, aturan pelaksanaan OSS tertuang dalam Peraturan Pemerintah
Nomor 24 Tahun 2018. Tujuannya rangka percepatan dan peningkatan penanaman modal dan
berusaha, Perizinan Berusaha yang diterbitkan oleh kementerian/lembaga dan Pemerintah Daerah
untuk memulai, melaksanakan, dan mengembangkan usaha dan/atau kegiatan, perlu ditata kembali
agar menjadi pendukung dan bukan sebaliknya menjadi hambatan perkembangan usaha dan/atau
kegiatan. Penataan kembali dilakukan pada sistem pelayanan, dan regulasi sesuai dengan tuntutan
dunia usaha, perkembangan teknologi, dan persaingan global.

Penataan kembali sistem pelayanan dilakukan terutama pada Pelayanan Terpadu Satu Pintu
(PTSP). Hal ini mengingat berdasarkan Pasal 25 ayat (4) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007
tentang Penanaman Modal, perusahaan penanaman modal yang akan melakukan usaha dan/atau
kegiatan wajib memperoleh izin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dari instansi
yang memiliki kewenangan, kecuali ditentukan lain dalam undangundang. Kemudian pada ayat (5)
diatur bahwa pelayanan terhadap izin untuk melakukan usaha dan/atau kegiatan tersebut dilakukan
melalui PTSP. Pelayanan PTSP pada Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah disempurnakan
menjadi lebih efisien, melayani, dan modern. Salah satunya yang paling signifikan adalah penyediaan
sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (OSS). Melalui OSS tersebut,
Pelaku Usaha melakukan Pendaftaran dan mengurus penerbitan Izin Usaha dan penerbitan Izin
Komersial dan/atau Operasional secara terintegrasi. Melalui OSS itu pula, Pemerintah Pusat dan
Pemerintah Daerah menerbitkan Perizinan Berusaha yang diajukan oleh Pelaku Usaha.

Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, pemerintah merasa perlu ditetapkannya suatu
Peraturan Pemerintah tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik. Atas
dasar keinginan tersebut, diterbitkanlah Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang
Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik. Setelah itu lahir kembali Peraturan
Pemerintah No. 5 Tahun 2021 tentang Perizinan Berusaha Berbasis Resiko. Perizinan Berusaha
Berbasis Risiko sendiri adalah Perizinan Berusaha berdasarkan tingkat Risiko kegiatan usaha.
Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha adalah legalitas yang diberikan kepada Pelaku
Usaha untuk menunjang kegiatan usaha.

Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko meliputi :
a. pengaturanPerizinan Berusaha Berbasis Risiko;
b. norrna, standar, prosedur, dan kriteria Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;

c. Perizinan Berusaha Berbasis Risiko melalui layanan Sistem OSS;

&

tata cara Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;

e. evaluasi dan reformasi kebijakan Perizinarl Berusaha Berbasis Risiko;
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f. pendanaan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
g. penyelesaian permasalahan dan hambatan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko; dan
h. sanksi.
Penyelenggaraan Pertzinan Berusaha Berbasis Risiko bertujuan untuk meningkatkan
ekosistem investasi dan kegiatan berusaha, melalui:
a. pelaksanaan penerbitan Perizinan Berusaha secara lebih efektif dan sederhana; dan
b. Pengawasan kegiatan usaha yang transparan, terstruktur, dan dapat dipertanggungiawabkan

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2.6 Pengertian Online Single Submission

Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik atau Online Single Submission yang (OSS) adalah
Perizinan Berusaha yang diterbitkan oleh Lembaga OSS untuk dan atas nama menteri, pimpinan lembaga,
gubernur, atau bupati/wali kota kepada Pelaku Usaha melalui sistem elektronik yang terintegrasi
sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan
Berusaha Terintegrasi secara Elektronik. (PP No. 24/2018) dan PP No. 5 Tahun 2021 tentang Perizinan
Usaha Berbasis Resiko. Sistem OSS ditujukan untuk percepatan dan peningkatan penanaman modal dan
berusaha serta mempermudah Pelaku Usaha, baik perorangan maupun non perorangan. Untuk
mempermudah pendaftaran/pengurusan perizinan kegiatan usaha seperti misalnya Izin Lingkungan, 1zin
Mendirikan Bangunan, dan lain sebagainya.

Online Single Submission (OSS), adalah Sistem OSS adalah sistem elektronik terintegrasi yang
dikelola dan diselenggarakan oleh Lembaga OSS untuk penyelengaraan Berbasis Resiko. Pelaku usaha
dapat mendaftarkan semua usaha yang ia miliki, berapapun jumlahnya, dan pada skala apapun Online Single
Submission sering juga disebut dengan singkatan OSS.

Penggunaan OSS ini biasanya dilakukan dalam hal pengurusan izin berusaha oleh para pelaku usaha.
Jadi bila ingin berusaha atau memiliki sebuah usaha maka bisa melakukan pengurusan OSS ini. Usaha yang
dirintis tidaklah terbatas. Maksudnya adalah semua jenis usaha bisa diperoleh izinnya melalui pengurusan
OSS ini. Baik usaha dengan tingkat mikro maupun usaha kecil dan usaha menengah hingga usaha berkelas
besar sudah seharusnya mendapatkan izin untuk berdiri dan beroperasional. Baik usaha perorangan maupun
usaha dalam bentuk badan usaha atau lembaga juga perlu izin untuk berdiri dan beroperasional. Usaha yang
baru dan sudah lama berdiri sudah seharusnya mengurus OSS sebelum beroperasional.

OSS sendiri sebenarnya memiliki arti yang sama dengan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko. Jadi OSS
ini bisa pula diartikan sebagai perizinan untuk berusaha yang tentunya diterbitkan oleh lembaga OSS.
Perizinan berusaha ini diterbitkan atas nama menteri dan pimpinan lembaga atau atas nama gubernur dan
bupati atau wali kota. Penerbitan izin berusaha ini diberikan kepada para pelaku usaha dengan melalui
sistem elektronik yang telah terintegrasi.

Dengan adanya izin dari lembaga yang berwenang ini maka berarti sesorang atau pelaku usaha telah
disetujui untuk mendirikan sebuah usaha dan menjalankan usaha tersebut. Selanjutnya hanya tinggal
menjalankan usaha berdasar pada peraturan atau kebijakan yang berlaku saja. Cara menjalankan usaha juga
sudah menjadi hak sebagai pemilik usaha sehingga usaha secara bebas bisa beroperasional. Untuk
mendukung jalannya usaha maka bisa menggunakan modal dari mana saja baik modal yang berasal dari

dalam negeri maupun modal dari pihak asing atau luar negeri

2.7 Pengertian Standar Operasional Prosedur (SOP)
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Kinerja pelayanan publik di lingkungan unit kerja pemerintahan yang terukur dapat diwujudkan serta
keberhasilannya dapat dievaluasi. Oleh karena itu prosedur kerja yang standar (Standar Operasional
Prosedur / SOP) perlu dimiliki dan diterapkan oleh pemerintah daerah. Standar Operasional Prosedur
merupakan pedoman atau acuan untuk melaksanakan tugas pekerjaan sesuai dengan fungsi dan alat
penilaian kinerja instasi pemerintah berdasarkan indikator indikator teknis, administrasif dan prosedural
sesuai dengan tata kerja, prosedur kerja dan sistem kerja pada unit kerja yang bersangkutan. SOP dibuat
dengan tujuan untuk menciptakan komitmen perihal pekerjaan yang dilakukan oleh satuan unit kerja
instansi pemerintahan dalam rangka mewujudkan good governance (Atmoko, 2006).

Menurut Stup dalam (Handoko, 2013), SOP merupakan suatu rangkaian instruksi tertulis yang
mendokumentasikan kegiatan atau proses rutin yang terdapat pada suatu perusahaan. Pengembangan dan
penerapan dari SOP merupakan bagian penting dari keberhasilan sistem kualitas dimana SOP menyediakan
informasi untuk setiap individu dalam perusahaan untuk menjalankan suatu pekerjaan, dan memberikan
konsistensi pada kualitas dan integritas dari suatu produk atau hasil akhir. SOP diterapkan untuk mencegah
terjadinya kesalahan dalam pelaksanaan pekerjaan. Kesalahan pelaksanaan prosedur pekerjaan dapat
mengakibatkan hasil pekerjaan yang kurang baik (Alamudi & Prabawati, 2014).

SOP sebagaimana yang tertulis pada Permenpan No. PER/21/MPAN/11/2008, memiliki kegunaan
sebagai berikut (Peraturan Menteri 11 Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/21/M.PAN/11/2008
Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operational Prosedur Administrasi Pemerintahan, 2008):

1. Sebagai standarisasi cara yang dikerjakan didalam penyelesaian pekerjaan khusus, mengurangi
kesalahan dan kelalaian.

2. Menjadikan staf lebih berdiri sendiri dan tidak tergantung terhadap intervensi manajemen supaya
dapat mengurangi keterlibatan pimpinan didalam sehari-hari.

3. Meningkatkan akuntabilitas dengan mendokumentasikan tanggung jawab khusus didalam melakukan
tugas.

4. Menciptakan ukuran standar kinerja yang dapat menambahkan pegawai, cara konkret untuk
melakukan perbaikan kinerja serta membantu mengevaluasi bisnis yang udah dilakukan.

5. Menciptakan bahan training yang sanggup membantu pegawai baru untuk cepat melakukan tugasnya.

6. Menunjukkan kinerja bahwa organisasi efektif dan dikelola dengan baik.

7.  Menyediakan pedoman bagi setiap pegawai di unit service didalam melakukan bantuan service sehari-
hari.

8. Menghindari tumpang tindih pelaksanaan tugas bantuan pelayanan.

9. Membantu penelusuran terhadap kesalahan prosedural didalam menambahkan pelayanan, menjamin
proses service selalu terjadi didalam beragam situasi.

SOP pada dasarnya adalah pedoman yang berisi prosedur-prosedur operasional standar yang ada di
dalam suatu organisasi yang digunakan untuk memastikan bahwa semua keputusan dan tindakan, serta
penggunaan fasilitas-fasilitas proses yang dilakukan oleh orang-orang di dalam organisasi yang merupakan
anggota organisasi agar berjalan efektif dan efisien, konsisten, standar dan sistematis (Tambunan, 2013).
SOP dapat dijadikan sebagai jalan dalam mencapai tujuan. SOP merupakan jalan atau jembatan yang
menghubungkan satu titik dengan titik lainnya. Dengan demikian SOP dapat menentukan apakah tujuan

dapat dicapai secara efektif, efisien dan ekonomis (Tambunan, 2011).

2.8 Jenis — Jenis SOP
Berdasarkan Permenpan Nomor 35 Tahun 2012, SOP dapat menjadi beberapa jenis sebagai berikut

(2012):
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1.

SOP Berdasarkan Sifat Kegiatan

Berdasarkan sifat kegiatan maka SOP dapat dikategorikan ke dalam dua jenis yaitu :
SOP Teknis

a.

Prosedur standar yang sangat rinci dari kegiatan yang dilakukan oleh satu orang aparatur atau

pelaksana dengan satu peran atau jabatan. Setiap prosedur diuraikan dengan sangat teliti sehingga

tidak ada kemungkinan-kemungkinan variasi lain. SOP teknis ini pada umumnya dicirikan

dengan :

1)

2)

Pelaksana kegiatan berjumlah satu orang atau satu kesatuan tim kerja atau satu jabatan
meskipun dengan pemangku yang lebih dari satu;

Berisi langkah rinci atau cara melakukan pekerjaan atau langkah detail pelaksanaan kegiatan.
SOP teknis banyak digunakan pada bidang-bidang yang menyangkut pelaksana tunggal yang
memiliki karakteristik yang relatif sama dan dengan peran yang sama pula, antara lain: dalam
bidang teknik, seperti: perakitan kendaraan bermotor, pemeliharaan kendaraan,
pengoperasian alatalat, dan lainnya; dalam bidang kesehatan, pengoperasian alat-alat medis,
penanganan pasien pada unit gawat darurat, medical check-up, dan lainlain. Dalam
penyelenggaraan administrasi pemerintahan, SOP teknis diterapkan pada bidang-bidang
yang dilaksanakan oleh pelaksana tunggal atau jabatan tunggal, antara lain: pemeliharaan
sarana dan prasarana, pemeriksaan keuangan (auditing), kearsipan, korespondensi,
dokumentasi, pelayanan kepada masyarakat, kepegawaian dan lainnya, contoh SOP Teknis
adalah SOP Pengujian Sampel di Laboratorium, SOP Perakitan Kendaraan, SOP
Pengagendaan Surat dan SOP Pemberian Disposisi. SOP teknis ini merupakan kebutuhan
organisasi Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah dalam pelaksanaan tugas dan
fungsi yang dimilikinya disamping SOP yang bersifat administratif. Untuk itu maka SOP
jenis ini harus dibuat guna memperlancar pelaksanaan tugas dan fungsi sehari-hari satuan
organisasi/satuan organisasi di lingkungan Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah

guna mendukung efektivitas dan efisiensi pelaksanaan tugas dan fungsi yang dimilikinya

SOP Administratif SOP administratif adalah prosedur standar yang bersifat umum dan tidak rinci

dari kegiatan yang dilakukan oleh lebih dari satu orang aparatur atau pelaksana dengan lebih dari

satu peran atau jabatan. SOP administratif ini pada umumnya dicirikan dengan :

1)

2)

Pelaksana kegiatan berjumlah banyak atau lebih dari satu aparatur atau lebih dari satu jabatan
dan bukan merupakan satu kesatuan yang tunggal;
Berisi tahapan pelaksanaan kegiatan atau langkah-langkah pelaksanaan kegiatan yang

bersifat makro ataupun mikro yang tidak menggambarkan cara melakukan kegiatan.

SOP administratif mencakup kegiatan lingkup makro dengan ruang lingkup yang besar dan tidak
mencerminkan pelaksana kegiatan secara detail dan kegiatan lingkup mikro dengan ruang lingkup yang
kecil dan mencerminkan pelaksana yang sesungguhnya dari kegiatan yang dilakukan. Dalam
penyelenggaraan administrasi pemerintahan lingkup makro, SOP administratif dapat digunakan untuk

proses-proses perencanaan, pengganggaran, dan lainnya, atau secara garis besar proses-proses dalam

siklus penyelenggaraan administrasi pemerintahan.

SOP administratif dalam lingkup mikro, disusun untuk proses-proses administratif dalam
operasional seluruh instansi pemerintah, dari mulai tingkatan unit organisasi yang paling kecil sampai
pada tingkatan organisasi yang tertinggi, dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya, contoh SOP
Administrasi adalah SOP Pelayanan Pengujian Sampel Di Laboratorium, SOP Pelayanan Perawatan

Kendaraan, SOP Penanganan Surat Masuk dan SOP Penyelenggaraan Bimbingan Teknis.
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Disamping merupakan kebutuhan organisasi Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah
dalam pelaksanaan tugas dan fungsi, SOP administratif ini menjadi persyaratan dalam Kebijakan
Reformasi Birokrasi. Untuk itu maka SOP jenis ini baik yang bersifat makro dan mikro harus dibuat guna
memperlancar pelaksanaan tugas dan fungsi sehari-hari satuan organisasi/satuan organisasi di lingkungan
Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah.

2. SOP Menurut Cakupan dan Besaran Kegiatan

Menurut cakupan dan besaran kegiatannya, SOP dikategorikan ke dalam dua jenis yaitu SOP
Makro dan SOP Mikro.

a. SOP Makro
SOP Makro mencakup beberapa SOP mikro yang mencerminkan bagian dari kegiatan tersebut atau
SOP yang merupakan integrasi dari beberapa SOP mikro yang membentuk serangkaian kegiatan
dalam SOP tersebut. SOP makro tidak mencerminkan kegiatan yang sesungguhnya dilakukan oleh
pelaksana kegiatan. Sebagai contoh SOP pengelolaan surat yang merupakan SOP makro dari SOP
penanganan surat masuk, SOP pemberian tanggapan terhadap surat masuk, dan SOP pengiriman surat.

b. SOP Mikro
SOP Mikro merupakan bagian dari sebuah SOP (SOP makro) atau SOP yang kegiatannya menjadi
bagian dari kegiatan SOP makro yang lebih besar cakupannya.

3. SOP Menurut Cakupan dan Kelengkapan Kegiatan

SOP menurut cakupan dan kelengkapan kegiatan dikategorikan ke dalam dua jenis, yaitu SOP
Final dan SOP parsial.

a. SOP Final
SOP final adalah SOP yang berdasarkan cakupan kegiatannya telah menghasilkan produk utama yang
paling akhir atau final. Contoh: SOP Penyusunan Pedoman merupakan SOP final dari SOP Penyiapan
Bahan Penyusunan Pedoman. SOP penyelenggaraan bimbingan teknis merupakan SOP final dari SOP
penyiapan penyelenggaraan Bimbingan Teknis.

b. SOP Parsial SOP parsial adalah SOP yang berdasarkan cakupan kegiatannya belum menghasilkan
produk utama yang paling akhir atau final sehingga kegiatan ini masith memiliki rangkaian kegiatan
lanjutan yang mencerminkan produk utama akhirnya. Contoh: SOP Penyiapan Bahan Penyusunan
Pedoman yang merupakan bagian (parsial) dari SOP Penyusunan Pedoman.

4. SOP Menurut Cakupan dan Jenis Kegiatan

SOP menurut Cakupan dan Jenis Kegiatan dikategorikan ke dalam dua jenis yakni SOP Generik
dan SOP Spesifik.

a. SOP Generik SOP Generik (umum) adalah SOP berdasarkan sifat dan muatan kegiatannya relatif
memiliki kesamaan baik dari kegiatan yang di SOP kan maupun dari tahapan kegiatan dan
pelaksanaannya. Variasi SOP yang ada hanya disebabkan perbedaan lokasi SOP itu diterapkan.
Contoh: SOP Pengelolaan Keuangan di Satker A dan SOP pengelolaan Keuangan di Satker B
memiliki SOP Generik: SOP Pengelolaan Keuangan dengan aktor: KPA, PPK, Bendahara dan
seterusnya.

b. SOP Spesifik (khusus) adalah SOP berdasarkan sifat dan muatan kegiatannya rellatif memiliki perbedaan dari
kegiatan yang di SOP kan, tahapan kegiatan, aktor(pelaksana), dan tempat SOP tersebut diterapkan. SOP ini
tidak dapat diterapkan di tempat lain karena sifatnya yang spesifik tersebut. Contoh: SOP Pelaksanaan
Publikasi Hasil Uji Laboratorium A pada Instansi Z hanya berlaku pada laboratorium A di instansi Z tidak
berlaku di laboratorium lainnya.

2.9 Simbol dalam SOP
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Berdasarkan Permenpan Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar

Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan, pembuatan SOP terkait dengan Administrasi

Pemerintahan (AP) yang dipersyaratkan dalam Kebijakan Reformasi Birokrasi memiliki format yang telah

distandarkan tidak seperti format SOP pada umumnya. Adapun format SOP AP yang dipergunakan dalam

Kebijakan Reformasi Birokrasi sebagai berikut:

1.

Format Diagram Alir Bercabang (Branching Flowcharts)

Format yang dipergunakan dalam SOP AP adalah format diagram alir bercabang (branching
flowcharts) dan tidak ada format lainnya yang dipakai. Hal ini diasumsikan bahwa prosedur
pelaksanaan tugas dan fungsi instansi pemerintah termasuk di dalamnya Kementerian/Lembaga dan
Pemerintah Daerah memuat kegiatan yang banyak (lebih dari sepuluh) dan memerlukan pengambilan
keputusan yang banyak. Oleh sebab itu untuk menyamakan format maka seluruh prosedur
pelaksanaan tugas dan fungsi administrasi pemerintahan dibuat dalam bentuk diagram alir bercabang
(branching flowcharts) termasuk juga prosedur yang singkat (sedikit, kurang dari sepuluh)

dengan/atau tanpa pengambilan keputusan.

Menggunakan hanya Lima Simbol Flowcharts

Simbol yang digunakan dalam SOP AP hanya terdiri dari 5 (lima) simbol, yaitu: 4 (empat) simbol
dasar flowcharts (Basic Symbol of Flowcharts) dan 1 (satu) simbol penghubung ganti halaman (Off-
Page Conector). Kelima simbol yang dipergunakan tersebut adalah sebagai berikut :

a.  Simbol Kapsul/Terminator untuk mendeskripsikan kegiatan mulai dan berakhir;

)

Gambar 0.1 Terminator

b.  Simbol Kotak/Process untuk mendeskripsikan proses atau kegiatan eksekusi;

Gambar 0.2 Process

c.  Simbol Belah Ketupat/Decision untuk mendeskripsikan kegiatan pengambilan keputusan;

Gambar 0.3 Decision

d.  Simbol Anak Panah/Panah/Arrow untuk mendeskrpsikan arah kegiatan (arah proses kegiatan);

>

Gambar 0.4 Arrow
e.  Simbol Segilima/Off-Page Connector untuk mendeskripsikan hubungan antar simbol yang

berbeda halaman.

Gambar 0.5 Off-Page Connector
Dasar penggunaan 5 (lima) simbol dalam penyusunan SOP AP adalah sebagai berikut :

15



a.  SOP AP mendeskripsikan prosedur administratif, yaitu kegiatan yang dilaksanakan oleh lebih
dari satu pelaksana (jabatan) dan bersifat makro maupun mikro dan prosedur yang bersifat
teknis yang detail baik yang menyangkut urusan administrasi maupun urusan teknis;

b. Hanya ada dua alternatif sifat kegiatan administrasi pemerintahan yaitu kegiatan eksekusi
(process) dan pengambilan keputusan (decision);

c.  Simbol lain tidak dipergunakan disebabkan karena prosedur yang dideskripsikan bersifat umum
tidak rinci dan tidak bersifat teknis disamping itu kegiatan yang dilakukan oleh pelaksana
kegiatan sudah langsung operasional tidak bersifat teknikal (technical procedures) yang berlaku
pada peralatan (mesin);

d.  Penulisan kegiatan dalam prosedur bersifat aktif (menggunakan kata kerja tanpa subyek)
dengan demikian banyak simbol yang tidak dipergunakan, seperti: simbol pendokumentasian,
simbol persiapan, simbol penundaan, dan simbol lain yang sejenis;

e. Penyusunan SOP AP ini hanya memberlakukan penulisan flowcharts secara vertikal, artinya

bahwa branching flowcharts dituliskan secara vertikal sehingga hanya mengenal
penyambungan simbol yang menghubungkan antar halaman (simbol segilima/off-page

connector) dan tidak mengenal simbol lingkaran kecil penghubung dalam satu halaman.

Pelaksana dipisahkan dari kegiatan

Penulisan pelaksana dalam SOP AP ini dipisahkan dari kegiatan. Oleh karena itu untuk
menghindari pengulangan yang tidak perlu dan tumpang-tindih (overlapping) yang tidak efisien maka
penulisan kegiatan tidak disertai dengan pelaksana kegiatan (aktor) dan dipisahkan dalam kolom
pelaksana tersendiri. Dengan demikian penulisan kegiatan menggunakan kata kerja aktif yang diikuti
dengan obyek dan keterangan seperti: menulis laporan; mendokumentasikan surat pengaduan;
mengumpulkan bahan rapat; mengirim surat undangan kepada peserta; meneliti berkas,
menandatangani draft surat net, mengarsipkan dokumen. Penulisan pelaksana (aktor) tidak diurutkan
secara hierarki tetapi didasarkan pada sekuen kegiatan sehingga kegiatan selalu dimulai dari sisi kiri

dan tidak ada kegiatan yang dimulai dari tengah maupun sisi kanan dari matriks flowcharts.
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A.BIDANG KESEHATAN

01. SURAT IZIN PRAKTIK APOTEKER
01.1 STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

Nomor SOP
Tanggal -
Pembuatan
CIMAHI
Tanggal Revisi| -
A
INA

7 Tanggal -

Efektif
Kepala Dinas Penanaman Modal dan
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN Pelayanan Terpadu Satu Pintu
TERPADU SATU PINTU
KOTA CIMAHI
Disahkan oleh
Mall Pelayanan Publik Kota Cimahi
J1. Aruman Lantai 4, Pasirkaliki, Kec. Cimahi
Utara, Kota Cimahi - Jawa Barat 40514
Dadan Darmawan, S.Sos., M.Si.
Pembina Utama Muda
NIP. 197201301993031005
Judul SOP Surat Izin Praktik Apoteker
DASAR HUKUM KUALIFIKASI PELAKSANA
1. Undang-undang No. 6 Tahun 2023 tentang | 1. Jenjang Pendidikan :

penetapan peraturan pemerintah pengganti
Undang-undang No. 2 Tahun 2022 tentang
Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;

2. Undang — Undang Nomor 17 Tahun 2023
Tentang Kesehatan;

3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021
tentang Penyelenggaraan Perizinan berusaha
berbasis resiko;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024
Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-
Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang

Kesehatan;
5. Peraturan Menteri Kesehatan Republik
Indonesia Nomor 161/Menkes/Per/1/2010

tentang Registrasi Tenaga Kesehatan;

6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 80
Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan
Pekerjaan Asisten Tenaga Kesehatan;

7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 26
Tahun 2018 Tentang Pelayanan Perizinan
Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik

Sektor Kesehatan;
8. Surat Edaran Menteri Kesehatan Nomor
HK.02.01/MENKES/6/2024 tentang

Penyelenggaraan Perizinan Tenaga Medis dan
Tenaga Kesehatan;

9. Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 11
Tahun 2011 Tentang Izin Penyelenggaraan
Pelayanan Kesehatan.

2.
3.
4.

a. minimal Diploma 3, semua jurusa (Front Office)
b. minimal Diploma 3, semua jurusa (Back Office)
Pelatihan : Diklat PTSP

Pangkat : minimal Penata Muda, [1I/a

Jabatan : Fungsional Umum

KETERKAITAN

PERALATAN/PERLENGKAPAN
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1. SOP Penerbitan Rekomendasi Tim Teknis
(Surat Keterangan Mandiri);

2. SOP Penomoran Izin;

3. SOP Pengarsipan.

1. Komputer yang dilengkapi akses internet;
2. Formulir Permohonan Izin;

3. Alat Tulis Kantor.

4. Alat Pencetak / Printer;

5. Aplikasi Perizinan (SIPINTER).

PERINGATAN

PENCATATAN DAN PENDATAAN

Setiap permohonan yang masuk harus dipastikan
kelengkapannya, agar tidak terjadi kesalahan
dalam penerbitan.

Disimpan sebagai data / arsip manual dan digital.

CATATAN
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01.1 BAGAN ALUR

BAGAN ALUR SURAT IZIN PRAKTIK APOTEKER

DPMPTSP KOTA CIMAHI

PELAKSANA MUTU BAKU
NO, KEGIATAN PEMOHON PTSP KETERANGAN
nem i Takmie | CEMMPYSE | oPmerse Sekdis Kepala Dinas | Pengelola NS Walktu Orkrid
Pelayaran Administras| Verifikator DPMPTSP DPMPTSP Arsip {Hari Karja)
1 [Pemohon mangajukan permo honsn melalul - Formulir Permohonan zin 1. Formulr Dalam mealakukan pendaliaranoning.
Aplilesi SiPirter - Aplkasi SiFinter Permoharsnyang pemohon zin dapet ddamp pgi oleh
telabs disi Pelugas Pelayanan (jike dipariukan)
2. Barkas
e = persyamatan
2 [Petugas Pelayanan DPMPTSP, memerlksa Farmull permononan dan berkas 4 Tanda Terma Berkas &2in - Res| diterbitkan oen aplkas| SiPinter
berkas permehoran melalu Aplikasl SiPinter. Tdk Ya Parsyaratan lan sotalab dhverifikasi oleh Petugas
Jika Derkas permahonan lengkap, maka dagat Pelayanan.
dierbtican Tanda Penerimaan Berkas L2in
il ticksk lerckap be tkas dikembalikan ke
Pamohon
Berkans Petmoho ran disam palkan ke Tim
Teknis mellul Aplkas: SiFinter
3 |Tim Teknis memvenfikas dan memvalidas| 1.Formulr parmohonan
persyaratan berkas dengan lengkap dan benar dan Berikas Perayaraten zn
serta melakukan persety uan d Aplikas
SiPinter.
1 |Petugas Administrasl DPMP TSP, mary usun 1. Formrmddir permehonan Oraft zin Draft i21n dibuatkan dengan splikasi
draft @in. 2. Berkas FPersyaratan &in SiFinter
3. Fommat izin
— .
5 |Verifikator DPMPTSP, mernariks:s dan 1. Fommdir parmohonan P - Draft zin Verfikator memeriksa dan mampanf
mema ral drafl Zin untuk ditanda s ngan clen 2. Berkas Persyaratan in (sucsh diparal Verfikator) diraft izin
Kepala Dinas DPMPTSP. 2 Dmaft izin - Nota Cinas Parmohonan
DPMPTSP r nota Pe nandatanganan zin
dras pefmobonan pena ndatanganan Zzin
melalu Aplikasi SiFinter
G |Sekretaris Dinas DPMPTSP, meiakukan 1. Nota Dnas Permohoran - Draft zin
verifilessi a khir FPanandatanga nan Zin (sucahaiparaf Sekrataris
2. Draf izin (sudah dipa mf DPMPTSP)
Varfikator)
— |
7 |Kepala Dinas DPMPTSP, menandstangan 1. Neota Dnas Permohonan 1zin zinatendatangani oleh Kepala Dinas
12in pada Aplikasi SiBinter Parandatargs nan it (s h ditandatargan Kadis pada Apliasi SiPinter
2 Draf izin (sudah dipaaf mengguakan Tanda Tangan
Sekratars DPMPTSE) Digital
& [Pemohon capat mengunduh 1Zn pada Aplikasi zin Terbt 1zin s.ds h alienma pemohon Pemonon zin depal mengundun dan
SiPinter. 1zin aplkas SiPiner.
[—] &
2 |Petugas Arsip mencarsipran berkas lzin Arsip zin secara digiial Pengarsipan 2in bardasarkan SOP
(arsip dghal), Pengarsipan 1zin
Total Waktu | 14
Ketarangan :
E  pPamohon
3 Dinas Teknis
= pPmPTsP
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02. SURAT IZIN PRAKTIK DOKTER

02.1 STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

Nomor SOP
Tanggal -
Pembuatan
CIMAH Tanggal Revisi | -
Tanggal Efektif | -
Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU Disahk leh
KOTA CIMAHI 1safikan ole
Mall Pelayanan Publik Kota Cimahi
J1. Aruman Lantai 4, Pasirkaliki, Kec. Cimahi
Utara, Kota Cimahi - Jawa Barat 40514
Dadan Darmawan, S.Sos., M.Si.
Pembina Utama Muda
NIP. 197201301993031005
Judul SOP Surat Izin Praktik Dokter
DASAR HUKUM KUALIFIKASI PELAKSANA
1. Undang-undang No. 6 Tahun 2023 tentang 1. Jenjang Pendidikan :

penetapan peraturan pemerintah pengganti
Undang-undang No. 2 Tahun 2022 tentang Cipta
Kerja Menjadi Undang-Undang;

Undang — Undang Nomor 17 Tahun 2023
Tentang Kesehatan;

Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021
tentang Penyelenggaraan Perizinan berusaha
berbasis resiko;

Peraturan Pemerintan Nomor 28 Tahun 2024
Tentang Kesehatan;

Peraturan  Menteri  Kesehatan = Republik
Indonesia ~ Nomor  161/Menkes/Per/1/2010
tentang Registrasi Tenaga Kesehatan;

Peraturan  Menteri  Kesehatan ~ Republik

Indonesia Nomor: 2052/MENKES/PER/X/2011
tentang Izin Praktik dan Pelaksanaan Praktik
Kedokteran;

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 26 Tahun
2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha

Terintegrasi ~ Secara  Elektronik  Sektor
Kesehatan;

Surat Edaran Menteri Kesehatan Nomor
HK.02.01/MENKES/6/2024 tentang

Penyelenggaraan Perizinan Tenaga Medis dan
Tenaga Kesehatan;
Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 11 Tahun

a.
b.

minimal Diploma 3, semua jurusan (Front Office)
minimal Diploma 3, semua jurusan (Back Office)

2. Pelatihan : Diklat PTSP
3. Pangkat : minimal Penata Muda, IIl/a
4. Jabatan : Fungsional Umum
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2011 Tentang Izin Penyelenggaraan Pelayanan
Kesehatan.
KETERKAITAN PERALATAN/PERLENGKAPAN
1. SOP Penerbitan Rekomendasi Tim Teknis 1. Komputer yang dilengkapi akses internet;
(Surat Keterangan Mandiri); 2. Formulir Permohonan Izin;
2. SOP Penomoran Izin; 3. Alat Tulis Kantor;
3. SOP Pengarsipan. 4. Alat Pencetak / Printer;
5. Aplikasi Perizinan (SIPINTER).
PERINGATAN PENCATATAN DAN PENDATAAN
Setiap permohonan yang masuk harus dipastikan | Disimpan sebagai data/arsip manual dan digital.
kelengkapannya, agar tidak terjadi kesalahan dalam
penerbitan.
CATATAN

23




02.2 BAGAN ALUR

BAGAN ALUR SURAT IZIN PRAKTIK DOKTER
DPMPTSP KOTA CIMAHI

PELAKSANA MUTU BAKU
NO. KEGIATAN PEMOMHON TSP KETERANGAN
s || e xenna || raiona’. | |l BEMETSP Sewdis Kepata Dinas | Pengaiola g W ktu i
Pel: i Adirninistras Verifikator DPMPTSP DPMPTSP Arsip {Harl Ker|a)
TP r melala = FOrmull Parmons ran zin 1. Formulir Dalan melakukan penoaltamn o nine
pei
Aplkasi S Fntar - AR kas SiPrter Farmobananyang pemohan izin dapat ddampingl olen
talah slisl Potugas Palayanan (|ika diperukan)
2. Berkas
permymistan
Z |Potugas Polayanan DPMP TSP, me marikea Fommuir pemmohonan can barkas 4 Tanrda Terma Barkas =in o= dtarbtian darl apkasi Sicrter
bericas permohonan metalu Aslikasi SiPinter. Tk L va Parsyaratan zin =ata b h dvarifkasi oleh Patugas
Jika betlas permoboensn lengkap. maka dapat Pelayaran
dterbitcan Tands Penerimanr Berkas 2in
JIka tidak engkap bekes dikambalian ke
Pemohon
B rkas IParmohonan disampaikan ke Tim
Takns melal Aplikas: SiPintar.
3| Tim Teknis memvanfikas dan memvalidas| A Formuir pefmohonan
persyaratan berkas dengan & ngkap dan banal aan Berkas Persyaralan 2in
serta melskukan pensefujuan d Aplkesl
SiPirter
4 |Petugas Administiasl DPMPTSP, meny Lsun 1. Formulir permohe ran Draft zin Draft lzin dibustkan dergan aplikasi
draff @in 2. Berkas Persyaratan zin SiFinter
3. Format zin
— ,
S |Verfikator DPMP TSP, mamenioss dan A Formmulir permono ran - Dran zn Verfixastor memerlksa oan memparal
e ral dat 2 unt ok ditancs Eogani ok h 2. Berkas Parsyarstan zin (suctah d parst Verifikaton crafl zin
Kepala Dinas DPMPTSP. 3. Oraft zin Nota Diras Parmo homsn
Verifikator DPMP TSP mv s mpaloan nots Panandatanganan =in
[dnas permohoman penancdatarganan tzin
melalu Aplikas SIPer
s s He— ] NI - L
& |Sekretaris Dinas DPMPTSE, molakukan 4. MNota Dinas Parmohanan Draft =n
verfikasi akhir. Panandatanganan t=in (sudah dparst Sakretans
2. Draf zn (sudah diparsf DPMPTSP)
Varilikator)
———1
7 |Kepala Dinas DPMPTSP, menandatangan 3. Nota Diras Permchonan =in Einditandatangsni cleh Kepala Dinas
12in paces Aplikesi SiPirter Penandatangsnan tin (mudah d tsrvs tangant Keds pecs Aplikess | S Pinter,
2 Draf zn (sudah dipsrsf menggLnake s Tands Tangan
Sekmtars DFMPTSR) Digital,
& [Pemobon capal mengunduh iz6 pada Ap kas) tzin Teriat izin sudat diten ma permohon Perno hon 2in dapal mengundubs der
SiPinter 1z apikas) SIPIntar
(]
@ |Pet Arsip Mangarepran berkas 12n Arsip 12in secara agial Fangarsipar 12in be (aasara n SO P
(s p digtal) Pengamipsn ian
Total Waktu 14
Katarangan
B3 pemohon
3 Dires Teknis
= pPMPTSRE
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03. SURAT IZIN PRAKTIK DOKTER GIGI

03.1 STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

Nomor SOP
Tanggal -
Pembuatan
CIMAH Tanggal Revisi | -
Tanggal Efektif | -
Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU Disahk leh
KOTA CIMAHI 1safikan ole
Mall Pelayanan Publik Kota Cimahi
J1. Aruman Lantai 4, Pasirkaliki, Kec. Cimahi
Utara, Kota Cimahi - Jawa Barat 40514
Dadan Darmawan, S.Sos., M.Si.
Pembina Utama Muda
NIP. 197201301993031005
Judul SOP Surat Izin Praktik Dokter Gigi
DASAR HUKUM KUALIFIKASI PELAKSANA

1.

Undang-undang No. 6 Tahun 2023 tentang
penetapan peraturan pemerintah pengganti
Undang-undang No. 2 Tahun 2022 tentang
Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;

Undang — Undang Nomor 17 Tahun 2023
Tentang Kesehatan;

Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021
tentang Penyelenggaraan Perizinan berusaha
berbasis resiko;

Peraturan Pemerintan Nomor 28 Tahun 2024
tentang tentang Kesehatan;

Peraturan  Menteri  Kesehatan  Republik
Indonesia  Nomor  161/Menkes/Per/1/2010
tentang Registrasi Tenaga Kesehatan;
Peraturan  Menteri  Kesehatan  Republik
Indonesia Nomor:
2052/MENKES/PER/X/2011  tentang  Izin
Praktik dan Pelaksanaan Praktik Kedokteran;
Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 26 Tahun
2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha
Terintegrasi ~ Secara  Elektronik  Sektor
Kesehatan;

Surat Edaran Menteri Kesehatan Nomor
HK.02.01/MENKES/6/2024 tentang
Penyelenggaraan Perizinan Tenaga Medis dan
Tenaga Kesehatan;

Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 11

1. Jenjang Pendidikan :
a. minimal Diploma 3, semua jurusan (Front Office)
b. minimal Diploma 3, semua jurusan (Back Office)
2. Pelatihan : Diklat PTSP
3. Pangkat : minimal Penata Muda, I1l/a
4. Jabatan : Fungsional Umum
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Tahun 2011 Tentang Izin Penyelenggaraan
Pelayanan Kesehatan.

KETERKAITAN

PERALATAN/PERLENGKAPAN

1. SOP Penerbitan Rekomendasi Tim Teknis (Surat
Keterangan Mandiri);

2. SOP Penomoran Izin;

3. SOP Pengarsipan.

1. Komputer yang dilengkapi akses internet;
2. Formulir Permohonan Izin;

3. Alat Tulis Kantor;

4. Alat Pencetak / Printer;

5. Aplikasi Perizinan (SIPINTER).

PERINGATAN

PENCATATAN DAN PENDATAAN

Setiap permohonan yang masuk harus dipastikan
kelengkapannya, agar tidak terjadi kesalahan dalam
penerbitan.

Disimpan sebagai data / arsip manual dan digital.

CATATAN
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1.2 BAGAN ALUR

BAGAN ALUR SURAT IZIN PRAKTIK DOKTER GIGI
DPMPTSP KOTA CIMAHI

PELAKSANA MUTU BAKU
NO. PEMOH:! KETERANGAN
SEQUNDIN O A et rasa o Pro DPMPTSE Sekdis Kepalo Dim= | Pengeloln e Waktu Sathat !
Pelayanan Mnlll!!l'_l Verifikator DPMPTSP DPMPTSP Arsip (Har Kerja)
1 |Pemehon mengauan permohonsn melalu - Formulir Parmohanan Lzin 1. Formudi Dalam makkdan pendafiaman o oline
Aplikas SPinter J - Aplicasl SiPirter Permohenan yang pemohen i2n dapat didsmpingl oleh
) {elah disi Petugas Pelayansn (jika diperlukan),
= 2 s
\ - / pe reyarstan
2 |Petugas Palayanan DPMP TSP, maermer s |Formuir parmo ronan dan barces q Tanda Terma Barkas zin Res diterbitkan dan aphkasi SiSmter
terkas permohonan melalul Apika = SiPinker. vak L va Parsyaratan t2in =ato b divanfikasi oleh Fetugas
Jika berkss permobonan lengkap, maka depat ke Pelayansn
aiter titkan Tands Penecimasn Berkas Ein
Jika ndak lengkap berkas dikemoalikan ke
Pemohon
Berkas Permchonan dsampaikan ks Tim
Tewiis ma Bl Aplikas S iPinter
2 |Tim Teknis, memverfikes dan memvalidasi 1. Fermuir perme honan
pemyaraian berkas dengsn lengkap dan berar dan Berkas Persyarstan 20
seta me s kJkan perestujuan di Aplikas
SiPimer. -
4 :':;la'n Administrasl DPMPTSP, merry usun ; ;Tﬂllrpwm:m; Draft &=in szr;'f:“lzr\ dtuatkan dangan aplikasi
zir. 2= Permya ratan tzin iPinter
3. Format tzin
L ;
5 |Veri DPMPTSP, ea dan 7 Farmulir parmohanan i TCmtEn Varfikatar mamankaa dan mermparaf
memaral draft izih unius ditandatangen olkeh 2. Berkas Persys mtan bzin (mudahdparsl Verifikstor) araft win
Kepala Dinas DPMPTSP. 3 Draft L - INota Diras Permaharan
A DPMPTSP A pal nots FPenandatanganan kin
dinas permoeho nan panandatanganan 20
melalul Aplikasl SIFnter
— |
& |Sekretaris Dinas DPMPTSP, malakukan 1 Nota Dinas Fermahonan -Cmten
verifiles o khir. Pepandatanganan 2n {sudahdparal Selvetarns
2 Draf 2n (susth o perst DFMPTSE)
Veiifilkator)
—
7 |Kepala Dinas DPMPTSP, menandatangan 1 Nota Dinas Fermohonan [ETY Eindtancaangani clen Kapaka Dinas
1zin pada ~Apikas SiPinter Perandatanganan 2n (mudah dtandata nganl Kaols paca Aplikasi SIP nter
2 Draf Zn (sucah o paral menggunakan Tanda Tangan
Sekretaris DEMPTSR) Digtl
|
8 |Pemohon dapat mangunduh izin pada Arllias 2in Teroi 12in sudan oitenma pemo hon Pemo hon 2In agapat me ngundun aari
SiPintar. 1z aplikasi SIPnter
]
—
9 |Petugas Arsip mangarsipkan berkas i2in Arsip izin escara digital Pengarsipa n 2N berdasarkan SOP
|arsip digital) Pengarsipan lzin.
Total Waktu 14
Koferangan -
=3 pamohon
B Dinas Teknis
[ e Y
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04. SURAT IZIN PRAKTIK TENAGA TEKNIS KEFARMASIAN

0.4 STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

Nomor SOP
Tanggal -
Pembuatan
CIMAHI
Tanggal Revisi | -
Tanggal Efektif | -
Kepala Dinas Penanaman Modal dan
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN Pelayanan Terpadu Satu Pintu
TERPADU SATU PINTU
KOTA CIMAHI
Disahkan oleh
Mall Pelayanan Publik Kota Cimahi
J1. Aruman Lantai 4, Pasirkaliki, Kec. Cimahi
Utara, Kota Cimahi - Jawa Barat 40514 Dadan Darmawan, S.Sos., M.Si.
Pembina Utama Muda
NIP. 197201301993031005
Judul SOP Surat Izin Praktik Tenaga Teknis
Kefarmasian
DASAR HUKUM KUALIFIKASI PELAKSANA
1. Undang-undang No. 6 Tahun 2023 tentang | 1. Jenjang Pendidikan :

penetapan peraturan pemerintah pengganti
Undang- undang No. 2 Tahun 2022 tentang
Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023
tentang Kesehatan;

3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021
tentang Penyelenggaraan Perizinan berusaha
berbasis resiko;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024
Tentang Kesehatan;

5. Peraturan Menteri Kesehatan Republik
Indonesia Nomor 161/Menkes/Per/1/2010
tentang Registrasi Tenaga Kesehatan;

6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 80
Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan
Pekerjaan Asisten Tenaga Kesehatan;

7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 26
Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan
Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik

Sektor Kesehatan,;
8. Surat Edaran Menteri Kesehatan Nomor
HK.02.01/MENKES/6/2024 tentang

Penyelenggaraan Perizinan Tenaga Medis dan
Tenaga Kesehatan;

9. Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 11
Tahun 2011 Tentang Izin Penyelenggaraan
Pelayanan Kesehatan.

¢. minimal Diploma 3, semua jurusan (Front Office)
d. minimal Diploma 3, semua jurusan (Back Office)

2. Pelatihan : Diklat PTSP
3. Pangkat : minimal Penata Muda, I1l/a
4. Jabatan : Fungsional Umum

KETERKAITAN

PERALATAN/PERLENGKAPAN

1. SOP Penerbitan Rekomendasi Tim Teknis
(Surat Keterangan Mandiri);

2. SOP Penomoran Izin;

3. SOP Pengarsipan.

kW=

Komputer yang dilengkapi akses internet;
Formulir Permohonan Izin;

Alat Tulis Kantor;

Alat Pencetak / Printer;

Aplikasi Perizinan (SIPINTER).
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PERINGATAN

PENCATATAN DAN PENDATAAN

Setiap permohonan yang masuk harus dipastikan
kelengkapannya, agar tidak terjadi kesalahan
dalam penerbitan.

Disimpan sebagai data / arsip manual dan digital.

CATATAN
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04.1 BAGAN ALUR

BAGAN ALUR SURAT IZIN PRAKTIK TENAGA KEFARMASIAN
DPMPTSP KOTA CIMAHI

PELAKSANA MUTU BAKU
NO. KETERANGAN
A SN DEUNORSN D: Lttt TG ey °: MPTSP | permpTsP Sekdis Kepala Dinas | Pengelola Keiangicaps Waktu Okt
P‘m""‘ “'-'m'u e Verifikator DPMPTSP DPMPTSP Arsip (Harl Kerja)
7 [Pemohon mengs|ukan pemo horan meala i - Farmuir Permohanan kzin 1. Formulic Dalam malakukan pencaftaran online,
Apikas SPinter - Aplkasi SiFinter Pernmohonan yang pemohon win dapat didamping oleh
telah disl Paiugas Pelayanan (jika diperlukan)
2 Berkan
—JA Pe rsyarstan
2 |Petugas Peloyaman DPMPTSP, memerikss Formulr permohonans dan berkas 1 Tanda Terrna Berkas zin Resi diter bitksn dari s plikasi SiPter
berkas permoborsn melalul Aplikesi SiPinter. Tek va Fersyaratan 12n sotolan dventikasi oleh Petugas
Jika berkas parmohonan lengkap, maka dapat Pealayanan
diterbitkan Tanda Penerimann Serkas in
Jika tiddalc engkap berkas dikembalikan ke
Pemohon
Berkas Parmohonan deampaikan ke Tim
Teknis mela il Aplkasi SiPinter
3 | Tim Teknis, memvarfikas dan mamvalidas| 9 Formulr parmohonan
1berkas dengan lengkap dan banar dan Berkae Persyaratan zin
serta melkukan persety uan o Apikas Tdk S Yo
Siinter </\/
4 |Petugas Administras! DPMP TSP, rmarmy usun 3. Formuir permohonan Draf zn Draft 1zin dibuaikan dacgan apikas
araft zin. 2 Berkss Persyaratan 2in SiPntec
3. Format zin
] 7
5 |Verifikator DPMPTSP, memaeriksa dan . Formuic permobonan - Draft zn Verfikator memecksa danmemparal
rmamaral draft izin untuk ditancatangarns okeh 2. Betkas Parsyaratan zin {sudab dipaaf Verfikator) draft 1zin
Kepala Dinas DPMPTSP. 3. Draft zin - Nota Dinas Permoboran
Verifikator DPMPTSP menyampaikan nola Panandatarganan zin
dinas mobanan pana nadstanganan in
melalul Anlikasi SIFIner
=1
& |Sekretaris Dinas DPMP TSP, melkukan 7. Nota Dimas Permohonan Urat =in
ventikas akhir Parendatangs nan 2in (eudah diparal Sekretaris
2. Draf izin (sudah dipa raf DPMPTSF)
Veritkator)
E—
7 |Kepais Dinas DPMPTSP, menandstanga 7. liota Dihas Parmonanan =N =in Afandatangan) alan Kepa & Dinas
12in peda Aclkesl SiPinter. Panandatange nan 2in (eudan ditanda e ngani Kedis pada Aplkasl SiFimer.
2 [Craf izin (sudah dipa st mengguna kan Tanda Tangan
Sakretars DPMETSE) Digital)
|
[Pemohon dapat mengundub zin pada Aplikssi zin Terbit 1zin sudah dtenma pamobon Pemohon zin dapat mengunauh dan
SIPInter izin aplkasi SiFiner
3
9 |Petugas Arsip mengarspkan barkas 2n Arsip izin socara digial Pangarsipan @r barmasarkan SO
(arap digtal) Pengar=ipan |zin.
Total Waktu 14
Keterangan
= pemohon
I Dines Tekns
= opmPTSP
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05. SURAT IZIN PRAKTIK PERAWAT

0.5 STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

Nomor SOP
Tanggal -
Pembuatan
CIMAHI Tanggal Revisi | -
M Tanggal Efektif | -
! “ 4 ~ y
N Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU .
KOTA CIMAHI Disahkan oleh
Mall Pelayanan Publik Kota Cimahi
JI. Aruman Lantai 4, Pasirkaliki, Kec. Cimahi
Utara, Kota Cimahi - Jawa Barat 40514 Dadan Darmawan, S.Sos., M.Si.
Pembina Utama Muda
NIP. 197201301993031005
Judul SOP Surat Izin Praktik Perawat
DASAR HUKUM KUALIFIKASI PELAKSANA

1. Undang-undang No. 6 Tahun 2023 tentang
penetapan peraturan pemerintah pengganti
Undang- undang No. 2 Tahun 2022 tentang
Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023
tentang Kesehatan;

3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021
tentang Penyelenggaraan Perizinan berusaha
berbasis resiko;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024
Tentang Kesehatan;

5. Peraturan Menteri Kesehatan Republik
Indonesia Nomor 161/Menkes/Per/[/2010
tentang Registrasi Tenaga Kesehatan;

6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 26
Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan
Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik
Sektor Kesehatan,;

7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 26 Tahur
2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang;
Undang Nomor 38 Tahun 2014 Tentang

Keperawatan;
8. Surat Edaran Menteri Kesehatan Nomor
HK.02.01/MENKES/6/2024 tentang

Penyelenggaraan Perizinan Tenaga Medis dan
Tenaga Kesehatan;

9. Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 11
Tahun 2011 Tentang Izin Penyelenggaraan
Pelayanan Kesehatan.

1. Jenjang Pendidikan :
c. minimal Diploma 3, semua jurusan (Front Office)
d. minimal Diploma 3, semua jurusan (Back Office)
2. Pelatihan : Diklat PTSP
3. Pangkat : minimal Penata Muda, I1l/a
4. Jabatan : Fungsional Umum

KETERKAITAN

PERALATAN/PERLENGKAPAN

4. SOP Penerbitan Rekomendasi Tim Teknis
(Surat Keterangan Mandiri);

5. SOP Penomoran Izin;

6. SOP Pengarsipan.

6. Komputer yang dilengkapi akses internet;
7. Formulir Permohonan Izin;

8. Alat Tulis Kantor;

9. Alat Pencetak / Printer;

10.  Aplikasi Perizinan (SIPINTER).
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PERINGATAN

PENCATATAN DAN PENDATAAN

Setiap permohonan yang masuk harus dipastikan
kelengkapannya, agar tidak terjadi kesalahan

dalam penerbitan.

Disimpan sebagai data / arsip manual dan digital.

CATATAN
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1.2 BAGAN ALUR

BAGAN ALUR SURAT IZIN PRAKTIK PERAWAT

DPMPTSP KOTA CIMAHI

PELAKSANA MUTU BAKU
NO. EGIA’ EMO KETERANGAN
L EAN, FENEINOH e L =fEz el podlies DPMPTSP Sekdis Kepala Dinas | Pengeicla R A Waktu Ginpis
A "‘9: - : Mm“"“‘. trasi | Verifikator DPMPTSP DPMPTSP Arsip (Hari Kerja)
1 |Pemohon mengajukan parmohenan mealul - Formuir Parmobonan in 1. Formuir Datam malakukan pandaftaman onine,
Aplikas: SIFinter - Aplikasi SiFinter Permonomanyang pemoron @n capat didampingl oleh
talah diisi Petugss Polayanan (jika diperlukan)
2. Berkes
persyaratan
2 |Petugas Pelayanan DPMPTSP, momarissa [Formulr permononan dan ben<as 4 Tanda Terima Berkas zin - Rasi dterbitkan darl aplikasi SiPinter
berkas permohonan melalu Addikast SiPrer. Tdk Ya Persyacatan 12in sotebs h dive ifikes oleh Pelugsas
Jika barkas permohonan lengka p, maka capat / Palayanan
diterbitkan Tanda Penarimsan Barkas in
Jila fidak lengkap berkas dikembalikan ke
Pamaohon
Berkas Permononan disampaikan ke Tim
Takns melalul Aplikas) SiFinter
3 |Tim Teknis, memverilikas dan memvalidas: 1. Formulir permo honan
parsyaratan berkas dengan lengkap dan benar dan Berkas Persyaratan &in
sata melakukan persaiujuan di Aplikasi
SiPinter
4 |Petugas Administras| DPMPTSP, meny usun 1. Formulir permononan Dot =in Draft 1zin dicuatkan dengan agiikas)
draft zin 2. Berkae Persyaratan 2in SiFInter
3 Fammat zin
] 7
5 |Verifikator DPMP TSP, memeriksa can 1. Formulir permbonan - Draft zin Verfikaor memeriksa dan memparaf
memmtal draft izr untuk ditandats ngani o kb 2 Betkas Persysmtan 2in (sudah diparaf Ver fikator) draft ian
Kepaka Dinas DPMPTSP. 3. Draft @in Nota Dinas Permohonan
Varifikator DPMP TSP me nyamipaikan nota Penandatanganan 1zin
dinas parmehonan peoandatanganan zin
melalui Aplilkasi SIFinkar
& |Sekretaris Dinas DPMPTSP, melakulkan 1. Nota Dinas Permohonan Draft zin
verifikasi akhir Penandatanganan zin (sudahdiparafl Sekrelans
2 Dmf iz (=sudsh dpe el DPMPTEP)
Vernfikator)
—
7 |Kepak Dinaz DPMPTSP, moerardatangary 1. Notz Dinas Fermohonan Izin Lzin dtandatangani oleh Kepalas Dinas
12in pada Aplkesi SiPIRter Penasndal=ngsnan 2in (=mudah ditsnds bangsni Kadis pada Aplkesi SiPinter
2. Drafizn (sudah dparal menggunakan Tanda Tangan
Sekn=taris DPMPTSP) Dicital)
8 |Pemohon chpat meng.unduh izin pach Aplikasi @in Terbit 12in suda h aiternima pemohon Pemohon Indapal mengunduh carl
SiPinter izin aplics SIPinter
L] -
o |Pet Arsip mengarsipcan berkas 120 Arsip l2in secara digtal Pengamipan izn bordasarkan SOP
(arsip digtal} Pengarsipan 1zin.
Total Waktu 14
Keterangan
Parmohon
I pinas Teknis
=31 pPuPTSP
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0.6 SURAT IZIN PRAKTIK BIDAN

1.2 STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

Nomor SOP
Tanggal -
CIMAH Pembuatan
Tanggal Revisi| -
Tanggal -
Efektif
Kepala Dinas Penanaman Modal dan
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN Pelayanan Terpadu Satu Pintu
TERPADU SATU PINTU
KOTA CIMAHI
Disahkan oleh
Mall Pelayanan Publik Kota Cimahi
J1. Aruman Lantai 4, Pasirkaliki, Kec. Cimahi
Utara, Kota Cimahi - Jawa Barat 40514
Dadan Darmawan, S.Sos., M.Si.
Pembina Utama Muda
NIP. 197201301993031005

Judul SOP Surat Izin Praktik Bidan

DASAR HUKUM KUALIFIKASI PELAKSANA

1. Undang-undang No. 6 Tahun 2023 tentang
penetapan peraturan pemerintah pengganti
Undang- undang No. 2 Tahun 2022 tentang
Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;

2. Undang — Undang Nomor 4 Tahun 2019
Tentang Kebidanan;

3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021
tentang Penyelenggaraan Perizinan berusaha
berbasis resiko;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024
Tentang Kesehatan;

5. Peraturan Menteri Kesehatan Republik
Indonesia Nomor 161/Menkes/Per/[/2010
tentang Registrasi Tenaga Kesehatan;

6. Peraturan Menteri Kesehatan Republik
Indonesia Nomor 28 Tahun 2017 tentang zin
dan Penyelenggaraan Praktik Bidan;

7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 26
Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan
Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik

Sektor Kesehatan,;
8. Surat Edaran Menteri Kesehatan Nomor
HK.02.01/MENKES/6/2024 tentang

Penyelenggaraan Perizinan Tenaga Medis dan
Tenaga Kesehatan;

9. Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 11
Tahun 2011 Tentang Izin Penyelenggaraan
Pelayanan Kesehatan.

1. Jenjang Pendidikan :
a. minimal Diploma 3, semua jurusan (Front Office)
b. minimal Diploma 3, semua jurusan (Back Office)
2. Pelatihan : Diklat PTSP
3. Pangkat : minimal Penata Muda, IIl/a
4. Jabatan : Fungsional Umum

KETERKAITAN

PERALATAN/PERLENGKAPAN

1. SOP Penerbitan Rekomendasi Tim Teknis
(Surat Keterangan Mandiri);

2. SOP Penomoran Izin;

3. SOP Pengarsipan.

1. Komputer yang dilengkapi akses internet;
2. Formulir Permohonan Izin;

3. Alat Tulis Kantor;

4. Alat Pencetak / Printer;

5. Aplikasi Perizinan (SIPINTER).
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PERINGATAN

PENCATATAN DAN PENDATAAN

Setiap permohonan yang masuk harus dipastikan
kelengkapannya, agar tidak terjadi kesalahan
dalam penerbitan.

Disimpan sebagai data / arsip manual dan digital.

CATATAN
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1.2 BAGAN ALUR

BAGAN ALUR SURAT IZIN PRAKTIK BIDAN
DPMPTSP KOTA CIMAHI

PELAKSANA MUTU BAKU
No. Emo! KETERANGAN
SEGIATAN EEMOHON. | DF MERIE | resreinel| TR emmirrar Sekdis Kepala Dina= | Pangelota Salargicapan Waiau oiere
i Admade= 1| Verifikator | DPMPTSR DPMPTSP Arsip (Hari Kerja)
T |Pemobon mengajikan peioheran me sl T o Far maha nan Ein T Formur T am melslian pardartars nont s,
Aplikasi SiPinter. - Aplikes| SiPin=r Permahanan yarg pemanan (zin dapat didsmping) cleh
toth disi Potugas Folyaran (jika dberukan
2. Betkas
= reyarstan
3 [Fetuges Pelayanan DFMPTSP, oo ea Formuli perme honan dan baras = Tarda Torima Borkas Ein Raal dlerGikan dan aoikas! SInor
betkes petmobonsn melalul Aplias SiPirter. =t B, Persyaratan 1zin oleh Petugas
Jika bariaz permoebonan lengle b, maka dapat / y "
dtternitkan Tanca Faenarimaan Herkas in
Jiks Udsk ke ngkap bercas cikembalisan ke
emahon
Borkas Pecmohonan disampalkan ks Tim
Tooknin ekl Al kaei SiPnter
3 | Tim Teknis, mamvarifilkasi dan memvalicasi 1. Fermulr pammo no
persyaratan barl@s aengan leng<ap dan banar dan Barkas Persyaratan Br
sents melekikan pemetiuan i Apikas
SiFinar
4 [Petugas Administras| DFM TSP, meny s T FomlT pormohoran Grari in Draft 2 abatken dergen spives!
draft &in R8s T &y0 atan in J =
3 Format zin
] 7
& |Verifikator DFMPTSP, memeriksa dan 1. Formulir permahonan “Dreft =0 Vel fikator memenkes dan memparsi
memaraf drart |zin Ltuk dandatancan okh 2 Berkas Fersyaratan tzin (sudah dparaf Verii<alor) aralt 1zin
Kepak Dinaz DEMPTSP. 3 Drar &in - Nota Dinas Panmoonan
Verifikator DEMPTSP maryampalkan rota Penandatanganan 2in
e Fermahonan pere rdatanganen Ein
melslui Apika s S Finter.
& |Sekretaris Dinaz DPMPTSP, maiskukan 1. Nota Dinas Permchoran Dt =n
vernrias akir. Fenardatangs ran n (sisiah d parsf Sekietars
2. Diar (2in (sudsh aparat DREMETSE)
Verfikator)
F—]
7 |[Kepaks Dinas DPMPTSP, mersraatangan: 7 Nota Dinas Permahoran Zin i dEandats ngani oen Kepala Dines
Lzin pada Aplikasi SiEnl Perandatang: ran n (Burtah o tanca mngani Kadie pada Aptkas) =P rter.
2. [ral zin (sudah o paat manggLrakan Tanda Tangan
Sektetars DPMPTSP) Digital
I
& [Pemohon dspal mangund i zin pads Anllas G Terbt 2N sugan drenmma pemohan | Pamanon Zin aapat me raundsh dan
au
SiPiner aphicast SISiner
&
9 [Petugas Arsip mengarsipkan backas 2in Arsiplzin secara dgital PEngarsipan i2n bercasarkan SOF
[arsip digeal) Pengars pan izin
Total Waktu 14
Koferangan :
=1 pamohon
I Dinas Tekive
= pemeTse
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07. SURAT IZIN PRAKTIK TENAGA AHLI LABORATORIUM MEDIK

1.1 STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

Nomor SOP
Tanggal -
Pembuatan
CIMAH Tanggal Revisi | -
Tanggal Efektif | -
Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU .
KOTA CIMAHI Disahkan oleh
Mall Pelayanan Publik Kota Cimahi
J1. Aruman Lantai 4, Pasirkaliki, Kec. Cimahi
Kota Cimahi - Barat 40514
Utara, Kota Cimahi - Jawa Barat 405 Dadan Darmawan, S.Sos., M.Si.
Pembina Utama Muda
NIP. 197201301993031005
Judul SOP Surat Izin Praktik Tenaga Ahli
Laboratorium Medik
DASAR HUKUM KUALIFIKASI PELAKSANA

1. Undang-undang No. 6 Tahun 2023 tentang
penetapan peraturan pemerintah pengganti
Undang- undang No. 2 Tahun 2022 tentang
Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023
tentang Kesehatan;

3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021
tentang Penyelenggaraan Perizinan berusaha
berbasis resiko;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024
Tentang Kesehatan;

5. Peraturan Menteri Kesehatan Republik
Indonesia Nomor 161/Menkes/Per/[/2010
tentang Registrasi Tenaga Kesehatan;

6. Peraturan Menteri Kesehatan Republik
Indonesia Nomor 42 Tahun 2015 tentang [zin
dan Penyelenggaraan Praktik Ahli Teknologi
Laboratorium Medik;

7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 26
Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan
Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik

Sektor Kesehatan;
8. Surat Edaran Menteri Kesehatan Nomor
HK.02.01/MENKES/6/2024 tentang

Penyelenggaraan Perizinan Tenaga Medis dan
Tenaga Kesehatan;

9. Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 11
Tahun 2011 Tentang Izin Penyelenggaraan
Pelayanan Kesehatan.

1. Jenjang Pendidikan :
a. minimal Diploma 3, semua jurusan (Front Office)
b. minimal Diploma 3, semua jurusan (Back Office)
2. Pelatihan : Diklat PTSP
3. Pangkat : minimal Penata Muda, I1l/a
4. Jabatan : Fungsional Umum

KETERKAITAN

PERALATAN/PERLENGKAPAN

1. SOP Penerbitan Rekomendasi Tim Teknis
(Surat Keterangan Mandiri);

2. SOP Penomoran Izin;

3. SOP Pengarsipan.

1. Komputer yang dilengkapi akses internet;
2. Formulir Permohonan Izin;

3. Alat Tulis Kantor;

4. Alat Pencetak / Printer;

5.

Aplikasi Perizinan (SIPINTER).
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PERINGATAN PENCATATAN DAN PENDATAAN

Setiap permohonan yang masuk harus dipastikan | Disimpan sebagai data / arsip manual dan digital.

kelengkapannya, agar tidak terjadi kesalahan
dalam penerbitan

CATATAN
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1.2 BAGAN ALUR

BAGAN ALUR SURAT IZIN PRAKTIK AHLI LABORATORIUM MEDIK
DPMPTSP KOTA CIMAHI

PELAKSANA MUTU BAKU
NO. MO TSP KETERANGAN
EEAPRA TS FRNSHORS|DrRTSS | Bl dio oemerse Seldis Kepain Cinex. | Pangeicin Nalungiapan Waktu e
,.."'"I P et Mm‘w"",-l Verifikator DPMPTSPE PMPTSE Arsip {Hari Kerjo)
1 mengajukan perme honan rmelall CFormult Parmoho nan Ein 1 Formuir Dalarm malakuwn pendaftars noning,
Aplikas SiPirter : . - Aplikssi SiPnter Permohons nyang pemohon izin dapat didameaingi aleh
telah dils Petugas Fekyanan (jilee d periukan)
2. Berkas
/ e reyarstan
2 |Petugas Pelayanan DPMPTSP, mamariaa Farmulr pa frrononan dan berkas o Tanda Tarma Barkas =in Real diterifican dar apikas| Siontar
berkas permobons n melalu Aplikasi SiPirter. Tak Ya Parsyaratan 1zin satebhdverfikas) oleh Petugas
Jiks berkss permobonan lengkap, meaka daspet Pelayanan
dtertitkan Tanda Pererrmaan Ser ks tzin
Jika tidak lengkap barkas dkembalkan ke
Beras Fermononan dsampallkan ke Tim
Teknis mellu Aplikasl SIPNter
3 |Tim Teknis memwerifilas dan memvalidas| 1 Fermulir permobonsn
terkss dangan bngkap dan benar dan Serlkas Femsyaratan Lin
SaMs me B kukan persetuf uen 4 Aplikas
4 |Petugas Administras| DPMPTSP, mery sun 3. Formuir parmohs nan Draft zin Draft 1zh dblatkan oengan apl ksl
draft 2in 2. Berkas Persyaratan tein SiPinter
3, Format xin
e
5 |Verifikator DPMPTSP, memerikea dan 9. Formuir parmoho nan 4 Ot en Vertikatar mamerikea can mamparaf
r draft izin untuk dtancasisraan okh 2. Berkas Persyaratan in (suddah dparaf Verfikator) draft izir
pala Dinas DP VP TSP, 3. Draftzin - Nota Dires Permobonsn
Varifikator DPMPTSP me ysm palkan nots FPanandatanganan in
diras parmohanan pena rdatarganan &in
melalul Aplikasi SiFintar,
e — ] - - — —
& Dinas DPMP TSP, malakukan 9. Nota Dnaz Parmohoran Cmft zn
verifikasi akhir, Panardatanganan in (sudah d paral Sckretans
2. Draf lzin (sucah of peaf DPMPTSP)
Ventiksion
—1]
7 |Kepala Dinas DPMP TSP, menandatangani 4. Nota Dnas Parmohoran =n zindtandatanaani oleh Kepala Dinas
izn pada Aplikas| S rter. Panandat nan =in (=udah dtandatangan Kadis pace Aplkas SiPintar
2. Draf izin (sudah dparal menaguna kan Tands Tangan
Sekretars OFMPTSP) Digial
|
8 capat mengunduh in s Aplias zZin Terbit 12N sUaan AENma Pemo non Pemahon Zindapat mengunaun darn
[ETE spikast Siinter
5
9 |Petugas Arsip mengarsipkan Derkas izin Arsiplzin sacaca digha | Pecgarspanizin berdasarkan SOF
(arsip cigital) Pengarspan 1210,
Total Waktu 14

Ket
=
=
=

Pamohon
Dinas Taknis
DOPMFPTSP
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08. SURAT IZIN PRAKTIK FISIOTERAPI
1.1 STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

Nomor SOP
Tanggal -
Pembuatan
Tanggal Revisi | -
sman Tanggal Efektif | -
Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN .
TERPADU SATU PINTU Disahkan oleh
KOTA CIMAHI
Mall Pelayanan Publik Kota Cimahi
J1. Aruman Lantai 4, Pasirkaliki, Kec. Cimahi
Utara, Kota Cimahi - Jawa Barat 40514 Dadan Darmawan, S.Sos., M.Si.
Pembina Utama Muda
NIP. 197201301993031005
Judul SOP Surat Izin Praktik Fisioterapi
DASAR HUKUM KUALIFIKASI PELAKSANA

1. Undang-undang No. 6 Tahun 2023 tentang
penetapan peraturan pemerintah pengganti
Undang- undang No. 2 Tahun 2022 tentang
Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang
Kesehatan;

3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021
tentang Penyelenggaraan Perizinan berusaha
berbasis resiko;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024
Tentang Kesehatan;

5. Peraturan Menteri Kesehatan  Republik
Indonesia  Nomor  161/Menkes/Per/1/2010
tentang Registrasi Tenaga Kesehatan;

6. Peraturan Menteri Kesehatan  Republik
Indonesia Nomor 65 Tahun 2015 tentang
Standar Pelayanan Fisioterapi;

7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 26 Tahun
2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha
Terintegrasi ~ Secara  Elektronik  Sektor

Kesehatan;
8. Surat Edaran Menteri Kesehatan Nomor
HK.02.01/MENKES/6/2024 tentang

Penyelenggaraan Perizinan Tenaga Medis dan
Tenaga Kesehatan;

9. Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 11
Tahun 2011 Tentang Izin Penyelenggaraan
Pelayanan Kesehatan.

1. Jenjang Pendidikan :
a. minimal Diploma 3, semua jurusan (Front Office)
b. minimal Diploma 3, semua jurusan (Back Office)
2. Pelatihan : Diklat PTSP
3. Pangkat : minimal Penata Muda, I1l/a
4. Jabatan : Fungsional Umum

KETERKAITAN

PERALATAN/PERLENGKAPAN

1. SOP Penerbitan Rekomendasi Tim Medis (Surat
Keterangan Mandiri);

2. SOP Penomoran Izin;

3. SOP Pengarsipan.

1. Komputer yang dilengkapi akses internet;
2. Formulir Permohonan Izin;

3. Alat Tulis Kantor;

4. Alat Pencetak / Printer;

5. Aplikasi Perizinan (SIPINTER).
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PERINGATAN PENCATATAN DAN PENDATAAN

Setiap permohonan yang masuk harus dipastikan | Disimpan sebagai data / arsip manual dan digital.

kelengkapannya, agar tidak terjadi kesalahan dalam
penerbitan.

CATATAN
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1.2 BAGAN ALUR

BAGAN ALUR SURAT IZIN PRAKTIK FISIOTERAPIS

DPMPTSP KOTA CIMAHI

PELAKSANA MUTU BAKU
NO. KEGIATAN PEMOMON KETERANGAN
DPMPTSP e DPP:FTGP DPMPTSS Seokdis Kepak Dinas Peng Calanglcupn Waktu Sutput
P ur-n Mnﬂlﬂﬁu s | Verifikator DPMPTSP DPMPTSP Arsip (Hari Kerja)
7 |Pemobon mergajui<an penmo bonan me ki Formulir Permohenan En 1 Formulir Dalam melakukan pendaftaran onine,
Aplikasi SiPinter. Il Aplikes) SiFinter Permmobarnan yang pemobon @in dapat ddampingi cleb
telah diisi Petugas FPelayanan ||ika diperiikan).
J 2 Berkas
persyaratan
S |Patuga= Palayanan DPMP TSP, me mer ke Fotmulic parmehoran dan barkas 4 Tanda Tarima Berkas 20 Ra=l diterbitcan ca il apikes S Pinter
berkas permohona n melalul Aplikas SiPinter. T oy Persyaratan 1zin st bah divesrifikasi okeh Petugas
Jika berkas permohonaniengkap, maka dapat Palayanan.
ditertatkan Tanda Penerimaan Berkas zin.
Jikea tickak lenglkap berkes dikembalican ke
Pemohon.
Berkes Permobonan dsampaikan ke Tim
Taknis melali Aplikas| SiFiInter.
3 |Tim Teknis, memvenfilas dan memyvalidas) 1.Formulr permohonan
poarsyaratan berkas cengan lengkap dan banar . can Berkas Persyaratan =in
senta melakukan persetu)uan di Aplkas) Tk Ya
SiPIner ! g i
4 |Potugas Administras| DPMPTSP. meny ustn 1 Formulir parmohoran Dratt zin Dratt izin dibuatkan dengan aplikasi
draft iz 2. Betkas Persyarstan 2in SiFnter
3. Format zin
=
S |Vverifikator DPMPTSP, memerkss dan 1. Formulit permoborean ¢ Draft tzin Verifilalor memeriksa dan memparal
memaral dreft izn untuk ditsndatangani cleh 2. Berkas Persyaratan zin |suda h diparaf Verifikator) draft izin
Kepala Dinas DPMPTSP. 3. Draft zin Nota Dinas Permohonan
Verifikator DPMPTSP manyampalkan nota Panandatangaran zin
dinas permohonan perancalanganan zin
melalul Aplikas SiFiner
€ |Sekretaris Dinas DPMPTSP, melakulen 1. Nota Dinss Permoborar Drafi zin
vantikas akhir Penandatangaran zin |suta ndiparal Sekretaris
2. Dmaf izin isudah cparat DEMPTSE)
Vanfikaton
—
7 |Kepala Dinas DPMPTSP, merandatangani 1. Nota Dinas Permohoran 12in zinditandatangani cleh Kepala Dinas
1zin pada Apiikesl SiPinter. Penandatangaran Lzin |suda h ditandata nganl Kads pada Aplikas| SiFinter.
2. Diaf izin (sudah dparaf menggunakan Tanda Tangan
Sekmtars DPMPTSP) Digital)y
8 |Pemohon dapat maengunduhizin pada Aplilkas @in Terot |2in sucah diterima pemohorn Pemohon 2in dapat me ngunduh dar|
SiFinter - =in aplikasi SiPirter
S £
Petugas Arsip mengarsipkan berkas (zin Arsip izin secara dgital Pangarsipan izin bercasarkan SO
{arsp digital), Pangarsipan izin
Total Waktu 14

=

DEMPTSP
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09. SURAT IZIN PRAKTIK TENAGA GIZI
1.1 STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

Nomor SOP
Tanggal -
CIMAHI Pembuatan
Tanggal Revisi | -
Tanggal Efektif | -
Kepala Dinas Penanaman Modal dan
DINAS PENANAMAN MODAL DAN Pelayanan Terpadu Satu Pintu
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA CIMAHI
Disahkan oleh
Mall Pelayanan Publik Kota Cimahi
JI. Aruman Lantai 4, Pasirkaliki, Kec. Cimahi
Utara, Kota Cimahi - Jawa Barat 40514
Dadan Darmawan, S.Sos., M.Si.
Pembina Utama Muda
NIP. 197201301993031005
Judul SOP Surat Izin Praktik Tenaga Gizi
DASAR HUKUM KUALIFIKASI PELAKSANA

1.

Undang-undang No. 6 Tahun 2023 tentang
penetapan peraturan pemerintah pengganti
Undang-undang No. 2 Tahun 2022 tentang
Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;
Undang — Undang Nomor 17 Tahun 2023
Tentang Kesehatan;

Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021
tentang Penyelenggaraan Perizinan berusaha
berbasis resiko;

Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024
Tentang Kesehatan;

Peraturan Menteri Kesehatan Republik
Indonesia Nomor 161/Menkes/Per/1/2010
tentang Registrasi Tenaga Kesehatan;
Peraturan Menteri Kesehatan Republik
Indonesia Nomor 26 Tahun 2013 tentang
Penyelenggaraan Pekerjaan dan Praktik
Tenaga Gizi;

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 26
Tahun 2018 Tentang Pelayanan Perizinan
Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik
Sektor Kesehatan,;

Surat Edaran Menteri Kesehatan Nomor
HK.02.01/MENKES/6/2024 tentang
Penyelenggaraan Perizinan Tenaga Medis
dan Tenaga Kesehatan;

Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 11
Tahun 2011 Tentang Izin Penyelenggaraan
Pelayanan Kesehatan.

1. Jenjang Pendidikan :
a. minimal Diploma 3, semua jurusan (Front Office)
b. minimal Diploma 3, semua jurusan (Back Office)
2. Pelatihan : Diklat PTSP
3. Pangkat : minimal Penata Muda, I1l/a
4. Jabatan : Fungsional Umum

KETERKAITAN

PERALATAN/PERLENGKAPAN

1. SOP Penerbitan Rekomendasi Tim Teknis

(Surat Keterangan Mandiri);

2. SOP Penomoran Izin;
3. SOP Pengarsipan.

1. Komputer yang dilengkapi akses internet;
2. Formulir Permohonan Izin;

3. Alat Tulis Kantor.

4. Alat Pencetak / Printer;

5. Aplikasi Perizinan (SIPINTER).
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PERINGATAN

PENCATATAN DAN PENDATAAN

Setiap permohonan yang masuk harus dipastikan
kelengkapannya, agar tidak terjadi kesalahan
dalam penerbitan.

Disimpan sebagai data/arsip manual dan digital.

CATATAN
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09.1 BAGAN ALUR

DPMPTSP KOTA CIMAHI

BAGAN ALUR SURAT IZIN PRAKTIK TENAGA GIZI

£ pemohon
= piras Teknis
£ pPMPTSP

45

PELAKSANA MUTU BAKU
NO. KEGIATAN PEMOHON KETERANGAN
DT | rrariial | BEMEFIE | DrMETSR Sekdis Kepala Dinas | Pengelola pp Waktu B
Pel A Vi DPMPTSP DPMPTSP Arsip (Hari Kerja)
ayanan
1 |Pemohon menrgajukan permohonan meialil Formuir Permobonan zin 1 Formulr Calam melakukan pendaltaran online,
Aplkas SiPinter. Apilkasi SiPinter Permohonanyang pemohon izin céapat didamping: clen
telahdisi Fetugas Pelayaran (jika diperiulcan).
2 Berkas
£ Fersyaratan
2 Petugas ;e]’aﬁr;n DPhliﬁb, memeriksa Formullr’}sgﬁ;ghonsn danberkes 4 “Resl diterbit<an dar aphksé?“s]ﬁﬁié?
bearkes permohonan mealalul Aplikasi SiPnter. Tak va Persyaratan 1zin setelahdverifikasi oleh Pelugas
Jika berkas permmohonan lengkap, maka dapat / Pealayanan
dterbitkan Tanda Penerimaan Berkas zn.
Jika tidak lengkap berkas dikembalikan ke
Pemohon
Bekas Parmohonan disampalkan ke Tim
Teknis melalul Aplikasi SiPntar.
3 | Tim Teknis, memvenfikasi dan memvalidasi 1. Formulir permohonan
persyaratan berkas cengan lergkap danberar dan Berkas Persyaratan Izin
saria me khkukan persetujuan o Aplikasi
SiPINer
4 |Petugas Administras| DPMP TSP, mery Lsun 1. Formulir permohonan Draft =in Draft izn dibuatkan dengan aplikasi
draft zin. 2. Berkes Persyaratan kzin SiFinter
2 Format zin
—
5 |Verifikator DPMPTSP, memerilksa dan 1. Formulir permohcnan 4 - Dratt 2in Verffiator memeriksa dan memparal
memaraf draft =in urtuk ditancatangani cleh 2. Berkas Fersyaratan izin (sudah diparaf Veriikator) oraft izin
Kepala Dinas DPMPTSP. 3. Draft zin - Nota Dinas Permohonan
Verifikator DPMPTSP menyampsaikan nota Panandatanganan zin
dinas parmohonsn perandatanganan zin
mealu Aplikasi SiPinter
[ |
5 |Sekretaris Dinas DPMPTSP, melakukan 1. Nota Dinas Permohonan - D@t =in
verfikasi akhir. Penardatangaenan zin (sudah diparsf Sekreans
2. Drmaf izin (sudah dparal DPMPTSP)
Verifilkaton
= |
7 |Kepala Dinas DPMPTSP, menardatangan 1. Nota Dinas Parmobonan zin zin ditandatangani oleh Kepala Dinas
1zin pada Aplikasi SiPinter Penandatanganan in (sudah ditandatangan Kadis pada Aplkasi SIPirter
2. Drafizin (sudah dparafl menggunakan Tanda Tangan
Seketaris DPMPTSP) Digtal)
& |Pemohon dapat mengunduh izin pada Aplikas zin Terbit 12N suca h diterima pemoehen Femohon zin dapat mengundub dar
SiPiner. ™ ] " 1zin. aplikasi SIPirter.
G “
9 |Petugas Arsip mengarsipkan berkas 1zin Arsaip lzn secara digital Fengarsipan zn berdaserkan SOP
(arsip aigital). Fangarsipan 1zin,
Total Waktu 14
Katarangan :




10. SURAT IZIN PRAKTIK TENAGA KESEHATAN TRADISIONAL

PENGOBAT TRADISIONAL
1.1 STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
Nomor SOP
Tanggal Pembuatan
Tanggal Revisi
Tanggal Efektif
Disahkan Oleh Kepala Dinas Penanaman Modal
Dan Pelayanan Terpadu
DINAS PENANAMAN MODAL DAN Satu Pintu
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA CIMAHI
Mall Pelayanan Publik Kota Cimahi Dadan Darmawan, S.Ses., M.Si.
J1. Aruman Lantai 4, Pasirkaliki, Kec. Cimahi Utara, Pembina Utama Muda
Kota Cimahi - Jawa Barat 40514 NIP. 197201301993031005
Surat Izin Praktik Tenaga
Judul SOP Kesehatan Tradisional Pengobat
Tradisional
DASAR HUKUM KUALIFIKASI PELAKSANA

—

N

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023
tentang penetapan peraturan pemerintah
pengganti Undang-Undang Nomor 2
Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi
Undang-Undang;

Undang-Undang Republik Indonesia
Nomor 17 Tahun 2023 tentang
Kesehatan;

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 5
Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan
Perizinan berusaha berbasis resiko;
Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 28
Tahun 2024 tentang kesehatan;

Peraturan Menteri Kesehatan Republik
Indonesia Nomor 161/Menkes/Per/1/2010
tentang Registrasi Tenaga Kesehatan;
Peraturan Menteri Kesehatan Republik
Indonesia Nomor 26 Tahun 2018 tentang
Pelayanan Perizinan Berusaha
Terintegerasi Secara Elektronik Sektor
Kesehatan;

Surat Edaran Menteri Kesehatan Nomor
HK.02.01/MENKES/6/2024 tentang
Penyelenggaraan  Perizinan  Tenaga
Medis dan Tenaga Kesehatan;

Peraturan Walikota Cimahi Nomor 34
Tahun 2021 tentang Standar Pelayanan
Minimal Badan Layanan Umum Daerah
Pusat Kesehatan Masyarakat.

1.

Menguasai dan memahami Peraturan Menteri Kesehatan
Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2018 tentang
Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegerasi Secara
Elektronik Sektor Kesehatan;

Jenjang Pendidikan :

a) minimal Diploma 3, semua jurusan (Front Office)
a) minimal Diploma 3, semua jurusan (Back Office)

SN kAW

Pelatihan: Diklat PTSP

Pangkat: minimal Penata Muda, IIl/a

Jabatan: Fungsional Umum

Mampu mengoperasikan perangkat komputer / laptop.
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KETERKAITAN

PERALATAN / PERLENGKAPAN

1. SOP Penomoran Izin;

2. SOP Pengarsipan,;

3. SOP Penerbitan Rekomendasi Tim Teknis
(Surat Keterangan Mandiri).

1. Komputer yang dilengkapi akses internet;
2. Formulir Permohonan Izin;

3. Alat Tulis Kantor;

4. Alat pencetak / printer;

5. Aplikasi Perizinan (SIPINTER).

PERINGATAN

PENCATATAN DAN PENDATAAN

Diharap bagi pemohon untuk dapat melengkapi
setiap persyaratan, karena persyaratan yang tidak
lengkap, akan dikembalikan atau tidak dapat
diproses.

Disimpan sebagai data/arsip manual dan digital

CATATAN
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1.1 BAGAN ALUR

Bagan Alur Pelayanan Surat Izin Praktik Tenaga Kesehatan Tradisional Pengobat Tradisional

. .
DPMPTSP Kota Cimahi
PELAKSANA MUTU BAKU
o SEATAN EEMOEDN n:.urm . DEWMPTSP | pomprse Sekdls KepalaDinas | Pengeloia ateng Waktu . HERSEALOAN
s '"9"_ GRS : I' "‘"“lnm o | Verifikator | DPMPYSP DPMPTSP Arsip i (Heri Kerja) bud
1 | Pemohon mengajkan permchonan melaui - Formulir Permahonan Izin 1. Formulir Dalam melakukan pendaftaran online,
Aplikas: SiPrtar. = - Aplikasi SPinter Permohonan yang [pemohon izn dapat didampingi oleh
telah diisi Petugas Pelayanan (jka diperukan).
I~ 2 Rercas
persyaratan
2 |Petugas Felayanan DPMPTSP, mameriksa Formulir permahonan dan berkas i Han Tanda Tarima Berkas 12in - Resi drertitkan darl aplkasi SIPinter
berkas parmahenan melalul Aplikasi SPinter. Tdk Yo Perayaraten kzn 2atelan diverifikaai oleh Petugas
Jika berkas permohanan lengkap, maka dapat Pelayanan.
diterbitken Tanda Penerimaan Barkas lzin.
Jika lidak lengkap berkas dikembalikan ke
Pomohon.
Berkes Permohonan disampaikan ke Tim Tekris
melaul Apbkasl SIPInier.
3 [Tim Teknis, memvacikasi dan mamvalidasi 1. Formadic permohonan
pereyaratan berkas dengan lengkap dan benar dan Berkas Persyaratan lzin
serta meakukan persetujuan dl Aplikasi SIPinter Tdk Ya
4 |Patugas DPMPTSP, 1. Formulir parmohonan Draftizn Oraft zin dibuatkan dengan apikasi
draft izin. 2. Berles Persyaratan izn SiPinter
3 Format zin
B— 7 Harl - -
§ |Verifikator DPMPTSP, memerkea dan momarsf 1. Formulir parmohonan - Draft lzin Verifikator memerksa dan memparal
draft izin untuk dkandatangani oleh Kepala Dinas 2. Berkas Persyaratan lzn (sudah diparaf Verifikator) draft izin
DPMPTSP. 3. Draft izin - Neta Dinas Permohonan
Verifikator DPMPTSP menyampaikan nola dinas Perendatanganan lzin
permononan pananciatanganan izin metalul
Aplikasi SiPintar.
€ |Sekretaris Dinss DPMPTSP, melaku<an I 1. Nota Dinas Permohonan - Draft izin
vertfikasi akhir Penandatanganan izin (sudah diparaf Sekretars
2. Draf izin (sudah diparaf Verifikaior) CPMPTSP)
—
7 |Kepala Dinas DPMPTSP, menandatangani izin 1. Nota Dinas Permohonan lzin Izin ditandatengani oleh Kepala Dinas
pada Aplikagi SPIner. Penandatanganan izn (sudah ditendatangani Kadis pada Aplikas! SIPrter.
2. Draf izin (sudah diparaf Sskretaris menggunakan Tanda Tangan
DPMPTSP) Digital)
& |Pamohon daal mangunduh Zin pada Aplikas | 12in Tarbit 12in sudah diterima pemohon Zin [Permahon izin dapat mengundul daci
SiPinter. aplikas SIPrter.
D & Hari
¢ | Petugas Arslp mengarsipkan berkss 1zin Arsip lzin secara digital. Eengampan Izin berdasarkan SOP
(arsip dgital). Pengarsipan lzin.
Total Wakiu 14 Hari
Keterangan .
=1 Pemohon
1 Dinas Teknis
[ DPMPTSP




11. SURAT IZIN PRAKTIK RADIOGRAFER

1.2 STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

Nomor SOP
Tanggal -
Pembuatan
Tanggal Revisi | -
CIMAHI
Tanggal Efektif | -
Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU .
KOTA CIMAHI Disahkan oleh
Mall Pelayanan Publik Kota Cimahi
J1. Aruman Lantai 4, Pasirkaliki, Kec. Cimahi
Utara, Kota Cimahi - Jawa Barat 40514
Dadan Darmawan, S.Sos., M.Si.
Pembina Utama Muda
NIP. 197201301993031005
Judul SOP Surat Izin Praktik Radiografer
DASAR HUKUM KUALIFIKASI PELAKSANA
1. Undang-undang No. 6 Tahun 2023 tentang | 1. Jenjang Pendidikan :
penetapan peraturan pemerintah pengganti a. minimal Diploma 3, semua jurusan (Front Office)
Undang- undang No. 2 Tahun 2022 tentang b. minimal Diploma 3, semua jurusan (Back Office)
Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang; 2. Pelatihan : Diklat PTSP
2. Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2023 [ 3. Pangkat: minimal Penata Muda, [Il/a
tentang Kesehatan; 4. Jabatan : Fungsional Umum

3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021
tentang Penyelenggaraan Perizinan berusaha
berbasis resiko;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024
Tentang Kesehatan;

5. Peraturan Menteri Kesehatan = Republik
Indonesia Nomor 357/MENKES/PER/V/2006
tentang Registrasi dan Izin Kerja Radiografer;

6. Peraturan Menteri Kesehatan  Republik
Indonesia  Nomor  161/Menkes/Per/1/2010
tentang Registrasi Tenaga Kesehatan;

7. Peraturan Menteri Kesehatan  Republik
Indonesia Nomor 81 tahun 2013 tentang
Penyelenggaraan Pekerjaan Radiografer;

8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 26 Tahun
2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha

Terintegrasi ~ Secara  Elektronik  Sektor
Kesehatan;
9. Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 11

Tahun 2011 Tentang Izin Penyelenggaraan
Pelayanan Kesehatan.

KETERKAITAN

PERALATAN/PERLENGKAPAN

1. SOP Penerbitan Rekomendasi Tim Teknis
(Surat Keterangan Mandiri);

2. SOP Penomoran Izin;

3. SOP Pengarsipan.

SNk v =

Komputer yang dilengkapi akses internet;
Formulir Permohonan Izin;

Alat Tulis Kantor;

Alat Pencetak / Printer;

Aplikasi Perizinan (SIPINTER).
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PERINGATAN

PENCATATAN DAN PENDATAAN

Setiap permohonan yang masuk harus dipastikan
kelengkapannya, agar tidak terjadi kesalahan dalam
penerbitan.

Disimpan sebagai data / arsip manual dan digital.

CATATAN
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1.2 BAGAN ALUR

BAGAN ALUR SURAT IZIN PRAKTIK RADIOGRAFER

DPMPTSP KOTA CIMAHI

PELAKSANA MUTU BAKU
NO. KEGIATAN PEMOHON DPMP TSP DPNMPTSP KETERANGAN
DPMPTSP K. fa Dirnas Waktu 3
Fer e, || St Eeknis || Pt g Verifikator | OPMPTSE DPMPTSP Arsip Bl caan (Harl Karja) SRunig
Pemohon mengajukan permobonan me b by Formulr Fermehonan En 1 Formulr Dalam malakukan pendaftaran online
Aplikast SiIPinter. Aplikael SiPnter Parmohonan yang pamohen izin dapat didamp ngl olen
1elah disi Patugas Penyanan (jika dipsiukan)
2 Borkas
pesyaatan
2 |Petugas Pelayanan DPMPTSP, memerikea Formulr permchoran dan ber<as 3 Tanda Terma Barkas zin | Res dterkitkan darl aplikasl SiFnter
berkss permohonan melalul Aplikasl SiPinter. Tk Yo Parsyaratan an seialah dverifikasi oleh Pelugas
Jika berkas permobonan lenglap, maka dapat Falayaran
diiter biflan Tanda Peparimaan Bericis Lin.
Jika tidak kngkap barkas dikembalikan ke
FPamohon
Berkas FPermohonan csampalkan ke Tim
Telns mablul Aplkas! SiFinter
9 |Tim Teknis, mer dan rmer 1 Formulin permoehonan
|persyaratan berkas dangan lenglkap dan benar can Berkas Persyaratan =in
serta me akukan persetujuan di Aplikasi
SiPirter
4 |Petugas Administrasl DPMPTSP, meny Ls.n 1. Formulr permoboran Drafl zin Dralt 1zin cibustkan dengan aplikes sl
craft @in, 2. Berkas Persyamatan zin SiPinter
3. Format zin
— .
£ |Verifikator DPMPTSP, memeriksa can 1 Formulir permohonsan z Draft zin Verfikalor memerikss danmemparaf
memarat draft (zn urtuk ditandatangani cleh 2. Berkas Parsyamatan zin Isucahdiparal Verfikator) oraft @in
Kepala Dinas DPMPTSP. 3, Draft Lzin - Nata Dinas Perme bonan
Verifikator DPMPTSP memampalkan nota Perandatanganan 2zin
dinee permohonan penanaatanganan zin
mealalul Apiikasi SiPirter
=]
& |Sekrotaris Dinas DPMPTSPE, malakulan 1. Nota Dinas Permohonan - Dratt zin
vecifikasi akhr, Penandatanganan in (sucah diparal Sekretaris
2 Draf izin (sudah dipsaraf DPMPTSF)
Verifikator)
—
7 |Kepala Dinas DPMPTSP, menancatangani 1 Motz Dinas Permohoran lzin Lin ditanda tangani cleh Kepala Dinss
1zin peada Aplikas SiPinter. Penandatanga han Lin [sucish ditandats ngar Kadis pada Aplikasi SiFinter.
2. Drafizin (sudah diparafl menggunakan Tanda Tangan
Sekietatis DPMPTSE) Digital)
‘ermohon dapat mengurdub izin pacs Aplilers 1z Tarbit I1zin suda h diternima permo horn FPemohon 2indapat me ngundub dan
SiPinter. @in aplikas SIPiner
u 2
IFetugm Arsip mengarsipkan barkas izin Arelpizin sacara digtal Fengareipan @in bercasarkan SOF
(arsip dgital) Fangarsipan i2in
Total Waktu 14
Keterangan
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12. SURAT IZIN PRAKTIK PEREKAM MEDIS DAN INFORMASI KESEHATAN
1.1 STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

Nomor SOP
Tanggal -
Pembuatan

CIMAHI Tanggal Revisi | -
Tanggal Efektif | -

Kepala Dinas Penanaman Modal dan
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN Pelayanan Terpadu Satu Pintu
TERPADU SATU PINTU
KOTA CIMAHI

Disahkan oleh

Mall Pelayanan Publik Kota Cimahi
J1. Aruman Lantai 4, Pasirkaliki, Kec. Cimahi
Utara, Kota Cimahi - Jawa Barat 40514

Dadan Darmawan, S.Sos., M.Si.
Pembina Utama Muda
NIP. 197201301993031005

Judul SOP Surat Izin Praktik Perekam Medis
Dan Informasi Kesehatan

DASAR HUKUM KUALIFIKASI PELAKSANA

1. Undang-undang No. 6 Tahun 2023 tentang | 1. Jenjang Pendidikan :
penetapan peraturan pemerintah pengganti a. minimal Diploma 3, semua jurusan (Front Office)
Undang- undang No. 2 Tahun 2022 tentang b. minimal Diploma 3, semua jurusan (Back Office)
Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang; 2. Pelatihan : Diklat PTSP

2. Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2023 | 3. Pangkat : minimal Penata Muda, Il/a
tentang Kesehatan; 4. Jabatan : Fungsional Umum

3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021
tentang Penyelenggaraan Perizinan

berusaha berbasis resiko;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun
2024 Tentang Kesehatan;

5. Peraturan Menteri Kesehatan Republik
Indonesia Nomor 161/Menkes/Per/1/2010
tentang Registrasi Tenaga Kesehatan;

6. Peraturan Menteri Kesehatan Republik
Indonesia Nomor : 55 tahun 2013 Tentang
Penyelenggaraan ~ Pekerjaan ~ Perekam
Medis;

7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 26
Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan
Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik
Sektor Kesehatan;

8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 18
Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Satu
Data Bidang Kesehatan melalui Sistem
Informasi Kesehatan;

9. Surat Edaran Menteri Kesehatan Nomor

HK.02.01/MENKES/6/2024 tentang
Penyelenggaraan Perizinan Tenaga Medis
dan Tenaga Kesehat

10. Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 11
Tahun 2011 Tentang Izin Penyelenggaraan
Pelayanan Kesehatan.
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KETERKAITAN PERALATAN/PERLENGKAPAN

1. SOP Penerbitan Rekomendasi Tim Teknis 1. Komputer yang dilengkapi akses internet;
(Surat Keterangan Mandiri); 2. Formulir Permohonan Izin;

2. SOP Penomoran Izin; 3. Alat Tulis Kantor;

3. SOP Pengarsipan. 4. Alat Pencetak / Printer;

5. Aplikasi Perizinan (SIPINTER).

PERINGATAN PENCATATAN DAN PENDATAAN

Setiap permohonan yang masuk harus dipastikan | Disimpan sebagai data / arsip manual dan digital.
kelengkapannya, agar tidak terjadi kesalahan dalam
penerbitan.

CATATAN
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1.2

BAGAN ALUR

BAGAN ALUR SURAT IZIN PRAKTIK PEREKAM MEDIS DAN INFORMASI KESEHATAN
DPMPTSP KOTA CIMAHI

PELAKSANA MUTU BAKU
NO. MO KETERANGAN
RN et L 2 BRI o s I L e Sekdis KepsiaDinas | Pengelola il Wakiu Bt
Pel DPMPTSP DPMPTSP Arsip (Hari Kerja)
ayanan
1 |Pemchon mengajukan e imoborsn me b ul - Formulr Parmohorman =n 1. Formulir Dalam mealakukan pandaftaran onine
Aplikasl SiPinter - Aplikasi SiPrter Permohonanyang pemohon i2in dapat ddampingi oleh
telah diis| Petugas Palayaran [jika diperlukan)
2 Berkas
persyaratan
2 |Petugas Pelayanan DPMPTSP, memeriksa Formuir permohonan dan berkas 1 Tanda | erima Berkas Zin - Res| dterbit<an carn aplikasl SiFinter
berkas permobonan melalui Aplikasi SiPnter Tdk Ya Parsyaratan 1zin seleah diverifikasl oleh Petugas
Jika berkas permohonanlengkap, maka dapat Pelayaran.
diterbitkan I'anda Penerimaan Berkas zn.
Jika tidak lergkap berkas dikembalican ke
Pemohon
Barkas Parmohoran disampaikan ke Tim
Taknis malalul Aplikasi SiFner
3 | Tim Teknis, memverfikasi can memvalidas| 1. Formuir parmonoran
persyaratan berkas dengan lengkap danbenar i p dan Berkas Parsyaratan zin
=arta melakiukan parsatujuan di Aplikasi Tdk Ya
SiPintar. </\
4 |Petugas Administras| DPMPTSP, menyusun 1 Formulir parmobo nan Oiraft 2in Draft izin dibuatlcan dergan aplikas)
drafl zin 2. Berkas Parsyaratan 2in SiPinter
3. Format tzin
] ¢
5 |Verifikator DPFMPTSP, merneriksa can 1. Formulir permobo nan P Draft xin Verililatsr memeriksa can memparal
memaral draflt izin untuk ditandatangan oleh 2. Berkas Persyaratan 2in {=udah dipemaf Verfikator) craftizin
Kepala Dinas DPMPTSP. 3 Draft i Nota Dinas Parmobonan
Verifikator DPMPTSP menyam palkan nota Panandatarganan in
dinas permohonan penandatanganan izin
melalui Aplikasi SIPinter.
£ ]
6 |Sekretaris Dinas DPMPTSP, malakuan 1. Nota Dinas Parmohonan Draft zin
vesrifilcasl a kb Penandatanganan zin (sudahdiparal Sekretaris
2. Drafizin (sucah diparal DPMPTSP)
Varifikator)
]
7 |Kepala Dinas DPMPTSP, menandatangani 1. Neta Dinas Parmobonan Izn izin ditandatangani oleh Kepala Dinas
1zin pada Aplikas| SiFiNter. Penandatanganan zin (sudahdtandatangani Kadis rade Aplikes SiPinter
2. Draf izin (sucah diparaf menggunakan Tanda Tangan
Sakretaris DFPMETS5P) Diggtal)
B |Pemohon dapat mengunduh izin pada Aplikasi zin Terkit 1z =odah diterima pemohbon Pemo hon zin dapat mengundub cen
SiPintar. zin. aplikas SIPirter.
S 2
9 |Petugas Arsip mengarsipkan berkas Lzin Armplzin secara digital FPengarsipan i2in bardasarkasn SOP
(asb dgtal) Fengarsipan ian
Total Waktu 14
Katarangan
= pemecnon
Dinas Teknis
=1 ppmpPTSP
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13. SURAT IZIN PRAKTIK TERAPIS OKUPASIONAL

1.1 STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

Nomor SOP
Tanggal Pembuatan
Tanggal Revisi
Tanggal Efektif
Disahkan Oleh Kepala Dinas Penanaman Modal
Dan Pelayanan Terpadu
DINAS PENANAMAN MODAL DAN Satu Pintu
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA CIMAHI
Mall Pelayanan Publik Kota Cimahi Dadan Dar:mawan, S.Sos., M.Si.
JI. Aruman Lantai 4, Pasirkaliki, Kec. Cimahi Utara, Pembina Utama Muda
Kota Cimahi - Jawa Barat 40514 NIP. 197201301993031005
Surat Izin Praktik
Judul SOP Terapis Okupasional
DASAR HUKUM KUALIFIKASI PELAKSANA
1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 | 1. Menguasai dan memahami Peraturan Menteri

10.

11

tentang penetapan peraturan pemerintah
pengganti Undang-Undang Nomor 2
Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi
Undang-Undang;
Undang-Undang Republik Indonesia
Nomor 17 Tahun 2023 tentang
Kesehatan;
Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 24
Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan
Berusaha Terintegerasi Secara
Elektronik.
Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 5
Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan
Perizinan berusaha berbasis resiko;
Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 28
Tahun 2024 tentang Kesehatan;
Peraturan Menteri Kesehatan Republik
Indonesia Nomor
161/Menkes/Per/1/2010 tentang
Registrasi Tenaga Kesehatan;
Peraturan Menteri Kesehatan Republik
Indonesia Nomor 76 Tahun 2014 tentang
Standar Pelayanan Terapi Okupasi;
Peraturan Menteri Kesehatan Republik
Indonesia Nomor 26 Tahun 2018 tentang
Pelayanan Perizinan Berusaha
Terintegerasi Secara Elektronik Sektor
Kesehatan;
Surat Edaran Menteri Kesehatan Nomor
HK.02.01/MENKES/6/2024 tentang
Penyelenggaraan  Perizinan  Tenaga
Medis dan Tenaga Kesehatan;
Peraturan Walikota Cimahi Nomor
. Peraturan Walikota Cimahi Nomor 34
Tahun 2021 tentang Standar Pelayanan
Minimal Badan Layanan Umum Daerah
Pusat Kesehatan Masyarakat.

Kesehatan Republik Indonesia Nomor 76 Tahun 2014
tentang Standar Pelayanan Terapi Okupasi;
2.Menguasai dan memahami Peraturan Menteri
Kesehatan Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2018
tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegerasi
Secara Elektronik Sektor Kesehatan;
3. Jenjang Pendidikan :
a. minimal Diploma 3, semua jurusan (Front Office)
b. minimal Diploma 3, semua jurusan (Back Office)
c. Pelatihan: Diklat PTSP
d. Pangkat: minimal Penata Muda, III/a
e. Jabatan: Fungsional Umum
4. Mampu mengoperasikan perangkat komputer / laptop.
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KETERKAITAN

PERALATAN / PERLENGKAPAN

1. SOP Penomoran Izin;

2. SOP Pengarsipan;

3. SOP Penerbitan Rekomendasi Tim Teknis
(Surat Keterangan Mandiri).

1. Komputer yang dilengkapi akses internet;
2. Formulir Permohonan Izin;

3. Alat Tulis Kantor;

4. Alat pencetak / printer;

5. Aplikasi Perizinan (SIPINTER).

PERINGATAN

PENCATATAN DAN PENDATAAN

Diharap bagi pemohon untuk dapat melengkapi
setiap persyaratan, karena persyaratan yang tidak
lengkap, akan dikembalikan atau tidak dapat
diproses.

Disimpan sebagai data/arsip manual dan digital

CATATAN
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1.2

BAGAN ALUR

Bagan Alur Pelayanan Surat Izin Praktik Terapis Okupasional

draft izin untuk dkandatangani oleh Kepala Dinas
DPMPTSP.

Verifikator DPMPTSP menyampaikan nota dinas
permancnan penardaatanganan zin makalul
Aplikasi SiPintar.

2. Berkas Persyaratan lzn
3. Draft izin

(sudah diparaf Verifikator)
- Neta Dinas Permohonan
Perendatanganan |zin

.
DPMPTSP Kota Cimah
PELAKSANA MUTU BAKU
o, (ESATAN EEMOHDN npr.urm o DPMPTSP | opprse Sekdis KepalaDinas | Pengeloia Kawng Waktu HERERAGEM
Pel 9 N Adh Inhl' an Verifikator DPMPTSP DPMPTSP Arsip P (Hari Kerja) ¥
1 |Pemohon mengaj.kan permohonan melsui - Formulr Permahonan 1zin 1. Formulir Dalam melakukan pendaftaran online,
Aplikas: SiPirter. . - Aplikasi S¥Pinter Permohonan yang [pemohon izn dapat didampingi oleh
telah diisi Petugas Pelzyanan (jka diperdukan).
[i 2 Rercas
persyaratan
2 |Petugas Pelayanan DPMPTSP, mameriksa Formulir permanonan dan berkas ivan Tanda Tarima Berkas 12in - Resi dEertitkan darl aphkasl SIPinier
berkae parmahenan melalu Aplikasi SiPinter. Tdk Yo Perayaratan kzin aatelan diverifikaai oleh Petugas
Jia berkas permohonan lengkap, maka dapat N Pelayanan
diterbitken Tenda Penerimaan Barkas |zin.
Jica lidak lengkap berkeas dikembalkan ke TR
Pamohon.
Berkas Permohonan disampaikan ke Tim Tekris
melaul Aphkasl SIPIner.
3 |Tim Teknis, memvacfikasi dan mamvalidasi 1. Formadic permohonan
pereyaratan berkas dengan lengkap dan benar dan Berkas Persyaratan lzin
serta metakukan persetujuan di Aplikasi SiPinter
4 |Patugas DPMPTSP, 1. Formulir parmohonan Draftizn Oraft zin dibuatkan dengan apikasi
draft izin. 2. Berkas Persyaratan zn SiPinter
3 Format tzin
7 Harl
§ |Verifikator DPMPTSP, memerksa dan memarsf 1. Formulir permohonan - Draft lzin Verifikator memeriksa dan memparal

draft izin

Pamohon dacal mangunduh iZin pada Aplikas
SiPintor.

2. Draf izin (sudah diparaf Sskretaris
DPMPTSP)

128 Tarbi

6 Hari

Petugas Ars|p mengarsipkan berkss Izin
(arsip digital).

menggunakan Tanda Tangan

Digital)

Izin sudah diterima pemohon Zin

€ |Sekretaris Dinas DPMPTSP, melaku<an 1. Note Dinas Permohonan - Draft izin
vertfikasi akhir Penandatanganan iz (sudah diparaf Sekretars
2. Draf izin (sudah diparaf Verifikator) DPMPTSP)
—
7 |Kepala Dinas DPMPTSP, menandatangani izin 1. Nota Dinas Permohonan Izin Izin ditandatengani oleh Kepala Dinas
pada Aplikasi SPIner. Penandaianganan izn (sudah ditendatangani Kadis pada Aplikas! SIPrter.

Parnahon lzin dapsat mengundul dac
aplikas SIPrtor.

Arsip zin secara digital.

W’engumpan Izin berdasarkan SOP
Pengarsipan lzin.

Total Waktu

14 Hari

Keterangen .

=
=
i |

Pamohon
Dinas Teknis
DEMPTSP




14. SURAT IZIN PRAKTIK TERAPIS WICARA

1.1 STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

Nomor SOP
Tanggal Pembuatan
Tanggal Revisi
Tanggal Efektif
Disahkan Oleh Kepala Dinas Penanaman Modal
Dan Pelayanan Terpadu
DINAS PENANAMAN MODAL DAN Satu Pintu
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA CIMAHI
Mall Pelayanan Publik Kota Cimahi Dadan Darmawan, S.Sos., ML.Si.
J1. Aruman Lantai 4, Pasirkaliki, Kec. Cimahi Utara, Pembina Utama Muda
Kota Cimahi - Jawa Barat 40514 NIP. 197201301993031005
Surat Izin Praktik

Judul SOP Terapis Wicara

DASAR HUKUM KUALIFIKASI PELAKSANA

1. Undang-undang No. 6 Tahun 2023 |1. Menguasai dan memahami Peraturan Menteri

tentang penetapan peraturan pemerintah Kesehatan Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013

pengganti Undang-undang No. 2 Tahun tentang Penyelenggaraan Pekerjaan dan Praktik

2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Terapis Wicara;

Undang-Undang; 2. Jenjang Pendidikan :

2. Undang-Undang Republik Indonesia a) minimal Diploma 3, semua jurusan (Front Office)

Nomor 17 Tahun 2023 tentang
Kesehatan;

3. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 5
Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan
Perizinan berusaha berbasis resiko;

4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia
Nomor 28 Tahun 2024 tentang Kesehatan

5. Peraturan Menteri Kesehatan Republik
Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang
Penyelenggaraan Pekerjaan dan Praktik
Terapis Wicara;

6. Peraturan Menteri Kesehatan Republik
Indonesia Nomor 26 Tahun 2018 tentang
Pelayanan Perizinan Berusaha
Terintegrasi Secara Elektronik Sektor
Kesehatan.

7. Surat Edaran Menteri Kesehatan Nomor
HK.02.01/MENKES/6/2024 tentang
Penyelenggaraan  Perizinan  Tenaga
Medis dan Tenaga Kesehatan;

8. Peraturan Walikota Cimahi Nomor 34
Tahun 2021 tentang Standar Pelayanan
Minimal Badan Layanan Umum Daerah
Pusat Kesehatan Masyarakat.

b) minimal Diploma 3, semua jurusan (Back Office)
Pelatihan: Diklat PTSP

Pangkat: minimal Penata Muda, I1l/a

Jabatan: Fungsional Umum

Mampu mengoperasikan perangkat komputer / laptop.

oWk w

KETERKAITAN

PERALATAN / PERLENGKAPAN

1. SOP Penomoran Izin;

2. SOP Pengarsipan;

3. SOP Penerbitan Rekomendasi Tim Teknis
(Surat Keterangan Mandiri).

1. Komputer yang dilengkapi akses internet;
2. Formulir Permohonan Izin;

3. Alat Tulis Kantor;

4. Alat pencetak / printer;

5. Aplikasi Perizinan (SIPINTER).

PERINGATAN

PENCATATAN DAN PENDATAAN

58




Diharap bagi pemohon untuk dapat melengkapi
setiap persyaratan, karena persyaratan yang tidak
lengkap, akan dikembalikan atau tidak dapat
diproses.

Disimpan sebagai data/arsip manual dan digital

CATATAN

59




1.2 BAGAN ALUR

Bagan Alur Pelayanan Surat Izin Praktik Terapis Wicara
DPMPTSP Kota Cimahi

PELAKSANA MUTU BAKU
NoO. KEGIATAN PEMOHON n:unsp I DPMPTSP DPMPTSP Sexdis Kepala Dinas Pengeloia W waki KETERANGAN
& -I-w-.mn m’“n“"‘m o | Verifikator | DPMPYSP | DPMPTSP Arsip Lty (Hari Kerja) ot
1 | Pemohon mengaj.kan permochonan melaul - Formuir Permohonan Izin 1. Formulir [Dalam melakuxan pendaftaran online,
Aplikas: SiPrter. - - Aplikaei SPinter Permohonan yang [pemohon izn dapat didamping! oleh
telah diisi Petugas Peayanan (jka diperlukan).
2 Bereas
—J. persyaratan
2 |Petugas Pelayanan DPMPTSP, mameriksa 7 Formulir permahonan dan berkas 1 Han Tanda Tarima Berkas 1zin - Resi drertikan darl aphkasl SIPiner
berkas parmchenan melalu Aplikasi SiPinter. Tdk Yo Perayaratan kzin aacelan diverifikeal oleh Petugas
Jika berkas permohonan lengkap, maka dapat \ [Pelayanan
diterbitken Tanda Penarimaan Barkas Izin.
Jika lidak lengkap berkas dikembalikan ke
Pemohon.
Berkas Permohonan disampaikan ke Tim Tekris
melaul Aptkasl SIPIner.
3 |Tim Teknis, memverikasi dan memvalidasi 1. Formudic permohonan
persyaratan berkas dengan lengkap dan benar dan Berkas Persyaratan lzin
serta mefakukan persetujuan di Aplikasi SiPinter
4 |Petugas DPMPTSP, 1. Formulir permohonan Draftizn Oraft izin dibuatkan dengan apikasi
draft izin, 2. Berkes Persyaratan lzn SiPinter
3 Format zin
- — 7 Harl = =
§ |Verifikator DPMPTSP, memerksa dan memarsf 1. Formulir parmohonan - Oraft izin Verifikator memeriksa dan memparal
draft izin untuk diandatangani oleh Kepala Dinas 2. Berkas Persyaratan lon (sudah diparaf Verifikator) draft izin
DPMPTSP. 3. Draft (zin - Nota Dinas Permohonan
Verifikator DPMPTSP menyampaiken nota dinas |Perendatanganan lzin
permohonan penancatanganan izin maialul
Aplikasi SiPintar.
€ | Sekretaris Dinas DPMPTSP, melaki<an 1. Note Dinas Permohonen - Draft izin
vertfikasi akhir Penandatanganan izin (sudah diparaf Sekretars.
2. Draf izin (sudah diparaf Verifikator) DPMPTSP)
— ]
7 |Kepala Dinas DPMPTSP, menandatangani izin 1. Nota Dinas Permohonan fzin Izin ditandatengani oleh Kepala Dinas
pada Aplikaei SPiner. Penandaianganan izn (eudah ditandatangani Kadis [pada Aplikas: SIPnter.
2. Draf izin (sudah diparaf Sekretaris |menggunakan Tanda Tangan
DPMPTSF) Cigital)
& |Pamohon tdaoal mangunduh iZin pads Aplikas 12 Tarbit Izin sudah diterima pemohon Zin [Pamahon izin dapat menguncdul dard
SiPintor. aplikas SIPrtor.
[j o Hari
¢ | Petugas Arslp mengarsipkan berkss 1zin Arsip lzin secara digital. [Pengarsipan Izin berdssarkan SOP
(arsip digital). Pengarsipan lzin.
Total Waktu 14 Hari
Keterangen ©
=1 Pemohon
1 Dinas Teknis

1 DPMPTSP



15. SURAT IZIN PRAKTIK PENATA ANESTESI

1.1 STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

Nomor SOP
Tanggal Pembuatan
Tanggal Revisi
Tanggal Efektif
Disahkan Oleh Kepala Dinas Penanaman Modal
Dan Pelayanan Terpadu
DINAS PENANAMAN MODAL DAN Satu Pintu
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA CIMAHI
Mall Pelayanan Publik Kota Cimahi Dadan Dar:mawan, S.Sos., M.Si.
JI. Aruman Lantai 4, Pasirkaliki, Kec. Cimahi Utara, Pembina Utama Muda
Kota Cimahi - Jawa Barat 40514 NIP. 197201301993031005
Surat Izin Praktik

Judul SOP Penata Anestesi

DASAR HUKUM KUALIFIKASI PELAKSANA

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 |1. Menguasai dan memahami Peraturan Menteri

tentang penetapan peraturan pemerintah
pengganti Undang-Undang Nomor 2
Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi
Undang-Undang;

Undang-Undang Republik Indonesia
Nomor 17 Tahun 2023 tentang
Kesehatan;

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 24
Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan
Berusaha Terintegerasi Secara
Elektronik.

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 5
Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan
Perizinan berusaha berbasis resiko;
Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 28
Tahun 2024 tentang Kesehatan;
Peraturan Menteri Kesehatan Republik
Indonesia Nomor
161/Menkes/Per/1/2010 tentang
Registrasi Tenaga Kesehatan;

Peraturan Menteri Kesehatan Republik
Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang
[zin dan Penyelenggaraan Praktik Penata
Anestesi;

Surat Edaran Menteri Kesehatan Nomor
HK.02.01/MENKES/6/2024 tentang
Penyelenggaraan  Perizinan  Tenaga
Medis dan Tenaga Kesehatan;

Peraturan Walikota Cimahi Nomor 34
Tahun 2021 tentang Standar Pelayanan
Minimal Badan Layanan Umum Daerah
Pusat Kesehatan Masyarakat.

Nk

Kesehatan Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016
tentang Izin dan Penyelenggaraan Praktik Penata
Anestesi
Menguasai dan memahami Peraturan Menteri
Kesehatan Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2018
tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegerasi
Secara Elektronik Sektor Kesehatan;
Jenjang Pendidikan :
a) minimal Diploma 3, semua jurusan (Front Office)
b) minimal Diploma 3, semua jurusan (Back Office)
Pelatihan: Diklat PTSP
Pangkat: minimal Penata Muda, IIl/a
Jabatan: Fungsional Umum
Mampu mengoperasikan perangkat komputer / laptop.
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KETERKAITAN

PERALATAN / PERLENGKAPAN

1. SOP Penomoran Izin;

2. SOP Pengarsipan;

3. SOP Penerbitan Rekomendasi Tim Teknis
(Surat Keterangan Mandiri).

1. Komputer yang dilengkapi akses internet;
2. Formulir Permohonan Izin;

3. Alat Tulis Kantor;

4. Alat pencetak / printer;

5. Aplikasi Perizinan (SIPINTER).

PENCATATAN DAN PENDATAAN

PERINGATAN

Diharap bagi pemohon untuk dapat
melengkapi setiap persyaratan, karena
persyaratan yang tidak lengkap, akan

dikembalikan atau tidak dapat diproses.

Disimpan sebagai data/arsip manual dan digital

CATATAN

62




1.2 BAGAN ALUR

Bagan Alur Pelayanan Surat Izin Praktik Penata Anastesi

DPMPTSP Kota Cimahi
PELAKSANA MUTU BAKU
NoO. KEGIATAN PEMOHON n:.urm S DPMPTSP DPNPTSP sexdis Kepala Dinas Pengeloia e PR KETERANGAN
Pel o N Adh Inﬂs el Verifikator DPMPTSP DPMPTSP Arsip P (Hari Kerja) ¥
1 |Pemohon mengaj.kan pemmohonan melsui - Formuir Permahonan Izin 1. Formulir Dalam melakukan pendaftaran online,
Aplikas: SiPrter. . - Aplikasi S¥Pinter Permohonan yang [pemohon izn dapat didampingi oleh
telah diisi Petugas Pelayanan (jka diperdukan).
2 Bereas
—J persyaratan
2 |Petugas Pelayanan DPMPTSP, mameriksa Formulir permanonan dan berkas 1 Han Tanda Tarima Berkas 1zin - Resi drertitkan darl aphkasi SIPinter
berkae parmahenan melalu Aplikasi SiPinter. Tdk Yo Perayaraten kzn aatelan diverifikaai oleh Petugas
Jia berkas permohonan lengkap, maka dapat \ Pelayanan
diterbitken Tenda Penermaan Barkas lzin.
Jica lidak lengkap berkeas dikembalikan ke TR
Pemohon.
Berkes Permohonan disampaikan ke Tim Tekris
melaul Apbkasl SIPiner.
3 |Tim Teknis, menmvacdikasi dan mamvalidasi 1. Formadic permohonan
pereyaratan berkas dengan lengkap dan benar dan Berkas Persyaratan lzin
serta mefakukan persetujuan di Aplikasi SIPinter n:/ ,\va
4 |Petugas DPMPTSP, 1. Formulir parmohonan Draftizn Oraft zin dibuatkan dengan apikasi
draft izin. 2. Berkes Persyaratan izn SiPinter
3 Format zin
§ |Verifikator DPMPTSP, memerksa dan momarsf 1. Formulir parmohonan Tt - Draft lzin Verifikator memerksa dan memparal
draft izin untuk dkandatangani oleh Kepala Dinas 2. Berkas Persyaratan lzn (sudah diparaf Verifikator) draft izin
DPMPTSP. 3. Drakt izin - Nota Dinas Permohonan
Verifikator DPMPTSP menyampaikan nota dinas Perendatanganan |zin
permoncnan panarciatanganan izin maialul
Aplikasi SiPintar.
€ | Sekretaris Dinas DPMPTSP, melakui<an 1. Note Dinas Permohonan - Draft izin
vertfikasi akhir Penandatanganan izin (sudah diparaf Sekretars
2. Draf izin (sudah diparaf Varifikator) CPMPTSP)
7 |Kepala Dinas DPMPTSP, menandatangani izin 1. Nota Dinas Permohonan lzin Izin ditandatengani oleh Kepalz Dinas
pada Aplikasi SPIner. Penandaianganan izn (sudah ditendatangani Kadis pada Aplikas! SIPrter.
2. Draf izin (sudah diparaf Sskretaris kan Tanda Tangan
DPMPTSP) Digital)
& |Pamohon daoat mangunduh Zin pada Aplikas I 120 Tarbit 12in sudah diterima pemohon 2in [Pamoahon i2in dapat mengundul daci
SiPinter. aplikas SIPrter.
| l 6 Hari
G |Petugas Arslp mengarsipkan berkss 1zin Arsip lzin secara digital. garsipan Izin SOoP
(arsip dgital). Pengarsipan lzin.
Total Waktu 14 Hari
Keterangen .
=1 Pemohon
1 Dinas Teknis
] DPMPTSP




16 .SURAT IZIN PRAKTIK TENAGA SANITASI LINGKUNGAN

1.1 STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

Nomor SOP
Tanggal Pembuatan

L Pal Tanggal Revisi

M Tanggal Efektif
% Disahkan Oleh Kepala Dinas Penanaman Modal
: - Dan Pelayanan Terpadu
DINAS PENANAMAN MODAL DAN Satu Pintu
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA CIMAHI
Mall Pelayanan Publik Kota Cimahi Dadan Darmawan, S.Sos., M.Si.
J1. Aruman Lantai 4, Pasirkaliki, Kec. Cimahi Utara, Pembina Utama Muda
Kota Cimahi - Jawa Barat 40514 NIP. 197201301993031005
Surat Izin Praktik

Judul SOP Tenaga Sanitasi Lingkungan

DASAR HUKUM KUALIFIKASI PELAKSANA

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 |1. Menguasai dan memahami Peraturan Menteri
tentang penetapan peraturan pemerintah Kesehatan Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2013
pengganti Undang-Undang Nomor 2 tentang  Penyelenggaraan  Pekerjaan  Tenaga
Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Sanitarian;

Undang-Undang; 2. Jenjang Pendidikan :

2. Undang-Undang Republik Indonesia a) minimal Diploma 3, semua jurusan (Front Office)
Nomor 17 Tahun 2023 tentang b) minimal Diploma 3, semua jurusan (Back Office)
Kesehatan; 3 Pelatihan: Diklat PTSP

3. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 5 |4 Pangkat: minimal Penata Muda, IIl/a
Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan |5 Jabatan: Fungsional Umum
Perizinan berusaha berbasis resiko; 6 Mampu mengoperasikan perangkat komputer / laptop.

4. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 28
Tahun 2024 tentang Kesehatan;

5. Peraturan Menteri Kesehatan Republik
Indonesia Nomor 161/Menkes/Per/1/2010
tentang Registrasi Tenaga Kesehatan;

6. Peraturan Menteri Kesehatan Republik
Indonesia Nomor 32 Tahun 2013 tentang
Penyelenggaraan  Pekerjan = Tenaga
Sanitarian;

7. Peraturan Menteri Kesehatan Republik
Indonesia Nomor 26 Tahun 2018 tentang
Pelayanan Perizinan Berusaha
Terintegerasi Secara Elektronik Sektor
Kesehatan;

8. Peraturan Walikota Cimahi Nomor 34
Tahun 2021 tentang Standar Pelayanan
Minimal Badan Layanan Umum Daerah
Pusat Kesehatan Masyarakat.

KETERKAITAN

PERALATAN / PERLENGKAPAN

1. SOP Penomoran Izin;

2. SOP Pengarsipan;

3. SOP Penerbitan Rekomendasi Tim Teknis
(Surat Keterangan Mandiri).

1. Komputer yang dilengkapi akses internet;
2. Formulir Permohonan Izin;

3. Alat Tulis Kantor;

4. Alat pencetak / printer;

5. Aplikasi Perizinan (SIPINTER).
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PERINGATAN PENCATATAN DAN PENDATAAN

Diharap bagi pemohon untuk dapat | Disimpan sebagai data/arsip manual dan digital
melengkapi setiap persyaratan, karena
persyaratan yang tidak lengkap, akan
dikembalikan atau tidak dapat diproses.

CATATAN

65




1.1 BAGAN ALUR

Bagan Alur Pelayanan Surat [zin Praktik Tenaga Sanitarisi Lingkungan
DPMPTSP Kota Cimahi

PELAKSANA MUTU BAKU
NO. KEGIATAN PEMOHON I)PP.HPT!' S At L — Saxal Kepati e || - Pargeite Ketongk Wt KETERANGAN
i '""‘- : "‘:9: resi | Verifikator | DPMPTSP DPMPTSP Arsip Pk (Hari Kerja) EaNes
1 | Pemohon mengaj.kan pemmohonan melsul - Formuir Permahonan Izin 1. Formulir Dalam melakukan pendaftaran online,
Aplikas: SiPrter. : - Aplikasi SPinter Permohonan yang [pemohon izn dapat didampingi oleh
telah diisi Petugas Pelayanan (jka diperukan).
2 Bercas
—J persyaratan
2 |Petugas Pelayanan DPMPTSP, mamerksa Formulir permahonan dan berkas 1 Hari Tanda Terima Berkas 1zin - Resi drerbitkan darl aphkasi SiPinier
berkas parmohenan melalul Aplikasi SPinter. Tdk Yo Perayaratan kzin aatelan diverifikaai oleh Petugas
Jia berkas parmohonan lengkap, maka dapat Pelayanan
diterbitkan Tenda Penarimaan Borkas lzin.
Jica lidak lengkap beriess dikembalikan ke v
Paemohon.
Berkas Permohonan disampaikan ke Tim Tekris
melaul Aphkas! SIPInier.
3 |Tim Teknis, memvaifikasi dan mamvalidasi 1. Formadic permohonan
persyaratan berkas dengan lengkap dan benar dan Berkas Persyaratan lzin
serta meakukan persetujuan di Aplikasi SIPinter nu/a \va
4 | Patugas Administrasl DPMPTSP, menyusun 1. Formulir parmobonsn Craftizin Oraft tzin dibuatkan dengan apikasi
draft izin, 2. Berkes Persyaratan izn SiPinter
3 Format zin
1 7 Harl = - -
§ |Verifikator DPMPTSP, memerksa dan memarsf 1. Formulir parmohonan - Orafl 2in Verifikator memeriksa dan memparaf
draft izin untuk diandatangani oleh Kepala Dinas 2. Berkas Persyaratan lzn (sudah diparaf Verifikator) draft izin
DPMPTSP. 3. Draft izin - Nota Dinas Permohonan
Verifikator DPMPTSP menyampaikan nota dinas Perendatanganan lzin
permohonan mlngw zin malalul
Aplikasi SiPirtar.
€ |Sekrotaris Dinas DPMPTSP, melaku<an 1. Note Dinas Permohonan - Draft izin
vertfikas! akhir Penandatanganan izn (sudah diparaf Sekretars.
2. Draf izin (sudah diparaf Verifikator) DPMPTSP)
—
7 |Kepala Dinas DPMPTSP, menandatangani izin 1. Nota Dinas Permohonan Izin Izin ditandatengani oleh Kepala Dinas
pada Aplikagi SPIner. Penandatanganan izn (sudah ditandatangani Kadis pada Aplikas! SIPrter.
2. Draf izin (sudah diparaf Sekretaris mengqunakan Tanda Tangan
DPMPTSP) Dightal)
@ |Pamohon danal mangunduh Zin pada Aplikas | I 12i Tarbit 12in sudah diterima pemohon 2in [Pemahon 12n dapat menguncul daci

SiPintor.

aplikas SIPrter.

6 Hari
§ | Petugas Arslp mengarsipkan berkss Izin Arsip lzin secara digital. Eengsmpan Izin berdasarkan SOP
(arsip dgital). Pengarsipan lzin.
Total Waktu 14 Hari
Keterangen ©
=1 Pemohon
21 Dinas Teknis

|

DAMPTSP




17.SURAT IZIN PRAKTIK TERAPIS GIGI DAN MULUT

1.1 STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

Nomor SOP
Tanggal Pembuatan
Tanggal Revisi
Tanggal Efektif
Disahkan Oleh Kepala Dinas Penanaman Modal
Dan Pelayanan Terpadu
DINAS PENANAMAN MODAL DAN Satu Pintu
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA CIMAHI
Mall Pelayanan Publik Kota Cimahi Dadan Daljmawan, S.Ses., M.Si.
J1. Aruman Lantai 4, Pasirkaliki, Kec. Cimahi Utara, Pembina Utama Muda
Kota Cimahi - Jawa Barat 40514 NIP. 197201301993031005
Surat Izin Praktik
Judul SOP Terapis Gigi dan Mulut
DASAR HUKUM KUALIFIKASI PELAKSANA
1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 |1. Menguasai dan memahami Peraturan Menteri

10.

tentang penetapan peraturan pemerintah
pengganti Undang-Undang Nomor 2
Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi
Undang-Undang;

Undang-Undang Republik Indonesia
Nomor 17 Tahun 2023 tentang
Kesehatan;

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 5
Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan
Perizinan berusaha berbasis resiko;
Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 28
Tahun 2024 tentang Kesehatan;
Peraturan Menteri Kesehatan Republik
Indonesia Nomor
161/Menkes/Per/1/2010 tentang
Registrasi Tenaga Kesehatan;

Peraturan Menteri Kesehatan Republik
Indonesia Nomor 39 Tahun 2014 tentang
Pembinaan, Pengawasan, dan Perizinan
Pekerjaan Tukang Gigi;

Peraturan Menteri Kesehatan Republik
Indonesia Nomor 20 Tahun 2016 tentang
[zin dan Penyelenggaraan Praktik Terapis
Gigi dan Mulut;

Peraturan Menteri Kesehatan Republik
Indonesia Nomor 26 Tahun 2018 tentang
Pelayanan Perizinan Berusaha
Terintegerasi Secara Elektronik Sektor
Kesehatan;

Surat Edaran Menteri Kesehatan Nomor
HK.02.01/MENKES/6/2024 tentang
Penyelenggaraan  Perizinan  Tenaga
Medis dan Tenaga Kesehatan;

Peraturan Walikota Cimahi Nomor 34
Tahun 2021 tentang Standar Pelayanan
Minimal Badan Layanan Umum Daerah
Pusat Kesehatan Masyarakat.

Nk

Kesehatan Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2016
tentang Izin dan Penyelenggaraan Praktik Terapis

Gigi dan Mulut;

Menguasai dan memahami Peraturan Menteri
Kesehatan Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2013
tentang  Penyelenggaraan  Pekerjaan  Tenaga
Sanitarian;

Jenjang Pendidikan :

a) minimal Diploma 3, semua jurusan (Front Office)
b) minimal Diploma 3, semua jurusan (Back Office)
Pelatihan: Diklat PTSP

Pangkat: minimal Penata Muda, I1l/a

Jabatan: Fungsional Umum

Mampu mengoperasikan perangkat komputer / laptop.
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KETERKAITAN

PERALATAN/PERLENGKAPAN

1. SOP Penomoran Izin;

2. SOP Pengarsipan;

3. SOP Penerbitan Rekomendasi Tim Teknis
(Surat Keterangan Mandiri).

1. Komputer yang dilengkapi akses internet;
2. Formulir Permohonan Izin;

3. Alat Tulis Kantor;

4. Alat pencetak / printer;

5. Aplikasi Perizinan (SIPINTER).

PENCATATAN DAN PENDATAAN

PERINGATAN

Diharap bagi pemohon untuk dapat
melengkapi setiap persyaratan, karena
persyaratan yang tidak lengkap, akan

dikembalikan atau tidak dapat diproses.

Disimpan sebagai data/arsip manual dan digital

CATATAN

68




1.1 BAGAN ALUR

Bagan Alur Pelayanan Surat Izin Praktik Terapis Gigi dan Mulut
DPMPTSP Kota Cimahi

PELAKSANA MUTU BAKU
O, SESATAN EEMOHON npr:‘nv — DEWMPTSP | popprse Sekdls Kepala Dinas Pengeloia Kelang Waktu o HEREEANGAN
Pel s ~ Adh Iinld' “' ol Verifikator DPMPTSP DPMPTSP Arsip F (Hari Kerja) ¥
1 |Pemohon mengajkan pemmohonan metsul - Formuir Permahonan Izin 1. Formulir Dalam melakukan pendaftaran online,
Aplikas: SiPrter. - Aplikasi SPinter Permohonan yang ipemohon izn dapat didampingi oleh
telah diisi Petugas Pelayanan (jka diperukan).
2 Berkas
persyaratan
2 |Petugas Pelayanan DPMPTSP, mamerksa Formulir permohonan dan berkas 1 Han Tanda Tarima Berkas 1zin - Resi dertitikan darl aphkasi SIPimer
berkss parmahcnan melalul Aplikasi SiPinter. Tdk Yo Perayaraten kzn satelan diverifikeai oleh Petugas
Jia berkas permohonan lengkap, maka dapat Pelayanan
diterbitkon Tenda Penarimaan Borkas Izin.
Jika lidak lengkap berkas dikembalikan ke
Pamohon.
Berkas Permohonan disampalkan ke Tim Tekris
melaul Aphkasl SIPIner.
3 | Tim Teknis, memvacfikasi dan mamvaidasi | |1 Formutic permononan
pereyaratan berkas dengan lengkap dan benar dan Berkas Persyaratan lzin
serta metakukan persetujuan di Aplikasi SIPinter nl//\v;
4 |Petugas DPMPTSP, 1. Formulir parmohonan Draftizn Oraft izin dibuatkan dengar apikasi
draft izin. 2. Berkes Persyaratan zn SiPinter
3 Format zin
- 1 7 Harl - -
§ |Verifikator DPMPTSP, memerksa dan momarsf 1. Formulir permohonan - Oraft izin Verifikator memerksa dan memparal
drafl izin untuk diandatangani olah Kepala Dinas 2. Berkas Persyaratan lzn (sudah diparaf Verifikator) draft izin
DPMPTSP. 3. Drakt izin - Nota Dinas Permohonan
Verifikator DPMPTSP menyampaiken nota dinas Perendatanganan lzin
permononan penancatanganan izin metalul
Aplikasi SiPntar.
€ |Sekretaris Dinas DPMPTSP, melaku<an I 1. Nots Dinas Permohonan - Draft izin
vertfikasi akhir Penandatanganan izin (sudah diparaf Sekretars
2. Draf izin (sudah diparaf Verifikator) DPMPTSP)
| ]
7 |Kepala Dinas DPMPTSP, menandatangani kzin 1. Nota Dinas Permohonan lzin Izin ditandatengani oleh Kepala Dinas
pada Aplikagi SPinter. Penandatanganan izn (eudah ditandatangani Kadis pada Aplikas! SIPrter.
2. Draf izin (sudah diparaf Sekretaris menggunakan Tanda Tangan
DPMPTSF) Dightal)
& |Pamohon dasal mangundh Zin pada Aplikas 12in Tarbit 12in sudah diterima pemohon Zin [Permohon izn dapst mengundul dard
SiPinter. aplikas SIPrtar,
[—j 8 Hari
G |Petugas Arslp mengarsipkan berkss 1zin Arsip lzin secara digital. Pengarsipan 1zin berdasarkan SOP
(arsip digital). Pengarsipan lzin.
Total Waktu 14 Hari
Keterangan
=1 Pemohon
=1 Dinas Teknis
] DPMPTSP




18. SURAT IZIN PRAKTIK PROMOTOR KESEHATAN

1.1 STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

Nomor SOP
Tanggal -
Pembuatan
CIMAHI Tanggal Revisi | -

AA

M / Tanggal Efektif | -

!ﬁ : .!\

Kepala Dinas Penanaman Modal dan
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN Pelayanan Terpadu Satu Pintu
TERPADU SATU PINTU
KOTA CIMAHI
Disahkan oleh
Mall Pelayanan Publik Kota Cimahi
J1. Aruman Lantai 4, Pasirkaliki, Kec. Cimahi Utara, Kota
Cimahi - Jawa Barat 40514
Dadan Darmawan, S.Sos., IM.Si.
Pembina Utama Muda
NIP. 197201301993031005
Judul SOP Surat Izin Praktik Promotor
Kesehatan
DASAR HUKUM KUALIFIKASI PELAKSANA

1.

Undang-undang No. 6 Tahun 2023 tentang
penetapan  peraturan pemerintah  pengganti
Undang- undang No. 2 Tahun 2022 tentang Cipta
Kerja Menjadi Undang-Undang;

Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang
Kesehatan;

Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021
tentang Penyelenggaraan Perizinan berusaha
berbasis resiko;

Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024
Tentang Kesehatan;

Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia
Nomor 161/Menkes/Per/1/2010 tentang Registrasi
Tenaga Kesehatan;

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 26 Tahun
2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha
Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Kesehatan;
Keputusan  Menteri  Kesehatan = Republik
Indonesia Nomor :
HK.01.07/MENKES/315/2020 Tentang Standar
Profesi Tenaga Promosi Kesehatan dan Ilmu
Perilaku;

Surat Edaran Menteri Kesehatan Nomor
HK.02.01/MENKES/6/2024 tentang
Penyelenggaraan Perizinan Tenaga Medis dan
Tenaga Kesehatan;

Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 11 Tahun
2011 Tentang Izin Penyelenggaraan Pelayanan
Kesehatan.

1. Jenjang Pendidikan :
a.minimal Diploma 3, semua jurusan (Front

Office)
b.minimal Diploma 3, semua jurusan (Back
Office)
2. Pelatihan : Diklat PTSP
3. Pangkat : minimal Penata Muda, Ill/a
4. Jabatan : Fungsional Umum

KETERKAITAN

PERALATAN/PERLENGKAPAN

L.

2.
3.

SOP Penerbitan Rekomendasi Tim Teknis (Surat
Keterangan Mandiri);

SOP Penomoran Izin;

SOP Pengarsipan.

1. Komputer yang dilengkapi akses internet;
2. Formulir Permohonan Izin;

3. Alat Tulis Kantor;

4. Alat Pencetak / Printer;

5. Aplikasi Perizinan (SIPINTER).
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PERINGATAN

PENCATATAN DAN PENDATAAN

Setiap permohonan yang masuk harus dipastikan

kelengkapannya, agar tidak terjadi kesalahan dalam
penerbitan.

Disimpan sebagai data / arsip manual dan digital.

CATATAN
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1.2 BAGAN ALUR

BAGAN ALUR SURAT IZIN PRAKTIK PROMOTOR KESEHATAN

DPMPTSP KOTA CIMAHI

PELAKSANA MUTU BAKU
NO. EG MO KETERANGAN
KEGIATAN PEMOHON D:::P'rsl' nhaeditile PPMPTSP DPMPTSP Sekdis Kepala Dinas Pengeiola Kelengkapan Waktu output
Pelm“g‘_’n Adiiraa | et DPMPTSP DPMPTSP Arsip (Hari Kerja)
1 |Pemohon mengajukan permohonan melalul - Formulir Permohoenan &Zin 1. Formulir Dalam melakukan pendaftaran online,
Aplikasi SiPinter Aplikasi SiPinter Permohonan yang pemohon izin dapat didampingi oleh
telah diisi Patugas Pelayanan (jika diperlukan)
2. Rerkas
e persyaratan
2 |Petugas Pelayanan DPMPTSP, memerksa Formulir permohbonan dan berkas 4 Tanda Terima Berkas kzin - Resi diterbitkan dar aplikas) SiPinter
berkas permobonan melalul Aplikasi SiPinter. Tk va Persyaratan lzin satel b divenfikasi oleh Potugas
Jika berkas permohonan lengkap, maka dapat Pelayanan.
diterbitkan Tanda Penerimaan Berkas zin
Jika tidak lengkap berkas dikembalikan ke
Pemohon.
Berkas Parmohonan disampaikan ke Tim
Teknis melalul Aplikasi SiFinter.
3 | Tim Teknis, memvernlikas dan memvalidas| A Formulir parmohonan
persyaratan berkas dengan lengkap dan benar dan Berkas Paersyaratan zin
serta melakukan persetujuan di Aplikasi Tdk - Ya
SiPinter s
4 |Petugas Administras| DPMP TSP, menyusun 1. Formulir permohonan Draft zin Draft izin dibuatkan dengan aplikasi
cdraft @zin. 2. Berkas Parsyaratan zin SiFinter
3. Format zin
] 7
5 |Verifikator DPMPTSP, memeriksa dan 1. Formulir permohonan - Draft =in Verffikator memeriksa dan memparaf
memaral draft izin untuk ditandatangani oleh 2. Berkas Persyaratan zin (sudah diparafl Verflikator) draft izin
Kepala Dinas DPMPTSP, 3. Draft zin - Nota Dinas Permohonan
Verifikator DPMPTSP menyampaikan nota Penandatanganan zin
dinas permohonan penandatanganan zin
melalul Aplikasi SiPinter
6 |Sekretaris Dinas DPMPTSP, melakukan 1. Nota Dinas Permohonan - Draft zin
verifikasl akhir. Penandatanganan zin (sudah diparafl Sekretaria
2. Draf izin (sudah diparaf DPMPTSP)
Verifikator)
—
7 |Kepala Dinas DPMPTSP, menandatangani 1. Nota Dinas Permobonan 1zin zZindtandatangani oleh Kepala Dinas
1zin pada Aplikasi SiPinter Penandatanganan zin (sudah ditandatanganl Kadis pada Aplikas| SiPinter
2 Draf izin (sudah diparaf menggunakan Tanda Tangan
Sekretaris DFMPTSF) Digital)
8 |Pemohon dapat mengunduh izin pada Aplikas) zin Terbit Izin sudah diterima pemohon Pemobon zin dapal mengunduh darl
SiPinter. 1Zin aplikas) SiFinter
D ©
9 |Petugas Arsip mengarsipkan berkas izin Arsip izin secara digital. Pengarsipan izin berdasarkan SOF
(arsip digital) Pengarsipan Izin.
Total Waktu 14
Keterangan :
Pemohon
[ Dinas Teknis
1 pPMPTSP




19.SURAT IZIN PRAKTIK ELEKTROMEDIS

1.1 STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

Nomor SOP
Tanggal Pembuatan
Tanggal Revisi
Tanggal Efektif
Disahkan Oleh Kepala Dinas Penanaman Modal
Dan Pelayanan Terpadu
DINAS PENANAMAN MODAL DAN Satu Pintu
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA CIMAHI
Mall Pelayanan Publik Kota Cimahi Dadan Darmawan, S.Sos., M.Si.
J1. Aruman Lantai 4, Pasirkaliki, Kec. Cimahi Utara, Pembina Utama Muda
Kota Cimahi - Jawa Barat 40514 NIP. 197201301993031005
Surat Izin Praktik
Judul SOP Elektromedis
DASAR HUKUM KUALIFIKASI PELAKSANA
1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 |1. Menguasai dan memahami Peraturan Menteri
tentang penetapan peraturan pemerintah Kesehatan Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2015
pengganti Undang-Undang Nomor 2 tentang Izin dan Penyelenggaraan  Praktik
Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Elektromedis;
Undang-Undang; 2. Menguasai dan memahami Peraturan Menteri
2. Undang-Undang Republik Indonesia Kesehatan Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2015
Nomor 17 Tahun 2023 tentang tentang Izin dan  Penyelenggaraan  Praktik
Kesehatan,; Elektromedis;
3. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 5 |3. Jenjang Pendidikan :
Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan a) minimal Diploma 3, semua jurusan (Front Office)
Perizinan berusaha berbasis resiko; b) minimal Diploma 3, semua jurusan (Back Office)
4. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 28 [4. Pelatihan: Diklat PTSP
Tahun 2024 tentang Kesehatan; 5. Pangkat: minimal Penata Muda, IIl/a
5. Peraturan Menteri Kesehatan Republik |6. Jabatan: Fungsional Umum
Indonesia Nomor |7. Mampu mengoperasikan perangkat komputer / laptop.
161/Menkes/Per/1/2010 tentang
Registrasi Tenaga Kesehatan;
6. Peraturan Menteri Kesehatan Republik
Indonesia Nomor 26 Tahun 2018 tentang
Pelayanan Perizinan Berusaha
Terintegerasi Secara Elektronik Sektor
Kesehatan;
7. Peraturan Menteri Kesehatan Republik
Indonesia Nomor 45 Tahun 2015 tentang
Izin dan Penyelenggaraan Praktik
Elektromedis;
8. Surat Edaran Menteri Kesehatan Nomor
HK.02.01/MENKES/6/2024 tentang
Penyelenggaraan  Perizinan  Tenaga
Medis dan Tenaga Kesehatan;
9. Peraturan Walikota Cimahi Nomor 34

Tahun 2021 tentang Standar Pelayanan
Minimal Badan Layanan Umum Daerah
Pusat Kesehatan Masyarakat.
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KETERKAITAN

PERALATAN/PERLENGKAPAN

1. SOP Penomoran Izin;

2. SOP Pengarsipan;

3. SOP Penerbitan Rekomendasi Tim Teknis
(Surat Keterangan Mandiri).

1. Komputer yang dilengkapi akses internet;
2. Formulir Permohonan Izin;

3. Alat Tulis Kantor;

4. Alat pencetak / printer;

5. Aplikasi Perizinan (SIPINTER).

PENCATATAN DAN PENDATAAN

PERINGATAN

Diharap bagi pemohon wuntuk dapat
melengkapi setiap persyaratan, karena
persyaratan yang tidak lengkap, akan

dikembalikan atau tidak dapat diproses.

Disimpan sebagai data/arsip manual dan digital

CATATAN
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1.2

BAGAN ALUR

Bagan Alur Pelayanan Surat Izin Praktik Elektromedis

DPMPTSP Kota Cimahi

PELAKSANA MUTU BAKU
NoO. KEGIATAN PEMOHON | DPMPTSP T Toknis DPMPTSP DPMPTSP sekadis cepala DI Pengelo — Waktu KETERANGAN
Pelayanan Administrasi i i DREEYS0 Amlp (Heri Kerja)
1 |Pemohon mengajkan permohonan melsui - Formuir Permahonan 1zin 1. Formulir Dalam melakukan pendaftaran online,
Aplikas: SiPirter. . - Aplikasi S¥Pinter Permohonan yang [pemohon izn dapat didamping! oleh
telah diisi Petugas Pelzyanan (jka diperukan).
r 2 Bereas
é persyaratan
2 |Petugas Pelayanan DPMPTSP, mameriksa Formulir permohonan dan berkas ivan Tanda Tarima Berkas 1zin - Resi dEertitkan darl aphkasi SIPinier
berkae parmahenan melalu Aplikasi SiPinter. Tdk Yo Perayaratan kzin aatelan diverifikesi oleh Petugas
Jia berkas permohonan lengkap, maka dapat Pelayanan
diterbitken Tenda Penerimaan Borkas lzin.
Jika lidak lengkap berkas dikembalikan ke
Pemohon.
Berkas Permohonan disampaikan ke Tim Tekris
melaul Aphkasl SIPIner.
3 |Tim Teknis, memvaikasi dan mamvalidasi 1. Formadic permohonan
pereyaratan berkas dengan lengkap dan benar dan Berkas Persyaratan lzin
serta meakukan persetujuan di Aplikasi SiPinter ny \va
4 |Petugas DPMPTSP, 1. Formulir parmohonan Draftizn Oraft zin dibuatkan dengan apikasi
draft izin. 2. Berkas Persyaratan zn SiPinter
3 Format tzin
1
§ | Verifikator DPMPTSP, memerksa dan memarsf 1. Formulir prmohonan Tt - Draft lzin Verifikator memeriksa dan memparal
draft izin untuk dkandatangani oleh Kepala Dinas 2. Berkas Persyaratan lzn (sudah diparaf Verifikator) draft izin
DPMPTSP. 3. Drat i2zin - Nota Dinas Permohonan
Verifikator DPMPTSP menyampaikan nota dinas Perendatanganan lzin
permonhcnan panaraatanganan izin maialul
Aplikasi SiPintar.
6 | Sekretaris Dinas DPMPTSP, melakui<an 1. Nota Dinas Permohonan - Draft izin
vertfikasi akhir Penandatanganan iz (sudah diparaf Sekretars
2. Draf izin (sudah diparaf Verifikator) DPMPTSP)
—
7 |Kepala Dinas DPMPTSP, menandatangani izin 1. Nota Dinas Permohonan Izin Izin ditandatengani oleh Kepala Dinas
pada Aplikasi SPINer. Penandaanganan izn (sudah ditendatangani Kadis pada Aplikas! SIPrter.
2. Draf izin (sudah diparaf Sskretaris menggunakan Tanda Tangan
DPMPTSP) Digital)
& |Pamohon taoal mangunduh iZin pada Aplikas I 120 Tarbi I2in sudah diterima pemohon 2in [Pamohon i2in dapat mengundul dari
SiPintor. aplikas SIPrtor.
G & Hari
G |Petugas Arslp mengarsipkan berkss 1zin Arsip lzin secara digital. [Pengarsipan 1zin berdasarkan SOP
(arsip dgital). Pengarsipan lzin.
Total Waktu 14 Hari
Keterangan .
=1 Pemohon
1 Dinas Teknis
1 DPMPTSP




20.SURAT IZIN PRAKTIK PSIKOLOG KLINIS

1.1 STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

Nomor SOP
Tanggal Pembuatan
Tanggal Revisi
Tanggal Efektif
Disahkan Oleh Kepala Dinas Penanaman Modal
Dan Pelayanan Terpadu
DINAS PENANAMAN MODAL DAN Satu Pintu
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA CIMAHI
Mall Pelayanan Publik Kota Cimahi Dadan Daljmawan, S.Sos., M.Si.
J1. Aruman Lantai 4, Pasirkaliki, Kec. Cimahi Utara, Pembina Utama Muda
Kota Cimahi - Jawa Barat 40514 NIP. 197201301993031005
Surat Izin Praktik

Judul SOP Praktik Psikolog Klinis

DASAR HUKUM KUALIFIKASI PELAKSANA

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 |1. Menguasai dan memahami Peraturan Menteri

tentang penetapan peraturan pemerintah
pengganti Undang-Undang Nomor 2
Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi
Undang-Undang;

Undang-Undang Republik Indonesia
Nomor 17 Tahun 2023 tentang
Kesehatan;

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 5
Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan
Perizinan berusaha berbasis resiko;
Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 28
Tahun 2024 tentang Kesehatan;
Peraturan Menteri Kesehatan Republik
Indonesia Nomor
161/Menkes/Per/1/2010 tentang
Registrasi Tenaga Kesehatan;

Peraturan Menteri Kesehatan Republik
Indonesia Nomor 45 Tahun 2017 tentang
Izin dan Penyelenggaraan Praktik
Psikologis Klinis;

Peraturan Menteri Kesehatan Republik
Indonesia Nomor 26 Tahun 2018 tentang
Pelayanan Perizinan Berusaha
Terintegerasi Secara Elektronik Sektor
Kesehatan,;

Surat Edaran Menteri Kesehatan Nomor
HK.02.01/MENKES/6/2024 tentang
Penyelenggaraan  Perizinan  Tenaga
Medis dan Tenaga Kesehatan;

Peraturan Walikota Cimahi Nomor 34
Tahun 2021 tentang Standar Pelayanan
Minimal Badan Layanan Umum Daerah
Pusat Kesehatan Masyarakat.

Kesehatan Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2017
tentang Izin dan Penyelenggaraan Praktik Psikologis
Klinis;

2. Jenjang Pendidikan :

a) minimal Diploma 3, semua jurusan (Front Office)

b) minimal Diploma 3, semua jurusan (Back Office)

Pelatihan: Diklat PTSP

Pangkat: minimal Penata Muda, IIl/a

Jabatan: Fungsional Umum

Mampu mengoperasikan perangkat komputer / laptop.

NN AW
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KETERKAITAN

PERALATAN/PERLENGKAPAN

1. SOP Penomoran Izin;

2. SOP Pengarsipan;

3. SOP Penerbitan Rekomendasi Tim Teknis
(Surat Keterangan Mandiri).

1. Komputer yang dilengkapi akses internet;
2. Formulir Permohonan Izin;

3. Alat Tulis Kantor;

4. Alat pencetak / printer;

5. Aplikasi Perizinan (SIPINTER).

PENCATATAN DAN PENDATAAN

PERINGATAN

Diharap bagi pemohon wuntuk dapat
melengkapi setiap persyaratan, karena
persyaratan yang tidak lengkap, akan

dikembalikan atau tidak dapat diproses.

Disimpan sebagai data/arsip manual dan digital

CATATAN
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1.1 BAGAN ALUR

Bagan Alur Pelayanan Surat [zin Praktik Terapis Psikolog Klinis
DPMPTSP Kota Cimahi

PELAKSANA MUTU BAKU
NO. KEGIATAN PEMOHON n:urrsr o DPMPTSP | ooren Sikals g Olas ||| Pangaiie Kelonghapan wakii KETERANGAN
Pn.l M’“'n it Adh Iilnwh.m.. sl Verifikator DPMPTSP DPMPTSP Arsip (Hari Kerja) Datput
1 |Pemohon mengaj.kan permohonan metaul - Formuir Permohonan Izin 1. Formulir Dalam melakukan pendaftaran online,
Aplikas: SiPrter. - Aplikasi SPinter Permohonan yang pemohon izn dapat didamping! oleh
telah diisi Petugas Pelzyanan (jka diperlukan).
2 Bereas
persyaratan
2 |Petugas Pelayanan DPMPTSP, mameriksa Formulir permohonan dan berkas 1 Hant Tanda Tarima Berkas zin - Resi drertitkan darl aphkasi SIPinter
berkas parmchenan melalul Aplikasi SiPinter. Tdk Yo Perayaratan kzin satelan diverifikeal oleh Petugas
Jia berkas permohonan lengkap, maka dapat TN Pelayanan
diterbitken Tenda Penarimaan Barkas Izin.
Jica fidak lengkap berkas dikembalikan ke -V
Pamohon.
Berkes Permohonan disampaikan ke Tim Tekris
melaul Aphkasl SIPimer
3 |Tim Teknis, memvar@ikasi dan mamvalidasi 1. Formaudic permohonan
pereyaratan berkas dengan lengkap dan benar dan Berkas Persyaratan lzin
serta metakukan persetujuan di Aplikasi SIPnter uu//\va
4 |Patugas DPMPTSP, 1. Formulir parmehonan Draftizn Oraft zin dibuatkan dengar apikasi
draftizin, 2. Berkes Persyaratan izn SiPinter
3 Formal zin
- 1 7 Harl - -
§ |Verifikator DPMPTSP, memerksa dan memaraf 1. Formulir parmohonan - Draft izin Verifikator memenksa dan memparal
draft izin untuk dkandatangani oleh Kepala Dinas 2. Berkas Persyaratan lon (sudah diparaf Verifikator) draft izin
DPMPTSP. 3. Draft izin - Nota Dinas Permohonan
Verifikator DPMPTSP menyampaikan nota dinas. Perendatanganan |zin
permohonan mnngm zin maialul
Aplikasi SiPirtar.
€ | Sekretaris Dinas DPMPTSP, melakuan 1. Note Dinas Permohonan - Draft izin
vertfikasi akhir Penandatanganan iz (sudah diparaf Sekretars
2. Draf izin (sudah diparaf Verifikator) DPMPTSP)
—
7 |Kepala Dinas DPMPTSP, menandatangani izin 1. Nota Dinas Permohonan Izin Izin ditandatengani oleh Kepala Dinas
pada Aplikaei SPiner. Fenandaianganan izn (eudah ditandatangani Kadis pada Aplikas! SIPnter.
2. Draf izin (sudah diparaf Sekretaris menggunakan Tanda Tangan
DPMPTSP) Digital)
& |Pamohon tdaoal mangunduh izin pada Aplikas | 120 Tarbit 12in sudah diterima pemohon Zin [Pamohon 1Zin dapat mengundul dand
SiPintor. aplikasi SIPrtar.
| I 6 Hari
¢ |Petugas Arslp mengarsipkan berkss 1zin Arsip lzin secara digital. Pengarsipan I1zin berdssarkan SOP
(arsip dgital). Pengarsipan lzin.
Total Waktu 14 Hari
Keterangan .
=1 Pemohon
1 Dinas Teknis
1 DPMPTSP




21.SURAT IZIN PRAKTIK FISIKAWAN MEDIS

1.1 STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA CIMAHI

Mall Pelayanan Publik Kota Cimahi

J1. Aruman Lantai 4, Pasirkaliki, Kec. Cimahi Utara,

Kota Cimahi - Jawa Barat 40514

Nomor SOP
Tanggal Pembuatan
Tanggal Revisi
Tanggal Efektif
Disahkan Oleh Kepala Dinas Penanaman Modal
Dan Pelayanan Terpadu
Satu Pintu

Dadan Darmawan, S.Sos., IM.Si.
Pembina Utama Muda
NIP. 197201301993031005

Surat Izin Praktik

Judul SOP Fisikawan Medis
DASAR HUKUM KUALIFIKASI PELAKSANA
1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 |1. Menguasai dan memahami Peraturan Menteri
tentang penetapan peraturan pemerintah Kesehatan Republik  Indonesia Nomor: HK

pengganti Undang-Undang Nomor 2
Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi
Undang-Undang;

Undang-Undang Republik Indonesia
Nomor 17 Tahun 2023 tentang
Kesehatan;

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 5
Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan
Perizinan berusaha berbasis resiko;
Peraturan Pemerintah (PP) Republik
Indonesia Nomor 28 Tahun 2024 tentang
Kesehatan

Peraturan Menteri Kesehatan Republik
Indonesia Nomor
161/Menkes/Per/1/2010 tentang
Registrasi Tenaga Kesehatan;

Peraturan Menteri Kesehatan Republik
Indonesia Nomor 26 Tahun 2018 tentang
Pelayanan Perizinan Berusaha
Terintegerasi Secara Elektronik Sektor
Kesehatan;

Peraturan Menteri Kesehatan Republik
Indonesia Nomor: HK
01.07/MENKES/322/2020 Tentang
Standar Profesi Fisikawan Medis;

Surat Edaran Menteri Kesehatan Nomor
HK.02.01/MENKES/6/2024 tentang
Penyelenggaraan  Perizinan  Tenaga
Medis dan Tenaga Kesehatan;

Peraturan Walikota Cimahi Nomor 34
Tahun 2021 tentang Standar Pelayanan
Minimal Badan Layanan Umum Daerah
Pusat Kesehatan Masyarakat.

Nk

01.07/MENKES/322/2020 Tentang Standar Profesi
Fisikawan Medis;

Menguasai dan memahami Peraturan Menteri
Kesehatan Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2018
tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegerasi
Secara Elektronik Sektor Kesehatan;

Jenjang Pendidikan :

a) minimal Diploma 3, semua jurusan (Front Office)
b) minimal Diploma 3, semua jurusan (Back Office)
Pelatihan: Diklat PTSP

Pangkat: minimal Penata Muda, I1l/a

Jabatan: Fungsional Umum

Mampu mengoperasikan perangkat komputer / laptop.
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KETERKAITAN

PERALATAN/PERLENGKAPAN

1. SOP Penomoran Izin;

2. SOP Pengarsipan,;

3. SOP Penerbitan Rekomendasi Tim Teknis
(Surat Keterangan Mandiri).

1. Komputer yang dilengkapi akses internet;
2. Formulir Permohonan Izin;

3. Alat Tulis Kantor;

4. Alat pencetak / printer;

5. Aplikasi Perizinan (SIPINTER).

PENCATATAN DAN PENDATAAN

PERINGATAN

Diharap bagi pemohon untuk dapat
melengkapi setiap persyaratan, karena
persyaratan yang tidak lengkap, akan

dikembalikan atau tidak dapat diproses.

Disimpan sebagai data/arsip manual dan digital

CATATAN
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1.2 BAGAN ALUR

Bagan Alur Pelayanan Surat Izin Praktik Fisikawan Medis
DPMPTSP Kota Cimahi

PELAKSANA MUTU BAKU
NoO. KEGIATAN PEMOHON D:IPY’ o DPMPTSP DPMPTSP Sexdis i O Pangaios N Wakii o KETERANGAN
& -hm.mn ehcats m"n“"'m o | Verifikator | DPMPYSP | DPMPTSP Arsip (Heri Korja) s
1 |Pemohon mengajkan permohonan metaul - Formuiir Permahonan Izin 1. Formulir Dalam melakukan pendaftaran online,
Aplikas: SiPrter. -~ - Aplikaei SPinter Permohonan yang pemohon izn dapat didamping! oleh
telah diisi Petugas Pelzyanan (jka diperukan).
I' 2 Bercas
v persyaratan
2 |Petugas Pelayanan DPMPTSP, mameriksa [Formulir permanonan dan berkas 1 Hant Tanda Terima Berkas 1zin - Resi drertitkan darl aplkasi SIPiner
berkas parmchenan melalu Aplikasi SPinter. Tdk Yo Perayaratan kzin zatelan diverifixeal oleh Petugas
Jia berkas permohonan lengkap, maka dapat \ Pelayanan.
diterbitken Tanda Penerimaan Barkas Izin.
Jica lidak lengkap beriess dikembalikan ke N0
Pemohon.
Berkas Permohonan disampaikan ke Tim Tekris
melaul Aplkasl SIPIner.
3 |Tim Teknis, memverikasi dan mamvalidasi 1. Formadie permohonan
persyaratan berkas dengan lengkap dan benar dan Berkas Persyaratan lzin
serta mefakukan persetujuan di Aplikasi SiPinter
4 |Petugas DPMPTSP, 1. Formulir permehonan Draftizn Oraft zin dibuatkan dengan apikasi
draft izin. 2. Berkas Persyaratan on SiPinter
3 Format zin
1
§ |Verifikator DPMPTSP, memerksa dan memarsf 1. Formulir parmohonan ey - Oraft izin Verifikator memernksa dan memparal
draft izin untuk dkandatangani oleh Kepala Dinas 2. Berkas Persyaratan lon (sudah diparaf Verifikator) draft izin
DPMPTSP. 3. Draft fzin - Nota Dinas Permohonan
Verifikator DPMPTSP menyampaiken nota dinas Perendatangonan |zin
permoncnan penanciatanganan zin meialul
Aplikasi SiPinter.
€ | Sekretaris Dinas DPMPTSP, melaku<an 1. Note Dinas Permohonan - Draft izin
vertfikas! akhir Penandatanganan iz (sudah diparaf Sekretars
2. Draf izin (sudah diparaf Verifikaior) DPMPTSP)
— |
7 |Kepala Dinas DPMPTSP, menandatangani izin 1. Nota Dinas Permohonan fzin Izin ditandatengani oleh Kepala Dinas
pada Aplikaei SPiner. Penandatanganan izn (sudah ditandatangani Kadis pada Aplikas! SIPnter.
2. Draf izin (sudah diparaf Sekretaris menggunakan Tanda Tangan
DPMPTSP) Cigial)
& |Pamohon taal mangunduh Zin pada Aplikas 12§ Tarbit I2in sudah diterima pemaohon Zin [Pamohon 12n dapat menguncul dard
SiPinter. aplikas SIPrtar.
I 6 Hari
¢ |Petugas Arslp mengarsipkan berkss 1zin Arsip lzin secara digital. Izin SOP
(arsip digital). Pengarsipan lzin.
Total Waktu 14 Hari
Keterangan ©
=1 Pemohon
1 Dinas Teknis
1 DPMPTSP




22.SURAT IZIN PRAKTIK TEKNISI GIGI

1.1 STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

Nomor SOP
Tanggal Pembuatan
Tanggal Revisi
Tanggal Efektif
Disahkan Oleh Kepala Dinas Penanaman Modal
Dan Pelayanan Terpadu
DINAS PENANAMAN MODAL DAN Satu Pintu
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA CIMAHI
Mall Pelayanan Publik Kota Cimahi Dadan Daljmawan, S.Sos., M.Si.
J1. Aruman Lantai 4, Pasirkaliki, Kec. Cimahi Utara, Pembina Utama Muda
Kota Cimahi - Jawa Barat 40514 NIP. 197201301993031005
Surat Izin Praktik
Judul SOP Teknisi Gigi
DASAR HUKUM KUALIFIKASI PELAKSANA
1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 |1. Menguasai dan memahami Peraturan Menteri

10.

tentang penetapan peraturan pemerintah
pengganti Undang-Undang Nomor 2
Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi
Undang-Undang;

Undang-Undang Republik Indonesia
Nomor 17 Tahun 2023 tentang
Kesehatan;

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 24
Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan
Berusaha Terintegerasi Secara
Elektronik.

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 5
Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan
Perizinan berusaha berbasis resiko;
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia
Nomor 28 Tahun 2024 tentang Kesehatan
Peraturan Menteri Kesehatan Republik
Indonesia Nomor
161/Menkes/Per/1/2010 tentang
Registrasi Tenaga Kesehatan;

Peraturan Menteri Kesehatan Republik
Indonesia Nomor 39 Tahun 2014 tentang
Pembinaan, Pengawasan, dan Perizinan
Pekerjaan Tukang Gigi;

Peraturan Menteri Kesehatan Republik
Indonesia Nomor 32 Tahun 2015 tentang
Standar Pelayanan Keteknisian Gigi;
Surat Edaran Menteri Kesehatan Nomor
HK.02.01/MENKES/6/2024 tentang
Penyelenggaraan  Perizinan  Tenaga
Medis dan Tenaga Kesehatan;

Peraturan Walikota Cimahi Nomor 34
Tahun 2021 tentang Standar Pelayanan
Minimal Badan Layanan Umum Daerah
Pusat Kesehatan Masyarakat.

PN

Kesehatan Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2014
tentang Pembinaan, Pengawasan, dan Perizinan
Pekerjaan Tukang Gigi;
Menguasai dan memahami Peraturan Menteri
Kesehatan Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2015
tentang Standar Pelayanan Keteknisian Gigi;
Menguasai dan memahami Peraturan Menteri
Kesehatan Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2018
tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegerasi
Secara Elektronik Sektor Kesehatan;
Jenjang Pendidikan :
a. Minimal Diploma 3, Semua Jurusan (Front Office)
b. Minimal Diploma 3, Semua Jurusan (Back Office)
Pelatihan: Diklat PTSP
Pangkat: minimal Penata Muda, I1l/a
Jabatan: Fungsional Umum
Mampu mengoperasikan perangkat komputer / laptop.
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KETERKAITAN

PERALATAN/PERLENGKAPAN

1. SOP Penomoran Izin;

2. SOP Pengarsipan,;

3. SOP Penerbitan Rekomendasi Tim Teknis
(Surat Keterangan Mandiri).

1. Komputer yang dilengkapi akses internet;
2. Formulir Permohonan Izin;

3. Alat Tulis Kantor;

4. Alat pencetak / printer;

5. Aplikasi Perizinan (SIPINTER).

dikembalikan atau tidak dapat diproses.

PERINGATAN PENCATATAN DAN PENDATAAN
Diharap bagi pemohon untuk dapat | Disimpan sebagai data/arsip manual dan digital
melengkapi setiap persyaratan, karena
persyaratan yang tidak lengkap, akan

CATATAN
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1.2 BAGAN ALUR

DPMPTSP Kota Cimahi

Bagan Alur Pelayanan Surat Izin Praktik Teknisi Gigi

PELAKSANA MUTU BAKU
NO. KEGIATAN PEMOHON o:urm DPMPTSP DPMPTSP Sekdis Kepala Dinas Pengeloia e wakni o KETERANGAN
Pel 9 > Adh Inm' sl Verifikator DPMPTSP DPMPTSP Arsip (Hari Kerja) ¥
1 |Pemohon mengajkan permchonan melaul - Formulir Permohonan Izin 1. Formulir Dalam melakukan pendaftaran online,
Aplikas: SiPirter. - - Aplikasi SPinter Permohonan yang pemohon izn dapat didamping: oleh
telah diisi Petugas Pelayanan (jka diperlukan).
I~ 2 Rercas
r persyaratan
2 |Petugas Pelayanan DPMPTSP, mameriksa [Formulir permanonan dan berkas i Han Tanda Tarima Berkas 1zin - Resi drertitkan darl aplkasi SIPinter
berkas parmchenan melalul Aplikasi SPinter. Tdk Yo Perayaratan kzin 2atelan diverifikaai oleh Petugas
Jia berkas permohanan lengkap, maka dapat Pelayanan
| diterbitken Tanda Penerimaan Barkas lzin.
Jica lidak fengkap beriess dikembalkan ke TR
Pemohon.
Berkes Permohonan disampaikan ke Tim Tekris
melaul Apbkasl SIPInier.
3 |Tim Teknis, memvacikasi dan mamvalidasi 1. Formadic permohonan
persyaratan berkas dengan lengkap dan benar dan Berkas Persyaratan lan
serta metakukan persetujuan di Aplikasi SIPinter,
4 |Patugas DPMPTSP, 1. Formulir parmehonan DOraftizn Oraft zin dibuatkan dengan apikasi
draf izin. 2. Berkes Persyaratan kzn SiPinter
3 Format izin
7 Harl = = s
§ |Verifikator DPMPTSP, memerksa dan momarsf 1. Formulir parmohonan - Draft izin Verifikator memernksa dan memparal
draft izin untuk dkandatangani oleh Kepala Dinas 2. Berkas Persyaratan lzn (sudah diparaf Verifikator) draft izin
DPMPTSP. 3. Drak izin - Nota Dinas Permohonan
Verifikator DPMPTSP menyampaikan nota dinas Perendatanganan |zin
permoncnan panancatanganan zin maialul
Aglikasi SiPirter.
6 | Sekretaris Dinas DPMPTSP, melakuan 1. Nota Dinas Permohonan - Draft izin
vertfikasl akhir Penandatanganan lzn (sudah diparaf Sekretars
2. Draf izin (sudah diparaf Verifikaior) DPMPTSP)
— |
7 |Kepala Dinas DPMPTSP, menandatangani izin 1. Nota Dinas Permohonan Izin Izin ditandatengani oleh Kepalz Dinas
pada Aplikasi SPIner. Penandatanganan izn (sudah ditandatangani Kadis pada Aplikas! SIPriter.
2. Draf izin (sudah diparaf Sskretaris Tanda Tangan
DPMPTSP) Digitaly
& |Pamohon daal mangunduh Zin pada Aplikas 128 Tarbit 12in sudah diterima pemohon iZin [Pemohon (2in dapst menguncul dand
SiPinter. aplikas SIPrtor.
I 6 Hari
¢ | Petugas Arslp mengarsipkan berkss 1zin Arsip lzin secara digital. @ngummn Izin berdasarkan SOP
(arsip digital). Pengarsipan lzin.
Total Wakiu 14 Hari
Keterangan ©
=1 Pemohon
1 Dinas Teknis
] DeMPTSP




23.SURAT IZIN PRAKTIK TEKNISI PELAYANAN DARAH

1.1 STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

Nomor SOP
Tanggal Pembuatan
Tanggal Revisi
Tanggal Efektif
Disahkan Oleh Kepala Dinas Penanaman Modal
Dan Pelayanan Terpadu
DINAS PENANAMAN MODAL DAN Satu Pintu
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA CIMAHI
Mall Pelayanan Publik Kota Cimahi Dadan Daljmawan’ S.Sos., M.Si.
J1. Aruman Lantai 4, Pasirkaliki, Kec. Cimahi Utara, Pembina Utama Muda
Kota Cimahi - Jawa Barat 40514 NIP. 197201301993031005
Surat Izin Praktik

Judul SOP Teknisi Pelayanan Darah

DASAR HUKUM KUALIFIKASI PELAKSANA

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 |1. Menguasai dan memahami Peraturan Menteri

tentang penetapan peraturan pemerintah
pengganti Undang-Undang Nomor 2
Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi
Undang-Undang;

Undang-Undang Republik Indonesia
Nomor 17 Tahun 2023 tentang
Kesehatan;

. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 24

Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan
Berusaha Terintegerasi Secara
Elektronik.

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 5
Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan
Perizinan berusaha berbasis resiko;
Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 5
Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan
Perizinan berusaha berbasis resiko;
Peraturan Menteri Kesehatan Republik
Indonesia Nomor
161/Menkes/Per/1/2010 tentang
Registrasi Tenaga Kesehatan;

Surat Edaran Menteri Kesehatan Nomor
HK.02.01/MENKES/6/2024 tentang
Penyelenggaraan  Perizinan  Tenaga
Medis dan Tenaga Kesehatan;

Peraturan Walikota Cimahi Nomor 34
Tahun 2021 tentang Standar Pelayanan
Minimal Badan Layanan Umum Daerah
Pusat Kesehatan Masyarakat.

NN AW

Kesehatan Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2018
tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegerasi
Secara Elektronik Sektor Kesehatan;

Jenjang Pendidikan :

a. minimal Diploma 3, semua jurusan (Front Office)
b. minimal Diploma 3, semua jurusan (Back Office)
Pelatihan: Diklat PTSP

Pangkat: minimal Penata Muda, I1l/a

Jabatan: Fungsional Umum

Mampu mengoperasikan perangkat komputer / laptop.

KETERKAITAN

PERALATAN / PERLENGKAPAN

1. SOP Penomoran Izin;
2. SOP Pengarsipan;
3. SOP Penerbitan Rekomendasi Tim Teknis

(Surat Keterangan Mandiri).

1. Komputer yang dilengkapi akses internet;
2. Formulir Permohonan Izin;

3. Alat Tulis Kantor;

4. Alat pencetak / printer;

5. Aplikasi Perizinan (SIPINTER).
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PERINGATAN PENCATATAN DAN PENDATAAN

Diharap bagi pemohon untuk dapat | Disimpan sebagai data/arsip manual dan digital
melengkapi setiap persyaratan, karena
persyaratan yang tidak lengkap, akan
dikembalikan atau tidak dapat diproses.

CATATAN
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1.1 BAGAN ALUR

Bagan Alur Pelayanan Surat [zin Praktik Teknisi Pelayanan Darah

DPMPTSP Kota Cimahi

PELAKSANA MUTU BAKU
NoO. KEGIATAN PEMOHON n:urm T Toknie n:‘wmp DPMPTSP Saxdis 18 e argrants wakiti o KETERANGAN
& m"‘""ﬂ Advainiurasi | Verifikater | DPMPTSP | DPMPTSP Arsip Repa (Hari Kerja) put
1 | Pemohon mengaj.kan permchonan melsiul - Formuir Permohonan Izin 1. Formulir [Dalam melakukan pendaftaran online,
Aplikas: SiPrter. - Aplikasi SPinter yang izn dapat di oleh
telah diisi Petugas Pelayanan (jka diperlukan).
) 2 Berkas
/: persyaratan
2 |Petugas Pelayanan DPMPTSP, mamernksa [Formulir permahonan dan berkas i van Tanda Terima Berkas 1zin - Resi drertitkan darl aphkasl SIPiner
berkss parmahaonan melalul Aplikasi SPinter. 4 = Pereyaratan lzin aaelan diverificasi dleh Petugas
Jia berkas permohonan lengkap, maka dapat Tk yal
diterbitkan Tenda Penarimaan Borkas Izin.
Jica lidak lengkap berieas dikembalikan ke N
Pemohon.
Berkas Permohonan disampaikan ke Tim Tekris
melaiul Apbkasl SIPIner.
3 [Tim Teknis, memvarfikasi dan mamvalidasi Tili i |1 o permaohonan
persyaratan berkas dengan lengkap dan benar dan Berkas Persyaratan lzin
serta metakukan persetujuan di Aplikasi SiPinter
4 |Patugas Administrasi DPMPTSP, menyusun 1. Formulir parmohonan Draftizin Oraft tzin dibuatkan dengan apicasi
draf: izin. 2. Berkas Persyaratan kon SiPinter
3 Format zin
= 1 7 Harl - -
§ |Verifikator DPMPTSP, memerksa dan memarsf 1. Formulir parmohonan - Oraft zin Verifikator memerksa dan memparal
draft izin untuk dkandatangani oleh Kepala Dinas 2. Berkas Persyaratan lzn (sudah diparaf Verifikator) draft izin
DPMPTSP 3. Deaft [2in - Nota Dinas Permohonan
Verifikator DPMPTSP menyampaiken nola dinas Perendatangonan lzin
permononan penanciatanganan zin maialul
Aplikasi SiPintar.
6 |Sekrotaris Dinas DPMPTSP, melakuican 1. Note Dinas Permohonan - Oraft izin
vertfikas! akhir Penandatanganan iz (sudah diparaf Sekretars
2. Draf izin (sudah diparaf Verifikator) DPMPTSP)
—
7 |Kepala Dinas DPMPTSP, menandatangani kzin 1. Nota Dinas Permohonan Izin Izin ditandatengani oleh Kepala Dinas
pada Aplikasi SIPiner. Penandaianganan izn (sudah ditandatangani Kadi [pada Aplikas: SIPnter.
2. Draf izin [sudah diparaf Sekretaris menggunakan Tanda Tangan
DPMPTSP) Digital)
& |Pamohon taoal mangunduh iZin pada Aplikas 128 Tarbi 12in sudah diterima pemohon iZin Izin dapat mengundul dard
SiPinter. aplikasi SIPrtar.
D & Hori
G |Petugas Arslp mengarsipkan berkas Izin Arsip lzin secara digital. Izin SOP
(arsip dgital). Izin.
Total Waktu 14 Hari
Keterangen ©
=51 Pemohon
21 Dinas Teknis
[ DPMPTSP




24.SURAT IZIN PRAKTIK AKUPUNTUR TERAPIS

1.1 STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

Nomor SOP
Tanggal Pembuatan

Pl Tanggal Revisi

A Tanggal Efektif
VAAY Disahkan Oleh Kepala Dinas Penanaman Modal
— Dan Pelayanan Terpadu
DINAS PENANAMAN MODAL DAN Satu Pintu
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA CIMAHI
Mall Pelayanan Publik Kota Cimahi Dadan Daljmawan, S.Sos., MLSi.
J1. Aruman Lantai 4, Pasirkaliki, Kec. Cimahi Utara, Pembina Utama Muda
Kota Cimahi - Jawa Barat 40514 NIP. 197201301993031005
Surat Izin Praktik
Judul SOP Tenaga Akupuntur Terapis
DASAR HUKUM KUALIFIKASI PELAKSANA

9. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023
tentang penetapan peraturan pemerintah
pengganti Undang-Undang Nomor 2
Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi
Undang-Undang;

10.  Undang-Undang Republik Indonesia
Nomor 17 Tahun 2023 tentang
Kesehatan;

11.  Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 5
Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan
Perizinan berusaha berbasis resiko;

12.  Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 28
Tahun 2024 tentang Kesehatan;

13.  Peraturan Menteri Kesehatan
Republik Indonesia Nomor
161/Menkes/Per/1/2010 tentang

Registrasi Tenaga Kesehatan;

14.  Peraturan Menteri Kesehatan
Republik Indonesia Nomor 34 Tahun
2018 tentang Izin dan Penyelenggaraan
Praktik Akupuntur Terapis;

15.  Peraturan Menteri Kesehatan
Republik Indonesia Nomor 26 Tahun
2018 tentang Pelayanan Perizinan
Berusaha Terintegerasi Secara Elektronik
Sektor Kesehatan;

16.  Peraturan Walikota Cimahi Nomor
34 Tahun 2021 tentang Standar
Pelayanan Minimal Badan Layanan
Umum  Daerah  Pusat  Kesehatan
Masyarakat.

1. Menguasai dan memahami Peraturan Menteri
Kesehatan Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2018
tentang Izin dan Penyelenggaraan Praktik Akupuntur
Terapis;

2. Jenjang Pendidikan :

a. Minimal Diploma 3, Semua Jurusan (Front Office)

b. Minimal Diploma 3, Semua Jurusan (Back Office)

Pelatihan: Diklat PTSP

Pangkat: minimal Penata Muda, IIl/a

Jabatan: Fungsional Umum

Mampu mengoperasikan perangkat komputer / laptop.

(@)U, N SN OS)

KETERKAITAN

PERALATAN / PERLENGKAPAN

1. SOP Penomoran Izin;

2. SOP Pengarsipan;

3. SOP Penerbitan Rekomendasi Tim Teknis
(Surat Keterangan Mandiri).

1. Komputer yang dilengkapi akses internet;
2. Formulir Permohonan Izin;

3. Alat Tulis Kantor;

4. Alat pencetak / printer;

5. Aplikasi Perizinan (SIPINTER).
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PERINGATAN

PENCATATAN DAN PENDATAAN

Diharap pemohon dapat untuk melengkapi
persyaratan, karena persyaratan yang tidak
lengkap, tidak dapat diproses.

Disimpan sebagai data/arsip manual dan digital

CATATAN
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1.2 BAGAN ALUR

Bagan Alur Pelayanan Surat Izin Praktik Akupuntur Terapis
DPMPTSP Kota Cimahi

MUTU BAKU
NoO. KEGIATAN PEMOHON D:IPW DPMPTSP sexdis orali O Pansaios SR Waki o KETERANGAN
Pelayanan Administrasi DERWIIRES) || REMETS il e Kpr)a)
1 | Pemohon mengaj.kan permochoran melaul - Formulir Permahonan Izin 1. Formulir Dalam melakukan pendaftaran online,
Aplikas: SiPrter. = - Aplikaei SPinter Permohonan ysng pemohon izn dapat didamping! oleh
telah diisi Petugas Pelayanan (jka diperusan).
[ 2 Bereas
persyaratan
2 |Petugas Pelayanan DPMPTSP, mameriksa [Formulir permahonan dan berkas 1 Han Tanda Terima Berkas 1zin - Resi drertitkan darl apikasi SIPiner
berkas parmchenan melalu Aplikasi SPinter. Tdk Yo Perayaratan kzin =atelan diverifikaai oleh Petugas
Jika berkas permohonan lengkap, maka dapat \ Pelayanan.
diterbitken Tanda Penarimaan Barkas lzin.
Jica lidak lengkap beriess dikembalikan ke N
Pemohon.
Berkas Permohonan disampaikan ke Tim Tekris
melaul Aptkasl SIPIner.
3 |Tim Teknis, memverikasi dan memvalidasi 1. Formadie permohonan
persyaratan berkas dengan lengkap dan benar dan Berkas Persyaratan lzin
serta mefakukan persetujuan di Aplikasi SIPinter
4 | Petugas Administrasl DPMPTSP, menyusun 1. Formulir permehonan Draftizn Oraft zin dibuatkan dengan apikasi
draft izin. 2. Berkas Persyaratan on SiPinter
3 Format zin
§ |Verifikator DPMPTSP, memerksa dan memarsf 1. Formulir parmohonan TRy - Oraft i2in Verifikator memernksa dan memparal
draft izin untuk dkandatangani oleh Kepala Dinas 2. Berkas Persyaratan lon (sudah diparaf Verifikator) draft izin
DPMPTSP. 3. Draft (zin - Nota Dinas Permohonan
Verifikator DPMPTSP menyampaikan nota dinas Perendatanganan |zin
permoncnan penancatanganan zin maialul
Aplikasi SiPinter.
€ | Sekretaris Dinas DPMPTSP, melaku<an 1. Note Dinas Permohonan - Draft izin
vertfikasl akhir Izn (sudah diparaf Sekretars
2. Draf izin (sudah diparaf Verifikaior) DPMPTSP)
— |
7 |Kepala Dinas DPMPTSP, menandatangani izin 1. Nota Dinas Permohonan fzin Izin ditandatengani oleh Kepala Dinas
pada Aplikaei SPiner. Penandaianganan izn (sudah ditandatangani Kadie pada Aplikas! SIPnter.
2. Draf izin (sudah diparaf Sekretaris Tanda Tangan
DPMPTSP) Cighal)
@ |Pamohon daoal mangunduh iZin pads Aplikas 12 Tarbit |zine sudah diterima pemohon iZin [Parmoahon izin dapat menguncdul dard
SiPintor. aplikas SIPrtor.
[j § Hari
¢ |Petugas Arslp mengarsipkan berkss 1zin Arsip lzin secara digital. Pengarsipan Izin berdasarkan SOP
(arsip digital). Pengarsipan lzin.
Total Waktu 14 Hari
Keterangen ©
=1 Pemohon
1 Dinas Teknis
] DeMPTSP




25.SURAT IZIN PRAKTIK OPTOMETRIS

1.1 STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

Nomor SOP
Tanggal Pembuatan
Tanggal Revisi
Tanggal Efektif
Disahkan Oleh Kepala Dinas Penanaman Modal
Dan Pelayanan Terpadu
DINAS PENANAMAN MODAL DAN Satu Pintu
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA CIMAHI
Mall Pelayanan Publik Kota Cimahi Dadan Daljmawan, S.Sos., M.Si.
J1. Aruman Lantai 4, Pasirkaliki, Kec. Cimahi Utara, Pembina Utama Muda
Kota Cimahi - Jawa Barat 40514 NIP. 197201301993031005
Surat Izin Praktik

Judul SOP Optometris

DASAR HUKUM KUALIFIKASI PELAKSANA

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 |1. Menguasai dan memahami Peraturan Menteri

tentang penetapan peraturan pemerintah
pengganti Undang-Undang Nomor 2
Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi
Undang-Undang;

Undang-Undang Republik Indonesia
Nomor 17 Tahun 2023 tentang
Kesehatan;

. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 24

Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan
Berusaha Terintegerasi Secara
Elektronik.

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 5
Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan
Perizinan berusaha berbasis resiko;
Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 28
Tahun 2024 tentang Kesehatan;
Peraturan Menteri Kesehatan Republik
Indonesia Nomor
161/Menkes/Per/1/2010 tentang
Registrasi Tenaga Kesehatan;

Surat Edaran Menteri Kesehatan Nomor
HK.02.01/MENKES/6/2024 tentang
Penyelenggaraan  Perizinan  Tenaga
Medis dan Tenaga Kesehatan;

Peraturan Walikota Cimahi Nomor 34
Tahun 2021 tentang Standar Pelayanan
Minimal Badan Layanan Umum Daerah
Pusat Kesehatan Masyarakat.

Kesehatan Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2018
tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegerasi
Secara Elektronik Sektor Kesehatan;

2. Jenjang Pendidikan :

a) minimal Diploma 3, semua jurusan (Front Office)

b) minimal Diploma 3, semua jurusan (Back Office)

Pelatihan: Diklat PTSP

Pangkat: minimal Penata Muda, I1l/a

Jabatan: Fungsional Umum

Mampu mengoperasikan perangkat komputer / laptop.

NN AW

KETERKAITAN

PERALATAN / PERLENGKAPAN

1. SOP Penomoran Izin;
2. SOP Pengarsipan;
3. SOP Penerbitan Rekomendasi Tim Teknis

(Surat Keterangan Mandiri).

1. Komputer yang dilengkapi akses internet;
2. Formulir Permohonan Izin;

3. Alat Tulis Kantor;

4. Alat pencetak / printer;

5. Aplikasi Perizinan (SIPINTER).
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PERINGATAN PENCATATAN DAN PENDATAAN

Diharap bagi pemohon untuk dapat | Disimpan sebagai data/arsip manual dan digital
melengkapi setiap persyaratan, karena
persyaratan yang tidak lengkap, akan
dikembalikan atau tidak dapat diproses.

CATATAN
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1.2 BAGAN ALUR

Bagan Alur Pelayanan Surat Izin Praktik Optometris

. .
DPMPTSP Kota Cimahi
PELAKSANA MUTU BAKU
NO. KEGIATAN PEMOHON | DPMPTSP DPMPTSP DPMPTSP Sexdis cepala 0 Pangaio ki KETERANGAN
Petugas | Tim Toknis Potugae Kelongkapan Output
ety Adeninictras] | Verifikator | DPMPTSP DPMPTSP Arsip (Hari Korja)
1 | Pemohon mengaj.kan permochonan metaui - Formuir Permahonan Izin 1. Formulir Dalam melakukan pendaftaran online,
Aplikas SiPirter. - Aplikasi S#Pinter Permohonan yang [pemohon izn dapat didamping! oleh
telah diisi Petugas Pelayanan (jha diperlukan).
2 Bereas
—J persyaratan
2 'HIIF lell DPMPTSP, mamernksa [Formulir Pllmﬂ dan berkas 1 Harl Tanda Tarima Berkas 1zin - Resi drerbitkan darl Ip.u!l SiPimer
berkas parmchenan melalul Aplikasi SPinter. 4 Yo zin satelan diverifikeal oleh Petugas
Jia berkas permohonan lengkap, maka dapat Tk/\ Pelayanan
| diterbitkan Tenda Penerimaan Barkas |2in.
Jica tidak lengkap berkas dikembalikan ke Rt
Pamohon.
Berkas Permohonan disampaikan ke Tim Tekris
melaul Aphkasi SIPImer.
3 [Tim Teknis, memvari@ikasi dan mamvalidasi | |1 Formatie permohonan
pereyaratan berkas dengan lengkap dan benar dan Berkas Persyaratan lan
serta meakukan persetujuan di Aplikasi SIPinter r"t/ \va
4 | Petugas Administrasl DPMPTSP, menyusun 1. Formulir permobonan Draft izin Oraft tzin dibuatkan dengan apikasi
draf: izin. 2. Berlas Persyaratan izn SiPinter
3 Format zin
= — 7 Harl = - -
§ |Verifikator DPMPTSP, memerksa dan memarsf 1. Formulir permohonan - Draft zin Verifikator memerikse dan memparal
draft izin untuk diandatangani oleh Kepala Dinas 2. Berkas Persyaratan lzn (sudah diparaf Verifikator) drafl izin
DPMPTSP. 3. Drak izin - Nota Dinas Permohonan
Verifikator DPMPTSP menyampaiken nola dinas Perendatanganan |zin
permononan panancatanganan izin makalul
Aplikasi SiPinter.
€ |Sekrotaris Dinas DPMPTSP, melakuan 1. Note Dinas Permohonan - Draft izin
vertfikas! akhir Izn (sudah diparaf Sekretars.
2. Draf izin (sudah diparaf Varificator) DPMPTSP)
]
7 |Kepala Dinas DPMPTSP, menandatangani kzin 1. Nota Dinas Permohonan fzin Izin ditandatengani oleh Kepala Dinas
pada Aplikasi SPIner. (sudah ditandatangani Kade pada Aplikas: SIPrter.
2. Draf izin (sudah diparaf Sskretaris menggunakan Tanda Tangan
DPMPTSP) DCigital)
& |Pamohon danal mangunduh Zin pads Aplikas | 12in Tarbit Izin sudah diter ma pemohon Zin In dapat menguncul daci
SiPinter. aplikas SIPrter.
B & Hari
G |Petugas Arslp mengarsipkan berkas 1zin Arsip lzin secara digital. Pengarsipan 1zin berdasarkan SOP
(arsip dgital). Pengarsipan lzin.
Total Waktu 14 Hari
Keterangen ©
=1 Pemohon
1 Dinas Teknis
[ DPMPTSP
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26.SURAT IZIN PRAKTIK ORTOTIS PROSTESIS

1.1 STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

Nomor SOP
Tanggal Pembuatan
Tanggal Revisi
Tanggal Efektif
Disahkan Oleh Kepala Dinas Penanaman Modal
Dan Pelayanan Terpadu
DINAS PENANAMAN MODAL DAN Satu Pintu
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA CIMAHI
Mall Pelayanan Publik Kota Cimahi Dadan Daljmawan, S.Sos., M.Si.
J1. Aruman Lantai 4, Pasirkaliki, Kec. Cimahi Utara, Pembina Utama Muda
Kota Cimahi - Jawa Barat 40514 NIP. 197201301993031005
Surat Izin Praktik

Judul SOP Ortotis Prostesis

DASAR HUKUM KUALIFIKASI PELAKSANA

1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 |1. Menguasai dan memahami Peraturan Menteri

2)

3)

4)

5)

6)

7)

8)

tentang penetapan peraturan pemerintah
pengganti Undang-Undang Nomor 2
Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi
Undang-Undang;

Undang-Undang Republik Indonesia
Nomor 17 Tahun 2023 tentang
Kesehatan;

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 24
Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan
Berusaha Terintegerasi Secara
Elektronik.

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 5
Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan
Perizinan berusaha berbasis resiko;
Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 28
Tahun 2024 tentang Kesehatan;
Peraturan Menteri Kesehatan Republik
Indonesia Nomor
161/Menkes/Per/1/2010 tentang
Registrasi Tenaga Kesehatan;

Surat Edaran Menteri Kesehatan Nomor
HK.02.01/MENKES/6/2024 tentang
Penyelenggaraan  Perizinan  Tenaga
Medis dan Tenaga Kesehatan;

Peraturan Walikota Cimahi Nomor 34
Tahun 2021 tentang Standar Pelayanan
Minimal Badan Layanan Umum Daerah
Pusat Kesehatan Masyarakat.

Kesehatan Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2018
tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegerasi
Secara Elektronik Sektor Kesehatan;
2. Jenjang Pendidikan :
a) minimal Diploma 3, semua jurusan (Front Office)
b) minimal Diploma 3, semua jurusan (Back Office)
Pelatihan: Diklat PTSP
Pangkat: minimal Penata Muda, IIl/a
Jabatan: Fungsional Umum
Mampu mengoperasikan perangkat komputer / laptop.

NN AW

KETERKAITAN

PERALATAN / PERLENGKAPAN

l.
2.
3.

SOP Penomoran Izin;

SOP Pengarsipan;

SOP Penerbitan Rekomendasi Tim Teknis
(Surat Keterangan Mandiri).

1. Komputer yang dilengkapi akses internet;
2. Formulir Permohonan Izin;

3. Alat Tulis Kantor;

4. Alat pencetak / printer;

5. Aplikasi Perizinan (SIPINTER).
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PERINGATAN PENCATATAN DAN PENDATAAN

Diharap bagi pemohon untuk dapat | Disimpan sebagai data/arsip manual dan digital
melengkapi setiap persyaratan, karena
persyaratan yang tidak lengkap, akan
dikembalikan atau tidak dapat diproses.

CATATAN
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1.2

BAGAN ALUR

Bagan Alur Pelayanan Surat Izin Praktik Ortotis Prostesis
DPMPTSP Kota Cimahi

PELAKSANA MUTU BAKU
NO. KEGIATAN PEMOHON n:.urm Tl Toknis DPMPTSP DPMPTSP Sekdls Kepala Dinas Pengelota Kol N Waktu o KETERANGAN
Pel 9 i Ach lni' sl Verifikator DPMPTSP DPMPTSP Arsip L (Hari Kerja) ¥
1 | Pemohon mengajkan pemmohonan metaul |- Formuir Permohonan Izin 1. Formulir [Dalam melakukan pendaftaran online,
Aplikas: SiPirter. - Aplikasi SPinter Permohonan yang [pemohon izn dapat didampingi oleh
telah diisi Petugas Pelayanan (jka diperukan).
2 Bercas
persyaratan
2 |Petugas Pelayanan DPMPTSP, mameriksa Formulir permohonan dan berkas 1 Hant Tanda Terima Berkas 1zin - Resi drertitkan darl aphkasi SiPiner
berkas parmchanan melalul Apiikasi SPinter. e Perayaraten Izn astelan diverifisaei aleh Petugas
Jka berkas permohonan lengkap, maka dapat Pelayanan
diterbitken Tenda Penerimaan Borkas lzin.
Jika fidak fengkap berkas dikembalikan ke
Pemohon.
Berkes Permohonan disampaikan ke Tim Tekris
melaul Aptkasl SIPIner.
3 |Tim Teknis. memvaikas! dan mamvalidasi 1 Formudic pgrmohonan
pereyaratan berkas dengan lengkap dan benar dan Berkas Persyaratan lzin
serta meakukan persetujuan di Aplikasi SiPinter ng/; \v;
4 | Patugas Administras!i DPMPTSP, menyusun 1. Formulir parmehonsn DOraftizn Oraft izin dibuatkan dengan apikasi
draft izin. 2. Berles Persyaratan izn SiPinter
3 Format zin
1
S | Vorifikstor DPMPTSP, memerkea dan momarat 1. Formuir permohionan THat  oeAEn Veriiator memerntea dan memparal
drafl izin untuk diandatangani oleh Kepala Dinas 2. Berkas Persyaratan lzn (sudah diparaf Verifikator) draft izin
DPMPTSP. 3. Dratt zin - Nota Dinas Permohonan
Verifikator DPMPTSP menyampaikan nota dinas Perendatangonan |zin
permoncnan penancatanganan zin meialul
Aplikasi SiPirtar.
€ |Sckretaris Dinas DPMPTSP, melaku<an T 1. Note Dinas Permohonan - Draft izin
vertfikas! akhir Penandatanganan iz (sudah diparaf Sekretars
2. Draf izin (sudah diparaf Verifikator) DPMPTSP)
-
7 |Kepala Dinas DPMPTSP, menandatangani kzin 1. Nota Dinas Permohonan Izin Izin ditandatengani oleh Kepala Dinas
pada Aplikasi SPinter. Fenandatanganan izn (sudah ditandatangani Kadis [pada Aplikas! SIPrter.
2. Draf izin {sudsh diparaf Sskretaris | menggunakan Tanda Tangan
DPMPTSP) Digital)
& |Pamohon dapat mangunduh iZin pada Aplikas I 12 Tarbit Izin sudah diter ma pemohon Zin [Pemaohon 12in dapat menguncul dani
SiPintor. aplikas SIPrtar.
l l 6 Hari
¢ |Petugas Arsip mengarsipkan berkas 1zin Arsip lzin secara digital. Pengarsipan Izin berdssarkan SOP
(arsip dgital). Pengarsipan lzin.
Total Waktu 14 Hari
Keterangan ©
=1 Pemohon
1 Dinas Teknis
[ DemeTsp

A




27.SURAT IZIN PRAKTIK AHLI KESEHATAN MASYARAKAT

1.1 STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

Nomor SOP
Tanggal Pembuatan
Pl Tanggal Revisi
A Tanggal Efektif
VAAY Disahkan Oleh Kepala Dinas Penanaman Modal
— Dan Pelayanan Terpadu
DINAS PENANAMAN MODAL DAN Satu Pintu
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA CIMAHI
Mall Pelayanan Publik Kota Cimahi Dadan Daljmawan, S.Sos., MLSi.
J1. Aruman Lantai 4, Pasirkaliki, Kec. Cimahi Utara, Pembina Utama Muda
Kota Cimahi - Jawa Barat 40514 NIP. 197201301993031005
Surat Izin Praktik
Judul SOP Ahli Kesehatan Masyarakat
DASAR HUKUM KUALIFIKASI PELAKSANA
1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 [1. Menguasai dan memahami Peraturan Menteri

2)

3)

4)

S)

6)

7)

8)

tentang penetapan peraturan pemerintah
pengganti Undang-Undang Nomor 2
Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi
Undang-Undang;

Undang-Undang Republik Indonesia
Nomor 17 Tahun 2023 tentang
Kesehatan;

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 24
Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan
Berusaha Terintegerasi Secara
Elektronik.

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 5
Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan
Perizinan berusaha berbasis resiko;
Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 28
Tahun 2024 tentang Kesehatan;
Peraturan Menteri Kesehatan Republik
Indonesia Nomor
161/Menkes/Per/1/2010 tentang
Registrasi Tenaga Kesehatan;

Surat Edaran Menteri Kesehatan Nomor
HK.02.01/MENKES/6/2024 tentang
Penyelenggaraan  Perizinan  Tenaga
Medis dan Tenaga Kesehatan;

Peraturan Walikota Cimahi Nomor 34
Tahun 2021 tentang Standar Pelayanan
Minimal Badan Layanan Umum Daerah
Pusat Kesehatan Masyarakat.

Kesehatan Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2018
tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegerasi
Secara Elektronik Sektor Kesehatan;

2. Jenjang Pendidikan :

a) minimal Diploma 3, semua jurusan (Front Office)

b) minimal Diploma 3, semua jurusan (Back Office)

Pelatihan: Diklat PTSP

Pangkat: minimal Penata Muda, I1l/a

Jabatan: Fungsional Umum

Mampu mengoperasikan perangkat komputer / laptop.

NN AW

KETERKAITAN

PERALATAN / PERLENGKAPAN

l.
2.
3.

SOP Penomoran Izin;

SOP Pengarsipan;

SOP Penerbitan Rekomendasi Tim Teknis
(Surat Keterangan Mandiri).

1. Komputer yang dilengkapi akses internet;
2. Formulir Permohonan Izin;

3. Alat Tulis Kantor;

4. Alat pencetak / printer;

5. Aplikasi Perizinan (SIPINTER).
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PERINGATAN PENCATATAN DAN PENDATAAN

Diharap bagi pemohon wuntuk dapat | Disimpan sebagai data/arsip manual dan digital
melengkapi setiap persyaratan, karena
persyaratan yang tidak lengkap, akan
dikembalikan atau tidak dapat diproses.

CATATAN
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1.2 BAGAN ALUR

Bagan Alur Standar Operasional Prosedur Surat Izin Praktik Ahli Kesehatan Masyarakat

. .
DPMPTSP Kota Cimahi
PELAKSANA MUTU BAKU
NO. KEGIATAN PEMOHON I)PP.HPW - DPMPTSP DENMPTSP Sekdis oAl O e oy PR o KETERANGAN
& m"‘"“- ke m"“""nm o | Verifikator  DPMPYSP |  DPMPTSP Arsip Eapac (Heri Kerja) gt
1 |Pemohon mengajkan pemmohonan melsul - Formulr Permahonan 1zin 1. Formulir Dalam melakukan pendaftaran online,
Aplikas: SiPrtar. - - Aplikasi SPinter Permohonan yang [pemohon izn dapat didampingi oleh
telah diisi Petugas Pelayanan (jka diperukan).
I~ 2 Rercas
persyaratan
2 |Petugas Felayanan DPMPTSP, mameriksa Formulir permahonan dan berkas 1 Han Tanda Tarima Berkas 12in - Resi drertitkan darl aplkasi SIPinter
berkas parmahenan melalul Aplikasi SiPinter. Tdk Yo Perayaraten kzn 2atelan diverifikaai oleh Petugas
Jika berkas permohanan lengkap, maka dapat Pelayanan.
diterbitken Tanda Penerimaan Barkas lzin.
Jika lidak lengkap berkas dikembalikan ke
Pemohon.
Berkes Permohonan disampaikan ke Tim Tekris
melaul Apbkasl SIPInler.
3 [Tim Teknis, memvacikasi dan mamvalidasi 1. Formadic permohonan
pereyaratan berkas dengan lengkap dan benar dan Berkas Persyaratan lain
serta metakukan persetujuan dl Aplikasi SiPinter uu/) Ya
4 |Patugas DPMPTSP, 1. Formulir parmohonan Craftizn Oraft zin dibuatkan dengan apikasi
draf: izin. 2. Berkes Persyaratan kzn SiPinter
3 Format tzin
1 7 Harl - c
§ |Verifikator DPMPTSP, memerksa dan momarsf 1. Formulir parmohonan - Draft lzin Verifikator memeriksa dan memparaf
draft izin untuk dkandatangani oleh Kepala Dinas 2. Berkas Persyaratan lzn (sudah diparaf Verifikator) draft izin
DPMPTSP. 3. Drakt izin - Neta Dinas Permohonan
Verifikator DPMPTSP menyampaikan nola dinas Perendatanganan lzin
permoncnan pananciatanganan izin meialul
Aplikasi SiPinter.
€ |Sekrotaris Dinas DPMPTSP, melakui<an I 1. Nota Dinas Permohonan - Draft izin
vertfikasi akhir Penandatanganan izin (sudah diparaf Sekretars
2. Draf izin (sudah diparaf Verifikator) DPMPTSP)
—
7 |Kepala Dinas DPMPTSP, menandatangani izin 1. Nota Dinas Permohonan lzin Izin ditandatengani oleh Kepala Dinas
pada Aplikasi SPIner. Penandatanganan izn (sudah ditendatangani Kadis pada Aplikas! SIPriter.
2. Draf izin (sudah diparaf Sskretaris menggunakan Tanda Tangan
DPMPTSP) Digihtal)
& |Pamohon daal mangunduh Zin pada Aplikas | 12i Tarbit 12in sudah diterima pemohon Zin [Permahon izin dapat mengundul daci
SiPinter. aplikas SIPrter.
| 6 Hari
G |Petugas Arslp mengarsipkan berkss 1zin Arsip lzin secara digital. [Pengarsipan 1zin berdssarkan SOP
(arsip dgital). Pengarsipan lzin.
Total Waktu 14 Hari
Keterangan .
=1 Pemohon
1 Dinas Teknis
] DPMPTSP




28. SURAT IZIN TEKNISI KARDIOVASKULER

1.2 STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

Nomor SOP
CIMAHI Tanggal _
Pembuatan
Tanggal Revisi -
Tanggal Efektif -
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU Kepala Dinas Penanaman Modal dan
KOTA CIMAHI Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Disahkan oleh
Mall Pelayanan Publik Kota Cimahi Dadan Darmawan. S.Sos.. V.Si.
J1. Aruman Lantai 4, Pasirkaliki, Kec. Cimahi Utara, . ’ ’
Kota Cimahi - Jawa Barat 40514 Pembina Utama Muda
NIP. 197201301993031005
Judul SOP SURAT IZIN TEKNISI
KARDIOVASKULER
DASAR HUKUM KUALIFIKASI PELAKSANA
1. Undang-undang No. 6 Tahun 2023 tentang | 1. Menguasai dan memahami Peraturan Menteri

penetapan peraturan pemerintah pengganti
Undang-undang No. 2 Tahun 2022 tentang
Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;

2. Undang — Undang Nomor 17 Tahun 2023
Tentang Kesehatan;

3. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 5 Tahun
2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan
berusaha berbasis resiko;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024
tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-
Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang

Kesehatan
5. Peraturan Menteri Kesehatan Republik
Indonesia Nomor 161/Menkes/Per/1/2010

tentang Registrasi Tenaga Kesehatan;

6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 30 Tahun
2015 Tentang Izin dan Penyelenggaraan
Praktik Teknisi Kardiovaskuler

7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 26 Tahun
2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha
Terintegrasi  Secara  Elektronik  Sektor
Kesehatan;

8. Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 11
Tahun 2011 Tentang Izin Penyelenggaraan
Pelayanan Kesehatan.

NN D A

Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2015
Tentang Izin dan Penyelenggaraan Praktik Teknisi
Kardiovaskuler;

Menguasai dan memahami Peraturan Menteri
Kesehatan Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2018
tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegerasi
Secara Elektronik Sektor Kesehatan;

Jenjang Pendidikan :

a. minimal Diploma 3, semua jurusan (Front Office)
b. minimal Diploma 3, semua jurusan (Back Office)
Pelatihan: Diklat PTSP

Pangkat: minimal Penata Muda, [1I/a

Jabatan: Fungsional Umum

Mampu mengoperasikan perangkat komputer / laptop.

KETERKAITAN

PERALATAN/PERLENGKAPAN

1. SOP Penomoran Izin;

2. SOP Pengarsipan;

3. SOP Penerbitan Rekomendasi Tim Teknis
(Surat Keterangan Mandiri).

1. Komputer yang dilengkapi akses internet;
2. Formulir Permohonan Izin;

3. Alat Tulis Kantor;

4. Alat pencetak / printer;

5. Aplikasi Perizinan (SIPINTER).

PERINGATAN

PENCATATAN DAN PENDATAAN

Setiap permohonan yang masuk harus dipastikan
kelengkapannya, agar tidak terjadi kesalahan
dalam penerbitan

Disimpan sebagai data/arsip manual dan digital.

CATATAN
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1.2 BAGAN ALUR

BAGAN ALUR IZIN TEKNISI KARDIOVASKULER
DPMPTSP KOTA CIMAHI

PELAKSANA MUTU BAKU
NO. KEGIATAN PEMOHON KETERANGAN
": MPTSP Tim Teknis D::“P“P DPMPTSP Sekdis KepalaDinas | Pengelola P Waktu G
Pelapurnn Mmlnlsfu = Verifikator DPMPTSP DPMPTSP Arsip (Hari Kerja)
1 |Pemohon mengajukan permehonan melalui - Formulir Permohonan kzin 1. Farmulir Dalam melakukan pendaftaran online,
Aplikasi SiPinter. - Aplikasi SiPinter Permohonan yang pemohon izin dapat didampingi cleh
telah diisi Petugas Pelayanan (jika diperlukan)
2. Berkas
persyaratan
2 |Petugas Pelayanan DPMPTSP, memeriksa Formulir permohonan dan berkas 4 Tanda Terima Berkas lzin - Resi diterbitkan dari aplikasi SiPinter
berkas permehonan melalui Aplikasi SiPinter. Tdk Ya Persyaratan lzin setelah diverifikasi cleh Petugas
Jika berkas permchonan lengkap, maka dapat Pelayanan
diterbitkan Tanda Penerimaan Berkas [zin.
Jika tidak lengkap berkas dikembalikan ke
Pemohon
Berkas Permohonan disampaikan ke Tim
Teknis melalui Aplkasi SiPinter
3 |Tim Teknis, memverifikasi dan memvalidasi 1. Formulir permohanan
persyaratan berkas dengan lengkap dan benar dan Berkas Persyaratan Izin
'serta melakukan persetujuan di Aplikasi Tdk Ya
SiPinter.
4 |Petugas Administras| DPMPTSP, menyusun 1. Formulir permohonan Draft kzin Draft Izin dibuatkan dengan aplikasi
draft izin, 2. Berkas Persyaratan Izin SiPinter
3. Format Izin
— ,
5 |Verifikator DPMPTSP, memeriksa dan 1. Formulir permohonan - Draft zin Verffikator memeriksa dan memparaf
memaraf draft izin untuk ditandatangani cleh 2. Berkas Persyaratan Izin (sudah diparaf Verifikator) draft izin
Kepala Dinas DPMPTSP. 3. Draft izin - Nota Dinas Permohonan
Verifikator DPMPTSP menyampaikan nota Penandatanganan Izin
dinas permohenan penandatanganan Izin
melalui Aplikasi SiPinter.
& |Sekretaris Dinas DPMPTSP, melakukan 1. Nota Dinas Permohenan - Dratft tzin
verifikasi akhir. Penandatanganan Izin (sudah diparaf Sekretaris
2. Draf izin (sudah diparaf DPMPTSP)
Verffikator)
1
7 |Kepala Dinas DPMPTSP, menandatangani 1. Nota Dinas Permohcnan 10 Hari+K11:L13 Izinditandatangani oleh Kepala Dinas
Izin pada Aplikasi SiPinter Penandatanganan Izin pada Aplikasi SiPinter.
2. Draf izin (sudah diparaf
Sekretaris DPMPTSP)
8 |Pemohon dapat mengunduh izin pada Aplikasi Izin Terbit Izin sudah diterima pemahon Pemohon izin dapat mengunduh dari
SiPinter. izin aplkasi SiPinter
D ©
5 |Petugas Arsip mengarsipkan berkas Izin Arsip Izin secara digital |Pengarsipan izin berdasarkan SOP
(arsip digital). Pengarsipan Izin.
Total Waktu 14 HARI
Keferangan :
1 Pemohon
1 Dinas Teknis
I ppmpTsP
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29. SURAT IZIN PRAKTIK EPIDEMIOLOG KESEHATAN

1.1 STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

Nomor SOP
CIMAHI Tanggal _
Pembuatan
Tanggal Revisi | -
Tanggal Efektif | -
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU Kepala Dinas Penanaman Modal dan
KOTA CIMAHI Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Disahkan oleh
Mall Pelayanan Publik Kota Cimahi Dadan Darmawan. S.Sos.. V.Si.
J1. Aruman Lantai 4, Pasirkaliki, Kec. Cimahi Utara, . ’ ’
Kota Cimahi - Jawa Barat 40514 Pembina Utama Muda
NIP. 197201301993031005
Judul SOP SURAT IZIN PRAKTIK
EPIDEMIOLOG KESEHATAN
DASAR HUKUM KUALIFIKASI PELAKSANA

1. Undang-undang No. 6 Tahun 2023 tentang
penetapan peraturan pemerintah pengganti
Undang-undang No. 2 Tahun 2022 tentang Cipta
Kerja Menjadi Undang-Undang;

2. Undang — Undang Nomor 17 Tahun 2023
Tentang Kesehatan;

3. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 5 Tahun 2021
tentang Penyelenggaraan Perizinan berusaha
berbasis resiko;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024
tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang
Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan

5. Peraturan  Menteri  Kesehatan = Republik
Indonesia ~ Nomor  161/Menkes/Per/1/2010
tentang Registrasi Tenaga Kesehatan;

6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 16 Tahun
2015 Tentang Standar Kompetensi Manajerial
Jabatan Fungsional Epidemiolog Kesehatan

7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 26 Tahun
2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha
Terintegrasi ~ Secara  Elektronik  Sektor
Kesehatan,;

8. Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 11 Tahun
2011 Tentang Izin Penyelenggaraan Pelayanan
Kesehatan.

1. Jenjang Pendidikan :
a) minimal Diploma 3, semua Jurusan (Front Office)
b) minimal Diploma 3, semua jurusan (Back Office)
2. Pelatihan: Diklat PTSP
3. Pangkat: minimal Penata Muda, I1l/a
4. Jabatan: Fungsional Umum
5. Mampu mengoperasikan perangkat komputer /
laptop.

KETERKAITAN

PERALATAN/PERLENGKAPAN

1. SOP Penomoran Izin;

2. SOP Pengarsipan;

3. SOP Penerbitan Rekomendasi Tim Teknis
(Surat Keterangan Mandiri).

1. Komputer yang dilengkapi akses internet;
2. Formulir Permohonan Izin;

3. Alat Tulis Kantor.

4. Alat cetak/Printer

5. Aplikasi Perizinan (SIPINTER)

PERINGATAN

PENCATATAN DAN PENDATAAN

Setiap permohonan yang masuk harus dipastikan
kelengkapannya, agar tidak terjadi kesalahan dalam
penerbitan

Disimpan sebagai data/arsip manual dan digital.

CATATAN
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1.2 BAGAN ALUR

BAGAN ALUR IZIN PRAKTIK EPIDEMIOLOG KESEHATAN
DPMPTSP KOTA CIMAHI

PELAKSANA MUTU BAKU
NO. KEGIATAN PEMOHON KETERANGAN
D: iy Tim Teknis D::"PTSP DPMPTSP Sekdis Kepala Dinas | Pengelola e Waktu G
Pelayagrnn Mmlnlstu = Verifikator DPMPTSP DPMPTSP Arsip (Hari Kerja)
1 |Pemohon mengajukan permohonan melalui ~ Formulir Permohonan zin 1 Formulir Dalam melakukan pendaftaran cnine,
Aplikasi SiPinter, - Aplikasi SiPinter Permechenanyang pemoehon izin dapat didampingi cleh
telah diisi Petugas Pelayanan (jika diperlukan)
2. Berkas
persyaratan
2 |Petugas Pelayanan DPMPTSP, memeriksa Formulir permohonan dan berkas 4 Tanda Terima Berkas Izin - Resi diterbitkan dari aplikasi SiPinter
berkas permehenan melalui Aplikasi SiPinter. Tdk Ya Persyaratan lzin setelah diverifikasi cleh Petugas
Jika berkas permohonan lengkap, maka dapat Pelayanan
diterbitkan Tanda Penerimaan Berkas Izin.
Jika tidak lengkap berkas dikembalikan ke
Pemohon
Berkas Permochonan disampaikan ke Tim
Teknis melalui Aplikasi SiPinter.
3 |Tim Teknis, memverifikasi dan memvalidasi 1.Formulir permohonan
persyaratan berkas dengan lengkap dan benar dan Berkas Persyaratan Izin
serta melakukan persetujuan di Aplikasi Tdk Ya
SiPinter.
4 |Petugas Administras| DPMPTSP, menyusun 1. Fermulir permohonan Draft Izin Draft Izin dibuatkan dengan aplikasi
draft izin 2. Berkas Persyaratan lzin SiPinter
3. Format kzin
] 7
5 |Verifikator DPMPTSP, memeriksa dan 1. Fermulir permohonan - Draft izin Verffikater memeriksa dan memparaf
memaraf draft izin untuk ditandatangani oleh 2. Berkas Persyaratan Izin (sudah diparaf Verffikator) draft izin
Kepala Dinas DPMPTSP. 3. Draft Izin - Nota Dinas Permohonan
Verifikator DPMPTSP menyampaikan nota Penandatanganan Izin
dinas permohonan penandatanganan lzin
melalui Aplikasi SiRinter.
& |Sekretaris Dinas DPMPTSP, melakukan 1. Nota Dinas Permohonan - Draft Izin
verifikasi akhir. Penandatanganan Izin {sudah diparaf Sekretaris
2. Draf izin (sudah diparaf DPMPTSP)
Verfikator)
—
7 |Kepala Dinas DPMPTSP, menandatangani 1. Nota Dinas Permohonan 10 Hari+HK11:L13 Izin ditandatangani cleh Kepala Dinas
Izin pada Aplikasi SiPinter Penandatanganan Izin pada Aplikasi SiPinter.
2. Draf izin (sudah diparaf
Sekretaris DPMPTSP)
8 |Pemoheon dapat mengunduh izin pada Aplikasi Izin Terbit Izin sudah diterima pemohon Pemchon izin dapat mengunduh dari
SiPinter, izin, aplikasi SiPinter.
S K
9 |Petugas Arsip mengarsipkan berkas lzin Arsip lzin secara digital. Pengarsipan izin berdasarkan SOP
(arsip digital). Pengarsipan Izin.
Total Waktu 14 HARI
Keterangan :
O Pemohon
1 Dinas Teknis
O opPmPTsP
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30. SURAT IZIN PRAKTIK AUDIOLOGIS

1.1 STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

Nomor SOP
Tanggal -
Pembuatan
Tanggal Revisi | -
Tanggal Efektif | -
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN Kepala Dinas Penanaman Modal dan
TERPADU SATU PINTU Pelayanan Terpadu Satu Pintu
KOTA CIMAHI
Disahkan oleh
Dadan Darmawan, S.Sos., M.Si.
Mall Pelayanan Publik Kota Cimahi Pembina Utama Muda
J1. Aruman Lantai 4, Pasirkaliki, Kec. Cimahi Utara, Kota
Cimahi - Jawa Barat 40514 NIP. 197201301993031005
Judul SOP SURAT IZIN PRAKTIK
AUDIOLOGIS
DASAR HUKUM KUALIFIKASI PELAKSANA

1. Undang-undang No. 6 Tahun 2023 tentang
penetapan  peraturan pemerintah  pengganti
Undang-undang No. 2 Tahun 2022 tentang Cipta
Kerja Menjadi Undang-Undang;

2. Undang — Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang
Kesehatan;

3. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 5 Tahun 2021
tentang Penyelenggaraan Perizinan berusaha
berbasis resiko;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024
tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang
Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan

5. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia
Nomor 161/Menkes/Per/I/2010 tentang Registrasi
Tenaga Kesehatan;

6. Keputusan Menteri Kesehatan Republik
Indonesia Nomor HK.02.02/MENKES/188/2015
tentang Standar Profesi Audiologis

7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 26 Tahun
2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha
Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Kesehatan;

8. Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 11 Tahun
2011 Tentang Izin Penyelenggaraan Pelayanan
Kesehatan.

1. Jenjang Pendidikan :
a.minimal Diploma 3, semua Jurusan (Front Office)
b.minimal Diploma 3, semua jurusan (Back Office)
2. Pelatihan: Diklat PTSP
3. Pangkat: minimal Penata Muda, IIl/a
4. Jabatan: Fungsional Umum
5. Mampu mengoperasikan perangkat komputer /
laptop.

KETERKAITAN

PERALATAN/PERLENGKAPAN

1. SOP Penomoran Izin;

2. SOP Pengarsipan;

3. SOP Penerbitan Rekomendasi Tim Teknis (Surat
Keterangan Mandiri).

1. Komputer yang dilengkapi akses internet;
2. Formulir Permohonan Izin;

3. Alat Tulis Kantor;

4. Alat pencetak / printer;

5. Aplikasi Perizinan (SIPINTER).

PERINGATAN

PENCATATAN DAN PENDATAAN

Setiap permohonan yang masuk harus dipastikan
kelengkapannya, agar tidak terjadi kesalahan dalam
penerbitan

Disimpan sebagai data/arsip manual dan digital.

CATATAN
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1.2 BAGAN ALUR

BAGAN ALUR IZIN PRAKTIK AUDIOLOGIS
DPMPTSP KOTA CIMAHI

PELAKSANA MUTU BAKU
NO. KETERANGAN
KEGIATAN PEMOHON ": MPTSP S “: WMPTSP | pemPTSP Sekdis Kepala Dinas | Pengelola R Waktu Output
e < St Verifikator | DPMPTSP DPMPTSP Arsip = (Hari Kerja)
1 |Pemohon mengajukan permohonan meklui ~Formuiir Permehenan Lzin 1. Formulir Dalam melakukan pendaftaran oniine,
Aplikasi SiPinter - Aplikasi SiPinter Permahonan yang pemohon izin dapat didampingi oleh
telahdiisi Petugas Pelayanan (jika diperiukan)
2. Berkas
persyaratan
2 |Petugas Pelayanan DPMPTSF, memerksa Formulir permehenan dan berkas P Tanda Terima Berkas zin " Resi diterbitkan dari aplikasi SiFinter
berkas permohonan melalui Aplikasi SiPinter Tak 1 va Persyaratan Izin setelah diverifikasi cleh Petugas
Jika berkas permehonan lengkap, maka dapat Pelayanan.
diterbitkan Tanda Penerimaan Berkas Lzin.
Jika tidak lengkap berkas dikembalikan ke
Pemohon
Berkas Permohonan disampaikan ke Tim
Teknis melalui Aplikasi SiPinter
3| Tim Teknis, memverifikasi dan memvalidasi 1.Formulir permohenan
1 berkas dengan lengkap dan benar dan Berkas Persyaratan kzin
serta melakukan persetujuan di Aplikasi Tdk Ya
SiPinter.
4 |Petugas Administras| DPMPTSP, menyusun 1. Formulir permehonan Draft zin Draft zin dibuatian dengan aplikasi
draft zin. 2. Berkas Persyaratan lzin SiPinter
3. Format zin
— ,
5 |Verifikator DPMPTSP, memeriksa dan 1. Formulir permehonan “Draft zin Verflikator memeriksa dan memparaf
memaraf draft izin untuk ditandatangani oleh 2. Berkas Persyaratan lzin (sudah diparaf Verffikator) draft izin
Kepala Dinas DPMPTSP. 3. Draft izin - Nota Dinas Permohonan
Verifikator DFMPTSP menyampaikan nota Penandatanganan zin
dinas permohonan penandatanganan [zin
melalui Aplikasi SiPirter.
6 |Sekretaris Dinas DPMPTSP, melakukan 1. Nota Dinas Permohenan “Draft zin
verifikasi akhir Penandatanganan zin (sudah diparaf Sekretaris
2 Draf izin (sudah diparal DPMPTSP)
Verifikator)
—
7 |Kepala Dinas DPMPTSP, menandatangani 1. Nota Dinas Permohenan 10 Har+K11L13 Izin ditandatangani olen Kepala Dinas
1zin pada Aplikasi SiPinter Penandatanganan zin pada Aplikasi SiPinter
2. Draf izin (sudah diparaf
Selretaris DPMPTSP)
8 |Pemohon capat mengundun iz pada Aplikasi izin Terbit 1zin sudah diterima pemohon | Pemaohon izin dapat mengunduh dari
SiPinter. izin aplikasi SiPinter.
D s
9 |Petugas Arsip mengarsipkan berkas 1zin Arsip 12in secara digital Pengarsipan zin berdasarkan SOP
(arsip digtal). Pengarsipan [zin.
Total Waktu 14 HARI
Kelerangan :
I Pemchon
1 Dinas Teknis
1 DPmPTSP
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31. SURAT IZIN PEMBIMBING KESEHATAN KERJA

1.1 STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

Nomor SOP
Tanggal -
Pembuatan
Tanggal Revisi | -
Tanggal Efektif | -
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN Kepa]a Dinas Penanaman Modal dan
TERPADU SATU PINTU Pelayanan Terpadu Satu Pintu
KOTA CIMAHI
Disahkan oleh
Dadan Darmawan, S.Sos., M.Si.
Mall Pelayanan Publik Kota Cimahi Pembina Utama Muda
J1. Aruman Lantai 4, Pasirkaliki, Kec. Cimahi Utara, Kota
Cimahi - Jawa Barat 40514 NIP. 197201301993031005
Judul SOP SURAT IZIN PEMBIMBING
KESEHATAN KERJA
DASAR HUKUM KUALIFIKASI PELAKSANA
1. Undang-undang No. 6 Tahun 2023 tentang |1. Jenjang Pendidikan :

penetapan  peraturan pemerintah pengganti
Undang-undang No. 2 Tahun 2022 tentang Cipta
Kerja Menjadi Undang-Undang;

2. Undang— Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang
Kesehatan,;

3. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 5 Tahun 2021
tentang Penyelenggaraan Perizinan berusaha
berbasis resiko;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024

tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang
Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan
Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia
Nomor 161/Menkes/Per/1/2010 tentang Registrasi
Tenaga Kesehatan,;

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 26 Tahun
2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha
Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Kesehatan;
Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 11 Tahun
2011 Tentang Izin Penyelenggaraan Pelayanan
Kesehatan.

a. Minimal Diploma 3, Semua Jurusan (Front Office)
b. Minimal Diploma 3, Semua Jurusan (Back Office)
Pelatihan: Diklat PTSP
Pangkat: minimal Penata Muda, I1l/a
Jabatan: Fungsional Umum
Mampu mengoperasikan perangkat komputer /
laptop.

wkh b

KETERKAITAN

PERALATAN/PERLENGKAPAN

1. SOP Penomoran Izin;

2. SOP Pengarsipan;

3. SOP Penerbitan Rekomendasi Tim Teknis
(Surat Keterangan Mandiri).

1. Komputer yang dilengkapi akses internet;
2. Formulir Permohonan Izin;

3. Alat Tulis Kantor;

4. Alat pencetak / printer;

5. Aplikasi Perizinan (SIPINTER).

PERINGATAN

PENCATATAN DAN PENDATAAN

Setiap permohonan yang masuk harus dipastikan
kelengkapannya, agar tidak terjadi kesalahan dalam
penerbitan

Disimpan sebagai data/arsip manual dan digital.

CATATAN
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1.2 BAGAN ALUR

BAGAN ALUR IZIN SURAT IZIN PEMBIMBING KESEHATAN KERJA
DPMPTSP KOTA CIMAHI

PELAKSANA MUTU BAKU
NO. KETERANGAN
RECIATAN EENORON D:MPTBP Tim Teknis D:EMPTSP DPMPTSP Sekdis Kepala Dinas Pengelola Kel kapan Waktu Output
Pelaya!rnn Mmlnlstu =l Verifikator DPMPTSP DPMPTSP Arsip (Hari Kerja)
1 |Pemohon mengajukan permohonan melalul - Formulir Permehonan Izin 1. Formulir Dalam melakukan pendaftaran online,
Aplikasi SiPinter. - Aplikasi SiPinter Permehenanyang pemehon izin dapat didampingi oleh
telah disi Petugas Pelayanan (jika diperlukan)
2. Berkas
persyaratan
2 |Petugas Pelayanan DPMPTSP, memeriksa Formulir permohcnan dan berkas 4 Tanda Terima Berkas Izin - Resi diterbitkan dari aplikasi SiPinter
berkas permohenan melalui Aplikasi SiPinter Tdk Ya Persyaratan lzin setelah diverifikasi oleh Petugas
Jika berkas permohonan lengkap, maka dapat Pelayanan
diterbitkan Tanda Penerimaan Berkas Izin.
Jika tidak lengkap berkas dikembalikan ke
Pemohon
Berkas Permehonan disampaikan ke Tim
Teknis melalui Aplikasi SiPinter
3 |Tim Teknis, memverifikasi dan memvalidasi 1.Formulir permohonan
persyaratan berkas dengan lengkap dan benar dan Berkas Persyaratan Izin
serta melakukan persetujuan di Aplikasi Tdk Ya
SiPinter.
4 |Petugas Administras| DPMPTSP, menyusun 1. Formulir permohonan Draft zin Draft lzin dibuatkan dengan aplikasi
draft izin. 2. Berkas Persyaratan Izin SiPinter
3. Format Izin
T
5 |Verifikator DPMPTSP, memeriksa dan 1. Formulir permohonan - Draft Izin Verifikator memeriksa dan memparaf
memaraf draft izin untuk ditandatangani oleh 2. Berkas Persyaratan Izin (sudah diparaf Verifikator) draft izin
Kepala Dinas DPMPTSP. 3. Draft Izin - Nota Dinas Permchenan
Verlfikator DPMPTSP mer \ nata Penandatanganan Izin
dinas permohonan penandatanganan lzin
melalui Aplikasi SiPinter
1
6 |Sekretaris Dinas DPMPTSP, melakukan 1. Nota Dinas Permchonan - Draft izin
verifikasi akhir. Penandatanganan kzin (sudah diparaf Sekretaris
2. Draf izin (sudah diparaf DPMPTSP)
Verifikator)
I
7 |Kepala Dinas DPMPTSP, menandatangani 1. Nela Dinas Permohonan 10 Hari+K11 113 Izin ditandatangani oleh Kepala Dinas
Izin pada Aplikasi SiPinter. Penandatanganan kzin pada Aplikasi SiPinter.
2. Draf izin (sudah diparaf
Sekretaris DPMPTSF)
8 |Pemohon dapat mengunduh izin pada Aplikasi zin Terbit Izin sudah diterima pemohon | Pemohan izin dapat mengunduh dari
SiPinter. izin aplikasi SiPinter
D &
S |Petugas Arsip mengarsipkan berkas Izin Arsip 1zin secara digital |Pengarsipan zin berdasarkan SOP
(arsip digital) Pengarsipan kzin
Total Waktu 14 HARI
Keterangan :
1 pemohon
1 Dinas Teknis
1 pPmpTSP




32. SURAT IZIN TENAGA KESEHATAN TRADISIONAL RAMUAN JAMU

1.1 STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

CIMAHI

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU
KOTA CIMAHI

Mall Pelayanan Publik Kota Cimahi
J1. Aruman Lantai 4, Pasirkaliki, Kec. Cimahi Utara,
Kota Cimabhi - Jawa Barat 40514

Nomor SOP
Tanggal -
Pembuatan
Tanggal Revisi | -
Tanggal Efektif | -
Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Disahkan oleh
Dadan Darmawan, S.Sos., M.Si.
Pembina Utama Muda
NIP. 197201301993031005
Judul SOP Surat Izin Tenaga Kesehatan
Tradisional Ramuan Jamu

DASAR HUKUM

KUALIFIKASI PELAKSANA

1. Undang-undang No. 6 Tahun 2023 tentang
penetapan peraturan pemerintah pengganti
Undang-undang No. 2 Tahun 2022 tentang
Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023
Tentang Kesehatan;

3. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 5 Tahun
2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan
berusaha berbasis resiko;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024
tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-
Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang
Kesehatan

5. Peraturan Menteri Kesehatan Republik
Indonesia Nomor 161/Menkes/Per/1/2010
tentang Registrasi Tenaga Kesehatan,;

6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 24
Tahun 2018 tentang Izin Dan
Penyelenggaraan Praktik Tenaga Kesehatan
Tradisional Jamu

7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 26 Tahun
2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha
Terintegrasi ~ Secara  Elektronik  Sektor
Kesehatan,;

8. Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 11
Tahun 2011 Tentang Izin Penyelenggaraan
Pelayanan Kesehatan.

1. Jenjang Pendidikan :
a. Minimal Diploma 3, Semua Jurusan (Front Office)
b. Minimal Diploma 3, Semua Jurusan (Back Office)
Pelatihan: Diklat PTSP
Pangkat: minimal Penata Muda, 1Il/a
Jabatan: Fungsional Umum
Mampu mengoperasikan perangkat komputer / laptop.

A

KETERKAITAN

PERALATAN/PERLENGKAPAN

1. SOP Penomoran Izin;

2. SOP Pengarsipan;

3. SOP Penerbitan Rekomendasi Tim Teknis
(Surat Keterangan Mandiri).

1. Komputer yang dilengkapi akses internet;
2. Formulir Permohonan Izin;

3. Alat Tulis Kantor;

4. Alat pencetak / printer;

5. Aplikasi Perizinan (SIPINTER).
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PERINGATAN

PENCATATAN DAN PENDATAAN

Setiap permohonan yang masuk harus dipastikan
kelengkapannya, agar tidak terjadi kesalahan dalam

penerbitan

Disimpan sebagai data/arsip manual dan digital.

CATATAN
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32.2 BAGAN ALUR

BAGAN ALUR IZIN TENAGA KESEHATAN TRADISIONAL RAMUAN JAMU
DPMPTSP KOTA CIMAHI

PELAKSANA MUTU BAKU
NO. KEGIATAN PEMOHON KETERANGAN
D: Wil Tim Teknis n::.w'rsp DPMPTSP Sekdis Kepala Dinas | Pengelola e Waktu @rrm
Pelmgmh LA ] Verifikator DPMPTSP DPMPTSP Arsip (Hari Kerja)
1 |Pemehon mengajukan permohenan melalui - Formulir Permohonan tzin 1. Formulir Dalam melakukan pendaftaran cnline
Aplikasi SiPinter. - Aplikasi SiPinter Permohonanyang pemohon izin dapat didampingi cleh
telah diisi Petugas Pelayanan (jika diperlukan).
2. Berkas
persyaratan
2 |Petugas Pelayanan DPMPTSP, memeriksa Formulir permohbonan dan berkas 1 Tanda Terima Berkas lzin - Resi diterbitkan dari aplikasi SiPinter
berkas permehonan melalul Aplikasi SiPinter. Tdk Ya Persyaratan Izin setelah diverifikasi oleh Petugas
Jika berkas permchonan lengkap, maka dapat Pelayanan.
diterbitkan Tanda Penerimaan Berkas [zin.
Jika tidak lengkap berkas dikembalikan ke
Pemchon.
Berkas Permchonan disampaikan ke Tim
Teknis melalui Aplikasi SiPinter
3 |Tim Teknis, memverifikasi dan memvalidasi 1.Formulir permohonan
persyaratan berkas dengan lengkap dan benar dan Berkas Persyaratan Izin
serta melakukan persetujuan di Aplikasi Tdk Ya
SiPinter.
4 |Petugas Administras| DPMPTSP, menyusun 1. Fermulir permohonan Draft izin Draft Izin dibuatkan dengan aplikasi
draft izin. 2. Berkas Persyaratan Izin SiPinter
3. Format Izin
7
5 |Verifikator DPMPTSP, memeriksa dan 1. Fermulir permohenan - Draft zin verfikator memeriksa dan memparaf
memaraf draft izin untuk ditandatangani cleh 2. Berkas Persyaratan kzin (sudah diparaf Verffikator) draft izin
Kepala Dinas DPMPTSP. 3. Draft lzin - Neta Dinas Permehenan
Verifikator DPMPTSP menyampaikan nota Penandatanganan kzin
dinas permohonan penandatanganan lzin
melalui Aplikasi SiPinter.
& |Sekretaris Dinas DPMPTSP, melakukan 1. Nota Dinas Permohonan - Draft zin
verifikasi akhir. Penandatanganan Izin (sudah diparaf Sekretaris
2. Draf izin (sudah diparaf DPMPTSP)
Verffikator)
1
7 |Kepala Dinas DPMPTSP, merandatangani 1. Nota Dinas Permahonan 10 Rari+K11113 zin dtandatangani oleh Kepala Diras
Izin pada Aplikasi SiPinter. Penandatanganan Izin pada Aplikasi SiPinter,
2. Draf izin (sudah diparaf
Sekretaris DPMPTSF)
8 |Pemeohon dapat mengunduh izin pada Aplikasi Izin Terbit Izin sudah diterima pemohon Pemchon izin dapat mengunduh dari
SiPinter. izin. aplikasi SiPinter.
[_j ©
5 |Petugas Arsip mengarsipkan berkas lzin Arsip lzin secara digital Pengarsipan izin berdasarkan SOP
(arsip digital). Pengarsipan Izin
Total Waktu 14 HARI
Keterangan :
1 Pemohen
] Dinas Teknis
1 oPumPTsP




33. SURAT IZIN TENAGA KESEHATAN TRADISIONAL INTERKONTINENTAL

1.1 STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

Nomor SOP
Tanggal -
e Pembuatan
\ M . Tanggal Revisi | -
I
. Tanggal Efektif | -
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN Kepala Dinas Penanaman Modal dan
TERPADU SATU PINTU Pelayanan Terpadu Satu Pintu
KOTA CIMAHI
Disahkan oleh
Dadan Darmawan, S.Sos., M.Si.
Mall Pelayanan Publik Kota Cimahi Pembina Utama Muda
J1. Aruman Lantai 4, Pasirkaliki, Kec. Cimahi Utara,
Kota Cimahi - Jawa Barat 40514 NIP. 197201301993031005
Judul SOP Surat Izin Tenaga Kesehatan
Tradisional Interkontinental
DASAR HUKUM KUALIFIKASI PELAKSANA
1. Undang-undang No. 6 Tahun 2023 tentang | 1. Jenjang Pendidikan :

penetapan peraturan pemerintah pengganti
Undang-undang No. 2 Tahun 2022 tentang Cipta
Kerja Menjadi Undang-Undang;

2. Undang — Undang Nomor 17 Tahun 2023
Tentang Kesehatan;

3. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 5 Tahun 2021
tentang Penyelenggaraan Perizinan berusaha
berbasis resiko;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024
tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang
Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan

5. Peraturan  Menteri  Kesehatan = Republik
Indonesia  Nomor  161/Menkes/Per/1/2010
tentang Registrasi Tenaga Kesehatan,;

6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 17 Tahun
2021 tentang Izin dan Penyelenggaraan Praktik
Tenaga Kesehatan Tradisional Interkontinental

7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 26 Tahun
2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha
Terintegrasi ~ Secara  Elektronik  Sektor
Kesehatan,;

8. Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 11 Tahun
2011 Tentang Izin Penyelenggaraan Pelayanan
Kesehatan.

wok wn

a. minimal Diploma 3, semua Jurusan (FrontOffice)
b. minimal Diploma 3, semua jurusan (Back Office)
Pelatihan: Diklat PTSP

Pangkat: minimal Penata Muda, IIl/a

Jabatan: Fungsional Umum

Mampu mengoperasikan perangkat komputer /
laptop.

KETERKAITAN

PERALATAN/PERLENGKAPAN

1. SOP Penomoran Izin;

2. SOP Pengarsipan;

3. SOP Penerbitan Rekomendasi Tim Teknis
(Surat Keterangan Mandiri).

1. Komputer yang dilengkapi akses internet;
2. Formulir Permohonan Izin;

3. Alat Tulis Kantor;

4. Alat pencetak / printer;

5. Aplikasi Perizinan (SIPINTER).

PERINGATAN

PENCATATAN DAN PENDATAAN

Setiap permohonan yang masuk harus dipastikan
kelengkapannya, agar tidak terjadi kesalahan dalam
penerbitan

Disimpan sebagai data/arsip manual dan digital.

CATATAN
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1.2 BAGAN ALUR

BAGAN ALUR IZIN TENAGA KESEHATAN TRADISIONAL INTERKONTINENTAL
DPMPTSP KOTA CIMAHI

PELAKSANA MUTU BAKU
NO. KEGIATAN PEMOHON KETERANGAN
D: LT Tim Teknie D::"P“P DPMPTSP Sekdis Kepala Dinas | Pengelola T — Waktu Sutput
Pelay:mn Admlnlsi! o) Verifikator DPMPTSP DPMPTSP Arsip (Hari Kerja)
1 |Pemohon mengajukan permohenan melalu - Formulir Permohonan kzin 1. Formulir Dalam melakukan pendaftaranonline,
Aplikasi SiPinter. - Aplikasi SiPinter Permohonanyang pemohon izin dapat didampingi oleh
telah diisi Petugas Pelayanan (jika diperlukan)
2. Berkas
persyaratan
2 |Petugas Pelayanan DPMPTSP, memeriksa Formulir permohenan dan berkas 4 Tanda Terima Berkas lzin - Resi diterbitkan dari aplikasi SiPinter
berkas permohonan melalui Aplikasi SiPinter Tdk Ya Persyaratan lzin setelah diverifikasi oleh Petugas
Jika berkas permehonan lengkap, maka dapat Pelayanan
diterbitkan Tanda Penerimaan Berkas Izin.
Jika tidak lengkap berkas dikembalikan ke
Pemohon,
Berkas Permohonan disampaikan ke Tim
Teknis melalui Aplikasi SiPinter
3 |Tim Teknis, memverifikasi dan memvalidasi 1.Fermulir permehonan
persyaratan berkas dengan lengkap dan benar dan Berkas Persyaratan lzin
serta melakukan persetujuan di Aplikasi Tdk Ya
SiPinter.
4 |Petugas Administras| DPMPTSP, menyusun 1. Formulir permohenan Draft Izin Draft Izin dibuatkan dengan aplikasi
draft zin. 2. Berkas Persyaratan Izin SiPinter
3. Format Izin
7
5 |Verifikator DPMPTSP, memeriksa dan 1. Fermulir permohenan - Dratft lzin Verifikator memeriksa dan memparaf
memaraf draft izin untuk ditandatangani cleh 2. Berkas Persyaratan izin (sudahdiparaf Verffikator) draft izin
Kepala Dinas DPMPTSP. 3. Draft lzin - Nota Dinas Permohenan
Verifikator DPMPTSP menyampaikan nota Penandatanganan zin
dinas permehenan penandatanganan kzin
melalui Aplikasi SiPinter.
€ |Sekretaris Dinas DPMPTSP, melakukan 1. Nota Dinas Permohonan - Draft izin
verifikasi akhir. Penandatanganan Izin (sudahdiparaf Sekretaris
2. Draf izin (sudah diparaf DPMPTSP)
Verffikater)
—
7 |Kepala Dinas DPMPTSP, menandatangani 1. Nota Dinas Permohonan 10 Hari+K11:L13 Izin ditandatangani cleh Kepala Dinas
Izin pada Aplikasi SiPinter Penandatanganan kzin pada Aplikasi SiPinter.
2. Draf izin {(sudah diparaf
Sekretaris DPMPTSP)
8 |Pemohon dapat mengunduh izin pada Aplikasi Izin Terbit Izin sudah diterima pemohen Pemohon izin dapat mengunduh dari
SiPinter. izin. aplikasi SiPinter.
D °
S |Petugas Arsip mengarsipkan berkas Izin Arsip lzin secara digital Pengarsipan in berdasakan SOF
(arsip digttal) Pengarsipan Izin.
Total Waktu 14 HARI
Keterangan :
O pemohon
[ Dinas Teknis
O opPmPTSP




34. SURAT IZIN TENAGA KESEHATAN ENTOMOLOG KESEHATAN

1.1 STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

Nomor SOP
Tanggal -
Pembuatan
Tanggal Revisi -
Tanggal Efektif -
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU Kepala Dinas Kesehatan
KOTA CIMAHI
Disahkan oleh
Dadan Darmawan, S.Sos., M.Si.
Mall Pelayanan Publik Kota Cimahi Pembina Utama Muda
J1. Aruman Lantai 4, Pasirkaliki, Kec. Cimahi
Utara, Kota Cimahi - Jawa Barat 40514 NIP. 197201301993031005
Judul SOP Surat Izin Tenaga Kesehatan
Entomolog Kesehatan
DASAR HUKUM KUALIFIKASI PELAKSANA

1. Undang-undang No. 6 Tahun 2023 tentang
penetapan peraturan pemerintah pengganti
Undang-undang No. 2 Tahun 2022 tentang
Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;

2. Undang — Undang Nomor 17 Tahun 2023
Tentang Kesehatan;

3. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 5 Tahun
2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan
berusaha berbasis resiko;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024
tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-
Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang
Kesehatan

5. Peraturan Menteri Kesehatan Republik
Indonesia Nomor 161/Menkes/Per/1/2010
tentang Registrasi Tenaga Kesehatan;

6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 19
Tahun 2015 Tentang Standar Kompetensi
Manajerial Jabatan Fungsional Entomolog
Kesehatan

7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 26
Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan
Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik
Sektor Kesehatan;

8. Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 11
Tahun 2011 Tentang Izin Penyelenggaraan
Pelayanan Kesehatan.

1. Jenjang Pendidikan :
a.minimal Diploma 3, semua Jurusan (FrontOffice)
b.minimal Diploma 3, semua jurusan (Back Office)

2. Pelatihan: Diklat PTSP

3. Pangkat: minimal Penata Muda, I1l/a

4. Jabatan: Fungsional Umum

5. Mampu mengoperasikan perangkat komputer / laptop.

KETERKAITAN PERALATAN/PERLENGKAPAN

1. SOP Penerbitan Rekomendasi Tim Medis;
2. SOP Penomoran Izin;
3. SOP Pengarsipan.

1. Komputer yang dilengkapi akses internet;
2. Formulir Permohonan Izin;

3. Alat Tulis Kantor.

4. Alat cetak/Printer

PERINGATAN

PENCATATAN DAN PENDATAAN

Setiap permohonan yang masuk harus
dipastikan kelengkapannya, agar tidak terjadi
kesalahan dalam penerbitan

Disimpan sebagai data/arsip manual dan digital.
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CATATAN
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1.2 BAGAN ALUR

BAGAN ALUR IZIN TENAGA KESEHATAN ENTOMOLOG KESEHATAN
DPMPTSP KOTA CIMAHI

PELAKSANA MUTU BAKU
NO. KEGIATAN PEMOHON KETERANGAN
D: Lz i Teknis n::np'rsp DPMPTSP Sekdis Kepala Dinas | Pengelola o Waktu G
Pelmgrnn Administrasi Verifikator DPMPTSP DPMPTSP Arsip (Hari Kerja)
1 |Pemeohon mengajukan permohenan melalui - Formulir Permohenan Izin 1. Formulir Dalam melakukan pendaftaranonline,
Aplikasi SiPinter. - Aplikasi SiPinter Permechenan yang pemohen izin dapat didampingi oleh
telah diisi Petugas Pelayanan (jika diperlukan)
2. Berkas
persyaratan
2 |Petugas Pelayanan DPMPTSP, memeriksa Fermulir permahonan dan berkas 1 Tanda Terima Berkas lzin - Resi diterbitkan dari aplikasi SiPinter
berkas permchonan melalui Aplikasi SiPinter Tdk Ya Persyaratan Izin setelah diverifikasi oleh Petugas
Jika berkas permohonan lengkap, maka dapat Pelayanan.
diterbitkan Tanda Penerimaan Berkas Izin
Jika tidak lengkap berkas dikembalikan ke
Pemohon
Berkas Permohonan disampaikan ke Tim
Teknis melalui Aplikasi SiPinter.
3 |Tim Teknis, memverifikasi dan memvalidasi 1.Formulir permehenan
persyaratan berkas dengan lengkap dan benar dan Berkas Persyaratan Izin
serta melakukan perselujuan di Aplikasi Tdk Ya
SiPinter.
4 |Petugas Administras| DPMPTSP, menyusun 1. Formulir permohonan Draft Izin Draft Izin dibuatkan dengan aplikasi
draft zin, 2. Berkas Persyaratan Izin SiPinter
3. Fermat Izin
7
5 |Verifikator DPMPTSP, memeriksa dan 1. Formulir permohcnan - Draft Izin Verifikator memeriksa dan memparaf
memaraf draft izin untuk ditandatangani cleh 2 Berkas Persyaratan Izin (sudah diparaf Verifikator) draft izin
Kepala Dinas DPMPTSP. 3. Draft Izin - Nota Dinas Permohonan
Verifikator DPMPTSP menyampaikan nota Penandatanganan Izin
dinas permechonan penandatanganan kzin
melalui Aplikasi SiPinter.
& |Sekretaris Dinas DPMPTSP, melakukan 1. Nota Dinas Permechenan - Draft zin
verifikasi akhir. Penandatanganan Izin (sudah diparaf Sekretaris
2. Draf izin (sudah diparaf DPMPTSP)
Verffikator)
1
7 |Kepala Dinas DPMPTSP, menandatangani 1. Nota Dinas Permchonan 10 Har+K11 113 Izin ditandatangani cleh Kepala Dinas
Izin pada Aplikasi SiPinter. Penandatanganan lzin pada Aplikasi SiPinter.
2. Draf izin (sudah diparaf
Sekretaris DPMPTSP)
8 |Pemohon dapat mengunduh izin pada Aplikasi Izin Terbit Izin sudah diterima pemohon Pemohon izin dapat mengunduh dari
SiPinter izin aplikas SiPinter
D °
9 |Petugas Arsip mengarsipkan berkas Izin Arsip Izin secara digital Pengarsipan zin berdasarkan SOP
(arsip digital) Pengarsipan lzin.
Total Waktu 14 HARI
Keterangan :
' Pemohon
[ Dinas Teknis
1 oPmPTsP




35. TENAGA KESEHATAN TRADISIONAL
1.1 STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

Nomor SOP
Tanggal -
Pembuatan
Tanggal Revisi | -
Tanggal Efektif | -
Kepala Dinas Penanaman Modal dan
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN Pelayanan Terpadu Satu Pintu
TERPADU SATU PINTU
KOTA CIMAHI
Disahkan oleh
Mall Pelayanan Publik Kota Cimahi
J1. Aruman Lantai 4, Pasirkaliki, Kec. Cimahi Utara, Kota
Cimabhi - Jawa Barat 40514
Dadan Darmawan, S.Sos., M.Si.
Pembina Utama Muda
NIP. 197201301993031005
Judul SOP
Tenaga Kesehatan Tradional
DASAR HUKUM KUALIFIKASI PELAKSANA

1. Undang-undang No. 6 Tahun 2023 tentang | 1.  Jenjang Pendidikan :
penetapan  peraturan pemerintah  pengganti a. minimal Diploma 3, semua jurusan (Front Office)
Undang- undang No. 2 Tahun 2022 tentang Cipta | b. minimal Diploma 3, semua jurusan (Back Office)

Kerja Menjadi Undang-Undang; 2. Pelatihan : Diklat PTSP
2. Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang | 3.  Pangkat : minimal Penata Muda, I1l/a
Kesehatan; 4.  Jabatan : Fungsional Umum

3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021
tentang Penyelenggaraan Perizinan berusaha
berbasis resiko;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024
Tentang Kesehatan;

5. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia
Nomor 161/Menkes/Per/1/2010 tentang Registrasi
Tenaga Kesehatan;

6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 61 Tahun
2016 tentang Pelayanan Kesehatan Tradisional
Empiris;

7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 15 Tahun
2018 tentang Penyelenggaraan Pelayanan
Kesehatan Tradisional Komplementer;

8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 26 Tahun
2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha
Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Kesehatan;

9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 17 Tahun
2021 tentang Izin dan Penyelenggaraan Praktik
Tenaga Kesehatan Tradisional Interkontinental;

10. Keputusan Menteri Kesehatan =~ Nomor
HK.01.07/Menkes/311/2020  tentang Tenaga
Kesehatan Tradisional Interkontinental sebagai
Jenis Tenaga Kesehatan;

11. Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 11 Tahun
2011 Tentang Izin Penyelenggaraan Pelayanan
Kesehatan.
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KETERKAITAN

PERALATAN/PERLENGKAPAN

1. SOP Penerbitan Rekomendasi Tim Teknis (Surat
Keterangan Mandiri);

2. SOP Penomoran Izin;

3. SOP Pengarsipan.

1. Komputer yang dilengkapi akses internet;
2. Formulir Permohonan Izin;

3. Alat Tulis Kantor;

4. Alat Pencetak / Printer;

5. Aplikasi Perizinan (SIPINTER).

PERINGATAN

PENCATATAN DAN PENDATAAN

Setiap permohonan yang masuk harus dipastikan
kelengkapannya, agar tidak terjadi kesalahan dalam
penerbitan.

Disimpan sebagai data / arsip manual dan digital.

CATATAN
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1.2 BAGAN ALUR

BAGAN ALUR SURAT IZIN PRAKTIK TENAGA KESEHATAN TRADISIONAL

DPMPTSP KOTA CIMAHI

PELAKSANA MUTU BAKU
NO. MO KETERANGAN
IRSQUEEA BN D s ki DRI TaC DPMPTSP Sekdis Kepala Dinas Pengelola A e Waktu Orpe
etugas P Ve i
Pel, S Mmlni:trnl DPMPTSP DPMPTSP Arsip (Hari Kerja)
1 |Pemohon mengajukan permohonan melalui Formulir Permoehenan izin 1. Formulir Dalam melakukan pendaftaran online,
Aplikasi SiPinter. . - Aplikasi SiFinter Permohonanyang pemohon izin dapat didampingi cleh
telah dist Pelugas Pelayanan (jika diperlulkan).
2. Berkas
persyaratan
2 |Petugas Pelayanan DPMPTSP, memeriksa Formulir permohonan dan berkas 1 Tanda Terima Berkas zin Resi diterbitkan dari aplikasi SiPinter
berkas permohonan melalul Aplikasi SiFinter. Tdk va Persyaratan Izin setelah diverifikasi oleh Petugas
Jika berkas permohonan lengkap, maka dapat Pelayanan.
diterbitkan Tanda Penerimaan Berkas zin
Jika tidak lkengkap berkas dikembalikan ke
Pemohon.
Berkas Permohonan disampaikan ke Tim
Teknis melalw Aplikas| SiFinter.
3 |Tim Teknis, memverifikasi dan memvalidasi 1. Formulir permohonan
persyaratan berkas dengan lengkap dan benar dan Berkas Persyaratan izin
serta melakukan persetujuan di Aplikasi Tdy Ya
SiPinter. \
4 |Petugas Administras! DPMPTSP, menyusun 1. Formulir permohonan Draft zin Draft 1zin dibuatkan dengan aplikasi
draft zin. 2. Berkas Persyaratan zin SiFinter
3. Format kzin
E—— |
5 |Verifikator DPMPTSP, memeriksa dan 1. Fermulir permohonan ’ - Draft zin Verffikator memeriksa dan memparaf
memarafl draft 1zin untuk ditandatangani ckeh 2. Berkas Persyaratan &in (sudah diparaf Verflikator) draft izin
Kepala Dinas DPMPTSP. 3. Draft izin - Nota Dinas Permoehonan
Verifikator DPMPTSP menyampaikan nota Penandatanganan &zin
dinas permohonan penandatanganan Zin
melalui Aplikasi SiPinter.
]
6 |Sekretaris Dinas DPMPTSP, melakukan 1. Nota Dinas Permohbonan - Draft zin
verifikasi akhir Penandatanganan zin (sudah diparal Sekretarns
2. Draf izin (sudah diparat DPMPTSP)
Verifikator)
j—T
7 |Kepala Dinas DPMPTSP, menandatangani 1. Nota Dimas Permohonan lzin zinditandatangan oleh Kepala Dinas
izin pada Aplikasi SiPinter. Penandatanganan zin (sudah ditandatanganl Kadis pada Aplikasi SiPinter.
2. Drafizin (sudah diparaf menggunakan Tanda Tangan
Sekretarts DPMPTSP) Digitaly
8 |Pemohon dapat mengunduh izin pada Aplikasi zin Terbit 1zin sudah diterima permohon Pemohon zin dapat mengunduh darl
SiPinter. izin aplikasi SiPinter,
| l (<]
9 |Petugas Arsip mengarsipkan berkas izin Arsip lzin secara digital. Pengarsipan izin berdasarkan SOP
(arsip digital) Pengarsipan lzin
Total Waktu 14
Keterangan :
= pemohon
[ Dinas Teknis
=1 pPmpPTsP




36. SURAT IZIN PRAKTIK PENYEHAT TRADISIONAL
1.1 STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

Nomor SOP
Tanggal
Pembuatan
CIMAHI
Tanggal Revisi
Tanggal Efektif
Kepala Dinas Penanaman Modal dan
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN Pelayanan Terpadu Satu Pintu
TERPADU SATU PINTU
KOTA CIMAHI
Disahkan oleh
Mall Pelayanan Publik Kota Cimahi
J1. Aruman Lantai 4, Pasirkaliki, Kec. Cimahi
Utara, Kota Cimahi - Jawa Barat 40514
Dadan Darmawan, S.Sos., M.Si.
Pembina Utama Muda
NIP. 197201301993031005
Judul SOP Surat Izin Pra.k?lk Penyehat
Tradisional
DASAR HUKUM KUALIFIKASI PELAKSANA
1. Undang-undang No. 6 Tahun 2023 tentang | 1. Jenjang Pendidikan :

10.

penetapan peraturan pemerintah pengganti
Undang- undang No. 2 Tahun 2022 tentang
Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;
Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2023
tentang Kesehatan;

Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021
tentang Penyelenggaraan Perizinan
berusaha berbasis resiko;

Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun
2024 Tentang Kesehatan;

Peraturan Menteri Kesehatan Republik
Indonesia Nomor 161/Menkes/Per/1/2010
tentang Registrasi Tenaga Kesehatan,;
Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 61
Tahun 2016 tentang Pelayanan Kesehatan
Tradisional Empiris;

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 15
Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan
Pelayanan Kesehatan Tradisional
Komplementer;

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 26
Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan
Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik
Sektor Kesehatan,;

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 17
Tahun 2021 tentang Izin dan
Penyelenggaraan Praktik Tenaga Kesehatan
Tradisional Interkontinental;

Keputusan Menteri Kesehatan Nomor
HK.01.07/Menkes/311/2020 tentang

a. minimal Diploma 3, semua jurusan (Front Office)
b. minimal Diploma 3, semua jurusan (Back Olffice)
2. Pelatihan : Diklat PTSP
3. Pangkat : minimal Penata Muda, IIl/a
4. Jabatan : Fungsional Umum
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Tenaga Kesehatan Tradisional
Interkontinental sebagai Jenis Tenaga
Kesehatan;

11. Keputusan Menteri Kesehatan Republik
Indonesia Nomor
HK.01.07/Menkes/4235/2021 tentang
Standar Profesi Akupunktur Terapis;

12. Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 11
Tahun 2011 Tentang Izin Penyelenggaraan
Pelayanan Kesehatan.

KETERKAITAN

PERALATAN/PERLENGKAPAN

1. SOP Penerbitan Rekomendasi Tim Teknis
(Surat Keterangan Mandiri);
2. SOP Penomoran Izin;

3. SOP Pengarsipan.

1. Komputer yang dilengkapi akses internet;
2. Formulir Permohonan Izin;

3. Alat Tulis Kantor;

4. Alat Pencetak / Printer;

5. Aplikasi Perizinan (SIPINTER).

PERINGATAN

PENCATATAN DAN PENDATAAN

Setiap permohonan yang masuk harus
dipastikan kelengkapannya, agar tidak terjadi
kesalahan dalam penerbitan

Disimpan sebagai data / arsip manual dan digital.

CATATAN
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1.2 BAGAN ALUR

BAGAN ALUR SURAT IZIN PRAKTIK PENYEHAT KESEHATAN

DPMPTSP KOTA CIMAHI

PELAKSANA MUTU BAKU
NO. MO KETERANGAN
ISEEGIATAN REMOHON PEVEISR el PenaEeme DPMPTSP Sekdis Kepala Dinas | Pengelola KE K ngianan Waktu b
Pl ugmiin Mmlkliuigtrasl Verifikator DPMPTSP DPMPTSP Arsip (Hari Kerja)
1 |Pemohon mengajukan permohonan rmelalul - Formulir Permohonan zin 1. Formulr Dalam melakukan pendaftaranonline,
Aplikasi SiFinter. : 5 Aplikasi SiPinter Permohonan yang pemohon 12in dapat didampingi oleh
telah dilsi Petugas Pelayanan (jika diperlukan)
2. Berkas
persyaratan
2 |Petugas Pelayanan DPMPTSP, memeriksa Formulir permohonan dan berkas 1 Tanda Terima Berkas zin - Resi diterbitkan dari aplikasi SiPinter
berkas permehenan melalul Aplikasi SiPinter. Tdk va Persyaratan lzin setelah diverifikasi oleh Petugas
Jika berkas permohonan lengkap, maka dapat Pelayanan,
dterbitkan Tanda Penerimaan Berkas zin
Jika tidak lengkap berkas dikembalikan ke
Pemohon
Berkas Permohonan disampaikan ke Tim
Teknis melalul Aplikasi SiPinter.
3 | Tim Teknis, memverifikasi dan memvalidasl| 1.Formulir permohonan
persyaratan berkas dengan lengkap dan benar dan Berkas Persyaratan izin
serta melakukan persetujuan di Aplikasi Tk AN Ya
SiPinter. / \
4 |Petugas Administras| DPMPTSP, menyusun 1. Formulir permohonan Draft zin Draft izin dibuatkan dengan aplikasi
draft zin. 2. Berkas Persyaratan zin SiFinter
3. Format izin
] 7
5 |Verifikator DPMPTSP, memeriksa dan 1. Formulir permohonan - Draft zin Verifikator memeriksa dan memparaf
memaral draft izin untuk ditandatangani ckeh 2. Berkas Persyaratan Zin (sudah diparal Verffikator) draft izin
Kepala Dinas DPMPTSP. 3. Draft zin - Nota Dinas Permohonan
Verifikator DPMPTSP menyampaikan nota Penandatanganan zin
dinas permohonan penandatanganan zin
melalui Aplikasi SiPinter.
]
6 |Sekretaris Dinas DPMPTSP, melakukan 1. Nota Dinas Permohonan - Draft zin
verifikasl akhir. Penandatangaran Zin (sudah diparal Sekretars
2. Draf izin (sudah diparaf DPMPTSP)
Verifikator)
7 |Kepala Dinas DPMPTSP, menandatangani 1. Nota Dinas Permohonan 12in zin dtandatangani cleh Kepala Dinas
Izin pada Aplikasi SiPinter. Penandatanganan izin (sudah ditandatangan Kadis pada Aplikas) SiPinter.
2 Draf izin (sudah diparaf menggunakan Tanda Tangan
Sekretaris DPMPTSP) Digital)
8 |Pemohon dapal mengunduh izin pada Aplikasi zin Terbit Izin sudah diterima pemohon Pemahon zin dapat mengunduh dari
SiPinter. 1Zin. aplikasi SiPinter.
D ©
9 |Petugas Arsip mengarsipkan berkas Izin Arsip Izin secara digital Pengarsipan izin berdasarkan SOP
{arsip digital) Pengarsipan lzin.
Total Waktu 14
Keterangan :
1 pemohon
3 Dinas Teknis
1 pPMPTSP




B. BIDANG PERHUBUNGAN

37. PENAMBAHAN KENDARAAN PADA IZIN USAHA ANGKUTAN
1.1 STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

Nomor SOP
Tanggal
Pembuatan )
CIMAHI
Tanggal Revisi | -
Tanggal Efektif | -
Kepala Dinas Penanaman Modal dan
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN Pelayanan Terpadu Satu Pintu
TERPADU SATU PINTU
KOTA CIMAHI
Disahkan oleh
Mall Pelayanan Publik Kota Cimahi
J1. Aruman Lantai 4, Pasirkaliki, Kec. Cimahi
Utara, Kota Cimahi - Jawa Barat 40514
Dadan Darmawan, S.Sos., M.Si.
Pembina Utama Muda
NIP. 197201301993031005
Penambahan Kendaraan Pada Izin

Judul SOP Usaha Angkutan

DASAR HUKUM KUALIFIKASI PELAKSANA

1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor | 1. Jenjang Pendidikan :

22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan a. minimal Diploma 3, semua jurusan (Front Office)
Angkutan Jalan; b. minimal Diploma 3, semua jurusan (Back Office)

2. Undang-undang No. 6 Tahun 2023 tentang |2. Pelatihan : Diklat PTSP
penetapan peraturan pemerintah pengganti
Undang- undang No. 2 Tahun 2022 tentang
Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;

3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021
tentang Penyelenggaraan Perizinan
berusaha berbasis resiko;

4. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 26
Tahun 2015 tentang Standar Keselamatan
Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;

5. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 25
Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan
Bidang Angkutan jalan;

6. Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 4
Tahun 2017 tentang Perubahan atas
Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 18
Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan

3. Pangkat : minimal Penata Muda, IIl/a
4. Jabatan : Fungsional Umum

Perhubungan.
KETERKAITAN PERALATAN/PERLENGKAPAN
1. SOP Rekomendasi Tim Teknis; 1. Komputer yang dilengkapi akses internet;
2. SOP Penomoran Izin; 2. Formulir Permohonan Izin;
3. SOP Pengarsipan. 3. Alat Tulis Kantor;
4. Alat Pencatak / Printer;
5. Aplikasi Perizinan (SIPINTER).
PERINGATAN PENCATATAN DAN PENDATAAN

Setiap permohonan yang masuk harus | Disimpan sebagai data / arsip manual dan digital.
dipastikan kelengkapannya, agar tidak terjadi
kesalahan dalam penerbitan.
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1.2 BAGAN ALUR

DPMPTSP KOTA CIMAHI

BAGAN ALUR IZIN PENAMBAHAN KENDARAAN PADA IZIN USAHA ANGKUTAN

PELAKSANA MUTU BAKU
NO. EG| MO KETERANGAN
IRECIATAN ne HON DR VeI DP ST DPMPTSP Sekdis Kepala Dinas Pengelola Kelengkapan Waktu output
F P
Palayanan Adniniatrasl Verifikator DPMPTSP DPMPTSP Arsip (Harl Kerja)
1 |Pemchon mengajukan permohonan melalui - Formulir Fermohonan zin 1. Formulir Dalam melakukan pendaftaran online,
Aplikasi SiPinter. - Aplikasi SiFinter FPermohcnanyang pemohon izin dapat didampingi oleh
telah diisl Petugas Pelayanan (jika diperlukan).
2. Berkas
persyaratan
2 |Petugas Pelayanan DPMPTSP, mameriksa Formulir permohenan dan berkas 1 Tanda Tarima Berkas izin - Resl diterbitkan darl aplikasi SiPinter
berkas permohonan melalul Aplikasl SiPInter Tdk Ya Persyaratan 1zin setelah dveriflikasi oleh Petugas
Jika berkas permohonan lengkap, maka dapat Pelayanan,
diterbitkan Tanda Penerimaan Berkas zin
Jika tidak lengkap berkas dikembalikan ke
Pemohon
Barkas Permohonan disampalkan ke Tim
Teknis melalul Aplikasi SiFinter.
3 |Tim Teknis, memverifikas dan memvalidasi 1. Formulir permohonan Rekomendasi zin
persyaratan berkas lengkap dan benar, serta dan Berkas Persyaratan zin
menerbitkan Rekomendasi dan menyampaikan 2. Berita Acara Lapangan
ke DPMPTSP melalui Aplikasi SiFinter. 2. Rapat koordinas|
4 Draft Rekomendasi
4 |Petugas Administras| DPMPTSP, menyusun 1. Formulir permohonan Draft zin Draft Izin dibuatkan dengan aplikasi
draft izin setelah Rekomendasi terbit 2 Berkas Persyaratan izin SiPinter
3. Rekomendasi 1zin
4. Format kzin
]
5 |Verifikator DPMPTSP, memeriksa dan 1. Formulir permohonan 2 - Draft zin Verifikator memeriksa dan memparal
memarafl draft 1zin untuk ditandatanganl oleh 2 Berkas Persyaratan zin (sudah diparal Verfikator) draft 1zin
Kepala Dinas DPMPTSP, 3. Rekomendasi 1zin - Nota Dinas Permohonan
Verifikator DPMPTSP menyampaikan nota 4 Draft zin Peanandatanganan &zin
dinas permohonan penandatanganan zin
melalul Aplikasi SiFPinter
& |Sekretaris Dinas DPMPTSP, melakukan 1. Nota Dinas Permohonan - Draft zin
verifikasi akhir, Penandatanganan zin (sudah diparaf Sekretaris
2 Draf izin (sudah diparaf DPMPTSP)
Verlilkator)
— 1
7 |Kepala Dinas DPMPTSP, menandatangani 1 Nota Dinas Permochonan 1zin Zinditandatangani cleh Kepala Dinas
1zin pada Aplikasi SiPinter. Penandatanganan zin (suda h ditandatangan Kadis pada Aplikas) SiFinter.
2. Draf izin (sudah diparaf menggunakan Tanda Tangan
Sekretaris DPMPTSP) Digital)
& |Pemohon dapat mengunduh izin pada Aplikasi zin Terbit 1zin sudah diterima pemohon Pemohon zin dapat mengunduh dari
SiPinter. 1zin. aplikasi SiPinter
D =
9 |Petugas Arsip mengarsipkan berkas 1zin Arsip 1zin secara digital. Pengarsipan i1zin berdasarkan SOP
(arsip digital). Pengarsipan izin.
Total Waktu 10
Ketarangan ;

= Pemohon
I Dinas Teknis
1 pPMPTSP



38. PETIKAN IZIN USAHA
1.1 STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

Nomor SOP
Tanggal
Pembuatan
Tanggal Revisi
Tanggal Efektif
DINAS PENANAMAN MODAL DAN Kepala Dinas Penanaman Modal dan
KOTA CIMAHI
Disahkan oleh
Dadan Darmawan, S.Sos., IM.Si.
Mall Pelayanan Publik Kota Cimahi Pembina Utama Muda
J1. Aruman Lantai 4, Pasirkaliki, Kec. Cimahi

Utara, Kota Cimahi - Jawa Barat 40514 NIP. 197201301993031005

Judul SOP PETIKAN IZIN USAHA
DASAR HUKUM KUALIFIKASI PELAKSANA

1. Undang-undang  Republik  Indonesia
Nomor 22Tahun 2009 tentang Lalu Lintas
dan Angkutan Jalan;

2. Undang-undang No. 6 Tahun 2023
tentang penetapan peraturan pemerintah
pengganti Undang-undang No. 2 Tahun
2022 tentang Cipta Kerja Menjadi
Undang-Undang;

3. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 5
Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan
Perizinan berusaha berbasis resiko;

4. Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 18
Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan
Perhubungan;

5. Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 4
Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas
Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 18
Tahun 2011 Tentang Penyelenggaraan
Perhubungan

1. Jenjang Pendidikan :
a. minimal Diploma 3, semua jurusan (Front Office)
b. minimal Diploma 3, semua jurusan (Back Office)
2. Pelatihan: Diklat PTSP
3. Pangkat: minimal Penata Muda, IIl/a
4. Jabatan: Fungsional Umum
5. Mampu mengoperasikan perangkat komputer / laptop

KETERKAITAN

PERALATAN/PERLENGKAPAN

1.SOP Rekomendasi Teknis
2.SOP Penomoran Izin;
3.SOP Pengarsipan

1. Komputer yang dilengkapi akses internet;
2. Formulir Permohonan Izin;

3. Alat Tulis Kantor.

4. Alat pencetak/printer

5. Aplikasi Perizinan SIPINTER

PERINGATAN

PENCATATAN DAN PENDATAAN

Setiap permohonan yang masuk harus
dipastikan kelengkapannya, agar tidak terjadi
kesalahan dalam penerbitan

Disimpan sebagai data/arsip manual dan digital
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1.2 BAGAN ALUR

BAGAN ALUR IZIN PETIKAN IZIN USAHA

DPMPTSP KOTA CIMAHI

PELAKSANA MUTU BAKU
KETERANGAN
CESRLGE] RESOECH D::::TSP D: D:PTSP DPMPTSP Sekdis Kepala Dinas Pengelola Kelengkapan Waktu Output
gas etugas | yerifikator | DPMPTSP DPMPTSP Arsip gkapa (Hari Kerja) P!
Pelayanan | Administrasi
Pemohon mengajukan permehonan melalui - Formulir Permohonan Izin 1. Fermulir Dalam melakukan pendaftaran
Aplikasi SiPinter. - Aplikasi SiPinter Permohenan yang lonline, pemohon izin dapat
telah diisi didampingi cleh Petugas Pelayanan
2. Berkas (jika diperlukan}.
persyaratan
Petugas Pelayanan DPMPTSP, memeriksa Formulir permehenan dan berkas 1 Tanda Terima Berkas |zin - Resi diterbitkan dari aplikasi
berkas permohonan melalui Aplikasi SiPinter. Tdk Ya Persyaratan |zin SiPinter setelah diverifikasi oleh

Jika berkas permohenan lengkap, maka dapat
diterbitkan Tanda Penerimaan Berkas Izin
Jika tidak lengkap berkas dikembalikan ke
Pemohon.

Petugas Pelayanan,

Petugas Administrasl DPMPTSP, menyusun
draft izin

Formulir permehenan
Berkas Persyaratan |zin
Format Izin

W

Verifikator DPMPTSP, memeriksa dan
memaraf draft izin untuk ditandatangani oleh
Kepala Dinas DPMPTSP.

Verifikator DPMPTSP menyampaikan nota

Formulir permchonan
Berkas Persyaratan |zin
Draft Izin

W

Draft Izin Draft Izin dibuatkan dengan aplikasi
SiPinter
- Draft Izin Verifikator memeriksa dan memparaf

(sudah diparaf Verifikator)
- Nota Dinas Permchonan

draft izin

6 Penandatanganan Izin
dinas permohaonan penandatanganan Izin
melalui Aplikasi SiPinter.
Sekretaris Dinas DPMPTSP, melakukan 1. Neta Dinas Permohonan - Draft Izin
verifikasi akhir. Penandatanganan Izin (sudah diparaf Sekretaris
2. Draf izin (sudah diparaf DPMPTSP)
Verifikator)
Kepala Dinas DPMPTSP, menandatangani 1. Nota Dinas Permohonan Izin Izin ditandatangani oleh Kepala
Izin pada Aplikasi SiPinter. Penandatanganan Izin (sudah ditandatangani Kadis  |Dinas pada Aplikasi SiPinter.
2. Draf izin (sudah diparaf menggunakan Tanda Tangan
Sekretaris DPMPTSP) Digital}
Pemohon dapat mengunduh izin pada Izin Terbit Izin sudah diterima pemohon  |Pemohon izin dapat mengunduh dari
Aplikasi SiPinter. izin aplikasi SiPinter.
D °
Petugas Arsip mengarsipkan berkas Izin Arsip Izin secara digital Pengarsipan izin berdasarkan SOP
(arsip digital) Pengarsipan Izin.
Total Waktu 10 HARI
Keterangan :
3 Pemohon

[ Dinas Teknis
[ pPumPTSP



39. IZIN TRAYEK

1.1 STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

Nomor SOP
CIMAHI
Tanggal
Pembuatan
Tanggal Revisi
Tanggal Efektif
DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TER(I;ADU SATU PINTU Kepala Dinas Penanaman Modal dan
KOTA CIMAHI Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Disahkan oleh
Mall Pelayanan Publik Kota Cimahi Dadan Darmawan, S.Sos., M.Si.
J1. Aruman Lantai 4, Pasirkaliki, Kec. Cimahi .
Utara, Kota Cimahi - Jawa Barat 40514 Pembina Utama Muda
NIP. 197201301993031005
Judul SOP IZIN TRAYEK
DASAR HUKUM KUALIFIKASI PELAKSANA

1. Undang-undang Republik Indonesia
Nomor 22Tahun 2009 tentang Lalu
Lintas dan Angkutan Jalan;

2. Undang-undang No. 6 Tahun 2023
tentang penetapan peraturan
pemerintah  pengganti  Undang-
undang No. 2 Tahun 2022 tentang
Cipta Kerja Menjadi Undang-
Undang;

3. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 5
Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan
Perizinan berusaha berbasis resiko;

4. Peraturan Daerah Kota Cimahi
Nomor 18 Tahun 2011 tentang
Penyelenggaraan Perhubungan;

5. Peraturan Daerah Kota Cimahi
Nomor 4 Tahun 2017 Tentang
Perubahan Atas Peraturan Daerah
Kota Cimahi Nomor 18 Tahun 2011
Tentang Penyelenggaraan
Perhubungan

1. Jenjang Pendidikan :
a) minimal Diploma 3, semua jurusan (Front Office)
b) minimal Diploma 3, semua jurusan (Back Office)

2. Pelatihan: Diklat PTSP

3. Pangkat: minimal Penata Muda, IIl/a

4. Jabatan: Fungsional Umum

5. Mampu mengoperasikan perangkat komputer / laptop

KETERKAITAN

PERALATAN/PERLENGKAPAN

1. SOP Penomoran Izin;
2. SOP Pengarsipan

1. Komputer yang dilengkapi akses internet;
2. Formulir Permohonan Izin;

3. Alat Tulis Kantor.

4. Alat pencetak/printer

5. Aplikasi Perizinan SIPINTER

PERINGATAN PENCATATAN DAN PENDATAAN
Untuk persyaratan yang tidak lengkap Disimpan sebagai data/arsip manual dan digital
tidak dapat diproses

CATATAN
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1.2 BAGAN ALUR

BAGAN ALUR IZIN TRAYEK
DPMPTSP KOTA CIMAHI

PELAKSANA MUTU BAKU
NO. KEGIATAN PEMOHON KETERANGAN
D:::T:P Tim Teknis D:::‘:T:P DPMPTSP Sekdis Kepala Dinas Pengelola Kelengkapan VWaktu Output
g s N Verifikator DPMPTSP DPMPTSP Arsip (Hari Kerja)
Pelayanan Administrasi
1 |Pemohon mengajukan permohonan melalui - Formulir Permohonan zin 1. Formulir Dalam melakukan pendaftaran cnline,
Aplikasi SiPinter. - Aplikasi SiPinter Permohonanyang pemchon izin dapat didampingi cleh
telah diisi Petugas Pelayanan (jika diperlukan).
2. Berkas
persyaratan
2 |Petugas Pelayanan DPMPTSP, memeriksa Fermulir permeo honan dan berkas 1 Tanda Terima Berkas lzin - Resi diterbitkan dari aplikasi SiPinter
berkas permcehonan melalui Aplikasi SiPinter. Tdk va Persyaratan lzin setelah diverifikasi cleh Petugas
Jika berkas permchonan lengkap, maka dapat Pelayanan.
diterbitkan Tanda Penerimaan Berkas Izin,
Jika tidak lengkap berkas dikembalikan ke
Pemohon
Berkas Permohonan disampaikan ke Tim
Teknis melalui Aplikasi SiPinter
3 |Tim Teknis, memverifikasi dan memvalidasi 1.Formulir permohonan Rekomendasi Izin
persyaratan berkas lengkap dan benar, serta dan Berkas Persyaratan Izin
menerbitkan Rekomendasi dan menyampaikan Tdk Ya 2. Berita Acara Lapangan
ke DPMPTSF melalui Aplikasi SiFinter 3. Rapat koordinasi
4. Draft Rekomendasi
4 |Petugas Administras| DPMPTSP, menyusun 1. Formulir permohonan Draft izin Draft 1zin dibuatkan dengan aplikasi
draft izin setelah Rekomendasi terbit. 2. Berkas Persyaratan Izin SiPinter
3. Rekomendasi lzin
4. Format kzin
] =]
5 |Verifikator DPFMPTSP, memeriksa dan 1. Formulir permohonan - Draft Izin Verifikator memeriksa dan memparaf
memaraf draft izin untuk ditandatangani cleh 2. Berkas Persyaratan lzin (sudah diparaf Verifikator) draft izin
Kepala Dinas DPMPTSP. 3. Rekomendasi lzin - Mota Dinas Permohonan
Verifikator DPMPTSP menyampaikan nota 4. Draft Izin Penandatanganan Izin
dinas permohonan penandatanganan Izin
melalui Aplikasi SiPinter
& |Sekretaris Dinas DPMPTSP, melakukan 1. Nota Dinas Permohonan - Draft Izin
verifikasi akhir. Penandatanga nan izin (sudah diparaf Sekretaris
2. Draf izin {(sudah diparaf DPMPTSRF)
Verifikator)
I—
7 |Kepala Dinas DPMPTSP, menandatanga ni 1. Nota Dinas Permchonan Izin Izin ditandatangani oleh Kepala Dinas
Izin pada Aplikasi SiPinter. Penandatanganan Izin (sudah ditandatangani Kadis pada Aplikasi SiPinter.
2. Draf izin (sudah diparaf menggunakan Tanda Tangan
Sekretaris DPMPTSP) Digital)
8 |Pemohon dapat mengunduh izin pada Aplikasi Izin Terbit Izin sudah diterima pemohon Pemohon izindapat me ngunduh dari
SiPinter. izin. aplikasi SiPinter.
[j 3
S |Petugas Arsip mengarsipkan berkas Izin Arsip Izin secara digital Pengarsipan izin berdasarkan SOP
(arsip digital). Pengarsipan lzin.
Total Waktu 10 HARI
Keterangan :
Pemohon
[ Dinas Teknis
O pDPMPTSF




40. KARTU PENGAWASAN
1.1 STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

Nomor SOP
CIMAHI
Tanggal
ANA 2g
\A% Pembuatan
M Tanggal Revisi
Tanggal Efektif
DINAS PENANAMAN MODAL DAN
P ELAYAN%VOTTIZRg ;‘I\I/I)XSIATU PINTU Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Disahkan oleh
Mall Pelayanan Publik Kota Cimahi Dadan Darmawan. S.Sos.. M.Si.
J1. Aruman Lantai 4, Pasirkaliki, Kec. Cimahi . ’ ’
Utara, Kota Cimahi - Jawa Barat 40514 Pembina Utama Muda
NIP. 197201301993031005
Judul SOP KARTU PENGAWASAN
DASAR HUKUM KUALIFIKASI PELAKSANA

1. Undang-undang Republik Indonesia
Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu
Lintas dan Angkutan Jalan;

2. Undang-undang No. 6 Tahun 2023
tentang penetapan peraturan pemerintah
pengganti Undang-undang No. 2 Tahun
2022 tentang Cipta Kerja Menjadi
Undang-Undang;

3. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 5
Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan
Perizinan berusaha berbasis resiko;

4. Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor
18 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan
Perhubungan;

5. Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 4
Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas
Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor
18 Tahun 2011 Tentang
Penyelenggaraan Perhubungan

1. Jenjang Pendidikan :
a) minimal Diploma 3, semua jurusan (Front Office)
b) minimal Diploma 3, semua jurusan (Back Office)

2. Pelatihan: Diklat PTSP

3. Pangkat: minimal Penata Muda, I1l/a

4. Jabatan: Fungsional Umum

5. Mampu mengoperasikan perangkat komputer / laptop

KETERKAITAN

PERALATAN/PERLENGKAPAN

1. SOP Rekomendasi Teknis
2. SOP Penomoran Izin;
3. SOP Pengarsipan

Komputer yang dilengkapi akses internet;
Formulir Permohonan Izin;

Alat Tulis Kantor.

Alat Pencetak /Printer

b

PERINGATAN

PENCATATAN DAN PENDATAAN

Setiap permohonan yang masuk harus
dipastikan kelengkapannya, agar tidak
terjadi kesalahan dalam penerbitan

Disimpan sebagai data/arsip manual dan digital
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CATATAN




1.2 BAGAN ALUR

BAGAN ALUR IZIN KARTU PENGAWASAN
DPMPTSP KOTA CIMAHI

PELAKSANA MUTU BAKU
KEGIATAN PEMOHON KETERANGAN
D:‘::FTSP D:H:FTSP DPMPTSP Sekdis Kepala Dinas Pengelola Kelengkapan Waktu Output
ugas etugas |\ rorifikator DPMPTSP DPMPTSP Arsip glapa (Hari Kerja) P!
Pelayanan | Administrasi
Pemohon mengajukan permochonan melalui - Formulir Permoheonan lzin 1. Formulir Dalam melakukan pendaftaran
Aplikasi SiPinter. - Aplikasi SiPinter Permechonan yang online, pemohon izin dapat
telah diisi didampingi cleh Petugas Pelayanan
2. Berkas (jika diperlukan).
persyaratan

Petugas Pelayanan DPMPTSP, memeriksa Formulir permohonan dan berkas 1 Tanda Terima Berkas lzin - Resi diterbitkan dari aplikasi
berkas permochonan melalui Aplikasi SiPinter. Tk Ya Persyaratan lzin SiPinter setelah diverifikasi aleh
Jika berkas permochonan lengkap, maka dapat Petugas Pelayanan.
diterbitkan Tanda Penerimaan Berkas Izin.
Jika tidak lengkap berkas dikembalikan ke
Pemohon.
Petugas Administras| DPMPTSP, menyusun 1. Formulir permohenan Draft Izin Draft Izin dibuatkan dengan aplikasi
draft izin. 2. Berkas Persyaratan lzin SiPinter

3. Format lzin

—

Verifikator DPMPTSP, memeriksa dan 1. Formulir permohonan - Draft Izin Verifikator memeriksa dan memparaf
memaraf draft izin untuk ditandatangani cleh 2. Berkas Persyaratan lzin (sudah diparaf Verifikator) draft izin
Kepala Dinas DPMPTSP. 3. Draft Izin - Nota Dinas Permohenan
Verifikator DPMPTSP menyampaikan nota 1 Penandatanganan lzin
dinas permechonan penandatanganan lzin
melalui Aplikasi SiPinter.
Sekretaris Dinas DPMPTSP, melakukan 1. Nota Dinas Permohcnan - Draft Izin
verifikasi akhir. Penandatanganan Izin (sudah diparaf Sekretaris

2. Draf izin (sudah diparaf DPMPTSP)

Verifikator)
Kepala Dinas DPMPTSP, menandatangani 1. Nota Dinas Permohonan Izin Izin ditandatangani cleh Kepala
Izin pada Aplikasi SiPinter. Penandatanganan Izin (sudah ditandatangani Kadis Dinas pada Aplikasi SiPinter.

2. Draf izin (sudah diparaf menggunakan Tanda Tangan

Sekretaris DPMPTSP) Digitaly
Pemohon dapat mengunduh izin pada Izin Terbit Izin sudah diterima pemochon  |Pemohon izin dapat mengunduh dari
Aplikasi SiPinter. izin aplikasi SiPinter

D !
Petugas Arsip mengarsipkan berkas lzin Arsip lzin secara digital Pengarsipan izin berdasarkan SOP
(arsip digital) Pengarsipan lzin.
Total Waktu 3 HARI
Keterangan :
[ Pemohon

[0 Dinas Teknis
[ pPMPTSP



C. BIDANG PERDAGANGAN

41. SURAT IZIN TEMPAT USAHA
1.1 STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

Nomor SOP
Tanggal
LR Pembuat
an
Tanggal Revisi
Tanggal Efektif
DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU Kepala Dinas Penanaman Modal dan
KOTA CIMAHI Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Disahkan oleh
Mall Pelayanan Publik Kota Cimahi Dadan Darmawan, S.Sos., M.Si.
JI. Aruman Lantai 4, Pasirkaliki, Kec. Cimahi Pembina Utama Muda
Utara, Kota Cimahi - Jawa Barat 40514 NIP. 197201301993031005
Judul SOP SURAT IZIN TEMPAT USAHA
DASAR HUKUM KUALIFIKASI PELAKSANA

1.Peraturan Daerah Kota Cimahi
Nomor 7 Tahun 2019 tentang Pasar
Pemerintah  (Lembaran Daerah
Kota Cimahi Tahun 2019 Nomor
255).

2.Peraturan Wali Kota Cimahi
Nomor 60 Tahun 2020 Tentang Izn
Tempat Usaha

1. Jenjang Pendidikan :
a) minimal Diploma 3, semua jurusan (Front Office)
b) minimal Diploma 3, semua jurusan (Back Office)
2. Pelatihan: Diklat PTSP
3. Pangkat: minimal Penata Muda, I1l/a
4. Jabatan: Fungsional Umum
5. Mampu mengoperasikan perangkat komputer / laptop

KETERKAITAN

PERALATAN/PERLENGKAPAN

1.SOP Penomoran Izin;
2.SOP Pengarsipan

1. Komputer yang dilengkapi akses internet;
2. Formulir Permohonan Izin;

3. Alat Tulis Kantor.

4. Alat pencetak/printer

5. Aplikasi Perizinan SIPINTER

PERINGATAN

PENCATATAN DAN PENDATAAN

Setiap permohonan yang masuk
harus dipastikan kelengkapannya,
agar tidak terjadi kesalahan dalam
penerbitan

Disimpan sebagai data/arsip manual dan digital

CATATAN




1.2 BAGAN ALUR

BAGAN ALUR IZIN SURAT IZIN TEMPAT USAHA (SITU)
DPMPTSP KOTA CIMAHI

PELAKSANA MUTU BAKU
NO. KETERANGAN
RECLATAN EERIOHOHN D:::‘PTSP Tim Tekni D:TPTSP DPMPTSP Sekdis Kepala Dinas Pengelola Kelengkapan Waktu Output
ugas tm Teknis elugas | yerifikator DPMPTSP DPMPTSP Arsip (Hari Kerja)
Pelayanan Administrasi
1 |Pemohon mengajukan permohonan mela lui - Fermulir Permohonan Izin 1. Formulir Dalam melakukan pendaftarancnline,
Aplikasi SiPinter. - Aplikasi SiPinter Permohonan yang pemchon izin dapat didampingi cleh
telah diisi Petugas Pelayanan (jika diperlukan)
2. Berkas
persyaratan
2 |Petugas Pelayanan DPMPTSP, memeriksa Formulir permehenan dan berkas 1 Tanda Terima Berkas lzin - Resi diterbitkan dari aplikasi SiPinter
berkas permohonan melalui Aplikasi SiPinter. Tdk Ya Persyaratan Izin setelah diverifikasi oleh Petugas
Jika berkas permohonan lengkap, maka dapat Pelayanan
diterbitkan Tanda Penerimaan Berkas lzin.
Jika tidak lengkap berkas dikembalikan ke
Pemohon
Berkas Permohonan disampaikan ke Tim
Teknis melalui Aplikasi SiFinter
3 |Tim Teknis, memwverifikasi dan memvalidasi 1.Formulir permohonan Rekemendasi kzin
persyaratan berkas lengkap dan benar, serta dan Berkas Persyaratan Izin
menerbitkan Rekome ndasi dan menyampa kan Tdk Ya 2. Berita Acara Lapangan
ke DPMPTSP melalui Aplikasi SiPinter 3. Rapat kcordinasi
4. Draft Rekomendasi
4 |Petugas Administras| DPMPTSP, meny usun 1. Formulir permehonan Draft zin Draft 1zin dibuatkan dengan aplikasi
draft izin setelah Rekomendasi terbit. 2. Berkas Persyaratan Izin SiPinter
3. Rekomendasi lzin
4. Format Izin a3
— 1]
5 |Verifikator DPMPTSP, memeriksa dan 1. Fermulir permohonan - Draft Izin Verifikater memeriksa dan memparaf
memaraf draft izin untuk ditandatangani cleh 2 Berkas Persyaratan lzin (sudah diparaf Verifikator) draft izin
Kepala Dinas DPMPTSP. 3. Rekomendasi lzin - Nota Dinas Permohonan
Verifikator DPMPTSP menyampaikan nota 4. Draft lzin Penandatanganan Izin
dinas permohonan penandatanganan kzin
melalui Aplikasi SiFinter.
& |Sekretaris Dinas DPMPTSP, melakukan 1. Neta Dinas Permehonan - Draft Izin
verifikasi akhir. Penandatanganan kzin (sudahdiparaf Sekretaris
2 Draf izin (sudah diparaf DPMPTSP)
Verifikator)
1
7 |Kepala Dinas DPMPTSP, menandatangani 1. Nota Dinas Permehonan Izin Izin ditandatangani oleh Kepala Dinas
Izin pada Aplikasi SiPinter Penandatanganan kzin (sudah ditandatangani Kadis pada Aplikasi SiPinter
2. Draf izin (sudah diparaf menggunakan Tanda Tangan
Sekretaris DPMPTSP) Digital)
8 |Pemohon dapat mengunduh izin pada Aplikasi Lzin Terbit ! Izin sudah diterima pemchon Pemahon zin dapat mengunduh dari
SiPinter. izin aplikasi SiPinter
9 |Petugas Arsip mengarsipkan berkas Izin Arsip lzin secara digital. Pengarsipan izin berdasarkan SOP
(arsip digtal). Pengarsipan Izin
Total Waktu 5 HARI
Keterangan :

3 pemchon
[ Dinas Teknis
I ppupTsP




D.BIDANG VENTERINER

42. IZIN PRAKTEK DOKTER HEWAN
1.1 STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

CIMAHI

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU
KOTA CIMAHI

Mall Pelayanan Publik Kota Cimahi
J1. Aruman Lantai 4, Pasirkaliki, Kec. Cimahi Utara, Kota
Cimabhi - Jawa Barat 40514

Nomor SOP
Tanggal
Pembuatan
Tanggal Revisi
Tanggal Efektif
Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Disahkan oleh

Dadan Darmawan, S.Sos., M.Si.

Pembina Utama Muda
NIP. 197201301993031005
Judul SOP IZIN PRAKTEK DOKTER
HEWAN

DASAR HUKUM

KUALIFIKASI PELAKSANA

1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009
tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan
sebagaimana telah diubah beberapa kali
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 41
Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-
Undang nomor 18 Tahun 2009 tentang
Peternakan dan Kesehatan;

2.Undang-undang No. 6 Tahun 2023 tentang
penetapan peraturan pemerintah pengganti
Undang- undang No. 2 Tahun 2022 tentang
Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang

3. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2017
tentang Otoritas Veteriner;

4. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 3 Tahun
2019 tentang Pelayanan Jasa
Medik Veteriner.

5.Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 01
Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan
Peternakan dan Kesehatan Hewan

1.Jenjang Pendidikan :
a)minimal Diploma 3, semua jurusan (Front Office)
b)minimal Diploma 3, semua jurusan (Back Office)
2.Pelatihan: Diklat PTSP
3.Pangkat: minimal Penata Muda, IIl/a
4.Jabatan: Fungsional Umum
5.Mampu mengoperasikan perangkat komputer / laptop

KETERKAITAN PERALATAN/PERLENGKAPAN
1.SOP Surat Rekomendasi Dan Surat [I. Komputer yang dilengkapi akses internet;
Keterangan Pemenuhan Tempat Praktik [2. Formulir Permohonan Izin;

Dokter Hewan
2.SOP Penomoran Izin;

3.SOP Pengarsipan

3. Alat Tulis Kantor.
4. Alat pencetak/printer
5. Aplikasi Perizinan SIPINTER

PERINGATAN

PENCATATAN DAN PENDATAAN

Untuk persyaratan yang tidak lengkap tidak dapat
diproses

Disimpan sebagai data/arsip manual dan digital

CATATAN




1.2 BAGAN ALUR

BAGAN ALUR IZIN PRAKTEK DOKTER HEWAN
DPMPTSP KOTA CIMAHI

PELAKSANA MUTU BAKU
NO. KETERANGAN
KEGIATAN PEMOHON n::rrsp ek n:n:urrsP ECUTED o Kepala Dinas T output
ugas im Teknis etugas Verifikator DPMPTSP DPMPTSP Arsip (Hari Kerja)
Pelayanan Administ
1 |Pemohon mengajukan permohenan melalui ~Formulr Permohonan zin . Formulr Dalam melakukan pendaftaran oniine,
Aplikasi SiPinter. - Aplikasi SiPinter Permohonan yang pemohen izin dapat didampingi oleh
telah diisi Petugas Pelayanan (jika diperlukan).
2. Berkas
persyaratan
2 |Petugas Pelayanan DPMPTSF, memeriksa Formuiir permohonan dan berkas B Tanda Terima Berkas zin ~Resi diter bitkan dari aplikas| SiPinter
berkas permohonan melalul Aplikasi SiPinter ] (va Persyaratan Izin setelah dwerifikasi oleh Petugas
Jika berkas permehonan lengkap, maka dapat Pelayanan.
diterbitcan Tanda Penerimaan Berkas Izin
Jika tidak lengkap berkas dikembalikan ke
Pemohon
Berkas Permehonan disampaikan ke Tim
Teknis melalul Aplikasi SiPinter
3 [Tim Teknis, memverifikas dan memvalidasi 1.Formulir permohonan Rekemendasi zin
persyaratan berkas lengkap dan benar, serta dan Berkas Persyaratan kzin
menerbitkan Rekomendasi dan menyampaikan Tdk Ya 2. Berita Acara Lapangan
ke DPMPTSP melalui Aplikasi SiPinter 3. Rapat koordinasi
4. Draft Rekemendasi
4 |Petugas Administrasl DPFMPTSP, menyusun 1. Formulir permehonan Draft zin Draft Izin dibuatkan dengan aplikasi
draft zin setelah Rekomendasi terbit 2. Berkas Persyaratan Izin SiPinter
3. Rekomendasi Izin
4. Format Izin
10
5 |Verifikator DPMPTSP, memeriksa dan 1. Formulir permohonan “Draft zin Verffilkator memeriksa dan memparaf
memaraf draft izin untuk ditandatangani cleh 2. Berkas Persyaratan lzin (sudah diparaf Verifikator) draft izin
Kepala Dinas DPMPTSP. 3. Rekomendasi lzin - Neta Diras Permohonan
Verifikator DPMPTSP menyampaikan nota 4. Draft lzin Penandatanganan kzin
dinas permohonan penandatanganan kzin
melalui Aplikasi SiPinter.
6 |Sekretaris Dinas DPMPTSF, melakukan 1. Nota Dinas Permohonan “Draft zin
verifikasi akhir Penandatanganan Lzin (sucah diparaf Sekretaris
2. Draf izin (sudah diparaf DPMPTSF)
Verifikator)
—
7 |Kepala Dinas DPMPTSP, menandatangani 1. Nota Dinas Permehenan Izin zin ditandatangani oleh Kepala Dinas
Izin pada Aplikasi SiPinter. Penandatanganan kzin (sudahditandatangani Kadis | pada Aplikasi SiPinter
2. Draf izin (sudah diparaf menggunakan Tanda Tangan
Sekretaris DPMPTSP) Digital)
& [Pemohon dapat mengundun izin pada Aplikasi Izin Terbit 1zin sudah diterima pemohon | Pemohon zin dapat mengundh dar
SiPinter. izin aplikasi SiFinter
3
G [Petugas Arsip mengarsipkan berkas 1zin Arsip 1zin secara digital Pengarsipan zin berdasarkan SOP
(arsip digital). Pengarsipan Izin.
Total Waktu 14 Hari
Keterangan :
3 Pemohen
- Dinas Teknis
I DPMPTSP
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43. SURAT IZIN PRAKTIK DOKTER HEWAN (SIP DRH)
WARGA NEGARA ASING (WNA)

1.1.STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA CIMAHI

Mall Pelayanan Publik Kota Cimahi
J1. Aruman Lantai 4, Pasirkaliki, Kec. Cimahi
Utara, Kota Cimahi - Jawa Barat 40514

Nomor SOP
Tanggal
Pembuata
n
Tanggal Revisi
Tanggal Efektif
Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Disahkan oleh
Dadan Darmawan, S.Sos., M.Si.
Pembina Utama Muda
NIP. 197201301993031005
Judul SOP Surat Izin Praktik Dokter
Hewan (SIP DRH) Warga
Negara Asing (WNA)

DASAR HUKUM

KUALIFIKASI PELAKSANA

1.

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009
tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan
sebagaimana telah diubah beberapa kali
terakhir dengan Undang-Undang Nomor
41 Tahun 2014 tentang Perubahan atas
Undang-Undang nomor 18 Tahun 2009
tentang Peternakan dan Kesehatan;
Undang-undang No. 6 Tahun 2023 tentang
penetapan peraturan pemerintah pengganti
Undang- undang No. 2 Tahun 2022
tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-
Undang

Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun
2017 tentang Otoritas Veteriner;

. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 3

Tahun 2019 tentang Pelayanan Jasa
Medik Veteriner.

. Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 01

Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan
Peternakan dan Kesehatan Hewan

1.

SNk w

Jenjang Pendidikan :

a)minimal Diploma 3, semua jurusan (Front Office)
b)minimal Diploma 3, semua jurusan (Back Office)
Pelatihan: Diklat PTSP

Pangkat: minimal Penata Muda, IIl/a

Jabatan: Fungsional Umum

Mampu mengoperasikan perangkat komputer / laptop

KETERKAITAN

PERALATAN/PERLENGKAPAN

1.

2.
3.

SOP Surat Rekomendasi Dan Surat
Keterangan ~ Pemenuhan  Tempat
Praktik Dokter Hewan

SOP Penomoran Izin;

SOP Pengarsipan

1. Komputer yang dilengkapi akses internet;
2. Formulir Permohonan Izin;

3. Alat Tulis Kantor.

4. Alat pencetak/printer

5. Aplikasi Perizinan SIPINTER

PERINGATAN

PENCATATAN DAN PENDATAAN

Untuk persyaratan yang tidak lengkap tidak
dapat diproses

Disimpan sebagai data/arsip manual dan digital

CATATAN




1.2 BAGAN ALUR

BAGAN ALUR IZIN SURAT IZIN PRAKTIK DOKTER HEWAN (SIP DRH) WARGA NEGARA ASING(WNA)

DPMPTSP KOTA CIMAHI

PELAKSANA MUTU BAKU
NO. KEGIATAN PEMOHON KETERANGAN
D:::;:P Tim Teknis D:eh::::sp DPMPTSP Sekdis Kepala Dinas Pengelola Kelengkapan VWa ktu Output
P o N Verifikator DPMPTSP DPMPTSP Arsip (Hari Kerja)
elayanan Administrasi
1 |Pemohon mengajukan permohonan melalu ~ Formulir Permohonan izin 1. Formulir Dalam melakukan pendaftarancnine,
Aplikasi SiPinter. - Aplikasi SiPinter Permohenanyang pemohen izin dapat didampingi cleh
telah diisi Petugas Pelayanan (jika diperlukan)
2. Berkas
persyaratan
2 |Petugas Pelayanan DPMPTSP, memeriksa Formulir permohonan dan berkas 1 Tanda Terima Berkas Izin - Resi diterbitkan dari aplikasi SiPinter
berkas permehonan melalui Aplikasi SiPinter Tdk Ya Persyaratan lzin setelah diverifikasi cleh Petugas
Jika berkas permchonan lengkap, maka dapat Pelayanan.
diterbitkan Tanda Penerimaan Berkas Izin.
Jika tidak lengkap berkas dikembalikan ke
Pemohon.
Berkas Permohcnan disampaikan ke Tim
Teknis melalui Aplikasi SiPinter
3 |Tim Teknis, memverifikasi dan memvalidasi 1.Formulir permohonan Rekemendasi lzin
persyaratan berkas lengkap dan benar, serta dan Berkas Persyaratan Izin
menerbitkan Rekome ndasi dan menyampaikan Tk Ya 2. Berita Acara Lapangan
ke DPMPTSP melalui Aplikasi SiPinter. 3. Rapat koordinasi
4. Draft Rekemendasi
4 |Petugas Administrasl DPMPTSP, meny usun 1 Formulir permohonan Draft zin Drafl 1zin dibuatkan dengan aplikasi
draft zin setelah Rekomendasi terbit 2. Berkas Persyaratan lzin SiPinter
3. Rekomendasi 1zin
4. Fermat I1zin
1
5 |Verifikator DPMPTSP, memeriksa dan 1. Formulir permohonan - Draft zin werffikator memeriksa dan memparaf
memaraf draft izin untuk ditandatangani cleh 2. Berkas Persyaratan lzin (sudah diparaf Verffikator) draft izin
Kepala Dinas DPMPTSP. 3. Rekomendasi Izin - MNota Dinas Permohonan
Verifikator DPMPTSP menyampaikan nota 4. Draft izin 10 Penandatanganan Izin
dinas permohonan penandatanganan lzin
melalui Aplikasi SiPinter.
1
& |Sekretaris Dinas DPMPTSP, melakukan 1. Nota Dinas Permechenan - Draft zin
verifikasi akhir. Penandatanganan lzin (sudah diparaf Sekretaris
2. Draf izin (sudah diparaf DPMPTSP)
Verifikator)
1
7 |Kepala Dinas DPMPTSP, menandatangani 1. Nota Dinas Permohonan Izin Izin ditandatangani oleh Kepala Dinas
Izin pada Aplikasi SiPinter. Penandatanganan Izin (sudah ditandatangani Kadis pada Aplikasi SiPinter
2. Draf izin (sudah diparaf menggunakan Tanda Tangan
Sekretaris DPMPTSP) Digital)
8 |Pemohon dapat mengunduh izin pada Aplikasi Izin Terbit |zin suda h diterima pemchon Femohon zin dapat mengunduh darl
SiPinter. izin, aplikasi SiPinter.
- 3
9 |Petugas Arsip mengarsipkan berkas Izin Arsip Izin secara digital Pengarsipan izin berdasarkan SOP
(arsip digital). Pengarsipan Izin
Total Waktu 14 HARI
Keterangan :
1 pemohon
] Dinas Teknis
O pPMPTSP

138




44. SURAT IZIN PARAMEDIK VETERINER PELAYANAN KESEHATAN HEWAN /

SARJANA KEDOKTERAN HEWAN (SIPP KESWAN)
1.1 STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

Nomor SOP
Tanggal
CIMAMI Pembuatan )
Tanggal Revisi | -
Tanggal Efektif | -
Kepala Dinas Penanaman Modal dan
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN Pelayanan Terpadu Satu Pintu
TERPADU SATU PINTU
KOTA CIMAHI
Disahkan oleh
Mall Pelayanan Publik Kota Cimahi
J1. Aruman Lantai 4, Pasirkaliki, Kec. Cimahi
Utara, Kota Cimahi - Jawa Barat 40514
Dadan Darmawan, S.Sos., M.Si.
Pembina Utama Muda
NIP. 197201301993031005
Surat Izin Paramedik Veteriner
Judul SOP Pelayanan Kesehatan Hewan (SIPP
Keswan)
DASAR HUKUM KUALIFIKASI PELAKSANA

1. Undang Undang RI Nomor 41 Tahun 2014
tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan,;

2. Undang-undang No. 6 Tahun 2023 tentang
penetapan peraturan pemerintah pengganti
Undang- undang No. 2 Tahun 2022 tentang
Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;

3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021
tentang Penyelenggaraan Perizinan
berusaha berbasis resiko;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun
2024 tentang Perubahan atas Peraturan
Pemerintah Nomor 3 Tahun 2017 tentang
Otoritas Veteriner;

5. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 3
Tahun 2019 tentang Pelayanan Jasa Medik
Veteriner;

6. Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 1
Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan
Peternakan Dan Kesehatan Hewan.

1. Jenjang Pendidikan:

a.minimal Diploma 3, semua jurusan (Front Office)
b.minimal Diploma 3, semua jurusan (Back Office)
2. Pelatihan : Diklat PTSP

3. Pangkat : minimal Penata Muda, III/a
4. Jabatan : Fungsional Umum

KETERKAITAN

PERALATAN/PERLENGKAPAN

1. SOP Surat Keterangan Pemenuhan
Persyaratan Tempat Pelayanan Paramedik
Veteriner;

2. SOP Penomoran Izin;

3. SOP Pengarsipan.

1. Komputer yang dilengkapi akses internet;
2. Formulir Permohonan Izin;

3. Alat Tulis Kantor;

4. Alat Pencetak / Printer;

5. Aplikasi Perizinan (SIPINTER).




PERINGATAN

PENCATATAN DAN PENDATAAN

Setiap permohonan yang masuk harus
dipastikan kelengkapannya, agar tidak terjadi
kesalahan dalam penerbitan.

Disimpan sebagai data / arsip manual dan digital.

CATATAN
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1.2 BAGAN ALUR

BAGAN ALUR SURAT IZIN PARAMEDIK VETERINER PELAYANAN KESEHATAN HEWAN/SARJANA KEDOKTERAN HEWAN

DPMPTSP KOTA CIMAHI

PELAKSANA MUTU BAKU
NO. KEGIATAN PEMOHON KETERANGAN
D:mP Tim Teknls D:mP DPMPTSP Sekdis Kepala Dinas Pengelola Kelengkapan Waktu Output
Pel e, Admirintras] Verifikator DPMPTSP DPMPTSP Arsip (Harl Kerja)
1 |Pemohon mengajukan permohonan melalui Fermulir Permehonan zin 1. Formulir Dalam melakukan pendaftaranonlineg,
Aplikasi SiFinter. - Aplikas| SiFinter FPermohonanyang pemohon izin dapat didampingi oleh
telah diisi Petugas Pelayanan (jika diperlukan).
| 2. Berkas
persyaratan
2 |Petugas Pelayanan DPMPTSP, memeriksa Formulir permohonan dan berkas 1 Tanda Tenma Berkas zin - Resi diterbitkan dari aplikas) SiPinter
berkas permohonan melalul Aplikasi SiPinter Tdk Ya Persyaratan Izin setelah diverifikasi oleh Petugas
Jika berkas permobonan lenakap, maka dapat Pelayanan.
diterbitkan Tanda Penerimaan Berkas =in.
Jika lLidak lengkap berkas dikembalikan ke
Pemohon.
Berkas Permohonan disampaikan ke Tim
Teknis melalui Aplikasi SiPinter.
3 |Tim Teknis, memverifikasi dan memvalidasi 1 Formulir bermb’hbna?nr Rekomendasi zin
persyaratan berkas lengkap dan benar, serta | dan Berkas Persyaratan zin
menerbitkan Rekome ndasi dan menyampakkan Tdk - Ya 2. Berita Acara Lapangan
ke DPMPTSF melalul Aplikasi SiPinter. /\ 3. Rapat koordinasi
\/ 4. Draft Rekome ndas|
4 |Petugas Administrasl DPMP TSP, menyusun 1. Formulir permohonan Draft zin Draft izin dibuatkan dengan aplikasi
draft zin setelah Rekomendas! terbit. 2. Barkas Persyaratan zin SiFinter
3. Rekomendasi 1zin
4. Format zin
] 10 -
5 |Verifikator DPMPTSP, memeriksa dan 1. Formulir permobonan Draft zin Verffikator memeriksa dan memparaf
memaraf draft izin untuk ditandatangani cleh 2. Berkas Persyaratan zin (sudah diparaf Verffikator) draft izin
Kepala Dinas DPMPTSP. 3. Rekomendasi Izin - Nota Dinas Permohoman
Verifikator DPMPTSP menyampaikan nola 4. Draft zin Penandatanganan izin
dinas permohonan penandatanganan zin
melalui Aplikasi SiPintar.
6 |Sekretaris Dinas DPMPTSP, melakukan 1. Nota Dinas Permohonan - Draft zin
verifikasi akhir. Penandatanganan zin (sudah diparaf Sekrataris
2. Draf izin (sudah diparafl DPMPTSP)
Verifikator)
|
7 |Kepala Dinas DPMPTSP, menandatangani 1. Nota Dinas Permohonan 1zin zinditandatangani cleh Kepala Dinas
1zin pada Aplikasi SiPinter Penandatanganan zin (sudah ditandatangani Kadis pada Aplikasi SiPinter.
2. Draf izin (sudah diparaf menggunakan Tanda Tangan
Sekretars DPMPTSP) Digital)
8 |Pemohon dapat mengunduh izin pada Aplikasi zin Terbit 1zin sudah diterima pemohon Pemahon izin dapat mengunduh dari
SiFinter. I1Zir. aplikasl SiPinter.
G ?
9 |Petugas Arsip mengarsipkan berkas 1zin Arsip 1zin secara digital. Pengarsipan izin berdasarkan SOP
(arsip digital) Pengarsipan Izin
Total Waktu 14
Koterangan :
1 pemohon
[ Dinas Teknis
1 pPmPTSP




45. SURAT 1ZIN PARAMEDIK VETERINER PELAYANAN

INSEMINATOR/

SARJANA KEDOKTERAN HEWAN (SIPP INSEMINATOR)

1.1 STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan;
Undang-undang No. 6 Tahun 2023 tentang
penetapan peraturan pemerintah pengganti
Undang- undang No. 2 Tahun 2022 tentang
Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;
Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021
tentang Penyelenggaraan Perizinan berusaha
berbasis resiko;

Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2024
tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah
Nomor 3 Tahun 2017 tentang Otoritas Veteriner;
Peraturan Menteri Pertanian Nomor 3 Tahun
2019 tentang Pelayanan Jasa Medik Veteriner;
Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 1 Tahun
2014 tentang Penyelenggaraan Peternakan Dan
Kesehatan Hewan.

2.

Nomor SOP
Tanggal
Pembuatan ]
Tanggal Revisi | -
CIMAHI
M Tanggal Efektif | -
WAAY Kepala Dinas Penanaman Modal dan
— Pelayanan Terpadu Satu Pintu
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN .
TERPADU SATU PINTU Disahkan oleh
KOTA CIMAHI
Mall Pelayanan Publik Kota Cimahi
J1. Aruman Lantai 4, Pasirkaliki, Kec. Cimahi Utara,
Kota Cimahi - Jawa Barat 40514
Dadan Darmawan, S.Sos., M.Si.
Pembina Utama Muda
NIP. 197201301993031005
Surat Izin Paramedik Veteriner
Judul SOP Pelayanan Inseminator (SIPP
Inseminator)
DASAR HUKUM KUALIFIKASI PELAKSANA
1. Undang Undang RI Nomor 41 Tahun 2014 | 1. Jenjang Pendidikan :

a. minimal Diploma 3, semua jurusan (Front Office)
b. minimal Diploma 3, semua jurusan (Back Office)
2. Pelatihan: Diklat PTSP
3. Pangkat: minimal Penata Muda, Ill/a
4. Jabatan: Fungsional Umum

KETERKAITAN

PERALATAN/PERLENGKAPAN

1. SOP Surat Keterangan Pemenuhan Persyaratan
Tempat Pelayanan Paramedik Veteriner;
2. SOP Penomoran Izin;

3. SOP Pengarsipan.

1. Komputer yang dilengkapi akses internet;
2. Formulir Permohonan Izin;

3. Alat Tulis Kantor;

4. Alat Pencetak/ Printer;

5. Aplikasi Perizinan (SIPINTER)

PERINGATAN

PENCATATAN DAN PENDATAAN

Setiap permohonan yang masuk harus dipastikan
kelengkapannya, agar tidak terjadi kesalahan dalam
penerbitan.

Disimpan sebagai data/arsip manual dan digital.
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1.2 BAGAN ALUR

BAGAN ALUR SURAT IZIN PARAMEDIK VETERINER PELAYANAN INSEMINATOR/SARJANA KEDOKTERAN HEWAN

DPMPTSP KOTA CIMAHI

PELAKSANA MUTU BAKU
NO. KEGIATAN PEMOHON KETERANGAN
it 0 S Bl it DPMPTSP Sokdis Kepala Dinas | Pengelola Kelingkagan Waktu outpin
P d""gmn Adiainisteasi | Vef DPMPTSP DPMPTSP Arsip (Hari Kerja)
1 Pemohon mengajukan permohonan melalui Formulir Permohonan zin 1. Fermulir Dalam melakukan pendaftaran online,
Aplikas: SiPinter. - Aplikas SiPinter Permohonan yang pemohon izin dapat didampingi oleh
telah diisi Petugas Pelayanan (jika diperlukan).
2. Berkas
-—J persyaratan
2 |Petugas Pelayanan DPMPTSP, memeriksa Formulir permohonan dan berkas 1 Tanda Terima Berkas zin - Resi diterbitkan dan aplkasi SiPinter
berkas permohonan melalul Aplikasi SiPinter Tk va Perayaratan izin setelah diverifikasi oleh Petugas
Jika berkas permohonan lengkap, maka dapat Pelayanan.
diterbitkan Tanda Penerimaan Berkas zin.
Jika tidak lengkap berkas dikembalikan ke
Pemohon.
Berkas Permohbonan disampaikan ke Tim
Teknis melalul Aplikas| SiPinter.
3 |Tim Teknis, memverifikasi dan memvalidas| 1. Formulir permohonan Rekemendasi izin
persyaratan berkas lengkap dan benar, serta dan Berkas Persyaratan zin
menerbitkan Rekemendasi dan menyampaikan Tdk Ya 2. Berita Acara Lapangan
ke DPMPTSP melalul Aplikasl SiPinter \ 3. Rapat koordinas|
4. Draft Rekomendas|
4 |Petugas Administras| DPMPTSP, menyusun 1. Fermulir permohonan Draft zin Draft 1zin dibuatkan dengan aplikasi
draft zin setelah Rekomendasi terbit. 2. Berkas Persyaratan izin SiPinter
2. Rekomendasi Izin
4. Format zin
] 10 = .
5 |Verifikator DPMP TSP, memeriksa dan 1. Fermulir permohonan Draft zin Verifikater memeriksa dan memparaf
memaraf draft izin untuk ditandatangani oleh 2. Berkas Persyaratan &zin (sudah diparaf Verttikator) draft izin
Kepala Dinas DPMPTSP. 3. Rekomendas| lzin - Nota Dinas Permohonarn
Verifikator DPMPTSP menyampaikan nota 4 Draft zin Penandatanganan Zin
dinas permohonan penandatanganan Zin
melalui Aplikasi SiPinter
]
& |Sekretaris Dinas DPMPTSP, melakukan 1. Nota Dinas Permohonan - Draft zin
verifikasi akhir Penandalanganan kzin (sudah diparaf Sekrelans
2 Draf izin (sudah diparaf DPMPTSP)
Verifikator)
———
7/ |Kepala Dinas DPMPTSP, menandatangani 1. Nota Dinas Permohenan 1zin kzin ditandatangani cleh Kepala Dinas
Izin pada Aplikasi SiPinter Penandatanganan zin (sudah ditandatangani Kadis pada Aplikas| SiPinter.
2. Draf izin (sudah diparat menggunakan Tanda Tangan
Sekretaris DPMPTSP) Digital)
8 |Pemohon dapat mengunduh izin pada Aplikasi 1Zin Terbit Izin sudah diterima pemobon Pemohon izin dapat mengunduh darl
SiPintsr. : 1Zir. aplikasi SiPinter.
G =
9 |Petugas Arsip mengarsipkan berkas 1zin Arsip lzin secara digital. Pengarsipan izin berdasarkan SOP
(arsip digital) Pengarsipan 1zin.
Total Waktu 14
Keterangan :
Pemohon
2 Dinas Teknis
E ppmPTsP




46. SURAT

IZIN PARAMEDIK VETERINER PELAYANAN PEMERIKSAAN

KEBUNTINGAN / SARJANA KEDOKTERAN HEWAN (SIPP PKb)

1.1 STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

Nomor SOP
Tanggal
Pembuatan }
Tanggal Revisi | -
Tanggal Efektif | -
Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN .
TERPADU SATU PINTU Disahkan oleh
KOTA CIMAHI
Mall Pelayanan Publik Kota Cimahi
J1. Aruman Lantai 4, Pasirkaliki, Kec. Cimahi Utara,
Kota Cimahi - Jawa Barat 40514
Dadan Darmawan, S.Sos., M.Si.
Pembina Utama Muda
NIP. 197201301993031005
Surat Izin Paramedik Veteriner
Judul SOP Pelayanan Pemeriksaan Kebuntingan
(SIPP PKb)
DASAR HUKUM KUALIFIKASI PELAKSANA

1. Undang Undang RI Nomor 41 Tahun 2014
tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan;

2. Undang-undang No. 6 Tahun 2023 tentang
penetapan peraturan pemerintah pengganti
Undang- undang No. 2 Tahun 2022 tentang
Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;

3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021
tentang Penyelenggaraan Perizinan berusaha
berbasis resiko;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2024
tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah
Nomor 3 Tahun 2017 tentang Otoritas Veteriner;

5. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 3 Tahun
2019 tentang Pelayanan Jasa Medik Veteriner;

6. Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 1 Tahun
2014 tentang Penyelenggaraan Peternakan Dan
Kesehatan Hewan.

1. Jenjang Pendidikan:

a. minimal Diploma 3, semua jurusan (Front Office)
b. minimal Diploma 3, semua jurusan (Back Olffice)
2. Pelatihan: Diklat PTSP

3. Pangkat: minimal Penata Muda, IIl/a
4. Jabatan : Fungsional Umum

KETERKAITAN

PERALATAN/PERLENGKAPAN

1. SOP Surat Keterangan Pemenuhan Persyaratan
Tempat Pelayanan Paramedik Veteriner;
2. SOP Penomoran Izin;

3. SOP Pengarsipan.

1. Komputer yang dilengkapi akses internet;
2. Formulir Permohonan Izin;

3. Alat Tulis Kantor;

4. Alat Pencetak / Printer;

5. Aplikasi Perizinan (SIPINTER).

PERINGATAN

PENCATATAN DAN PENDATAAN

Setiap permohonan yang masuk harus dipastikan
kelengkapannya, agar tidak terjadi kesalahan dalam
penerbitan.

Disimpan sebagai data / arsip manual dan digital.

CATATAN




1.2 BAGAN ALUR

BAGAN ALUR SURAT IZIN PARAMEDIK VETERINER PELAYANAN PEMERIKSAAN KEBUNTINGAN/SARJANA KEDOKTERAN HEWAN

DPMPTSP KOTA CIMAHI

PELAKSANA MUTU BAKU
NO. KEGIATAN PEMOHON KETERANGAN
R o | i || PEMETEE A DEMETRE Sekdis Kepala Dinas | Pengelola KelergKanen Waktu ikpiE
Polayanan Administrasi Verifikator DPMPTSP DPMPTSP Arsip (Hari Kerja)
1 Pemohon mengajukan permohonan melalul - Formulir Permohonan zin 1. Formulr Dalam melakukan pendaftaranonline,
Aplikasi SiPinter \ - Aplikasi SiPinter Permohonanyang pemohon izin dapat didampingi oleh
telah diisi Petugas Pelayanan (jika diperlukan)
2. Berkas
persyaratan
2 |Petugas Pelayanan DPMPTSP, memeriksa Formulir permehonan dan berkas 1 Tanda Terima Berkas zin Resi diterbitkan dari aplikasi SiPinter
berkas permohonan melalul Aplikasi SiPinter. Tdk va Persyaratan Izin setelah diverifikasi oleh Petugas
Jika berkas permohonan lengkap, maka dapat Pealayanan.
diterbitikan Tanda Penarimaan Berkas zin,
Jika lidak lengkap berkas dikembalikan ke
Pemohon
Berkas Permohonan disampaikan ke Tim
Teknis melalul Aplikas| SiPinter
2 | Tim Teknis, memverifikasi dan memvalidas| 1. Formulir permohonan Rekomendas| izin
persyaratan berkas lengkap dan benar, serta dan Berkas Persyaratan zin
menerbitkan Rekome ndasi dan menyampalikan Tdk - Ya 2 Berita Acara Lapangan
ke DPMPTSP melalu Aplikasi SiPinter. / \ 3. Rapat koordinasi
\/ 4. Draft Rekomendas|
4 |Petugas Administras| DPMPTSP, menyusun 1. Formulir permobenan Draft zin Draft 1zin dibuatkan dengan aplikasi
draft zin setelah Rekomendasi terbit. 2. Berkas Persyaratan Izin SiFinter
3. Rekemendasi 1zin
4 Format zin
] 10
5 |Verifikator DPMPTSP, memeriksa dan 1. Formulir permohonan - Draft zin Verifikator memeriksa dan memparafl
memaraf draft izin untuk ditandatangani oleh 2 Berkas Persyaratan zin (sudah diparaf Verifikator) draft izin
Kepala Dinas DPMPTSP. 2. Rekomendasi Izin - Nota Dinas Permohonan
Verifikator DPMPTSP menyampaikan nota 4. Draft zin Penandatanganan kin
dinas permobonan penandatanganan in
melalul Aplikasi SiPInter.
6 |Sekretaris Dinas DPMPTSP, melakukan 1 Nota Dinas Permohonan - Draft zin I
verifikasi akhir, Penandatanganan izin (sudah diparaf Sekretaris
2 Draf izin (sudah diparaf DPMPTSP)
Verifikator)
=
7 |Kepala Dinas DPMPTSP, menandatangani 1. Nota Dinas Permohonan 1zin Zzin ditandatangani cleh Kepala Dinas
1zin pada Aplikasi SiPinter Penandatanganan zin (sudah ditandatangani Kadis pada Aplikasi SiPinter
2. Draf izin (sudah diparaf menggunakan Tanda Tangan
Sakretaris DPMPTSP) Digital)
8 |Pemohon dapat mengunduh izin pada Aplikasi zin Terbit 1zin sudah diterima pemohon Pemohon zin dapat mengunduh dari
SiPinter. 1Zin. aplikasi SiFinter.
9 |Petugas Arsip mengarsipkan berkas lzin Arsip lzin secara digital. Pengarsipan izin berdasarkan SOP
(arsip digtal) Pengarsipan izin
Total Waktu 14
Keterangan :
Pemohon
O Dinas Teknis
= ppmperse




47. SURAT IZIN PARAMEDIK VETERINER PELAYANAN

ASISTEN TEKNIK

REPRODUKSI (SIPP ATR)
1.1 STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

Nomor SOP

Tanggal

Pembuatan )

Tanggal Revisi | -

CIMAHI
Tanggal Efektif | -
Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN .
TERPADU SATU PINTU Disahkan oleh
KOTA CIMAHI
Mall Pelayanan Publik Kota Cimahi
J1. Aruman Lantai 4, Pasirkaliki, Kec. Cimahi Utara,
Kota Cimabhi - Jawa Barat 40514
Dadan Darmawan, S.Sos., M.Si.
Pembina Utama Muda
NIP. 197201301993031005

Surat Izin Paramedik Veteriner

Judul SOP Pelayanan Asisten Teknik Reproduksi

(SIPP ATR)
DASAR HUKUM KUALIFIKASI PELAKSANA

1. Undang Undang RI Nomor 41 Tahun 2014
tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan,;

2. Undang-undang No. 6 Tahun 2023 tentang
penetapan peraturan pemerintah pengganti
Undang- undang No. 2 Tahun 2022 tentang Cipta
Kerja Menjadi Undang-Undang;

3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021
tentang Penyelenggaraan Perizinan berusaha
berbasis resiko;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2024
tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah
Nomor 3 Tahun 2017 tentang Otoritas Veteriner;

5. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 3 Tahun
2019 tentang Pelayanan Jasa Medik Veteriner;

6. Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 1 Tahun
2014 tentang Penyelenggaraan Peternakan Dan
Kesehatan Hewan.

1. Jenjang Pendidikan:

a. minimal Diploma 3, semua jurusan (Front Office)
b. minimal Diploma 3, semua jurusan (Back Olffice)
2. Pelatihan: Diklat PTSP

3. Pangkat: minimal Penata Muda, IIl/a
4. Jabatan: Fungsional Umum

KETERKAITAN

PERALATAN/PERLENGKAPAN

1. SOP Surat Keterangan Pemenuhan Persyaratan
Tempat Pelayanan Paramedik Veteriner;
2. SOP Penomoran Izin;

3. SOP Pengarsipan.

1. Komputer yang dilengkapi akses internet;
2. Formulir Permohonan Izin;

3. Alat Tulis Kantor;

4. Alat Pencetak/Printer;

5. Aplikasi Perizinan (SIPINTER).

PERINGATAN

PENCATATAN DAN PENDATAAN

Setiap permohonan yang masuk harus dipastikan
kelengkapannya, agar tidak terjadi kesalahan dalam
penerbitan.

Disimpan sebagai data/arsip manual dan digital.

CATATAN




1.2 BAGAN ALUR

BAGAN ALUR IZIN SURAT IZIN PARAMEDIK VETERINER PELAYANAN ASISTEN TEKNIK REPRODUKSI/SARJANA KEDOKTERAN HEWAN

DPMPTSP KOTA CIMAHI

MUTU BAKU
MO KETERANGAN
S L B et D:MPTBP Sekdis Kepala Dinas Pengelola Kelengkapan Waktu Output
Pel.muna.En DPMPTSP DPMPTSP Arsip (Harl Kerja)
Pemohon mengajukan permoehonan melalul - Formulir Permohonan izin 1. Formulr Dalam melakukan pendaftaran online,
Aplikasi SiPinter < - Aplikasi SiPinter Permohonanyang pemohon izin dapat didampingi oleh
| telah diisi Petugas Pelayanan (jika diperlukan).
2. Borkas
- persyaratan
2 |Petugas Pelayanan DPMPTSP, memeriksa Formulir permohonan dan berkas 4 Tanda Terima Berkas zin Resi diterbitkan dari aplikasi SiPinter
berkas permohonan melalu Aplikasi SiFinter. Tdk va Persyaratan izin setelah diverifikasi oleh Petugas
Jika berkas permohonan lengkap, maka dapat Pelayanan
diterbitkan Tanda Penerimaan Rerkas zin
Jika tidak lengkap berkas dikembalikan ke
Pemohon
Berkas Permobonan disampaikan ke Tim
Teknis melalui Aplikasi SiPinter.
Tim Teknis, memverifikasi dan memvalidasi 1. Formulir permohonan Rekomendas| zin
persyaralan berkas lengkap dan benar, serta dan Berkas Persyaratan zin
menerbitkan Rekomendasi dan menyampaikan 2 Berita Acara Lapangan
ke DPMIPTSE melalul Aplikasi SiPinter. 2. Rapat koordinasi
4. Draft Rekome ndas|
Petugas Administras| DPMPTSP, menyusun 1. Formulir permohbonan Draft zin Draft Izin dibuatkan dengan aplikasi
draft izin setelah Rekomendasl terbit. 2. Berkas Persyaratan zin SiFinter
3. Rekomendasl izin
4. Format izin
5 |Verifikator DPMPTSP, memeriksa dan 1. Formulir permohonan 0 - Draft 1zin Verifikator memerksa dan memparaf
memaral draft izin untuk ditandatangani ok h 2. Berkas Persyaratan izin (sudah diparal Verifikator) draft 1zin
Kepala Dinas DPMPTSP. 3. Rekomendasl izin - Neta Dinas Permehonan
Verifikator DPMPTSP menyampaikan nota 4. Draft zin Penandatanganan &in
dinas permohonan penandatanganan zin
melalul Aplikasi SiPinter.
Sekretaris Dinas DPMPTSP, melakukan 1. Nota Dinas Paermochonan - Draft zin
verifikasl akhir Penandatanganman zin (sudah diparal Sekretaris
2 Drafizin (sudah diparaf DPMPTSFP)
Verifikator)
EE— |
Kepala Dinas DPMPTSP, menandatangani 1. Nota Dinas Permohonan Izin 1zin ditandatangani oleh Kepala Dinas
Izin pada Aplikasi SiPinter Penandatanganan zin (sudah ditandatangan Kadis pada Aplikasi SiPinter
2. Draf izin (sudah diparaf menggunakan Tanda Tangan
Sekretaris DPMPTSP) Digital)
Pemohon dapat mengunduh izin pada Aplikas: zin Terbit 1zin sudah diterima pemohon Pemohon izin dapat mengunduh dar
SiPinter. \ 1Zzin. aplikasi SiFinter.
S =
Petugas Arsip mengarsipkan berkas (zin Arsip 1zin secara digital, Pengarsipan izin berdasarkan SOP
(arsip digital) Pengarsipan izin.
Total Waktu 14

Keterangan :

= Pemohon
[ Dinas Teknis
5 ppmPTsP



E.BIDANG PENDIDIKAN

48. I1ZIN PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN

1.1 STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

Nomor SOP
Tanggal
Pembuatan )
Tanggal Revisi | -
Tanggal Efektif | -
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN Kepala Dinas Penanaman Modal dan
TERPADU SATU PINTU Pelayanan Terpadu Satu Pintu
KOTA CIMAHI
Disahkan oleh
Mall Pelayanan Publik Kota Cimahi
J1. Aruman Lantai 4, Pasirkaliki, Kec. Cimahi Utara, Kota
Cimabhi - Jawa Barat 40514
Dadan Darmawan, S.Sos., M.Si.
Pembina Utama Muda
NIP. 197201301993031005
Judul SOP Izin Pendirian Satuan Pendidikan
DASAR HUKUM KUALIFIKASI PELAKSANA

1. Undang-undang No. 6 Tahun 2023 tentang
penetapan  peraturan pemerintah  pengganti
Undang- undang No. 2 Tahun 2022 tentang Cipta
Kerja Menjadi Undang-Undang;

2. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021
tentang Penyelenggaraan Perizinan berusaha
berbasis resiko;

3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022
tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah
Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional
Pendidikan;

4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman
Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan
Pendidikan Dasar dan Menengah,;

5. Surat Edaran Menteri Pendidikan, Kebudayaan,
Riset, Dan Teknologi Nomor 26 Tahun 2021
Tentang Pemberian Izin Satuan Pendidikan;

6. Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 3 Tahun
2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah
Kota Cimahi Nomor 4 Tahun 2007 Tentang
Penyelenggaraan Pendidikan.

1. Jenjang Pendidikan :

a.minimal Diploma 3, semua jurusan (Front Office)
b.minimal Diploma 3, semua jurusan (Back Office)
2. Pelatihan : Diklat PTSP

3. Pangkat : minimal Penata Muda, IIl/a
4. Jabatan : Fungsional Umum

KETERKAITAN

PERALATAN/PERLENGKAPAN

1. SOP Pengambilan Izin;
2. SOP Penomoran Izin;

3. SOP Pengarsipan.

1. Komputer yang dilengkapi akses internet;
2. Formulir Permohonan Izin;

3. Alat Tulis Kantor;

4. Alat Pencetak / Printer;

5. Aplikasi Perizinan (SIPINTER).

PERINGATAN

PENCATATAN DAN PENDATAAN

Setiap permohonan yang masuk harus dipastikan
kelengkapannya, agar tidak terjadi kesalahan dalam
penerbitan

Disimpan sebagai data/arsip manual dan digital.

CATATAN




1.2 BAGAN ALUR

DPMPTSP KOTA CIMAHI

BAGAN ALUR IZIN PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN

PELAKSANA MUTU BAKU
NO. KEGIATAN PEMOHON KETERANGAN
e || ot || orusrse Sokdis Kepala Dinas | Pengelola aingkapen Waktu Sikput
Pal “‘m.‘n Administiasi Verifikator DPMPTSP DPMPTSP Arsip {Hari Kerja)
1 |Pemohon mengajukan perrmohonan rows lklui - Formulir Permohonan tzin 1. Formulir Dalam melakukan pendaftaran online,
Aplikas SiPinter - Aplikasi SiPinter Permohboran yang pemohon 1z2in dapat didampingi olsh
teslah diisi Petugas Pelayanan (jila diperlukan)
2. Borkas
persyaratan
Z |Petugas Pelayanan DPMPTSP, memerksa Formuir permohonan can berkas 1 Tanda Terima Berkas zin - Resi diterbitkan darl aplikasl SiFinter
berkas permohonan melalul Aplikasi SiPirter Tk Ya Persyaratan 1zin =atelah diverifikasi cleh Petugas
Jika berkas permobonanlenglap, maka dapat Pelayanan
diterbitkan Tanda Penerimaan Berkas zin
Jiks tidak lengkap barkas dikemballkan ke
Pemohon.
Berkas Permchonan disampaikan ke Tim
Teknis malalui Aplikasi SiFinter.
2 | Tim Teknis, memverifikasi dan memvalicas) 1 Formulir permohonan Rekomandasi izin
persyaralan berkas engkap dan benar, sera dan Berkas Persyaratan zin
menerbitkan Rekemendas) dan menyampaikan Tdk /\v. 2 Beria Acara Laparngan
ke DPMPTSP melalul Apikasl SiPinter. / 3 Rapat koordinas|
4 Draft Rekome ndas)
4 |Petugas Administras| DPMPTSP, menyusun 1. Formulir permohonan Draft zn Draft izin dibuatkan dengan aplikasi
drall zinsetelah Reko mendasi terbil 2 Barkas Persyarmatan i SiPinter
3 Rekomaendasi 1zin
4 Format zin
] G
5 |Verifikator DPMPTSP, momeriksa dan 1. Formulir permohonan - Draft =in Verffikator memeriksa dan memparaf
maemarafl draft izin untuk ditancatangan cie b 2 Berkas Persyam@atan 2in (suda b diparal Verifikator) draft i2in
Kepala Dinas DPMPTSP. 3 Rekomenrdasi 1zin - Nota Dinas Permohoran
Verifikator DPMPTSP mernyampalkan nota 4 Draft zin Penandatanganan zin
dinas permohonan penandatanganan zin
melalui Aplikasi SiFinter.
T L e o= | s e
G |Sekretaris Dinas DPMPTSP, melakukan 1. Nota Dinas Permohonan - Draft =in
verifilasi akhir Penandatanganan zin (sudahdiparaf Sekretans
2 Drafizin (sudah diparal DPMPTSP)
Verifilkator)
===
7 |Kepala Dinas DPMPTSP, menandatangani 1. Nota Dinas Permohonan 1zin zin ditandatangani oleh Kepala Dinas
1zin pada Aplikasi SiPinter. Fenandatanganan izin (sudahdtandatanganl Kadis pada Aplikasi SilPinter.
2. Drafizin (sudah diparaf menggunakan Tanda Tangan
Sekretaris DPMPTSP) Digitarl)
2 |Pemohon dapat mengunduh izin pada Aplikasi zin Terbit Izin suca h diterima pemohon Pemohon zin dapat mengunduh dari
SiFinter. 2 izn. aplikasi SiFinter,
@ 2
9 |Petugas Arsip mengarsipkan berkas 1zin Arsip 1z2n secara digital Pengarsipan izin berdasarkan SOP
(arsip digtal). Pengarsipan 1zin
Total Waktu 10
Keterangan ©
= pPemohon
=1 Dinas Teknis
1 pPMPTSP
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49. IZIN PENDIRIAN LEMBAGA PENDIDIKAN NON FORMAL

1.1 STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

CIMAHI

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN

TERPADU SATU PINTU
KOTA CIMAHI

Mall Pelayanan Publik Kota Cimahi
J1. Aruman Lantai 4, Pasirkaliki, Kec. Cimahi Utara,
Kota Cimabhi - Jawa Barat 40514

Nomor SOP
Tanggal
Pembuatan
Tanggal Revisi
Tanggal Efektif
Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Disahkan oleh
Dadan Darmawan, S.Sos., M.Si.
Pembina Utama Muda
NIP. 197201301993031005
Judul SOP IZIN PENDIRIAN LEMBAGA
PENDIDIKAN NON
FORMAL

DASAR HUKUM

KUALIFIKASI PELAKSANA

1.

Undang-undang No. 6 Tahun 2023 tentang
penetapan peraturan pemerintah pengganti
Undang-undang No. 2 Tahun 2022 tentang
Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;

PP no. 60 tahun 2010 tentang Perubahan atas
Peraturan Pemerintah No. 17 Tahun 2010
tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan
Pendidikan

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 5 Tahun
2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan
berusaha berbasis resiko;

Peraturan ~ Menteri Pendidikan dan
Kebudayaan Nomor 81 Tahun 2013 tentang
Pendirian Satuan Pendidikan Nonformal
Peraturan Menteri Pendidikan dan
Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014 tentang
Pedoman  Pendirian, Perubahan  dan
Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan
Menengah

Peraturan Menteri Pendidikan dan
Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang
Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini
Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor
5 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan
Pendidikan

Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 3
Tahun 2009 tentang Perubahan Atas
Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 4
Tahun 2007 Tentang Penyelenggaraan
Pendidikan

Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 2
Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan
Perizinan Pendidikan Dasar

1.Jenjang Pendidikan :
a)minimal Diploma 3, semua jurusan (Front Office)
b)minimal Diploma 3, semua jurusan (Back Office)
2.Pelatihan: Diklat PTSP
3.Pangkat: minimal Penata Muda, IIl/a
4.Jabatan: Fungsional Umum
5.Mampu mengoperasikan perangkat komputer / laptop.

KETERKAITAN

PERALATAN/PERLENGKAPAN

1.SOP Pengambilan izin
2.SOP pernomoran & Arsip

Komputer yang dilengkapi akses internet;
Formulir Permohonan Izin;

Alat Tulis Kantor.

Alat pencetak/printer

Aplikasi Perizinan SIPINTER

NhALOD =




PERINGATAN

PENCATATAN DAN PENDATAAN

Setiap permohonan yang masuk harus dipastikan
kelengkapannya, agar tidak terjadi kesalahan dalam
penerbitan

Disimpan sebagai data/arsip manual dan digital

CATATAN
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1.2 BAGIAN ALUR

BAGAN ALUR IZIN LEMBAGA PENDIDIKAN NON FORMAL
DPMPTSP KOTA CIMAHI

PELAKSANA MUTU BAKU
NO. KEGIATAN PEMCHON KETERANGAN
D::PTSP Tim Tekni D:':‘PTSP DPMPTSP Sekdis Kepala Dinas Pengelola Kelengkapan Waktu output
ugas tm Teknis etgas | yerifikator DPMPTSP DPMPTSP Arsip (Hari Kerja)
Pelayanan Administrasi
1 |Pemohon mengajukan permohonan melalui - Formulir Permohonan zin 1. Formulir Dalam melakukan pendaftaran cnline,
Aplikasi SiPinter. - Aplikasi SiPinter Permohonan yang pemehon izin dapat didampingi oleh
telah diisi Petugas Pelayanan (jika diperlukan).
J 2. Berkas
persyaratan
2 |Petugas Pelayanan DPMPTSP, memeriksa Formulir permohonan dan berkas Tanda Terima Berkas Izin - Resi diterbitkan dari aplikasi SiPinter
berkas permohonan melalul Aplikasi SiPinter Tdk va Persyaratan lzin setelah diverifikasi cleh Petugas
Jika berkas permohonan lengkap, maka dapat Pelayanan.
diterbitkan Tanda Penerimaan Berkas Izin
Jika tidak lengkap berkas dikembalikan ke 1
Pemohon
Berkas Permchonan disampaikan ke Tim
Teknis melalui Aplikasi SiPinter
3 |Tim Teknis, memverifikasi dan memvalidasi 1.Formulir permehonan Rekomendasi Izin
persyaratan berkas lengkap danbenar, serta dan Berkas Persyaratan Izin
menerbitkan Rekomendasi dan menyampaikan Tdk Ya 2. Berita Acara Lapangan
ke DPMPTSP melalui Aplikasi SiPinter 3. Rapat koordinasi
4. Draft Rekomendasi
4 |Petugas Administrasl DPMPTSP, meny usun 1. Formulir permoho nan Draft lzin Draft 1zin dibuatkan dengan aplikasi
draft izin setelah Rekomendasi terbit 2. Berkas Persyaratan lzin SiPinter
3. Rekomendasi Izin
4. Format Izin
1
5 |Verifikator DPMPTSP, memeriksa dan 1. Fermulir permehonan - Draft lzin Verfikater memeriksa dan memparaf
memaraf draft izin untuk ditandatangani cleh 2. Berkas Persyaratan Izin (sudah diparaf Verffikator) draft izin
Kepala Dinas DPMPTSP. 3. Rekomendasi Izin - Nota Dinas Permohonan
Verifikator DPMPTSP menyampaikan nota 4. Draft zin 6 Penandatanganan Izin
dinas permchonan penandatanganan zin
melalui Aplikasi SiPinter.
& |Sekretaris Dinas DPMPTSP, melakukan 1. Nota Dinas Permohonan - Draft zin
verifikasi akhir. Penandatanganan Izin (sudah diparaf Sekretaris
2. Draf izin (sudah diparaf DPMPTSP)
Verifikator)
1
7 |Kepala Dinas DPMPTSP, menandatangani 1. Nota Dinas Permchonan Izin Izin ditandatangani cleh Kepala Dinas
Izin pada Aplikasi SiPinter Penandatanganan Izin (sudah ditandatangani Kadis pada Aplikasi SiPinter
2. Draf izin (sudah diparaf menggunakan Tanda Tangan
Sekretaris DPMPTSP) Digitaly
B |Pemohon dapat mengunduhizin pada Aplikasi Izin Terbit Izin sudah diterima pemohon Pemohen izin dapat mengunduh dari
SiPinter. izin. aplikasi SiPinter.
[: °
8 |Petugas Arsip mengarsipkan berkas Izin Arsip Izin secara digital Pengarsipan izin berdasarkan SOP
(arsip digital) Pengarsipan Izin.
Total Waktu 10 HARI
Keterangan :
I pemohon
] Dinas Teknis
3 ppmPTSP




50.SURAT IZIN PRAKTIK PEKERJA SOSIAL

01. STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

Nomor SOP
Tanggal Pembuatan
Tanggal Revisi
Tanggal Efektif
Disahkan Oleh Kepala Dinas Penanaman Modal
Dan Pelayanan Terpadu
DINAS PENANAMAN MODAL DAN Satu Pintu
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA CIMAHI
Mall Pelayanan Publik Kota Cimahi Dadan Daljmawan, S.Sos., M.Si.
J1. Aruman Lantai 4, Pasirkaliki, Kec. Cimahi Utara, Pembina Utama Muda
Kota Cimahi - Jawa Barat 40514 NIP. 197201301993031005
Surat Izin Praktik

Judul SOP Pekerja Sosial

DASAR HUKUM KUALIFIKASI PELAKSANA

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 |1. Menguasai dan memahami Undang-Undang Nomor

tentang penetapan peraturan pemerintah 14 Tahun 2019 tentang Pekerja Sosial;

pengganti Undang-Undang Nomor 2 |2. Menguasai dan memahami Peraturan Menteri Sosial
Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Nomor 17 Tahun 2020 tentang Registrasi dan Izin

Undang-Undang; Praktik Pekerja Sosial;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2019 |3. Jenjang Pendidikan :
tentang Pekerja Sosial; a. minimal Diploma 3, semua jurusan (Front Office)
3. Peraturan Menteri Sosial Nomor 17 b. minimal Diploma 3, semua jurusan (Back Office)
Tahun 2020 tentang Registrasi dan Izin |4. Pelatihan: Diklat PTSP
Praktik Pekerja Sosial. 5. Pangkat: minimal Penata Muda, [Il/a
6. Jabatan: Fungsional Umum
7. Mampu mengoperasikan perangkat komputer / laptop.
KETERKAITAN PERALATAN / PERLENGKAPAN
1. SOP Penomoran Izin; 1. Komputer yang dilengkapi akses internet;
2. SOP Pengarsipan; 2. Formulir Permohonan Izin;
3. SOP Penerbitan Rekomendasi Tim Teknis | 3. Alat Tulis Kantor;
(Surat Keterangan Mandiri). 4. Alat pencetak / printer;
5. Aplikasi Perizinan (SIPINTER).
PERINGATAN PENCATATAN DAN PENDATAAN

Diharap pemohon dapat untuk melengkapi | Disimpan sebagai data/arsip manual dan digital
persyaratan, karena persyaratan yang tidak
lengkap, tidak dapat diproses.

CATATAN
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1.2 BAGAN ALUR

Bagan Alur Standar Operasional Prosedur Surat Izin Praktik Pekerja Sosial

DPMPTSP Kota Cimahi
PELAKSANA MUTU BAKU
NO. KEGIATAN PEMOHON DPMP o KETERANGAN
nmv LT ""“’1:" G |- o | o | e EaiGEApR (H::I. |:::m g
Pelayanan Administrasi #
1 | Pemohon mengajkan permchonan melaui - Formuir Permahonan 1zin 1. Formulir Dalam melakukan pendaftaran online,
Aplikas: SiPirter. - Aplikasi SPinter Permohonan yang ipemohon izn dapat didamping! oleh
telah diisi Petugas Pelayanan (jka diperlukan).
2 Berkas
persyaratan
2 |Petugas Pelayanan DPMPTSP, mamerksa [Formulir permononan dan berkas 1 Han Tanda Tarima Berkas 1zin - Resi drertitikan darl aphkasi SIPiner
berkse parmahonan melalul Aplikasi SiPinter. Tdk Yo Perayaratan lkzin atelan diverifikeai oleh Petugas
Jia berkas parmohonan lengkap, maka dapat Pelayanan
diterbitken Tenda Penarimaan Borkas Izin.
Jika lidak fengkap berkas dikembalikan ke
Pemohon.
Berkas Permohonan disampaikan ke Tim Tekris
melaul Apbkasl SIPIner.
3 |Tim Teknis. menwaikasi dan menvaidasi | |1 Formusic permononan Rekomandas (2in
persyaratan berkas lengkas dan benar, seria dan Berkas Persyaratan lzin
tendasi dan Tdk Ya 2. Beritz Acara Lapangan
ke DPMPTSE melalui Apikasi SPinter. / \ 3. Rapat koordinasi
\/ 4. Draft Rekomendasi
4 [Patugas DPMPTSP, 1. Formulir parmohonan Draftizn Oraft zin dibuatkan dengar apikasi
draf: izin setelah Rekomendasi terbit. 2. Berles Persyaratan kzn SiPinter
32 Rakomendas! 1zin
4. Format fzin
1
§ |Verifikator DPMPTSP, memerksa dan momarsf 1. Formulir permohonan - Draft zin Verifikator memeriksa dan memparal
draft izin untuk diandatangani olah Kepala Dinas 2. Berkas Persyaratan lzn (sudah diparaf Verifikator) draft izin
DPMPTSP. 3. Rakomendasi 1zin - Nota Dinas Permohonan
Verifikator DPMPTSP menyampaikan nota dinas 4. Draft lzin 5 Hari Perendatanganan |zin
permohonan panancatanganan izin metalul
Aglikasi SiPirtar.
€ |Sekretaris Dinas DPMPTSP, melaku<an I 1. Nota Dinas Permohonan - Draft izin
vertfikasi akhir Penandatanganan izin (sudah diparaf Sekretars
2. Draf izin (sudah diparaf Verifikator) DPMPTSP)
- ]
7 |Kepala Dinas DPMPTSP, menandatangani kzin 1. Nota Dinas Permohonan Izin Izin ditandatengani oleh Kepala Dinas
pada Aplikasi SIPiner. Penandatanganan izn (sudah ditandatangani Kadis pada Aplikas! SIPrter.
2. Draf izin (sudah diparaf Sskretaris Tanda Tangan
DPMPTSP) Cigital)
& |Pamohon daoat mangunduh zin pada Aplikas | 12i Tarbit | 2in sudah diterima pemohon iZin [Pamoahon lzn dapat menguncul dard
SiPinter. aplikas SiPrter.
4 Hari
G |Petugas Arslp mengarsipkan berkss 1zin Arsip lzin secara digital. Pengarsipan Izin berdasarkan SOP
(arsip digital). Pengarsipan lzin.
Total Waktu 10 Hari
Keterangan :
=1 Pemohon
1 Dinas Teknis
] DPMPTSP




